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Ucapan Terimakasih 


DALAM PENGAJIAN rutin di Pesantren Ciganjur, yang saat 
itu mbedah kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca, penulis 
melontarkan tanya kepada Gus Dur. Tanya penulis tertuju 
pada proses pragmatisasi kepemimpinan, dari spiritualitas 
kepemimpinan Nusantara yang menganut bodhisatwa, kepada 
praktik kepemimpinan nasional saat ini. Dalam bodhisatwa, tugas 
pemimpin tak hanya menyejahterakan ekonomi, tapi terlebih 
spiritual. Satu beda dengan sekarang, yang hanya mengumbar 
gulat struggle to power dari elite untuk elite. 


Awalnya, penulis kira jawaban Gus Dur seperti biasa; 
ketakutan SBY dan pemerintah yang hanya memikirkan diri 
sendiri, atau karena pemimpin kita tak memahami kaidah 
tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuuthun bi al-mashlahah. 
Semacam jawaban politis untuk pertanvaan politis. 


Ternvata tidak, dan penulis terkesima. Jawaban beliau, 
“Anda harus membaca (lagi) buku Aera Europa karva Prof. Jan 
Romein. Dalam buku itu terlihat bahwa peradaban modern 
(Eropa) sekarang, ternvata merupakan penvimpangan dari 'Pola 
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Kemanusiaan Umum Pertama” (Eerste Algemeen Menselijk Patroon) 
kebudayaan dunia. Pola umum ini mengacu pada abad spiritual 
dunia 6 tahun sebelum masehi; Lao Tse dan Konghucu di Cina, 
Buddha Gautama di India, Zarathustra di Persia, dan Akhnaton 
di Mesir, yang selalu mengembalikan proses kehidupan kepada 
asal mula hidup (sangkan paraning dumadi). Dalam peradaban 
ini, alam tak dianggap sebagai obyek yang harus dieksploitasi, 
tapi merupakan kesatuan kosmik, sehingga manusia harmoni 
dengan alam, hidup, dan Tuhan. Peradaban inilah yang sejak 
kebangkitan filsafat Yunani telah tereduksi oleh rasionalisme, 
yang kemudian tereduksi lagi dalam empirisisme, teknokrasi, 
dan pragmatisme. Jadi pragmatisme kepemimpinan yang Anda 
lihat, bukan hanya soal partai dan pemilu, tetapi lebih dari itu, 
yakni penyimpangan peradaban kita dari pola kemanusiaan luhur 
seperti yang dijelaskan Prof. Romein tadi”. 


Penulis terharu setelah mendengar jawaban itu, karena 
tiba-tiba penulis menemukan sosok Gus Dur dalam maqom 
kebudayawanan. Ya, Gus Dur melebihi pihak yang berkepentingan 
melontarkan statement politik dalam ruang kontestasi partai, 
ternyata berangkat dari kedalaman abstraktif pada level filsafat 
kebudayaan. Satu hal yang penulis temukan dalam jawaban beliau 
atas tanya, kenapa sebagai pemimpin partai, Gus Dur membela 
Ahmadiyah. Kan tidak populer? Jawaban beliau sederhana: 
demokrasi tak bisa dipolitisasi. Bagi Gus Dur, pembelaan minoritas 
dari otoritas negara, merupakan perjuangan demokratisasi yang 
tak bisa dikalahkan oleh ketakutan logika partai, yang hanya ingin 
mencecap popularitas demi politik citra. 


Memang tak adil jika kita menginginkan Gus Dur pensiun 
dari politik praktis, dan mandhito dalam menara gading Guru 
Bangsa. Kata beliau, “Itu langkah sak penake dewe. Hanya 
memikirkan kepuasan diri”. Lho kenapa? Ya, karena menurut 
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Gus Dur, problem akut masyarakat saat ini adalah pengelolaan 
syahwat politik pasca-otoritarianisme, ke dalam pola politik yang 
beradab. Beradab bagi Gus Dur ternyata dimaknai sebagai tidak 
lari dari perang. Satu deklarasi yang beliau kobarkan, karena 
pemerintahan pasca pelengseran kepresidenannya, bersifat 
inkonstitusional, dan karena itu harus dilawan. 


Serpihan fakta tersebut, merupakan bangunan keyakinan yang 
terpupuk, ketika penulis ternyata menulis buku tentang Gus Dur, 
dengan perspektif ilmu sosial. Dalam hal ini, ilmu sosial menjadi 
cara bedah penulis, untuk menangkap totalitas intelektualisme 
penulis Jurnal Prisma ini, ke dalam horison praktik kuasa, baik 
kuasa diskursif maupun negara. Di sini, Gus Dur tidak berdiri 
sebagai sosok kharismatik secara an sich. Posisi Gus Dur dalam 
ilmu sosial Orde Baru, adalah gerak politik yang terlambari gerak 
pemikiran. Ini terjadi karena Orde Baru tidak hanya menjelma 
negara represif, tetapi terlebih negara diskursif, yang selama sejarah 
ada di negeri ini, memiliki ideologi tunggal nan gempal, yakni 
developmentalisme. Jadi di sini ada dua gerbong berhadapan: 
negara vis a vis NU (Gus Dur). Binaritas ini kemudian tergelut 
dalam relasi kuasa; governmentality, counter hegemony, symbolic 
violence, indigenisasi ilmu sosial, anarkisme masyarakat sipil, dan 
segenap tarung pengetahuan dalam tarung kekuasaan. 


Maka, menulis Gus Dur bukanlah membela Gus Dur, tetapi 
membela cita-cita yang diperjuangkan beliau. Cita-cita yang 
menjadi lambaran sejarah, ketika manusia hendak hidup secara 
manusiawi. Cita-cita yang hendak mengarahkan segenap praktik 
sosial, ekonomi, dan politik kearas kebudayaan, di mana segenap 
nilai menjadi titik pijak sekaligus bidik tembak. Cita-cita yang 
tidak hanya menanyakan, bagaimana sifat sesuatu, tetapi terlebih 
bagaimana sesuatu seharusnya bersifat? Inilah yang penting dari sosok 
Gus Dur, karena di tengah kealpaan basyariah, perjuangannya patut 
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dicatat dalam sejarah, demi keprihatinan mendalam atas praktik 
kesejarahan kita; lalu, kini, dan ke depan. Akhirnya, jika Gus Dur 
mesti memendam diri dalam bumi kekosongan, selaik hikmah 
Syarah Hikam kesukaan: idfin wujuudaka fi ardli al-khumuuli. Maka 
izinkanlah penulis, turut memendam diri dalam kekosongan niat, 
dan tuju. Karena melampaui apapun, sejarah memiliki logika dan 
kebenaran sendiri, yang tak akan patah, meski segenap pemikiran 
dan ideologi hendak membengkok dan memaksa diri. 


Ungkapan terindah tentu untuk Bapak-Ibu: H. Karmono 
dan Hj. Sri Mulyati. Mungkin sebatas buku kecil yang ditulis, 
tak akan mampu menjelma, bahkan sepotong galah, dari kasih 
sayang sepanjang jalan. Pak, Bu, mohon maaf atas keterlambatan 
lulus kuliah. Semoga karya ini bisa menjadi penawar, atas 
toga hitam wisuda S-1 yang tentu Bapak-Ibu nantikan. Kuliah 
memang harus di selesaikan, tapi izinkan ananda menuntas 
'gelisah pemikiran”, sebab dengannya, sang pemula menemukan 
diri. Terimakasih pada virus di “komputer kecil”-ku. Tanpa 
kebaikanmu, coretan-coretan ini sudah pasti kau bunuh, sebelum 
sempat hidup. Terimakasih pada “bantal punggung” rematikku, 
yang setia melandasi pertapaan. Semoga tak sia-sia. Terimakasih 
juga pada lembaran “kitab kuning” dalam edisi Inggris dari 
makalah awal Gus Dur “ilmiah”-ku: ngapunten Gus, kulo nemu 
harta karun jenengan saat bersih-bersih gudang pesantren, siang hari 
kala kepala penuh, dan tulisan menemu batu. Edisi Inggris inilah, 
edisi transformis, yang menyeret Gus Dur ke “seberang kiri”. 


Terimakasih juga kepada Kyai Muhammad Mustofa (Pak 
Mus), pemangku Pesantren Ciganjur. Sebuah oase, tempat 
penulis menumpahkan dahaga kesah, bagi pejalan awal, seorang 
santri. Terimakasih kepada KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang 
telah memberikan “resep untuk berobat” di Ciganjur, sehingga 
penulis bisa menjadi santri Gus Dur. Mas Aris Junaidi, yang 
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telah berkenan memenuhi kebutuhan sub-sistem sehari-hari. 
Juga para “pendekar” Ciganjur; Dr. Lutfi Zuhdi yang meniup 
angin mujahid Islam setiap semobil, Pak Lukman Hakim sang 
pembuka pintu bagi “para penempuh”, Mas Munib Huda yang 
mengajari wudlu, Pak Khusnul Hakim, Mas Chotibul Umam, 
Pak Yaqin, Pak Ahsin, Mas Heri, Mas Udin Kudus, Pak Ahsin 
dan Ibu Lilik Umi Kultsum (beserta termanis Ubaid), yang tiada 
lelah bertanya, “Wis maem, rif..” Terimakasih juga kepada Pak 
Ashari (Bang Zekar) sekeluarga; ibunda beliau, Ibu Puji, Suci 
imut, Hamdi, Ridha, dan Saung Wisdom, tempat penulis melepas 
sunyi dari penat hari-hari. Kehangatannya membuat penulis tak 
kehilangan keluarga di Jakarta. 


Temen-temen santri Ciganjur, yang tiap hari setia dalam 
khalwat, bergulat dalam sosialisme makan bareng baki nampan, 
namun tetap teguh babad alas pesantren kebudayaan. Anam 
ta’mir, kritikus utama yang membuat aku tahu, kenapa selama 
ini ia hobi mengkritikku. Amin, yang sudah bisa nulis di 
Kompas. Tinggal kuliah di Mesir, baru boleh hasrat jadi DPR! 
Yai Maftukhan, yang selalu puasa dan aku yakin, dia calon kyai. 
Gus Najib yang selalu “menarik orang”, meski aku tahu apa 
benar tulisan ini menarik. Yunus yang susah payah menghadapi 
birokrasi kampus demi goalnya tulisan ini. Mughis A. Mudloffir, 
pemimpi pembongkar kuasa pengetahuan Lapindo. Mustiko 
fuco, pencari diri” di seonggok jagung kamar, pemilik kearifan 
Jawa asli. Kang Basyir yang merelakan kamarnya untuk kubuat 
“persembunyian”, Azid, Asif, Kang Barok, Syatori, Mahbib, 
Salim, Pak Adi, Furqon, Shohib, Cak Rafiq yang baek, Mang 
Yusuf, Aziz, Darto, Puji, Yakin Cablak “pendekar kain kafan', 
Mas Ery Sudrun karib setiaku penggelar tikar budayaku, Idris 
dan Andi dkk. Kepada kalian, percayalah, Gus Dur ada dalam 
hati, pemikiran, dan cita-cita besar kita! 
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Juga klub kajian Laboratorium Politik Islam UIN Jakarta, 
sahabatku: Anigotul Ummah. Slamet Thohari UGM: inspirasi 
yang membuatku percaya bahwa aku harus concern di ilmu-ilmu 
sosial. Mas Mun'im DZ yang tanpa buku-buku pinjamannya, 
mustahil tulisan ini dapat tergerak. Mas Ulil Abshar Abdalla, 
pengawal “kegelisahan pemikiran” dan penolong pertama di 
Jakarta. Juga Prof. Taufik Abdullah. Ta'zim kepada beliau berdua 
karena menyempatkan memberi kata pengantar di tengah 
kesibukan. Mas Jadul Maula, Hairus Salim HS, Mas Donny 
Gahral Adian, Mas Anick HT yang setia mendengar keluh kesah, 
Malja sobatku. Leo Katarsis, “pencerah” dan tempat bercermin 
kala sunyi. Segenap aktivis teater Samar Kudus, Himmy sobat 
ngamen puisiku, Mopet SK “sang pensetia”, Ozy, dkk. Kang 
Qomar MWC NU yang membaptisku jadi “kader” NU, Gus 
Yaswin sekeluarga, teman-teman Suara Kader IPNU-IPPNU 
Gebog Kudus. Dan Afif adikku, plus Anik cah ayu yang setia 
mengisi AIM laparku selama penulisan ini. Terimakasih juga 
kepada redaksi Koekoesan; Mas Damhuri Muhammad, Mas 
Binhad Nurrohmat, yang berkenan menerbitkan coretan ini. 


Akhirnya, kepada semua penempuh yang tetap menemu 
sunyi; semoga karya ini ada manfaatnya. m 
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Negara dan Ilmu Sosial Kita 


Sıkar ORDE Baru terhadap ilmu sosial boleh dikatakan 
ambivalent-antara memajukan dan mencurigai. Karena Orde 
Baru menjadikan pembangunan sebagai salah satu dasar 
legitimasinya, tentu saja pendekatan akademis diperlukan. 
“Developmentalisme“ yang teknokratis dari Orde Baru memang 
memerlukan ilmu sosial. Tetapi ternyata masalahnya tidak 
sesederhana ini. Soalnya ialah Orde Baru, seperti halnya 
dengan Demokrasi Terpimpin yang digantikannya, adalah 
sebuah “negara serakah”. Kedua negara ini tidak puas dengan 
monopoli politik dan ekonomi saja. Ia juga ingin menguasai 
kesadaran masyarakat dan ingatan kolektif bangsa. Keduanya 
menampilkan diri dan sekaligus bertindak sebagai pemegang 
hegemoni makna dan dengan begini juga tampil sebagai penguasa 
wacana. Negaralah yang menentukan makna setiap konsep politik 
dan kemasyarakatan. Kita bisa mengatakan demokrasi, tetapi 
negaralah yang menentukan makna dari demokrasi itu. Demi 
untuk penyesuaian makna yang telah dikuasai inilah, masyarakat 
harus ikut P4, melalui bimbingan dan pengawasan BP7. 
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Setengah bercanda saya pernah mengatakan kepada beberapa 
kawan pengamat politik agar mereka melakukan “moratorium 
“ saja alias berhenti bicara. Apapun makna dari setiap konsep 
politik yang mereka pakai telah dikuasai negara. Makna yang 
dikuasai inilah yang tampil dalam wacana. Hal ini semakin 
jelas ketika umur Orde Baru telah semakin lanjut juga. Karena 
itulah saya usulkan agar para ilmuwan sosial kalau bisa jangan 
memakai konsep, yang mempunyai makna banyak. Tetapi 
sebaiknya memakai wacana yang bersifat deskriptif. Jadi jangan 
mengatakan, “Tidak ada keadilan di negeri ini”, apalagi jangan 
katakan “Demokrasi memerlukan oposisi”. Kedua kata itu 
adalah konsep dengan makna yang telah dikuasai oleh sistem 
kekuasaan. Katakan saja, umpamanya “Ada orang yang tidak 
makan tiga hari, tetapi ada orang kenyang tiap menit”. Atau “ 
Mengapa keluhan petani tentang harga beras tidak ditanggapi?” 


Jadi pakailah wacana yang bersifat deskripsi dari realitas. 


Dalam kaitan ini, ada tiga dimensi dalam ilmu sosial kita. 
Pertama, ilmu sosial sebagai disiplin ilmu (academic enterprise). 
Dalam disiplin ilmu, kita berhadapan dengan masalah kredibilitas 
teori, kecanggihan metodologi, dan ketepatan pendekatan. Sayang, 
masalah di sekitar dimensi ini hanya mungkin ditemukan di 
lembaga keilmuan saja, seperti di universitas, sebab di sanalah hal- 
hal tersebut harus dipelajari dan bila mungkin diperdalam. Saya 
pernah menerbitkan dua buku tentang hal ini; Agama, Etos Kerja, 
dan Pembangunan Ekonomi yang mengupas salah satu aspek dari 
teori Max Weber, dan Sosiologi Moralitas yang bertolak dari teori 
Durkheim. Penulisan dan penelitian seperti ini tidak mendapat 
perhatian dari pemeritah. Dari sudut pemikiran teknokratis, 
dimensi kedisiplinan ilmu sosial ini hanya membuang waktu 
saja. Dimensi kedua ialah ilmu sosial sebagai wacana (discourse). 
Jadi kalau yang pertama, mengatakan ini sistemnya dan ini pula 
metodologi yang benar, maka yang kedua sibuk mengatakan ini 
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yang baik dan itu yang jelek. Dimensi kedua inilah yang dicurigai 
oleh kedua “negara serakah” yang pernah berkuasa di negeri ini. 
Sebab bukankah dimensi ini bisa tampil sebagai counter-discourse 
terhadap apa yang dikatakan sistem kekuasaan? Kadang-kadang 
pernyataan yang bertolak dari dimensi kedua dihindarkan saja 
dengan ucapan 'asbun'—asal bunyi—oleh sang alat penguasa. 
Sementara itu, dimensi ketiga mengacu pada posisi ilmu sosial 
sebagai applied science; bagaimana marketing cengkeh bisa jalan 
lancar, koperasi petani bisa digerakkan, atau bagaimana orang 
ikut KB? 


Dengan pendekatan developmentalisme yang teknokratis itu, 
maka bisalah dipahami kalau Orde Baru merasa dimensi pertama 
tidak diperlukan. Sehingga basic research tidak pernah dapat 
pembiayaan. Karena itulah selama Orde Baru pergumulan teori 
di antara para ilmuwan sosial hampir-hampir tidak ada. Makin 
lama hal ini semakin kurang. Jadi tidaklah mengherankan kalau 
sumbangan Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan makin 
lama makin merosot. Sementara, ranah kedua, yakni ilmu sosial 
sebagai wacana, boleh dikatakan senantiasa dicurigai. Tetapi 
dimensi ketiga; ilmu sosial sebagai applied science, didukung. Dari 
sini semua departemen kemudian memiliki Litbang. Karena 
itulah ilmu sosial kita agak mandeg, sebab sudah terbiasa tidak 
mempertanyakan landasan atau asumsi teori dari applied science 
tersebut. 


Dalam hal ini menarik sosok Bung Hatta yang mampu bergerak 
dalam ketiga dimensi sekaligus. Di wilayah academic enterprise, 
beliau menulis buku, Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi. Satu 
hal yang dia tekuni pasca berhenti dari jabatan Wakil Presiden. 
Di wilayah kedua, dia sering meminta pertanggungjawaban 
kaum inteligensia untuk memakmurkan bangsa. Barangkali 
tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan para terpelajar pelopor 
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kemerdekaan kita, termasuk Bung Karno, yang “tukang insinyur”, 
adalah ilmuwan yang canggih dalam dimensi ilmu sosial sebagai 
wacana ini. Tidak jarang argumen Bung Karno bertolak dari 
gagasan keilmuan dari zamannya. Ketika Bung Hatta menjadi 
orang buangan, dia masuk juga ke wilayah ketiga, melalui tulisan 
Beberapa Fasal Ekonomi. Perhatiannya yang seimbang pada ketiga 
wilayah atau dimensi kelihatan jelas dalam keynote address yang 
disampaikannya dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Pertama, di 
Malang tahun 1958. 


Bertolak dari pendekatan ini, Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) saya kira tidak masuk dalam wilayah pertama dan ketiga. 
Academic enterprise memang wilayah teori. Saya kira Gus Dur 
tidak bermaksud masuk ke wilayah itu, karena dia lebih sebagai 
seorang tokoh. Gus Dur juga tidak masuk ranah ketiga, berbeda 
dengan orang LP3ES dan sebagian besar LSM yang banyak 
bergerak dalam ruang ini, semisal agenda community development, 
pengembangan pertanian, dsb. Seorang Gus Dur lebih banyak 
bergerak dalam wilayah kedua, yakni ilmu sosial sebagai wacana. 
Dengan kesadaran dan pengamatan yang mendalam, dia 
melakukan kritik atas pembangunan. Ada memang saatnya 
dia mendekati juga dimensi pertama dan, apalagi ketiga, tetapi 
kampung halaman intelektualnya di dimensi kedua. Pada kedua 
dimensi ilmu sosial yang lain ia lebih banyak hadir sebagai 
“perantau” atau, malah “melancong” saja. Dalam kaitan ini, saya 
bisa memahami kritik Gus Dur atas positivisme dalam penelitian 
sosial. Hal ini masuk akal, karena wilayah applied science sudah 
“dari sono-nya” bersifat positivistik. Yang menjadi masalah ialah 
dalam konteks Indonesia di masa Orde Baru landasan atau 
asumsi teoretis dari positivisme itu hampir-hampir tidak pernah 
ditinjau ulang. Ini yang menyebabkan penelitian positivis tidak 
pernah matang, karena “penggodogan pemikiran” tidak pernah 
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selesai. Repotnya lagi, sistem penelitian setiap tahun, harus selesai 
berdasarkan anggaran tahunan. Saya sendiri pernah melakukan 
“penelitian tentang penelitian” untuk UNESCO. Saya melihat 
banyak penelitian bersifat kosmetik, hiasan saja, sebab pemikiran 
yang bersifat renungan tak ada. Karena itulah Jurnal Prisma 
menjadi baik; ia memberikan ruang berpikir. Mungkin sekitar 
atau kurang sedikit 25% tulisan bersifat wacana, dan 75% bersifat 
applied alias pembangunan 


Dalam satu pemikiran, Gus Dur juga mengkritik hubungan 
antara negara dan kebudayaan. Baginya, negara harus dipisahkan 
dari kebudayaan, karena negara terbentuk dari hasrat kekuasaan, 
sementara kebudayaan terjalin oleh kebebasan manusiawi. Saya 
setuju, tetapi satu sisi Gus Dur agak kebablasan. Dalam hal ini, 
saya juga mengkritik masalah negara dan kebudayaan. Negara 
sejak Bung Karno dan Pak Harto, selalu diterjemahkan dari 
sudut pandang kebudayaan: negara dianggap sebagai ekspresi dari 
kebudayaan. Bukankah Soekarno berulang-ulang mengatakan, 
“Kita harus kembali ke kepribadian nasional”, dan Soehartopun 
demikian, “Sistem kita harus sesuai dengan jati diri bangsa”. 
Tetapi apa yang dimaksud dengan “kepribadian nasional” atau 
“jadi diri bangsa” kalau bukan negara diperlakukan sebagai 
ekspresi dari kebudayaan yang diwarisi dari “nenek moyang”? 
Repotnya ialah “nenek moyang” yang mana? Bukankah bangsa ini 
adalah hasil renungan yang diperjuangkan? Bukankah negara ini 
berdiri ketika tekad yang ditanamkan dalam hati diperjuangkan 
dengan darah dan air mata? Tambah aneh terasa ialah, bukankah 
Soekarno adalah seorang nation builders yang paling terkemuka 
dan bukankah pula Soeharto adalah seorang freedom fighter yang 
terjun ke medan juang? Terlepas dari biografi keduanya, namun 
yang jelas ialah dengan memakaikan pendekatan kultural terhadap 
negara, sistem otoriter tumbuh begitu saja. Bukankah kesemuannya 
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telah dianggap “benar”? Resikonya, kalau saya mengkritik sistem 
ggap y y g 

ini maka saya bisa dianggap sebagai Malin Kundang, orang yang 

“durhaka” kepada warisan kebudayaan sendiri. 


Bagi saya negara adalah suatu konstruksi politik yang 
bersandarkan konstitusi, bukan suatu institusi kebudayaan. 
Konstitusi inilah yang menjadi penyaring hasrat-hasrat kebudayaan. 
Negara secara konstitusional memberikan tugas pada dirinya 
untuk “memajukan kebudayaan nasional”. Dalam UUD 45 hasil 
amandemen yang kini berlaku, tugas itu dibagi dua; memajukan 
kebudayaan nasional sebagai bagian dari peradaban dunia, dan 
menjamin masyarakat memelihara nilai-nilai budayanya. Jadi 
tugas negara memajukan, dan menjamin. Ini berbeda dengan 
birokratisasi kebudayaan di era Orde Baru yang dikritik Gus 
Dur. Birokratisasi ini terjadi, karena negara memang menjadikan 
dirinya sebagai ekspresi kebudayaan. 


Dalam hal ini, sikap oposisional Gus Dur atas negara 
Orde Baru bisa dipahami, khususnya ketika diletakkan dalam 
domain NU. Ini terjadi, sebab secara historis, sikap politik NU 
memang terbentuk sejak lama. NU merupakan konglomerasi 
dari pesantren-pesantren; lingkaran-lingkaran sosial-kultural 
yang menyatukan diri. Kekuatan kultural inilah yang sejak akhir 
Perang Diponegoro, perlu didomestikasi (dijinakkan) pemerintah 
kolonial, melalui otoritas penghulu (ulama-priyayi). Jadi sejak 
pendirian pesantren, hingga pengesahan guru agama (kyai), harus 
mendapat izin dari penghulu dan bupati. Sejak itulah, selalu ada 
hubungan antara kyai pesantren dengan pemerintah. 


Karenanya, salah satu sebab pecahnya NU dari Masyumi adalah 
karena supremasi kyai terhalang, sebab kepengurusan Masyumi 
hanya terdiri dari tanfidziyah, minus syuriah. Orientasi pemikiran 
konstitusional NU sebenarnya sama dengan Muhammadiyah, 
yang tetap merupakan unsur utama Masyumi. Kerjasama ini 
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tampak dalam Dewan Konstituante. Keduanya, seperti juga 
partia Islam lain, sama-sama memperjuangkan dasar Islam bagi 
Indonesia. Tetapi di DPR, Masyumi dan NU tidak selamanya 
sejalan; Masyumi lebih cocok dengan PSI dan Partai Katolik, 
sementara NU lebih dekat dengan PNI, bahkan mula-mula 
tidak terlalu bersifat konfrontatif pada PKI. Jadi ada perbedaan 
antara sikap ideologis dengan sikap politik. Karena itulah 
dalam berpolitik, NU lebih fleksibel daripada kelompok lain, 
sehingga ketika diharuskan menerima Asas Tunggal Pancasila, 
NU lebih cepat mengambil kesempatan. Saat itu, tentu kita 
mengenal pemilahan Kyai Ahmad Shiddiq atas ukhuwah Islamiyah, 
ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Artinya, NU tidak 
berkonfrontasi dengan siapapun. Dalam hal ini Gus Dur adalah 
ahli waris dari tradisi non-konfrontatif NU tersebut. 


Hanya memang, sikap non-konfrontatif NU ini kemudian 
bergeser menjadi oposisional, apalagi ketika ICMI terbentuk. 
Dalam hal ini, saya lebih melihat Gus Dur terlalu cepat curiga. 
ICMI memang berbeda dengan NU. la lebih merupakan 
penjelmaan Islam urban, daripada NU yang rural Islam. Jika 
dilihat pada komposisi keanggotaan, ICMI boleh dikatakan satu 
spektrum—organisasi ini menampung setiap tingkat dan corak 
serta dimensi keislaman, sementara NU “suatu bulatan” sendiri. 
Dalam spektrum itu, ICMI menampung banyak kemajemukan, 
baik dari kualitas keislaman, hingga sikap politik. Sejak muslim 
yang setiap malam tahajud, sampai yang shalatnya setahun sekali 
setiap Hari Raya saja mendapat tempat dalam ICMI. Demikian 
juga dalam sikap politik—dari yang sangat pro-Soeharto sampai 
yang sangat kritis. Maka janganlah heran kalau ICMI kadang- 
kadang menemukan dirinya dalam situasi politik yang dilematis, 
seperti kata pepatah” Dimakan bapak mati, tak dimakan ibu 
yang mati”. 
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Tetapi, terlepas dari itu semua, Gus Dur memang tidak 
bisa diterjemahkan dalam satu kata. Dalam sebuah perjalanan 
pulang dari Yogyakarta ke Jakarta, secara tak sengaja, saya duduk 
di samping dia. Saat itu saya bertanya, “Gus, saya tak ngerti ini 
gaya? Kadang bergandeng tangan dengan Megawati, sekarang 
dengan Mbak Tutut?” Menanggapi tanya itu, Gus Dur menjawab, 
“Orang saja yang melihat gitu, bagi saya sudah jelas: saya mau ke 
sana. Adapun di tengah jalan saya belok ke kanan atau ke kiri, 
itu terserah saya. Yang penting saya mau ke sana”. Saya rasa, gaya 
inilah yang menjadi kekuatan tetapi juga kelemahannya sebagai 
tokoh yang terlibat dalam pergumulan kekuasaan. Gara-gara gaya 
seperti ini, dia menjadi presiden, tetapi sekaligus dijatuhkan dari 
kepresidenan. Dari sini saya memang berharap, sosok Gus Dur 
lebih menjadi guru bangsa, sebab aktivitas politik praktis tidak 
memberikan ruang bebas dan independen baginya. Apapun 
yang dikatakannya dengan mudah diterjemahkan ke dalam 
politik kekuasaan. Kalau begini maka mutu dan manfaat yang 
sesungguhnya dari pemikirannya, tertutup oleh image-nya sebagai 
tokoh yang terlibat dalam dinamika kekuasaan. 


Akhirnya, terlepas dari segenap kelemahan dan kelebihan, 
saya menyambut baik karya saudara Syaiful Arif ini, karena 
telah memberikan sumbangan bagus bagi tradisi pemikiran kita. 
Ternyata sekian lama berada dalam dominasi pemikiran serba- 
praktis, masih ada juga bibit muda yang menjanjikan, yang mau 
dan berusaha mendalami lautan keilmuan yang dalam. m 
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PEMBUKA 


Berebut “Teks” Gus Dur 


TEORI DAN GERAKAN KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) digali 
dan dieksplorasi karena berbagai tipologi yang disematkan oleh 
sejumlah pihak pada pemikirannya banyak mengandung bias. 
Bias itu mengakibatkan paradigma tertentu menjadi dominan 
dan tidak bebas-nilai dalam memetakan sebuah pemikiran. Kritik 
terhadap bias intelektual ini berimbas pada terciptanya polarisasi 
gerakan anak muda NU (Nahdatul Ulama) yang ternyata juga 
membuyarkan arus besar pembaruan pemikiran Islam layaknya 
penobatan anak muda NU sebagai gerbong baru modernisasi 
Islam sejak era 1980, hingga memuncak pada akhir 1990 dengan 
kelahiran sebuah corak pemikiran yang lazim dikenal dengan 
Islam Liberal. Dari sini, tafsir terhadap Islam maupun terhadap 
Gus Dur, tidak monolitik. Sebaliknya, ia menggambarkan 
terjadinya arus balik pemikiran NU yang lebih mengarah pada 
kebangkitan tradisi guna melawan berbagai usaha dekonstruksi 
liberal atas cara berpikir tradisional. 


Maka, perebutan atas “teks” pemikiran Gus Dur pun terjadi. 
Hal tersebut berangkat dari fakta historis Gus Dur sebagai 
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pelopor lahirnya “penyegaran” pemikiran Islam, khususnya 
di NU dan pesantren. Berbagai gagasan, semisal pribumisasi 
Islam, ushul fiqh sebagai manhaj al-fikr, penerimaan Islam atas 
Pancasila, rasionalisasi kitab kuning, hingga toleransi antar- 
agama telah membuka kotak pandora bagi tergeraknya wawasan 
warga NU untuk membebaskan diri dari ortodoksi Islam klasik 
guna menyongsong perluasan pemikiran ke arah modernitas 
dan kosmopolitanisme. Di titik ini Gus Dur dinobatkan sebagai 
“bapak” Islam Liberal, bersanding dengan Cak Nur (Nurcholish 
Madjid). Pembagian wilayahnya jelas. Jika Gus Dur dilihat telah 
mendekonstruksi kejumudan “masyarakat kitab” di pesantren 
dan NU, maka Cak Nur melakukan sekularisasi dan rasionalisasi 
dalam masyarakat urban. 


Dari sini peta penafsiran atas “teks” Gus Dur terbelah dan 
sekaligus menandai terciptanya polarisasi antar-gerakan anak 
muda NU. Tafsir pertama lahir dari perspektif liberal Islam yang 
mendaulat ide-ide Gus Dur sebagai bagian dari tradisi liberal. 
Hal ini mendapatkan legitimasi khususnya dari pembacaan 
kaum muda NU atas pemetaan Greg Barton yang memasukkan 
pemikiran Gus Dur ke dalam gerbong neo-modernisme.' Gerbong 
ini merujuk pada konsepsi Fazlur Rahman atas perkembangan 
pemikiran Islam dekade 1980 yang menjadi sintesa baru bagi 
tradisi revivalisme dan modernisme dalam Islam. 


Neo-modernisme dilihat telah menawarkan kesempurnaan 
hubungan Islam karena watak adaptifnya terhadap modernitas 
Barat, tapi tidak melalui sebuah usaha dekonstruktif atas tradisi. Bagi 
kaum neo-modernis, tradisi bukan hambatan bagi modernitas— 
layaknya klaim kaum modernis awal, bukan pula peradaban 


1 Lihat Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme 
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, Jakarta: 
Paramadina, 1999 : 330-337 
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alternatif yang menggantikan modernitas seperti keyakinan 
pihak revivalis, melainkan sebaliknya bahwa kemodernan 
merupakan nilai inheren dalam tradisi Islam. Pada titik ini, 
Gus Dur bersama Cak Nur, Ahmad Wahib, dan Djohan Effendi 
tertahbiskan sebagai pemikir muslim yang mampu berangkat dan 
menggali kemodernan dalam tradisi Islam, sehingga Islam secara 
epistemologis bisa berperan aktif dalam gerak laku peradaban 
modern. Berbagai ide beliau misalnya penerimaan Islam atas 
Pancasila, pluralisme, perjuangan demokrasi, aplikasi kaidah 
fiqh guna fungsi kontekstualisasi nash, serta pribumisasi Islam, 
tak diragukan lagi, merupakan apresiasi terhadap nilai dan 
perjuangan liberal dalam Islam, karena menurut kubu di atas, ide- 
ide tersebut merupakan bukti kongkret dari mindset sekularisme, 
anti-islamisasi, rasionalisme, dan demokrasi liberal. 


Tafsir kedua dalam membaca pemikiran Gus Dur berasal 
dari perspektif “tradisionalis” yang menatap pemikiran Gus 
Dur lebih sebagai “pembelaan tradisi” (neo-tradisionalisme) dari 
dekonstruksi liberalisme. Di titik ini kritik Ahmad Baso atas 
labeling liberalisme pemikiran Gus Dur menemukan ruang, di 
mana Baso menolak generalisasi Greg Barton yang memasukkan 
Gus Dur ke dalam gerbong neo-modernisme, satu atap bersama 
Cak Nur.’ Menurut Baso, Greg telah melakukan kerja orientalisme 


2 Dalam kaitan ini, penulis melakukan kritik atas pendekatan Ahmad Baso yang 
menggeret pemikiran Gus Dur ke dalam gerbong post-tradisionalisme, orientalisme, 
dan bahkan studi post-kolonial. Dalam hal ini, Baso telah melakukan “Orientalisasi 
Gus Dur”, dengan menggerakkan pemikiran “Abdurrahman Wahid kultural” pada 
level ketertindasan diskursif gaya Foucauldian. Artinya, kecenderungan indigenisasi 
pemikiran Gus Dur diseret pada level post-strukturalisme, sehingga seolah Gus Dur 
terlibat dalam perlawanan epistemik atas berbagai narasi besar modernitas. Ini 
yang patut dikritik, karena Gus Dur tidak Saidian. Hal itu terjadi, mengingat gerakan 
intelektual Gus Dur yang masih terkonstruksi dalam hegemoni Gramscian pada 
domain perlawanan terhadap negara-sentrisme ilmu sosial. Perspektif post-kolonial 
dalam melihat Gus Dur telah menutup mata, bahwa Gus Dur tetap menjadikan 
demokrasi sebagai wacana politik tandingan. Satu hal yang tidak dilakukan kaum 
Saidian yang menolaknya pada level epistemik, karena demokrasi hanya merupakan 
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karena menggunakan standar paradigma modernisme Barat 
terhadap pergolakan Islam Indonesia, lebih-lebih ketika Greg 
tidak melihat perbedaan titik tolak dan orientasi pemikiran Islam 
Gus Dur dan Cak Nur yang menurut Baso sangat berbeda. Gus 
Dur berangkat dari peminggiran tradisi yang dilakukan oleh 
modernisme, sehingga modernisasi Islam digerakkan sebagai 
arus balik tradisi vis a vis modernisasi. Meminjam ungkapan 
Esposito, Gus Dur lebih pada modern reformer but not Islamic 
modernist. Ini berbeda dengan agenda modernisasi Cak Nur yang 
berangkat dari nalar sekularisasi dan arah perjalanan dari tradisi ke 
modernisme. Titik ini menciptakan kecurigaan bahwa sekularisasi 
politik Islam yes, partai Islam no! dimanfaatkan oleh proyek 
depolitisasi Islam Soeharto. Bagi sebagian kalangan, pembaruan 
Islam Cak Nur disebut sebagai teologi pembangunan karena 
menciptakan berbagai legitimasi religius bagi proses modernisasi 
politik era Orde Baru. 


Kritik tekstual dan paradigmatik ini kemudian berlanjut 
dengan penciptaan oposisi biner di antara gerak pemikiran 
Islam anak muda NU, yakni antara kubu Islam Liberal (Islib) 
versus post-tradisionalisme Islam (Postra). Meski sebagian 
pengusung Postra menyebut ideologi ini sebagai “Islam Liberal 
Plus”’, karena sikap korektifnya terhadap pengabaian tradisi oleh 
liberalisme Islam. Memang, ini cenderung apologetik, sebab Islam 
Liberal yang melandaskan diri pada gerakan neo-modernisme 
Islam itu mengklaim gerakannya sebagai usaha mengambil 
dan membuang antara tradisi Islam dengan modernisme 
Barat. Hanya saja, ketradisionalan Islam Liberal itu mendapat 


relasi kuasa dari jejaring struktur global. Lihat Syaiful Arif, NU Studies, Gus Durisme, 
dan Resistensi Tradisi, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi NU dan Pertarungan Ideologi Islam, 
No. 21 Tahun 2007: 152-165 


3  Rumadi, Islam Liberal ‘Plus’: Post-Tradisionalisme Islam, Kompas, 23/11/2001 
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gempuran dekonstruksi pada tataran bangunan epistem-historis 
melalui “penelanjangan” struktur tekstual dalam bentuk kajian 
orientalisme dan post-colonial studies. Menurut perspektif ini, 
liberalisme Islam merupakan mesin politik pengetahuan yang 
digerakkan oleh paradigma, metode dan agenda orientalisme, 
sehingga apa yang disebut Edward W Said sebagai penimuran 
Timur oleh Barat terjadi, sebab liberalisme Islam hendak 
meliberalkan struktur otentisitas Islam agar sesuai dengan kultur 
liberal. Apalagi dengan munculnya berbagai studi post-kolonial 
yang mendekonstruksi ekonomi-politik, sehingga liberalisme pun 
dianggap sebagai perpanjangan kolonialisme, dengan satu strategi 
baru, yakni penciptaan ideological state apparatuse: liberalisme 
Islam adalah aparat ideologis kapitalisme. 


Postra sendiri sebagai sebuah gerakan lahir pertama kali 
ketika ISIS (Institute for Social and Institutional Studies), sebuah LSM 
(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dikelola oleh anak-anak muda 
NU menyelenggarakan diskusi untuk mengamati gairah baru 
intelektualisme anak muda NU pada 27 Maret 2000 di Jakarta. Gema 
diskursus ini makin meluas setelah LKiS menjadikan Postra sebagai 
landasan ideologisnya dalam strategic planning, Mei 2000 di Kaliurang, 
Yogyakarta. Wacana ini kemudian menjadi judul buku terjemahan 
Ahmad Baso atas sejumlah makalah Muhammad Abed al-Jabiri. 
Sampai di titik ini, meski buku Baso itu menggunakan judul Post- 
Tradisionalisme Islam, namun di dalamnya belum menyediakan basis 
epistemologis dan kerangka konseptual bagi Postra. Beberapa bulan 
kemudian, dua aktivis ISIS, M. Hanif Dhakiri dan Zaini Rahman 
memberi sedikit muatan dengan menerbitkan buku Post Tradisionalisme 
Islam, Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII (Jakarta: Isisindo 
Mediatama, 2000) yang ditindaklanjuti melalui penerbitan jurnal 
bernama Postra. Diskursus Postra makin matang ketika PP Lakpesdam 
NU serius mengkaji ihwal epistemologi dan metodologi dari tema 
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ini dalam jurnal Tashwirul Afkar No. 9/2000. Sejak saat itu Postra 
benarbenar naik ke ruang publik, menjadi perdebatan dalam diskusi, 
seminar, dan media massa guna melakukan perlawanan diskursus atas 
hegemoni wacana liberalisme Islam. 


Sekilas terlihat para penggerak Postra mengalami kebingungan 
atas genre baru pemikiran yang mereka gagas sendiri. Dari berbagai 
makalah tentang Postra, kesan yang terangkat adalah kegelisahan 
epistemologis untuk tidak mengatakan perlawanan identitas. 
Artinya, kaum muda NU belum mampu merumuskan kerangka 
konseptual dan metode praksis post-tradisionalisme Islam itu secara 
metodologis. Hal ini lantaran latar belakang kemunculannya yang 
lebih cenderung ke arah membersihkan stigma keterbelakangan akibat 
pembedaan dikotomis antara modernisme versus tradisionalisme. 
Postra kemudian menjelma dekonstruksi yang menghancurkan klaim 
hegemonik modernisme atas tradisi yang selalu diidentikkan dengan 
kejumudan atau anti-kemajuan. Postra, layaknya posmodernisme 
melakukan kritik, dengan cara melampaui tradisi dan modernitas 
guna mencapai usaha penggalian tradisi demi penemuan spirit 
transformasi' yang terdapat dalam tradisi. 


4 Pada titik ini, kaum Postra kemudian mendaulat Abed al-Jabiri sebagai ideolognva. 
Ini dilakukan melalui pengembalian metodologi atas pembacaan terhadap tradisi 
dan sekaligus mekanisme bagi terjadinya transformasi tradisi. Sampai di sini jelas 
bahwa sikap kritis terhadap tradisi menjadi penting agar dalam proses revitalisasi 
tidak terjebak dalam belenggu otoritas (politik) tradisi. 


Pembacaan secara rasional, kritis, dan obyektif terhadap tradisi meniscayakan 
kemampuan untuk membuat distansiasi (pengambilan jarak) antara “kita” sebagai 
subyek dengan tradisi sebagai obyek, yang oleh al-Jabiri disebut fashl al-maqru' 
‘an al-qari' (memisahkan obyek yang dibaca dengan subyek yang membaca). Sikap 
demikian akan melahirkan obyektivitas (maudhu'iyyah) dan cara pandang yang 
lebih historis (tarikhiyyah) dalam melihat tradisi. Namun di pihak lain, al-Jabiri juga 
mensyaratkan adanya kontinuitas (istimrariyyah) dalam melihat tradisi sehingga dia 
juga mensyaratkan sebuah “pertautan subyek pembaca dengan obyek yang dibaca" 
(washl al-gari' bi al-maqru'). Dari sinilah proses pembebasan tradisi dari politisasi 
dan ideologisasi menemukan ruang. Artinya, apa yang disebut al-Jabiri sebagai 
dekonstruksi, yakni menemukan proses bagaimana tradisi itu terbentuk (constructed) 
oleh sebuah otoritas politik demi kepentingan kekuasaan, diharapkan mampu 
menciptakan obyektivikasi guna mengembalikan tradisi kepada orisinalitasnya. 


Dalam hal ini, al-Jabiri sudah naik dari dataran kritik nalar epistemologis kepada kritik 
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Penafsiran ketiga berasal dari perspektif kiri Islam yang 
melihat arah dari pemikiran Gus Dur lebih kepada perspektif 
Marxian atau teologi pembebasan. Penafsiran ini memiliki 
persamaan dengan kaum postra pada titik perlawanannya dengan 
kubu liberalisme Islam. Hanya perbedaannya terletak pada titik 
berangkat: Postra berangkat dari discourse tradisi sebagai politik 
identitas, sehingga arah bidiknya mengacu pada liberalisme 
sebagai bagian dari imperialisme kebudayaan, sementara kaum 


nalar politik. Jika yang pertama bertujuan menemukan mekanisme kebudayaan yang 
melahirkan “ketidaksadaran” (al-‘aq/) dalam sistem berpikir masyarakat, maka yang 
kedua bertujuan pada penemuan mekanisme politik yang digunakan kekuasaan 
dalam “menertibkan” masyarakat melalui “penertiban pemikiran". Pada level ini, 
kajian kritis atau dekonstruksi terhadap tradisi memiliki tiga wilayah. Pertama, 
strukturalisme, dengan menempatkan tradisi ke dalam strukturnya agar diketahui 
berbagai unsur yang memiliki kemungkinan bagi transformasi diri. Kedua, historisitas, 
dengan tujuan arkeologi kesejarahan yang membentuk tradisi sehingga bisa dilihat 
berbagai supra dan infrastruktur kebudayaan yang telah membentuknya. Ketiga, 
kritik ideologi, yang bermaksud melakukan “penelanjangan’ atas ideologisasi tradisi 
demi sebuah kepentingan politik tertentu. 


Hanya saja, dekonstruksi belumlah cukup bagi sebuah revitalisasi tradisi. Setelah 
melakukan diskontinuitas dengan politisasi tradisi tersebut, maka agenda 
selanjutnya adalah rekonstruksi atau rasionalisasi. Pada titik ini, istilah post dalam 
Postra yang berarti “melampaui” tradisi juga bermakna “berangkat” dari tradisi. Ini 
sekaligus menjadi pembeda antara “tradisionalisme” Postra dengan 'tradisi'-nva 
neo-modernisme. Dalam perspektif neo-modernsime, tradisi dimaknai sebagai 
“kembali kepada Al Quran dan Hadist” melalui penggunaan metodologi rasional 
Barat. Lahirlah apologetisme modernitas di mana kaum neo-modernis berusaha 
menggali legitimasi modernitas dalam tradisi Islam. Semisal lirikan Fazlur Rahman 
dan Cak Nur terhadap paham Asy'ari yang dibaca baik sebagai “Islam moderat yang 
mendukung eguilibrium sosial” maupun dengan menyamakan teori kasb dengan 
etika usaha kaum Protestan yang melapangkan spirit kapitalisme. Sementara itu, 
“tradisi” bagi Postra adalah “sistem nilai dan mekanisme sosial" sebuah kebudayaan, 
sehingga Al Ouran dan Hadist yang merupakan teks suci secara kultural merupakan 
“produk” tradisi sebuah masyarakat. Dari sini, pembaruan terhadap tradisi adalah 
pembaruan dari dalam (al-tajdid min al-dakhil) dengan melakukan rasionalisasi 
historis atas kekuatan tradisi Islam, semisal penemuan al-Jabiri terhadap "semangat 
Averroisme' (ruh rusydiyyah) yang rasional dan empiris dalam studi Islam. Kekuatan 
serupa juga al-Jabiri temukan pada kritik Ibn Hazm dan al-Syatibi atas qiyas al-Syafi'i 
melalui pendekatan mashlahah dan magashid al-syari'ah, kritik Ibn Rusyd atas 
kritik al-Ghazali terhadap filsafat yang melahirkan konsep irfani (gnosis, paradigma 
tasawuf), dst. Lihat Ahmad Baso, Neo-Modernisme Islam versus Post-Tradisionalisme 
Islam, Tahwirul Afkar, No 9/2000, h., 24-46, lihat juga terjemahannya atas makalah- 
makalah al-Jabiri dalam Post-Tradisionalisme Islam, Yogyakarta:LKiS, 2000. 
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kiri Islam masuk ke dalam determinisme ekonomi, di mana 
liberalisme Islam kemudian dilihat sebagai pengondisian 
mental bagi lancarnya liberalisasi ekonomi layaknya proyek etika 
protestan Weberian yang mengacu pada terbentuknya spirit 
kapitalisme. Dari sini, kaum muda kiri NU mendaulat Gus Dur 
sebagai pionir bagi gerakan pembebasan di masyarakat muslim 
Indonesia, bersamaan dengan geliat teologi pembebasan Katolik 
di Amerika Latin. Ini terlihat dari arah transformatif dan titik 
pijak populistik dari pemikiran Gus Dur yang direalisasikan 
dalam agenda pengembangan masyarakat bersama dengan 
kekuatan LSM yang salah satunya melalui potensi transformatif 
dari pesantren. 


Bagi penafsiran ini, pembelaan Gus Dur atas tradisi Islam dan 
NU bukan bersifat falsafi, dalam arti perlawanan epistemologis 
layaknya proyek Edward Said dan kaum post-colonial, melainkan 
lebih kepada pendekatan struktural transformatif, di mana 
pembelaan dan penjagaan tradisi menjadi sesuatu yang penting 
ketika ia berfungsi sebagai mekanisme kultural bagi tergeraknya 
transformasi pada tataran sosio-ekonomi. Ini bisa terlihat dari 
masih digunakannya berbagai nilai dan pemikiran Barat semisal 
demokrasi, humanisme, dan rasionalitas oleh Gus Dur, yang 
menurut kaum Postra merupakan bagian dari “kolonialisme 
pemikiran” sehingga sangat kontradiktif ketika seorang yang 
pada level ekonomi mengkritik kapitalisme, tapi pada level 
pemikiran masih mengadopsi ide-ide kemajuan (the idea of 
progress) tersebut. 


Lantas, kenapa pemikiran Gus Dur terbuka bagi multi- 
interpretasi, sehingga ia memberikan ruang, bahkan untuk 
mempertarungkannya demi legitimasi berbagai gerakan? Cara 
tafsir siapakah yang benar dalam melihat pemikirannya? Guna 
mencari jawabannya diperlukan telaah terhadap basis pemikiran, 
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setting politik, dan mekanisme penafsiran yang dilakukan masing- 
masing gerakan untuk menangkap pemikiran Gus Dur. 


Konteks perebutan “teks” Gus Dur merupakan perkembangan 
kontemporer pemikiran keislaman anak muda NU. Perebutan ini 
tentu tidak terjadi pada dekade pra-1990 lantaran saat itu Gus Dur 
sendiri masih aktif memproduksi pemikiran, sementara kaum 
muda NU masih setia mengonsumsi gelombang pencerahannya. 
Artinya, berbagai ide penyegaran pemikiran Islam telah diterima 
secara taklid, karena saat itu warga NU baru memasuki tahap awal 
perkembangan modernisasi pemikiran. Fakta ini juga diperkuat 
oleh kecenderungan pemetaan terhadap pemikiran Gus Dur yang 
belum mencapai penobatan Gus Dur sebagai legitimasi politik 
pengetahuan tertentu. Bandul sejarah pun berjalan dan sejak 
diproklamirkannya genre Islam Liberal, pemetaan atas pemikiran 
Gus Dur pun menjadi problematik. 


Dua gerbong pemikiran di atas, yakni Postra dan kiri Islam 
tertampik ketika Gus Dur dinobatkan sebagai bapak liberalisme 
Islam, karena berbagai argumentasi di atas. Penolakan ini didorong 
oleh satu gelombang dekonstruksi besar-besaran atas genre pemikiran 
tersebut yang berpuncak pada Muktamar ke-31 NU (2004) di mana 
Islam Liberal dan hermeneutika tidak diakui lagi sebagai bagian 
pemikiran ahlussunnah wal jama’ah. Pada titik ini, “perang tafsir” 
tersebut menemukan puncak, meski masing-masing gerakan masih 
mempertahankan Gus Dur sebagai legitimitasnya. 


Permasalahan ini memang dilematis karena di satu sisi 
pembacaan atas pemikiran Gus Dur tidak dilakukan secara 
komprehensif tapi hanya mengambil hal-hal yang sekiranya sesuai 
dengan masing-masing perspektif. Misalnya ketika tafsir liberal 
mencoba abai dengan gagasan Gus Dur tentang Islam sebagai 
etika sosial, di mana kritik atas kejumudan fiqh yang hanya 
menjadi produk hukum stagnan yang ternyata diarahkan bagi 
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proses transformasi sosio-ekonomi, dalam hal ini kritik terhadap 
ketidakadilan ekonomi kapitalistik. Artinya, perumusan fiqh dan 
kaidah pembuatannya sebagai metodologi pemikiran tidak hanya 
ditujukan bagi hancurnya tradisi di lembaran dogmatisme kitab 
kuning , tapi lebih kepada rekonstruksi tradisi demi tergeraknya 
potensi transformatif dari Islam. Arah ini tentu tidak mampu 
atau sengaja tidak dilihat oleh tafsir liberal karena etika sosial 
bagi Gus Dur merupakan arah pemikiran dan kebudayaan Islam, 
di mana ia harus menciptakan satu etika masyarakat yang tidak 
menghalalkan persaingan bebas tanpa adanya pendampingan 
dan patronase atas nasib kaum lemah. 


Hal serupa terjadi pada tafsir Postra, di mana perspektif anti- 
orientalisme kemudian meminggirkan apresiasi Gus Dur terhadap 
nilai-nilai universal yang identik dengan peradaban barat, 
misalnya demokrasi, persamaan, rasionalitas, dan humanisme. 
Bagi tafsir ini, Gus Dur adalah kritikus utama imperialisme 
pemikiran yang berangkat dari keterpinggiran diskursus tradisi 
akibat dari hegemoni wacana modernisme. Konsekuensi logis 
menyatakan, Gus Dur pasti menolak ide-ide universal semacam 
demokrasi (liberal), karena bagi kubu posmodernis ini, demokrasi 
merupakan liberalisasi politik yang anti sistem politik “yang 
lain” (the others) melalui penjebakan proseduralisme politik yang 
makin menjauhkan rakyat dari institusi negara dengan satu target 
tercaploknya negara oleh the invisible hand pasar bebas. 


Nyatanya, Gus Dur tetap menggunakan terma demokrasi 
tersebut sebagai cita-cita utama perjuangan politiknya dengan 
berbagai standar normatif yang diakui oleh tatanan universal. Ini 
menandaskan satu fakta, Gus Dur bukan bermain pada tataran 
kritik epistemologis layaknya kaum post-strukturalis, melainkan 
penggerakan sebuah kerangka strategis demi terealisasinya 
berbagai nilai substantif di atas, karena demokrasi yang dibela 
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Gus Dur bukan model politik masyarakat barat, tapi sebuah 
proses demokratisasi di mana masyarakat memperoleh hak- 
haknya secara maksimal, vis a vis kooptasi negara. 


Kecenderungan ini makin mengemuka ketika Gus Dur 
melakukan pribumisasi (indigenisasi) nilai-nilai tersebut ke dalam 
mindset keilmuan Islam yang sangat kaya, misalnya ketika beliau 
menyamakan konsep humanisme dan hak asasi manusia dengan 
konsep Islam tentang al-kulliyat al-khams. Proses indigenisasi ini 
digerakkan Gus Dur berdasarkan satu keyakinan bahwa tetap ada 
perbedaan pada aras pijakan, watak, dan tujuan, antara nilai-nilai 
universal dengan Islam, seperti ketika Gus Dur menggambarkan 
zakat sebagai penanda bagi anti-kapitalisme dalam Islam, 
berseberangan dengan model teologi Kristen yang cenderung 
berfungsi bagi terciptanya masyarakat kelas menengah. 


Begitu pula yang terjadi dengan tafsir kiri Islam. Secara 
paradigmatis kita akan menemukan arah transformatif: perubahan 
struktur sosio-politik dalam segenap pemikiran Gus Dur. Tapi, 
tafsir ini pun tidak mampu melihat pilihan anti-marxisme yang 
Gus Dur gerakkan. Pertama, marxisme melihat agama sebagai 
penghambat watak transformasi dan revolusi. Elan vital teori 
revolusioner ini hanya menempatkan agama sebagai supra- 
struktur yang dipengaruhi oleh basis-struktur ekonomi, sehingga 
“wajah” agama hanya mencerminkan dan sekaligus melegitimasi 
struktur ekonomi yang ada. Dari sini lahir adagium kaum marxis: 
“agama itu candu rakyat”. Kedua, watak revolusionerisme dari 
pemikiran kiri hanya menempatkan agama dan sistem kultural 
lainnya sebagai alat ideologis bagi keberhasilan praksis revolusi 
yang sering mengacu pada penggunaan kekerasan. Pada titik ini 
Gus Dur menegaskan ketidaksetujuannya karena kekerasan telah 
memberangus cita-cita mulia perubahan sosial dan bertentangan 
dengan nilai-nilai kemanusiaan. 
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Berbagai model penafsiran yang cenderung mengarah kepada 
subyektivisme-- sehingga kurang mampu menggambarkan 
sebuah totalitas pemikiran--dapat terjadi karena para penafsir 
tersebut kurang mampu melihat kesatuan pemikiran Gus Dur 
sebagai sebuah episteme yang saling terkait satu sama lain, 
untuk kemudian membentuk satu arah yang konsisten. Hal 
ini karena minimnya cara baca yang bersifat hermeneutis, 
di mana pembacaan terhadap seorang tokoh tidak melulu 
berhenti pada tataran produk pemikiran, tapi juga melingkupi 
penggalian terhadap latar belakang pertarungan pemikiran, 
di mana berbagai konsepsi Gus Dur kemudian lahir untuk 
menanggapi, menghancurkan, atau beradaptasi dengan sebuah 
discourse tertentu. Artinya, konteks wacana di mana Gus Dur 
melontarkan sebuah gagasan harus digali guna menemukan 
fungsi ideologis dari pemikirannya, yang tentunya secara eksplisit 
tidak dinyatakan. Penggalian sosio-politis ini dilambari juga 
oleh pembacaan psiko-kultural dari seorang Gus Dur, sehingga 
mampu menemukan akar tradisi yang mendasari berbagai pilihan 
pemikiran dan strategi gerakannya. 


Berangkat dari fakta itu, maka riset pergulatan ilmu sosial Gus 
Dur pada era Orde Baru merupakan usaha penulis untuk menggali 
akar pergulatan epistemologis dari intelektualismenya. Riset yang 
penulis lakukan terfokus pada Gus Dur “pra-istana”, yakni dekade 
1970 hingga awal 1990, karena pada era ini Gus Dur menjelma 
intelektual organik yang merumuskan berbagai konsep pemikiran 
untuk diaplikasikan pada level gerakan, baik melalui pesantren, 
NU, dan Forum Demokrasi. Melalui riset ini ditemukan beberapa 
gerbong pemikiran yang secara historis penulis kaitkan dengan 
pergulatan sosio-politik yang melahirkan pemikiran tersebut. 


Penulisan ini tidak sebatas menjadi biografi intelektual 
yang memetakan produk-produk sebuah pemikiran, tapi lebih 
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kepada analisa struktur historis: situasi sosio-politik apa yang 
membuat sebuah pemikiran lahir, dan bagaimana dampak 
pemikiran itu terhadap situasi yang melingkupinya. Tentu 
perumusan sistematika pemikiran sangat vital di sini karena 
hanya dengan kerja ini keutuhan arah dari pemikiran Gus Dur 
dapat terlihat. 


Pada titik ini beberapa gerbong pemikiran, misalnya 
pembebasan “tanpa Marx”, agama dan kritik pembangunan, pesantren 
sebagai sistem budaya, pribumisasi Islam, anarkisme kebudayaan, 
dan batas pembaruan Islam, bagi penulis merupakan akar-akar 
sistematika intelektualisme Gus Dur. Struktur historisnya 
merujuk pada pergulatan Gus Dur dengan pembangunanisme 
Orde Baru yang digerakkan melalui modernisasi. 


Karena keterbatasan penulis, kajian atas intelektualisme 
Gus Dur ini lebih kepada kajian atas elaborasi ilmu-ilmu sosial, 
terlebih kajian kebudayaan yang Gus Dur gerakkan secara inter- 
disipliner baik di ranah kajian keislaman, politik, kritik ideologi, 
kesenian, maupun antropologi. Artinya, penulis berusaha 
membuat covering atas Gus Dur sebagai pemikir sosial. Secara 
kebetulan, posisi penulis sebagai santri di Pesantren Mahasiswa 
Ciganjur, asuhan beliau, telah memberikan kedekatan pemikiran 
atau bahkan boleh penulis klaim sebagai “orisinalitas pemikiran”, 
karena pada berbagai momen pengajian dan bedah buku bersama 
beliau, penulis sering mendapatkan akar-akar pemikiran yang 
jarang terlihat oleh publik. Ternyata, berbagai gagasan Gus Dur 
hingga saat ini memiliki konsistensi dengan pergulatan abstraktif 
beliau pada “era ilmiah”. 


Wallahu wa Gus Dur a'lam. m 
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STUDI TENTANG cendekiawan 
selalu berkolerasi dengan kekua- 
saan. Meskipun ada pihak-pihak 
yang menyematkan maqam cende- 
kiawan dalam batasan moral yang 
begitu absolut--sehingga posisi ini 
hanya bisa diraih oleh segelintir 
manusia yang mampu “tidak 
hidup di dunia” --namun pada 
kenyataannya, posisi “kelangitan” 
atau “menara gading” itu akan 


terseret pada pergulatan kepentingan MEDAN 
berupa pengkhianatan, rasialisme, PENGET AHUAN 
ideologi kelas, nasionalisme, 

: DAN KEKUASAAN 


atau sebatas ambisi pribadi yang 


dimanfaatkan oleh nafsu kekuasaan. 

Cendekiawan, intelektual atau inteligensia akan terlibat dalam 
pertarungan diskursif yang membuat pemikirannya berfungsi dalam 
kesejarahannya dan menjadi “interogasi historis” untuk masa kini. 


Terma “intelektual” atau “cendekiawan” kerap dibedakan 
dengan terma “inteligensia”. Yang pertama merujuk pada aksi 
protes kaum penulis, novelis, wartawan, dan aktivis Perancis 
terhadap gerakan anti-semitis oleh dinas militer Perancis dalam 
“Kasus Dreyfus” pada 1896. Dalam kasus ini seorang kapten 
Yahudi, Alfred Dreyfus, dipecat dan dipenjara seumur hidup 
karena dituduh melakukan aksi mata-mata. Novelis populer, 
Emile Zola, menerbitkan surat terbuka manifeste des intellectuals 
(manifesto para intelektual) guna membela Dreyfus atas sikap 
rasial dari ketentaraan negara tersebut. Maka, pecahlah gerbong 
para penulis Perancis, dan sejak saat itu terma intelektual 
dicapkan secara negatif kepada penulis kubu Dreyfusard yang 
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oleh para “penulis negara” disudutkan sebagai antek pro-pasar. 
Peristiwa itu membentuk identitas baru bagi terma “intelektual” 
sebagai perlawanan atas hegemoni kekuasaan. 


Sementara itu, terma inteligensia lebih mengacu pada 
gerakan “peminjaman budaya” pemerintah Rusia dan Polandia, 
yang menempatkannya dalam strata sosial tersendiri. Strata ini 
sangat terhormat sebagai “jendela dunia” bagi pembelajaran 
besar-besaran atas peradaban sains dan teknis eropa Barat, 
yang berpuncak pada masa kekuasaan Peter Agung (1860) di 
mana kaum Muskovit (intelligenty) Rusia menggantikan posisi 
kecendekiaan agama sebagai fungsi inteligensia sekular.” Strata 
ini bersifat elitis dan lebih dekat kepada legitimator kekuasaan. 
Mungkin dari kecenderungan ini Foucault melihat hanya ada para 
“intelektual spesifik” (ilmuwan) yang berbeda dengan “intelektual 
universal” layaknya Sartre karena ilmuwan membatasi diri dalam 
bidang pengetahuan tertentu, dengan satu target, pemanfaatan 
secara pragmatis demi meraih kebutuhan produksi material. Hal 
ini juga menggambarkan betapa kaum inteligensia berada dalam 
struktur kekuasaan, menjelma sebagai elite historis yang tugas 
utamanya bukan melakukan perubahan, tapi merancang satu 
ketertiban sosial demi stabilitas politik. Satu hal yang kelak kita 
lihat sebagai pengkhianatan intelektual. 


Mencari nilai kecendekiaan dalam perhelatan pemikiran 
memang sulit. Ini berangkat dari kesucian nilai itu yang lebih 
mensyaratkan keberanian spiritual daripada kecanggihan rasional 
secara murni. Edward W. Said memisahkan antara intelektual 
dengan profesional. Baginya, kaum intelektual adalah para 
pemikir yang harus menghadapi dogma atau nilai normatif dari 
teks suci, bari dari agama maupun doktrin politik. Sedangkan 


5 Lihat Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim 
Indonesia Abad Ke-20, Bandung: Mizan, 2005 : 17-22 
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kaum profesional merupakan para pekerja pengetahuan yang 
meski terlibat dalam produksi keilmuan, ia telah didomestifikasi 
oleh kekuasaan, sehingga kehidupan murni intelektual yang 
berupa pengetahuan dan kebebasan telah dibatasi dan bahkan 
menjadi legitimasi negara, serupa kritik Chomsky atas “keulamaan 
sekular” (secular priesthood) yang mengubah intelektual menjadi 
teknokrat, pembenar kekuasaan. 


Julien Benda menyebut intelektual dengan kata le Clerc. 
Kata ini digali dari bahasa Latin abad pertengahan, clerus, 
yang mengandung arti golongan rohaniawan gereja yang telah 
ditahbiskan dengan menerima tonsura, yakni tanda cukuran 
rambut seolah botak, yang mendapatkan hukumnya sendiri 
dan tidak bisa diadili oleh hukum sipil. Jadi, intelektual atau 
cendekiawan, menurut terma le Clerc adalah keulamaan, orang 
yang matang spiritualitas dan rasionalitasnya. 


Benda kemudian menempatkan intelektual pada batasan 
moral absolut yang jarang bisa dicapai oleh para pemikir 
kebanyakan: 


..orang yang kegiatannya bukan mengejar tujuan-tujuan praktis, 
melainkan mencari kegembiraan dalam olah seni, ilmu atau 
renungan metafisik- pendeknya memiliki harta yang bukan duniawi, 
dan yang berkata dengan caranya sendiri: “Kerajaanku tidak di 
dunia ini.” 


Definisi Benda ini mengacu pada pembedaannya atas 
masyarakat yang terbagi menjadi kaum awam (laique, the lay man) 
versus cendekiawan, di mana para cendekia menghadapi dan 
melawan “realisme massa”, yaitu suatu pengejaran kepentingan 
duniawi sehingga segenap tindakannya makin lama makin 


6 Julien Benda, Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, terj. Winarsih P. Arifin, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1997 : 25-26 
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realistis (des passion realites). Bagi Benda kaum awam ini terdari 
dari para jelata, raja, menteri, dan pemimpin politik, bahkan 
para pemikir yang berkhianat karena menjadikan kepentingan 
duniawi sebagai orientasinya. 


Benda memberikan dua contoh maqam cendekiawan yang 
berangkat dari penghargaan tertinggi atas moralisme absolut. 
Pertama, mereka yang sama sekali tidak terlibat dalam nafsu 
material dan hanya bergelut dalam kegemaran kegiatan akal tanpa 
pamrih, serta penciptaan kepercayaan akan nilai-nilai luhur, 
misalnya Da Vinci, Malebranche, atau Goethe. Kedua, mereka 
yang sedikit-banyak terlibat pergulatan duniawi, penciptaan 
negara modern, atau pertikaian egoisme, tapi tetap mengangkat 
dirinya ke atas nilai-nilai moral dan prinsip abstrak yang lebih 
tinggi dari pertikaian itu. Benda menyebutnya sebagai “pendekar- 
pendekar abstrak”, yang mampu menaikkan gairah politik dan 
konfliknya ke tataran teoritis, dan mereka konsisten di sana, 
misalnya Erasmus, Kant, dan Renan.' 


Benda mencetuskan Pengkhianatan Kaum Cendekiawan (La 
Trahison des Clercs). Menurutnya, idealitas moral cendekiawan 
termaktub dalam tiga nilai: keadilan (keseimbangan), kebenaran 
(bebas dari kepentingan), dan akal (rasional) yang telah tercabik 
oleh gairah politik (passions politique) modern. Gairah ini 
telah membawa cendekiawan kepada pengkhianatan karena 
menurunkan netralitas moralnya dalam pergulatan kepentingan 
yang sudah tidak seimbang dan emosional. Gairah ini Benda 
rujukkan kepada “kebencian politik” yang terbentuk dalam 
nafsu rasial, nafsu kelas, serta nafsu nasional." Jadi, bagi filsuf ini, 


Benda, Pengkhianatan, h. 26 


8 Benda kemudian menggambarkan perkembangan kebencian ini, yang telah meluas 
mencapai suatu universalitas, di mana segenap manusia telah terlibat dalam 
pertikaian tersebut. Universalitas ini kemudian diturunkan menjadi primordialisme 
kelompok (koherensi) yang menganut kebencian politik yang sama, dan gairah 
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keberpihakan pada kelompok tertentu, bahkan nasionalisme 
yang lahir akibat penjajahan satu ras kepada ras lain merupakan 
pengkhianatan. Demikian pula pembelaan atas ketertindasan 
kelas yang tercipta akibat eksploitasi penguasa. 


Kewajiban untuk naik ke tataran moralitas universal ini juga 
dibenarkan oleh Said. Baginya, dilema intelektual sepanjang 
masa adalah menyeimbangkan dua titik ekstrim: loyalitas pada 
nilai-nilai kolektif dan independensi sebagai kritikus. Said 
menempatkan idealitas intelektual di ruang yang melampaui 
tradisi dan bangsa. Artinya, tradisi yang dalam perjalanannya 
telah menjelma dogma di mana ia selalu berada dalam rengkuhan 
otoritas politik akan senantiasa dipertanyakan oleh intelektual, 
sebab cara berpikir yang mengalami pergeseran dari konsensus 
dan persetujuan patriotik menjadi skeptisisme, misalnya gerakan 
pemikiran Islam yang merujuk pada kebangkitan kembali ijtihad, 
tafsir pribadi, dan bukan membebek kepada ambisi politik ulama 
kharismatik. 


Pun dalam perkara nasionalisme, di mana intelektual 
memang bertugas merepresentasikannya, berbicara untuk 
dan memberi kesaksian atas penderitaan bangsanya. Namun, 
seperti Frantz Fanon yang ikut lebur dalam “paduan suara” anti- 
kolonialisme era perang Aljazair (1954-1962) melawan Perancis, 
maka tugas intelektual dalam pertikaian ini bukan sebatas 
menggantikan polisi kulit putih dengan pribumi, tapi lebih dari 
itu, yakni sebuah penemuan jiwa baru, serupa gambaran Said di 
bawah ini: 


berapi-api, di mana individu hanya berposisi sebagai 'paku-paku' ideologis dalam 
keberingasan massal (homogin). Proses ideologisasi kelompok ini kemudian 
diperkuat dengan penciptaan musuh bersama, melalui satu gerak permusuhan 
yang kontiniu, yang dilancarkan oleh komunikasi publik, semisal pemberitaan media 
massa. Lihat Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, 
Jakarta: PT Gramedia, 2003 : 35-36 
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Meski ada nilai tak terukur yang dengannya intelektual benar-benar 
menjamin kelangsungan hidup masyarakat pada periode bangkitnya 
nasionalisme ekstrim, loyalitas kepada kelompok tidak dapat menarik 
intelektual sedemikian jauh, sehingga membius rasa kritis untuk 
mempertanyakan kebebasan politik, mengkritik kepemimpinan, 
menghadirkan alternatif yang kerap dimarjinalkan sebagai sesuatu 
yang tak relevan dengan perang utama yang dihadapi. Di antara 
yang tertindas pun ada juga para pemenang dan pencundang, dan 
kepatuhan intelektual tidak boleh dibatasi hanya untuk bergabung 
dengan pawai kolektif. Para intelektual akbar seperti Tagore dari 
India, atau Jose Marti dari Kuba, merupakan pengecualian dalam 
pandangan ini, tidak pernah berkurang kecaman mereka karena 
nasionalisme, kendati mereka sendiri tetap nasionalis. $ 


Maka jelaslah bahwa tugas intelektual adalah merepresen- 
tasikan penderitaan bangsanya dan menguniversalkan krisis 
dan mengangkatnya pada posisi keprihatinan kemanusiaan 
secara umum dengan memberi sentuhan manusiawi yang lebih 
kental dan mengasosiasikan pengalaman itu kepada penderitaan 
kalangan lain. Ini tak berarti sejarah kehilangan kekhasannya, 
tapi justru menjaga diri dari kemungkinan penindasan di satu 
sisi, yang bakal dilupakan dan dilanggar di sisi lain. Dalam 
kaitan ini, pendekatan Marxian dalam melihat fungsi intelektual 
menemukan ruangnya. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan 
bahwa dunia cendekiawan sama sekali tidak gemeinschaftlich, 
layaknya bangsa yang ditemukan, bukan dibuat-buat. Dunia 
cendekiawan lebih bersifat gesellchaftlich, sebuah proses yang justru 
diproduksikan (produced), dihasilkan, dibangun (constructed), 
sehingga ia merupakan akibat dari tolak-tarik pergulatan dalam 
suatu komunitas kepentingan. Cendekiawan jenis ini sangat dekat 
hubungannya dengan gerakan sosial yang tengah berlangsung, 
dan oleh karena itu disebut sebagai movement intellectuals, 


9 Edward W. Said, Peran Intelektual, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998: 30-31 
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sebuah fungsi intelektual yang muncul ketika terjadi gerakan 
sosial yang terbangun sebagai tanggapan terhadap penindasan 
dan ketidakadilan. Pada titik ini, sikap tidak berpihak kepada 
kelas, ras, dan nasionalitas menjadi sesuatu yang tidak bermoral, 
sehingga apa yang dinyatakan Benda sebagai pengkhianatan 
justru menjadi fungsi utama dan nilai-nilai kecendekiaan yang 
harus diperjuangkan. 


Pada titik ini juga kita mengenal konsep organic intellectuals 
dari Antonio Gramsci, di mana intelektual harus menjadi 
perumus dan artikulator ideologi sebuah kelas yang terbentuk 
dalam hubungan penindas-tertindas. Ini menjadi urgen 
karena intelektualisme bukan kegiatan intrinsik dalam ilmu 
pengetahuan, tapi lebih kepada “fungsi sosial” dari kegiatan 
berpikir. Ini membuat Gramsci meyakini bahwa semua orang 
adalah intelektual, tapi hanya intelektual organik yang mampu 
menempatkan “fungsi sosial” pembebasannya berhadapan 
dengan struktur kekuasaan yang menindas. Sebuah posisi yang 
berlawanan dengan “intelektual tradisional”, di mana para guru, 
rohaniawan, teknokrat, manajer, wartawan, dan sebagainya telah 
menjalani kebiasaan pemikiran yang terkooptasi secara ideologis 
oleh rezim kuasa. Fungsi sosial dari ketertindasan kelas ini yang 
oleh Daniel Dhakidae dilihat sebagai posisi relational seorang 
intelektual, di mana ia berdiri di antara subyektivisme, yang mau 
tidak mau, telah ditentukan oleh dan mendapatkan pengaruh 
dari posisi seseorang di dalam medan sosial (social field) sebuah 
arena tempat sang intelektual terlibat pertarungan simbolik 
(symbolic struggles). Di sini intelektual telah dilambari oleh habitus, 
yang menurut Bourdieu memengaruhi cara berpikir orang 
karena ia telah terbentuk dalam arena (champ) di mana wacana 


10 Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 : 
139-152 
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hegemonik tengah berupaya mengalahkan wacana lain." Dari 
sini potensi loyalitas kolektif, ras, kelas, dan ideologi menjadi 
bagian dari historisitas yang tidak akan mungkin terpisah dari 
pemikiran intelektual. 


e GUS DUR DAN ILMU SOSIAL ORDE BARU 


PADA Titik inilah latar diskursus yang melingkupi 
intelektualisme Gus Dur menemukan ruangnya, yakni 
“perselingkuhan” pengetahuan dengan kekuasaan. Apa yang 
dikhawatirkan Said bahwa kaum intelektual yang seharusnya 
bergelut dengan kebebasan diri ternyata tidak terjadi, karena 
mereka berduyun-duyun menjelma kaum profesional yang serba 
“dibatasi” oleh pesanan kekuasaan. Kaum cendekiawan Orde 
Baru telah melakukan pengkhianatan Bendais, bukan sebatas 
kebencian politik atas nama ras atau nasionalisme, tapi oleh 
sebuah “tugas suci” melakukan perubahan sosial demi terciptanya 
satu orde yang baru yang penuh kemajuan politik dan mengarah 
pada satu bentuk sentral: stabilitas politik. 


Secara historis, Orde Baru dibangun oleh keruntuhan politik 
ideologis dari Orde Lama. Dari sinilah ia mendapat legitimasi 
untuk memperbaiki kondisi politik dengan mengajukan arah 
politik baru yang bersifat ekonomi oriented. Ini melahirkan 
dampak pemberangusan berbagai sisa kekuatan Orde Lama yang 
secara politis dianggap punya “potensi konflik ideologis”. Artinya, 
arah ekonomi yang dipilih ternyata memberikan syarat politis 
berupa deideologisasi politik sehingga berbagai organ ideologis 
semisal komunisme (PKI) dan Islamisme (tidak direhabilitasinya 
Masyumi) harus tetap “diamankan” dalam lembar hitam sejarah, 


11 Pierre Bourdieu, Language & Symbolic Power, Cambridge: Harvard University Press, 
1991: 107-116 
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karena mereka yang membuat bangsa terjebak dalam konflik 
ideologis berkepanjangan dan mengakibatkan pembangunan 
ekonomi terbengkalai. " 


Kebangkitan politik dari Orde Baru ini juga menjadikan 
kaum cendekiawan lebih beruntung karena keterlibatannya 
dalam struktur kekuasaan. Di era Soekarno ini tidak terjadi, 
karena sebagai penggerak “politik sebagai panglima”, Soekarno 
memilih para pejabat pemerintah berdasarkan afiliasi politik 
(apakah mendukung Nasakom atau tidak), bukan berdasarkan 
keahlian profesional kaum akademis. Maka, para aktivis Orde 
Baru mengklaim stigma “pelacuran intelektual” kepada para 
ilmuwan era Demokrasi Terpimpin itu karena membiarkan dan 
melegitimasi struktur kekuasaan otoriter. Tapi para ilmuwan era 
Orde Baru pun telah memberikan kontribusi intelektual demi 
terbangunnya arsitektur politik negara, yang kelak kerap disebut 
sebagai teknokrasi.' Para ilmuwan antusias menyambut orde 
ini, karena di era Soekarno, perumusan program ekonomi tidak 
menjadi prioritas, sehingga para ilmuwan tidak diperlukan dalam 
proses pembangunan. 


Perhatian Orde Baru kepada ilmu sosial memang fantastis. 
Ini berangkat dari satu kesadaran bahwa tindakan terpenting 
bagi modernisasi Dunia Ketiga adalah perubahan orientasi 
sosial-budaya yang hanya bisa terjadi ketika ilmu-ilmu sosial 
turun tangan untuk menganalisis dan mengarahkan perubahan 
itu. Termaktublah Instruksi Presiden No. 44/45 yang menuntut 
pendirian pusat penelitian di setiap departemen pemerintah dan 
disokong dana pemerintah. Pada 1980, sedikitnya ada 364 pusat 


12 Richard Robison, Indonesia, The Rise of Capital, Australia: Asian Studies Association 
of Australia, 1986 : 105-110 


13 Lihat Selo Soemardjan, Peranan Cendekiawan dalam Pembangunan, jurnal Prisma 
11, November 1976 : 12-13 
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penelitian pemerintah yang dikelola oleh berbagai universitas 
dan kementerian. Dari jumlah tersebut ada 153 pusat penelitian 
ilmu sosial yang menyerap tak kurang dari 3.633 tenaga peneliti." 
Di seberang departemen pemerintah, lembaga kecendekiaan 
sosial juga didirikan, sebagai satu langkah “revolusi putih” 
yang menggabungkan hampir semua sektor usaha ke dalam 
organisasi keilmuan profesional. Lahirlah Himpunan Indonesia 
untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) pada 1975, 
serta memaksimalkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 
yang berdiri sejak 1955. Kedua lembaga itu merupakan contoh 
penyatuan antara otoritas keilmuan,otoritas birokrasi, kekuasaan 
modal, dan kekuasaan politik, karena pemerintah (dengan 
sokongan dananya) hendak mengarahkan organ pengetahuan 
tersebut sesuai arah epistemologisnya. Fakta memperlihatkan 
bahwa kepengurusan ISEI khususnya yang berisi para pejabat 
pemerintah, makin mengaburkan independensi ilmu ekonomi 
dari kebijakan pragmatis pemerintah. Ini digerakkan oleh sebuah 
penggeseran orientasi ilmu sosial, dari critical social science 
kepada policy research yang menyerahkan hasil penelitian kepada 
keputusan birokratis para menteri. 


Struktur politik Orde Baru terbangun dari “perselingkuhan” 
antara pengetahuan dan kekuasaan. Struktur ini menyatu dalam 
sebuah birokratisasi dan militerisasi yang menjadikan ilmu 
pengetahuan, terlebih ilmu-ilmu sosial sebagai konseptor dan 
perumus bagi agenda pembangunan. Tugas utama ilmu-ilmu 
sosial ini melakukan “rekayasa sosial”, yakni pengondisian 
kultural pada restrukturisasi lembaga sosio-politik dan reorientasi 
budaya. Jadi, ilmu sosial tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan 


14 Taufik Abdullah, Ilmu Sosial dan Peranannya di Indonesia, jurnal Prisma 6, Juni 1983: 
27 


15 Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan, h, 305-311 
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fakta, tapi harus pula mengubah fakta itu agar sesuai dan relevan 
bagi agenda pemerintah. Ini disebut sebagai modernisasi, meski 
mekanisme perubahan sosialnya tidak selalu bersifat linier—tradisi 
harus ditinggalkan demi mencapai kemajuan—tapi kadang juga 
menggunakan simbol-simbol budaya dan bertujuan melegitimasi 
percepatan pembangunan ekonomi. Rekayasa sosial yang 
seperti itu terbagi dalam dua strategi, yakni restrukturisasi yang 
menunjuk pada perubahan di tingkat masyarakat yang terdiri atas 
formasi interaksi sosial baru dan reorientasi yang merujuk pada 
pembentukan sistem makna dan sistem pengetahuan baru yang 
dengan perubahan tersebut pemerintah mengartikan pengalaman 
dan mengarahkan tindakan masyarakat. Dengan kata lain, 
restrukturisasi merupakan reformasi sistem sosial, sementara 
reorientasi mengacu pada reformasi sistem simbolik." 


Para ilmuwan sosial memberikan legitimasi ilmiah bagi 
kedua proses tersebut. Dalam hal restrukturisasi misalnya, ilmu 
sosial membenarkan pengurangan drastis jumlah partai politik 
dengan menyatakan bahwa demi keberlangsungan pembangunan 
ekonomi maka partai bernuansa aliran harus ditiadakan karena 
akan menciptakan destabilitas politik. Dari sini asas dan agenda 
partai bukan lagi aspirasi ideologis, tapi harus mengedepankan 
orientasi program agar produktif bagi pembangunan. Demikian 
pula peniadaan oposisi politik yang segera mendapatkan 
pembenaran dari konsepsi sosiologis tentang budaya orisinil 
bangsa yang lebih menekankan harmoni ketimbang konflik. Ini 
dilandaskan pada klaim ketimuran serta mekanisme kultural 
masyarakat pedesaan pra-kapitalis yang mengedepankan harmoni 
sosial daripada persaingan ekonomi. 


16 Ignas Kleden, Ilmu Sosial di Indonesia, Tindakan dan Refleksi dalam Perspektif Asia 
Tenggara, dalam Nico SN & Leontine V, //mu Sosial di Asia Tenggara, dari Partikularisme 
ke Universalisme, Jakarta: LP3ES, 1997: 19 
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Hal serupa terjadi pada reorientasi budaya yang mengacu pada 
usaha perumusan ulang peran agama, tujuan pendidikan nasional, 
sumbangan seni-sastra dalam pembangunan, hingga hubungan 
antara kemerdekaan pers dan tugas mengamankan pembangunan 
nasional. Satu hal yang sempat mencuat ke permukaan adalah 
persoalan “hambatan mental” bagi keberhasilan pembangunan 
yang didengungkan oleh antropolog Koentjaraningrat misalnya, 
yang mempersoalkan mentalitas tradisional yang kontra-produktif 
dengan etos pembangunan. Dalam perdebatan ini ada paradoks: 
pembangunan ekonomi memikul posisi normatif di mana 
segenap aspek budaya harus sub-ordinatif, sementara ketika 
berbicara tentang demokrasi politik mendadak nilai-nilai budaya 
menempati posisi normatif sedemikian rupa, sehingga kriteria 
demokrasi yang paling mendasar pun harus disesuaikan dengan 
keyakinan budaya Indonesia. 


Peran ilmu sosial dalam kekuasaan Orde Baru bisa dimasukkan 
dalam beberapa posisi yang merupakan intervensi kepentingan 
politik atas ilmu pengetahuan. Pertama, pembangunan ekonomi 
yang berharap ilmuwan sosial berperan dalam fungsi rekayasa 
sosial demi kelancaran agendanya. Kedua, kekuasaan politik 
yang menempatkan ilmuwan sosial sebagai pengacara yang 
harus memberikan hasil-hasil temuan ilmiah demi mengesahkan 
kebijakan pemerintah. Ketiga, pembangunan teknologi yang 
cenderung memandang rendah ilmu sosial sebagai kecerewetan 
(fussy), kritik yang tak berdaya. Pada titik inilah ilmu sosial 
menjelma ilmu milik negara dan ilmu tentang segala hal-ihwal 
yang menjadi kepentingan negara." Ini masih diperparah oleh 
pemosisian ilmuwan sosial yang pada satu sisi harus memberikan 
legitimasi, tapi di sisi lain tidak diperbolehkan menjadi konsultan 
pemerintah, tidak boleh menaruh perhatian pada lembaga- 


17 Kleden, Ilmu Sosial, h. 33-38 
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lembaga sosial dan orientasi budaya. Artinya, ilmu sosial harus 
bebas nilai, atau nilai-nilai yang ada di dalamnya harus merujuk 
pada “diagnosis” fakta empiris, bukan mempertanyakannya 
secara normatif. Watak bebas nilai ini sebenarnya merupakan 
manipulasi politik karena dengan menjadikannya “tanpa nilai”, 
negara ingin mendapatkan dampak “nilai sosial” bagi perubahan 
politik yang tengah digerakkannya. Inilah yang disebut sebagai 
“teknologi sosial” di mana ilmu sosial harus mampu menganalisis 
kemungkinan strategis bagi kelancaran agenda pemerintah. 


e MODERNISASI ISLAM 


SEMENTARA itu, situasi pergulatan pemikiran Islam yang 
dialami Gus Dur pada fase awal gerakan intelektualismenya 
adalah sebuah proses modernisasi Islam—sebagai satu konsekuensi 
dari modernisasi politik yang dibutuhkan oleh Orde Baru. 
Proses ini mengacu pada usaha yang mere-evaluasi peminggiran 
agama dari proses politik karena pengaruh tuntutan ideologis 
dari modernisasi yang mensyaratkan deideologisasi dan 
rasionalisasi. Terma pertama merujuk pada syarat stabilitas 
politik yang tidak akan tercapai ketika politik berdasarkan 
aliran agama masih menyesaki pergulatan politik nasional, 
sementara terma kedua mengacu pada kebutuhan etos kerja 
industri yang mengedepankan rasionalitas-instrumental, sehingga 
meminggirkan peran rasionalitas-nilai yang dibentuk oleh agama. 
Dari sini intelektualisme Gus Dur lahir dan menghadapi ekses 
negatif, baik atas konversi modernisasi maupun kelemahan 
kultural dari tradisi Islam sendiri. 


Secara sosiologis, setidaknya ada tiga macam tanggapan dari 
kalangan muslim terhadap modernisasi. Pertama, modernisasi 
dilihat sebagai proses penyebaran nilai-nilai yang sejalan dengan 
ekspansi kekuatan ekonomi-politik Barat. Sebagian nilai-nilai 
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itu bisa disebut milik dari universalitas, tapi bisa pula bersifat 
etnosentris eropa Barat atau Amerika. Dari sudut ini, modernisasi 
dilihat sebagai proses trans-nasionalisasi yang terkait dengan 
perkembangan kapitalisme dan westernisasi. Pandangan model 
ini melahirkan sikap kritis terhadap gagasan Barat terutama 
sekularisme yang menggeser diskursus dan peran agama, sembari 
melakukan penggalian kembali nilai-nilai Islam yang lebih 
aktual dalam rangka desekularisasi. Kedua, melihat modernisasi 
sebagai keharusan sejarah yang akan melanda seluruh dunia dan 
karena itu perlu ditanggapi, suka atau tidak suka. Berdasarkan 
pengalaman masyarakat Barat, masyarakat akan bergerak dari 
pola agraris ke industrial. Mau tidak mau, nilai-nilai tradisional 
yang tidak kompatibel terhadap proses industrialisasi harus 
ditinggalkan atau lapuk dengan sendirinya. Karena itu, tradisi 
harus direkonstruksi, termasuk teologi dan sistem hukum 
agama, agar relevan bagi perubahan kelembagaan modern. 
Melalui pandangan ini, gerak cendekiawan muslim merasuk 
pada dua jalur: secara struktural mengintegrasikan diri ke dalam 
birokrasi dan melakukan kerja teknokrasi, dan secara kultural 
mengampanyekan pemikiran Islam untuk menciptakan legitimasi 
antara Islam dan pembangunan," serta “pengondisian mental” 


18 Pada titik ini, menarik ketika melihat kritik atas bangunan pembaruan pemikiran Islam 
yang digerakkan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur). Bagi kalangan ini, pemikiran Islam 
Cak Nur ternyata terkonstruksi ke dalam hegemoni teori modernisasi. Ini bisa dilihat 
dari penggunaan paradigma teori-teori sosial modern Weberian dan Parsonian yang 
merujuk pada positivisme. Dalam paradigma ini, layaknya sosiolog modernis, Cak Nur 
juga meyakini watak bebas nilai dari ilmu pengetahuan, karena ia hanya merupakan 
lanjutan dari pemetaan ilmu-ilmu alam terhadap hukum kausalitas sosial. Dari 
sinilah, Islam memberi aspek etis bagi metode empiris ilmu pengetahuan modern. 
Cak Nur melandasi berbagai teori sosial ini terutama lewat sosiologi agama Bellah 
dan antropologi budaya Geertz. Dengan menggunakannya sebagai meta penelitian 
sosial, Cak Nur hendak memberikan rekomendasi atas reaktualisasi ajaran Islam yang 
adaptif bagi modernisasi. Lahirlah konsep tentang modernisasi sebagai kewajiban 
tauhid, rasionalisasi sebagai peninggalan cara berpikir keagamaan tradisional, 
penyamaan konsep kasb Asy'ariyah dengan asketisme Calvin yang menciptakan etos 
kerja masyarakat kapitalis, desakralisasi (sekularisasi) dan demitologisasi sebagai 
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agar umat muslim memiliki etos kerja modern melalui tradisi 
agama. Ketiga, pandangan yang mencoba menilai secara kritis, 
baik modernisasi maupun tradisi. Modernisasi agaknya menjadi 
keharusan sejarah. Tapi bagaimanapun, ia tidak bisa ditanggapi 
secara a-historis, dengan melepaskan nilai dari konteksnya. Karena 
itu yang perlu diamati adalah sejarah dan proses perubahan sosial 
itu sendiri, dari mana pilihan-pilihan tertentu harus dilakukan 
bersadarkan kriteria dan pertimbangan sosio-kultural masyarakat 
yang menyediakan mekanisme perubahan sosial yang tidak selalu 
sama dengan modernisasi. Dalam kaitan inilah, tradisi perlu lebih 
dipertimbangkan ketimbang dicurigai, sebab tradisi di Dunia 
Ketiga, adalah bagian dari sejarah dan karena itu memberikan 
konteks dalam proses perubahan nilai. 


Dari pandangan ini, lahirlah dua kerja sekaligus layaknya 
tanggapan pihak kedua di atas. Yakni, pada tataran struktur mereka 
mengandaikan terjadinya perubahan supra-struktur yang berwujud 
manipulasi kesadaran oleh ideologi negara, sehingga kerja intelektual 
independen mutlak diperlukan guna menciptakan wacana 
tandingan bagi hegemoni kekuasaan. Sementara itu, dalam kerja 
kultural, pihak ini kemudian menggerakkan advokasi di masyarakat 
bawah, sebagai usaha pembelaan hukum atas penindasan negara, 
sekaligus pembangunan berbagai lembaga otonom masyarakat yang 
berfungsi untuk menggerakkan transformasi sosio-ekonomi.” Jelas, 
pendekatan ini berbeda dengan kedua pandangan di atas, karena 


pembebasan tatanan sosio-kultural dari ikatan keagamaan, yang pada akhirnya 
memuluskan jalan bagi lancarnya rekayasa sosial, sebagai rekomendasi utama 
dari modernisasi negara. Dengan menciptakan doktrin Islam Yes, Partai Islam No! 
Cak Nur dilihat telah merampas watak aplikasi partikular dari politik Islam, dengan 
mensterilkannya hanya sebagai nilai-nilai etis universal, dengan tujuan agar Islam 
secara orientatif mampu memberikan legitimasi atas tertib sosial, atau stabilitas 
politik yang pada satu titik tentu dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi a la 
negara. Lihat Saiful Muzani, Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi, jurnal Prisma 
1, Januari 1993 : 73-77 


19 Dawam, Basis Sosial Pemikiran Islam h. 9-10 
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pada satu titik tidak memerlukan formalisasi “kerja Islam”, atau 
sebaliknya melakukan deislamisasi sebagai tata nilai masyarakat, 
karena “pesanan” dari modernisasi negara. Pendekatan ketiga, 
yang akan kita lihat sebagai model gerakan Islam milik Gus Dur, 
lebih memosisikan Islam sebagai gerak perubahan sosial, vis a vis 
pembangunanisme negara tanpa terjebak dalam gerak Islam sebagai 
alternatif, karena ia mampu merasuk dalam lembaga historis dari 
masyarakat bawah. 


Situasi paradigmatis di atas juga ditopang oleh sebuah 
pergeseran basis sosial yang mengakibatkan tanggapan terhadap 
modernisasi menjadi kuat pada tataran pemikiran, struktur sosial, 
dan pelembagaan politik. Di sinilah muncul birokratisasi Islam 
atau Islamisasi birokrasi yang menjadi satu penanda pembuyaran 
dikotomi santri, abangan, dan priyayi. Pada dekade 1970, para 
keluarga muslim tengah berduyun-duyun menyekolahkan putra- 
putrinya di sekolah dan perguruan tinggi modern. Lahirlah 
priyayisasi santri yang menjadikan para akademisi muslim 
terengkuh birokrasi dengan dibukanya ruang kerja di lembaga- 
lembaga pemerintah. Pada tataran elite, proses ini melahirkan 
kelompok inteligensia muslim yang menyandarkan kemampuan 
pengetahuannya demi tuntutan profesi (knowledge based profession). 
Kelas menengah ini direkrut ke dalam organisasi cendekiawan 
Islam: ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) di mana otoritas 
pengetahuan Islam, telah berkolaborasi dengan otoritas birokrasi, 
dan kepentingan kekuasaan negara. Ini sebenarnya merupakan 
akomodasi yang a-historis karena sebagian inteligensia muslim 
yang direkrut bukan semata para pembaharu Islam yang menjadi 
agitator utama pembangunanisme, tapi para Islamis yang sejak 
awal anti terhadap negara Indonesia. 


Birokratisasi agama melalui pengorganisiran kaum inteligensia 
muslim dalam lembaga kecendekiaan yang disponsori negara 
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maupun penataan kegiatan umat misalnya Departemen Agama 
dan Majelis Ulama Indonesia makin memisahkan geliat kritis dari 
politik Islam ke arah kehidupan beragama yang serba seremonial, 
tanpa kritisisme agama terhadap struktur kekuasaan. Manipulasi 
politik ini menyebabkan Gus Dur memilih peran oposisional 
dalam hubungan agama dan negara. 


Meski pada awal 1970 hingga awal 1980 Gus Dur seolah 
melakukan “saling pengertian” dengan agenda depolitisasi Islam 
melalui penerimaan NU atas Pancasila (1984), tidak serta-merta 
pengertian ini menjurus pada watak akomodatif. Penerimaan 
terhadap Pancasila dan sikap anti fundamentalisme Islam 
merupakan strategi jangka panjang yang membuatnya leluasa 
merebut tafsir ideologi negara yang berkonfrontasi pada awal 1990 
ketika negara berbalik melakukan reislamisasi dengan merangkul 
Islam militan ke dalam struktur kekuasaan. Ini merupakan cara 
pembacaan Gus Dur atas dialektika hubungan antara hegemoni 
negara dengan otonomi masyarakat (civil society) yang saat itu 
memenuhi ruang harapan sebagian aktivis muslim. 


Dalam kaitan ini, situasi yang melingkupi Gus Dur juga 
merujuk peran strategis ormas sosial Islam moderat semisal NU- 
Muhammadiyah yang menjadi gerak alternatif dari sektarianisme 
Islam yang sering berbenturan dengan negara. Lewat posisi 
ini, Gus Dur mampu memberikan diskursus Islam moderat 
bahkan transformatif, yang pada satu titik telah menyelesaikan 
ketegangan antara Islam dengan ideologi negara, tapi di sisi lain 
mampu melakukan gerak kritis atas hegemoni negara. 


e. TEKNOKRASI PRISMA 


PADA titik inilah intelektualisme Gus Dur terbangun dalam 
hal menanggapi berbagai perkembangan vang terjadi dalam 
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dialektika hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. 
Diskursus alami Gus Dur tumbuh sejak dekade pertengahan 1970 
di mana negara sedang galak-galaknva menggerakkan modernisasi 
dalam artian peniadaan segenap tradisi masyarakat Indonesia 
agar secara strategis mampu menerima peradaban masyarakat 
industri. Peniadaan ini berjalan di segala lini yang merupakan 
strategi modernisasi struktural. 


Mengacu pada evolutionary universal Parsons, maka strategi 
itu merujuk pada tipologi diferensiasi struktur universal yang 
menjadi prasyarat semua peradaban industri; stratifikasi, 
termasuk kehancuran kekerabatan primitif, legitimasi budaya, 
terciptanya badan-badan yang melembaga yang terhindar dari 
difusi tradisi agama, organisasi birokratis untuk pencapaian 
tujuan kolektif, sistem keuangan dan pasar, sistem perundang- 
undangan universal dan berlaku umum, serta perkumpulan 
demokrasi dengan kepemimpinan yang didukung guna penciptaan 
orientasi kebijakan.” Situasi ini dihadapi Gus Dur pada fase 
awal intelektualismenya. Berbagai langkah dekonstruktif seperti 
peminggiran ideologi Islam, penggerakan birokratisasi pada level 
administratif-organisasional dan budaya merupakan pengondisian 
kultural bagi terciptanya struktur modern yang relevan bagi 
pembangunan. Dari sini Gus Dur akan kita lihat melakukan 
peran ganda: kritikus atas wacana hegemonik pembangunan dan 
sekaligus mediator yang menjembatani sosialisasi pembangunan 
dengan fakta budaya di lapangan. Satu peran yang sekilas tampak 
kontradiktif, tapi sebenarnya memiliki kedalaman pertimbangan 
yang berangkat dari posisi “mendua”: intelektual yang harus 
independen baik dari hegemoni negara maupun beban tradisinya, 
plus pemimpin jutaan muslim tradisional yang pada saat itu 


20 M.Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan, 
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991 : 32 
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betul-betul menempati garis pinggiran akibat watak elitis dari 
pembangunan. 


Adalah jurnal Prisma, sebuah jurnal terbitan Lembaga 
Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 
(LP3ES) yang menjadi ikon kecendekiaan di masa itu, di mana 
Gus Dur secara kontiniu menuliskan berbagai refleksi atas 
kondisi sosio-keagamaan melalui elaborasi ilmu-ilmu sosial. Masa 
penulisan tersebut berlangsung sejak pertengahan 1970 hingga 
awal dekade 1990. Meski sudah aktif di PBNU, pada masa itu 
Gus Dur masih murni sebagai intelektual independen yang 
belum terbebani aktivitas organisasi maupun politik dan mampu 
mengimplementasi amatan-amatan ilmiahnya. Segenap model 
gerakan Gus Dur sesudah masa itu, baik melalui NU, Fordem, 
dan periode kepresidenan RI yang ke-4, adalah implementasi 
dari berbagai eksplorasi ilmiah yang secara mendalam dielaborasi 
melalui “pengunyahan” ilmu-ilmu sosial dalam Jurnal Prisma. 
Di sini kita akan menyaksikan sosok Gus Dur yang menjelma 
ilmuwan sosial yang mengelaborasi antropologi dan sosiologi 
sebagai perluasan kajian keislaman menuju kajian kebudayaan, 
baik meliputi hubungan agama dan pembangunan, agama dan 
negara, maupun dialektika agama dan revolusi. Pola kajian ini 
merupakan mainstream pemikiran keislaman Gus Dur, layaknya 
pemikiran tentang pesantren, pribumisasi Islam, watak etika 
sosial dalam Islam, hingga konsepsi tentang demokratisasi dan 
debirokratisasi kebudayaan yang dilihatnya sebagai pergulatan 
kebudayaan secara luas. 


Dari model kajian multidisipliner ini Gus Dur memberikan 
gambaran pemikiran yang bergulat, yang berangkat dari 
realitas di lapangan dan tidak terjebak teori. Gus Dur tak ayal 
merupakan tipe intelektual organik yang tidak hanya melakukan 
“akrobat” teoritis, tapi juga “mengunyah” teori-teori tersebut 
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dalam sebuah pergulatan realitas, sehingga ia bukan hanya 
berpikir, tapi juga tengah menggerakkan pemikiran. Dalam masa 
pergulatan Prisma posisi Gus Dur adalah penulis keagamaan yang 
melakukan berbagai klarifikasi epistemologis guna menggali dan 
menggerakkan potensi transformatif dari agama yang berhadapan 
dengan hegemoni wacana pembangunan. Era ini menandai awal 
perlawanan Gus Dur atas negara Orde Baru, di mana agama telah 
dijadikan kritik ideologi bagi gerakan deideologisasi negara atas 
aspirasi keagamaan. Dari sini berakar pemikiran perlawanan Gus 
Dur atas Orde Baru yang menemukan ruang dalam perlawanan 


politik dekade 1990. 


Prisma sendiri lahir di tengah situasi yang oleh Onghokham 
disebut sebagai konsolidasi pragmatisme. Jurnal ini pertama 
terbit pada November 1971 bersamaan dengan pemilu pertama 
era Orde Baru. Sebagai jurnal yang lahir dalam setting politik 
Orba, Prisma mewakili semangat zaman pada saat itu di mana 
pertarungan ideologi era Soekarno, baik yang tercermin dalam 
pemberangusan partai-partai Islamis untuk kemudian dibarengi 
oleh “perselingkuhan” kekuatan komunisme dengan negara 
maupun benturan ideologi pada ranah pemikiran dan kesenian 
antara kubu Realisme Sosialis versus Humanisme Universal yang 
terkonstruksi dalam pertarungan Lembaga Kebudayaan Rakyat 
(Lekra)-Manifes Kebudayaan (Manikebu) telah runtuh. Maka 
tidak heran jika Prisma seolah menjadi “sayap pemikiran sosial” 
dari kekuasaan pragmatisme Orde Baru. Satu kerja yang juga 
dilakukan oleh majalah sastra Horison (pertama terbit pada Juli 
1966), yang telah menggerakkan ide-ide Manifesto Kebudayaan 
guna merekonstruksi kebudayaan pasca-diktatorisme Soekarno- 
Lekra dengan mengampanyekan doktrin kebebasan seni dari 
kesempitan ideologi (kelas) melalui kerja kebudayaan yang netral, 
humanis, dan serba universal. 
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Ideologi LP3ES sangat berperan dalam membentuk Prisma. 
Sebagai besutan para aktivis Angkatan 66, yakni praktisi Partai 
Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, lembaga ini mewakili 
semangat anti-Soekarnoisme—Soekarno membubarkan kedua 
partai itu pada 1962. Pada tataran strategi politik, sejak lama PSI 
telah menawarkan konsep politik yang berbeda, yakni sebuah 
pendekatan teknis-teknokratik dalam penyelesaian ekonomi- 
politik yang berbeda dengan Soekarno, di mana pendekatan 
politik dengan spirit heroisme-revolusioner kemudian berhasil 
meminggirkan konsep politik problem solver tersebut. Hanya saja 
teknokrasi LP3ES tidak secara otomatis menjadikan lembaga 
ini “satu tubuh” dengan Orde Baru. Posisi LP3ES lebih sebagai 
kelompok kritis yang percaya dengan modernisasi, memihak pada 
teknokrasi, dan karena itu tetap menjaga hubungan dengan Orde 
Baru, meski secara kelembagaan bersikap kritis. Posisi ini lebih jauh 
dari politik dibandingkan dua pendukung ideologis Orde Baru, 
yakni kalangan mahasiswa Angkatan 66 yang melembagakan diri 
dalam Mahasiswa Indonesia serta berbagai organ ekstra kampus 
yang berafiliasi dengan partai politik. Kalangan yang terakhir ini, 
baik secara ideologis maupun praksis politik melakukan masukan 
teoritis sekaligus dukungan terhadap gagasan modernisme dan 
modernisasi. 


Di masa jayanya—dari awal 1971 hingga akhir 1980—Prisma 
mengalami tiga perkembangan orientasi yang dilatarbelakangi 
oleh setting sosio-politik dan kondisi pasar yang melingkupinya. 
Tulisan-tulisan Gus Dur di jurnal ini mulai mewarnai kancah 
pertarungan diskursus sejak pertengahan 1970 dan berpuncak 
pada pertengahan 1980. 


Pertama, orientasi teknokrasi. Model ini muncul pada 
awal penerbitannya hingga 1975 yang menitikberatkan pada 
masalah ekonomi melalui satu keyakinan (naif) para teknokrat 
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bahwa mereka bisa mengendalikan ekonomi sambil tetap secara 
politik membela pendapat bahwa hal-hal lain seperti konflik 
antara etnis, agama, ras, dan ideologi (yang dalam istilah baku 
ekonomi dianggap faktor luar) harus dianggap sebagai faktor yang 
tidak berubah, atau jika ada akan menjadi kerja orang lain untuk 
membereskannya, dengan atau tanpa kekerasan. Pandangan 
seperti ini yang menyebabkan ketidakpedulian para penulis 
Prisma untuk mempermasalahkan bagaimana eksploitasi ekonomi 
dilakukan dan siapa saja korbannya. Di sinilah munculnya 
kritik bahwa Prisma merupakan alat sosialisasi kaum teknokrat 
menyeruak, di mana para ilmuwan yang sebagian besar menjadi 
pejabat pemerintah, dengan optimis menyatakan bahwa semua 
baik-baik saja melalui satu perencanaan ekonomi makro yang 
meminggirkan konflik horisontal masyarakat yang diakibatkan 
oleh kebijakan makro tersebut. Bahasa teknokrasi juga bisa 
terlihat dari pendekatan state oriented terhadap pendidikan yang 
diartikan sebagai proses human resource development menuju apa 
yang disebut sebagai ketahanan nasional dalam arti politik, 
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan 
nasional.” Dalam hal ini Prisma telah terjebak dalam budaya 
politik Orde Baru yang menggerakkan totalisme sistemik yang 
selalu merujukkan terma “sistem” kepada kekuasaan (eksekutif 
atau presiden), untuk kemudian memingirkan apapun “yang 


21 Warna teknokrasi juga terlihat dari pilihan tema semisal artikel-artikel tentang “desa’, 
“kota”, "pangan" dan “energi” (1971-1974). Pengambilan sudut pandang yang serba 
teknis tanpa menukik ke dalam jantung permasalahan real di masyarakat merupakan 
ciri utama perpektif teknokrasi ini. Semisal artikel tentang desa (34 artikel), yang 
dipandang hanya sebagai objek pemukiman manusia, sementara sudut pandang 
terhadap kota (28 artikel) lebih kepada problem teknis pengambilan kebijakan. 
Demikian juga pembahasan pangan yang bertitik berat pada bagaimana menaikkan 
produksi pangan, bukan mengenai incentives (pembujukan) untuk menaikkan 
produksi yang menyangkut manusia. Hal yang sama terjadi pada penulisan soal 
energi yang terfokus pada bagaimana menaikkan energi tanpa memedulikan 
bagaimana rakyat memeroleh energi atau siapa saja yang lebih diuntungkan oleh 
energi. Onghokham, Potret Cendekiawan, h. 63-64 
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asing” (kekuatan masyarakat) sebagai “di luar sistem”. Pada titik 
ini negara memosisikan “politik” sebagai musuh melalui proyek 
“eknonomisasi” semua sektor, baik partai, organisasi keagamaan 
maupun pendidikan harus dilepaskan dari “politik” menuju satu 
stabilitas nasional demi keberlangsungan pembangunan ekonomi 
semisal yang terjadi dengan “sistem pendidikan” tersebut. Secara 
formal, apa yang disebut pendidikan adalah kurikulum dan 
orientasi keilmuan yang terdapat dalam lembaga pendidikan 
formal. Sementara inovasi pendidikan kerakyatan yang dilakukan 
misalnya oleh komunitas petani atau buruh, tidak dianggap 
sebagai proses pendidikan, dan bahkan dicap sebagai subversif 
karena di dalamnya memuat proses penyadaran hak-hak politik. 
Hal yang sama terjadi pada institusionalisasi partai yang secara 
bertahap negara berusaha meminggirkan partai yang memiliki 
perbedaan politik, baik melalui pemberangusan Parmusi, fusi 
partai, dan azas tunggal Pancasila. Satu otoritarianisme yang 
ternyata tidak dipermasalahkan oleh Prisma. 


Kedua, orientasi pasar. Perubahan ini terjadi pada 1976, 
seiring perubahan keorganisasian dalam ilmu-ilmu sosial 
yang ditimbulkan oleh HIPIIS maupun ISEI. Pelipatgandaan 
anggota organisasi-organisasi itu merangsang pikiran untuk 
menangkapnya sebagai captive market. Karena itu, salah satu usaha 
yang menjadi perhatian adalah apa yang disebut sebagai visibility 
dalam pasar. Dari sini Prisma merombak formatnya menjadi 
sebuah perpaduan antara social sciences dan jurnalisme, sehingga 
orientasi awal yang terfokus pada intelektualisme murni menjadi 
lebih cair dan populer dengan pemilihan tema ringan dan disukai 
pasar. Salah satu produknya adalah pemotretan praktik prostitusi 
sebagai sebuah industri seks. Artinya pembukaan diskusi tentang 
seks yang selama ini dikuasai oleh perpektif sosiologi kriminal, 
sehingga menempatkan seks sebagai sesuatu yang tabu, kepada 
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telaah rasional atas seks sebagai komoditas industri. Hasilnya, 
sirkulasi Prisma langsung naik hingga 11.500 eksemplar. Angka 
penjualan yang tidak pernah dialami oleh Prisma sejak pertama 
kali penerbitannya. 


Ketiga, orientasi kritis. Perkembangan ini dipicu oleh situasi 
penolakan nasional atas pencalonan kembali Soeharto pada 
Pemilu 1978. Situasi ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 
lama, yakni sejak bercerainya hubungan harmonis antara gerakan 
mahasiswa 66 dengan militer pada 1968. Saat itu, koalisi strategis 
antara mahasiswa dan militer dalam menumbangkan Orde Lama, 
mulai retak karena perkembangan politik yang menempatkan 
militer dalam posisi hegemonik. Sejak saat itu mahasiswa berbalik 
arah, lalu menolak pencalonan kembali Soeharto yang akhirnya 
harus ditebus dengan aksi penangkapan negara atas mahasiwa, 
serta agenda depolitisasi kampus melalui proyek Normalisasi 
Kehidupan Kampus (NKK). Pada tahap ini, Prisma kemudian 
mengalami reorientasi dari arah legitimasi pembangunan kepada 
kritisisme kekuatan masyarakat atas negara. Pendekatan dan 
arah teknokrasi semaksimal mungkin dihindari dengan lebih 
memberikan ruang bagi ekspresi para korban pembangunan, baik 
melalui penggunaan “sejarah sebagai kritik” maupun gerakan 


“pembebasan atas kekerasan terhadap bahasa”.”” 


Salah satu produk dari kritisisme tersebut adalah Prisma 
No. 8, Agustus 1977 tentang Manusia dalam Kemelut Sejarah.” 
Dalam edisi ini, para tokoh nasional yang telah mati, seperti 
Soekarno, Soedirman, Sutan Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, 
Kahar Muzakkar, Amir Sjarifuddin, dan Rahman El Yunusiyyah, 


22 Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan, h. 443-492 


23 Edisiini mengalami proses cetak dua kali dengan oplah sebanyak 25.000 eksemplar. 
Satu penjualan yang tidak pernah terulang lagi dalam sejarah Prisma. Kesuksesan ini 
ditambah dengan diterbitkannya edisi ini dalam bentuk buku hingga mengalami 
cetak ulang dua kali pada Februari 1978 dan 1979. 
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“dihidupkan” kembali untuk menyuarakan kebenaran yang sudah 
tidak mampu dilakukan oleh manusia yang hidup. “Penghidupan 
kembali” tokoh-tokoh itu memunculkan dua reaksi bertentangan. 
Satu reaksi keras muncul dari pemerintah, sebab sebagian besar 
tokoh-tokoh itu adalah manusia yang di-black list oleh negara. 
Sementara antusisme lahir dari masyarakat yang ternyata 
mengalami pencerahan dari orang-orang mati tersebut akibat 
ruang publik yang disumbat sedemikian rupa sehingga kebenaran 
sejarah mengalami kegelapan. Kritisisme ini melahirkan benturan 
politik vis a vis negara, khususnya ketika Prisma mulai berani 
menampilkan diskursus kiri, baik melalui pemuatan tulisan 
para eks-apol PKI dari Pulau Buru maupun pemilihan tema para 
tokoh komunis. Puncak konflik mengemuka ketika Departemen 
Penerangan menegur redaksi karena dianggap melanggar TAP 
MPR No. IX/MPR/1978 tentang larangan pengembangan 
ajaran komunisme. Hanya saja, ancaman pembrebelan Prisma 
ini terhenti pada tahap kejaksaan dan tidak dinaikkan ke proses 
pengadilan karena redaksi mampu menjelaskan duduk persoalan 
secara diplomatis. 


Lalu di manakah posisi Gus Dur dalam jurnal Prisma? 
Sebagian besar penulis Prisma, lebih-lebih pada dekade awal 
penerbitan, berasal dari kaum teknokrat. Golongan ini berasal 
dari departemen pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan 
para penulis bebas. Teknokrasi menjadi bendera utama sehingga 
perbedaan di antara mereka hanya terletak pada posisi politis. 
Jika penulis dari departemen pasti menulis tentang kebijakan 
negara tanpa sikap kritis, sementara para penulis bebas, meski 
berusaha kritis, kritisisme yang diangkat lebih kepada dukungan 
yang tak penuh. 


Untungnya, Prisma era Gus Dur adalah Prisma yang tengah 
mengalami transformasi dari media teknokrasi kepada kekuatan 
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masyarakat dalam melakukan kritisisme terhadap negara. 
Makalah pertama yang ditulis Gus Dur di Prisma bertajuk 
Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan (Agustus 
1975). Makalah ini merupakan usaha dan sekaligus menjadi 
mainstream spirit tulisan-tulisan Gus Dur yang berangkat dari 
satu niatan klarifikasi atas pandangan miring dari modernisasi 
bahwa tradisi agama, baik hukum Islam, maupun gerakannya, 
tidak hanya kurang kondusif bagi semangat kemajuan, tapi 
bahkan menjadi rintangan agenda pembangunan.“ Segenap 
makalah yang kemudian dibukukan oleh LKiS dalam Prisma 
Pemikiran Gus Dur (2000) memiliki spirit tersebut. Artinya, 
setting politik Orde Baru yang telah menancapkan deideologisasi 
Islam dianggap oleh Gus Dur sebagai kesalahpahaman yang 
harus diluruskan karena tidak semua unsur dan gerakan agama 
bersikap kontradiktif dengan pembangunan beserta segenap 
ideologi sekularnya. Bidikan Gus Dur langsung mengenai tiga 
sasaran. Pertama, otoritarianisme negara yang telah memaksakan 
ideologinya kepada masyarakat. Kedua, klarifikasi atas “kebencian 
teoritis” modernisasi terhadap tradisi, kebudayaan, dan agama, 
yang dianggap memiliki historisitas dan bahkan epistemologi yang 
bertentangan dengan modernisme. Ketiga, kritik atas gerakan 
keagamaan “kanan” yang tidak mampu melihat kepentingan 
nasional sebagai orientasi gerakan melalui aktivisme eksklusif 
atas nama Islam. Pada kasus Gus Dur, gerakan yang dikritik 
ialah ICMI, yang telah melakukan “perselingkuhan” dengan 
otoritarianisme negara demi agenda laten Islamisasi. 


Dari sini menjadi jelas bahwa posisi Gus Dur dalam 
Prisma adalah wakil dari kalangan agamawan yang melakukan 
klarifikasi terhadap kebijakan pembangunan, melalui elaborasi 


24 Lihat Hairus Salim HS, Gus Dur dan Kenangan Cendekiawan Zaman Prisma, pengantar 
dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : vii-xix. 
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kreatif antara keilmuan klasik Islam, dengan disiplin ilmu-ilmu 
sosial yang dipelajari secara otodidak. Di dalam Prisma, Gus 
Dur mampu menawarkan kajian agama sebagai kajian budaya 
sehingga mampu menciptakan dua keseimbangan sekaligus. 
Pertama, menawarkan analisa keagamaan di dalam sebuah format 
keredaksian sekular yang cenderung mengalami “ketidakenakan” 
(non-comfortable) dengan tema-tema keagamaan. Kedua, melakukan 
kajian kebudayaan atas permasalahan ekonomi-politik. 


Dua keseimbangan itu merupakan kritik atas model teknokrasi 
yang digerakkan Prisma di fase awal, di mana kajian agama dan 
budaya mendapat porsi sangat minim. Hanya saja yang menjadi 
tanda tanya adalah apakah dengan melakukan klarifikasi itu Gus 
Dur telah menjadi bagian dari developmentalisme, dalam arti 
pembelaannva terhadap tradisi agama atas hegemoni modernisasi, 
ternyata tidak bisa lepas dari agenda modernisasi itu sendiri! Jika 
memang seperti itu, maka apa bedanya Gus Dur dengan kaum 
teknokrat (satu kelas yang ia kritik) yang menginginkan adaptasi 
antara tradisi dengan “mesin ekonomi” pembangunanisme! Tidak 
mudah untuk menjawabnya. Layaknya analisa Hairus Salim,” ini 
memerlukan pelacakan serius, setting pertarungan teori yang 
melingkupi intelektualisme Gus Dur dan penggalian pada ranah 
epistemologis dari seluruh karyanya, sehingga keberpihakan 
ideologis dari pemikirannya bisa ditemukan. Kerja yang penulis 
harapkan bisa terpenuhi melalui penulisan buku ini. m 


25 Hairus Salim HS, Gus Dur, h. xviii 
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Tesis utama kajian buku ini 
adalah adanya cara-cara berpikir 
yang tak dapat dipahami secara 
memadai lantaran asal-usul sosialnya 
tidak jelas. Ini merupakan titik 
pijak dari sosiologi pengetahuan yang 
membongkar pemikiran bukan dari 
deskripsi individual, melainkan lebih 
memahami latar belakang sosio- 
historis tertentu yang memungkinkan 
perumusan pemikiran seseorang 


dalam kesatuan sistem pengetahuan, 


meski berangkat dari pemikiran dan PARADIGMA 
konteks yang berbeda. TR ANSFORMATIF 


Pendekatan seperti ini lebih 


memasukkan obyek penelitian 

pemikiran ke dalam sistem diskursif yang bisa dibedakan dengan 
pendekatan biografi intelektual, atau sejarah pemikiran. Pada biografi 
intelektual yang dikaji adalah konsistensi sekaligus kontradiksi, antara 
idealitas pemikiran dengan tindakan pemikir, misalnya perpaduan 
yang janggal antara intelektual revolusioner yang dipuja, tapi 
kehidupan sehari-harinya jorok, contohnya Karl Marx. Sementara 
itu, pendekatan sejarah pemikiran (Ideengeschichte) merupakan 
arkeologi kesejarahan suatu ide untuk menemukan silsilah para 
pemikirnya seperti studi ilmu ekonomi sejak Alfred Marshall (1842- 
1924) hingga J.M. Keynes (1863-1946).” Sayang, hingga sekarang, 
berbagai ide besar seperti nasionalisme, komunisme, sosialisme, dan 
islamisme di Indonesia belum mampu dirumuskan dalam sebuah 
Ideengeschichte itu, karena di antara sekian tokoh tidak ada yang 
berperan sebagai perenung dan perumus utama. 


26 Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan, h. 16-30 
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Dari sini, pendekatan sistem diskursif terhadap sebuah 
pemikiran menjadi suatu alternatif karena tidak hanya menelaah 
ulang partikularisme pemikiran, tapi juga membedah “fungsi 
sosio-historis” pemikiran tersebut. Pertanyaan yang muncul 
bukan sebatas seperti apa pemikiran itu, tapi dalam konteks 
apa atau kenapa sebuah pemikiran mengambil model tertentu 
di suatu momen sejarah tertentu, dampak sosial apa yang 
diciptakannya, serta kepada siapa keberpihakannya ditujukan. 
Telaah ini merupakan analisa wacana yang mengaitkan sebuah 
pemikiran dengan sistem sosial, politik, budaya, dan kesejarahan, 
sehingga keterkaitannya menciptakan satu sistem diskursif, di 
mana sebuah pemikiran tidak bebas nilai, tapi ia memiliki tugas 
historis tersendiri. 


Pada titik ini, sikap tidak memisahkan sebuah pemikiran 
dengan tindakan kolektif yang merupakan pola dari sosiologi 
pengetahuan,” bertemu dengan metode fenomenologis dalam 
penelitian budaya. Ini menjadi antitesa positivisme, karena 
penelitian tidak berhasrat menciptakan generalisasi melalui 
berbagai penciptaan tipologi paradigmatis, seperti modernisme 
versus tradisionalisme, tapi tunduk pada realitas budaya 
sebagaimana adanya, kemudian menyelusup ke dalam cara berpikir 
para pemilik budaya tersebut guna menemukan konsepsinya atas 
kebudayaan yang sedang diteliti. Pendekatan ini tentu bertitik 
tolak dari filsafat fenomenologi sendiri yang menurut Edmund 
Husserl berangkat dari keyakinan bahwa obyek ilmu tidak terbatas 
pada yang empirik, melainkan mencakup fenomena abstrak 
seperti persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek 
yang menuntut pendekatan holistik, berdasarkan konstruksi 
sosial yang ada. Dalam kaitan inilah hermeneutika antropologi 


27 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Yogyakarta: 
Kanisius, 1991: 1-6 
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menemukan ruang, di mana tugas utama dari peneliti adalah 
menafsirkan simbol-simbol dari obyek penelitian, karena dalam 
simbol tersebut terdapat sistem makna yang merumuskan konsepsi 
kebudayaan secara keseluruhan.’ Meminjam sugesti Mallinowski, 
to grasp the native's point of view, his relation to life to realize his 
vision of his world, yang merupakan satu target dari interpretation 
of interpretation Geertz. Jadi, soal inti dalam penelitian model ini 
adalah bagaimana menafsir penafsiran obyek penelitian, sehingga 
peneliti menemukan makna dan membiarkan makna dalam “teks 
budaya” menyampaikan pandangannya sendiri. 


e BIAS PARADIGMATIS 


PENDEKATAN hermeneutis terhadap obyek penelitian menjadi 
urgen, karena banyak kerja riset pemikiran mengalami bias 
paradigmatik lantaran pendekatan positivistik yang berangkat dari 
sistem pengetahuan, bahkan ideologi tertentu diterapkan pada 
obyek penelitian. Lahirlah penelitian deduksi di mana peneliti 
sudah menyediakan tipologi tertentu dan proses penelitian 
hanya merupakan pencarian legitimasi atas tipologi itu. Ini juga 
terjadi pada riset tentang pemikiran Gus Dur yang secara taken 
for granted memasukkan berbagai partikularisme pemikirannya ke 
dalam tipologi tertentu, misalnya liberalisme, neo-modernisme, 
maupun sekularisme. Hal ini menjadi problematik karena 
berbagai tipologi itu memiliki muatan historis-ideologis yang 
harus dibuktikan kesesuaiannya dengan epistemologi Gus Dur. 


Karya Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran 
Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, 
dan Abdurrahman Wahid (1999) menjadi studi awal dalam kasus 


28 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, Yogyakarta: UGM Press, 
2003 : 42-125 
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ini. Studi Greg menjadi satu legitimasi bagi tersebarnya diskursus 
pemikiran Gus Dur sebagai bagian dari wacana neo-modernisme 
Islam. Greg melakukannya melalui covering tulisan-tulisan Gus 
Dur sejak awal 1970 hingga awal 1980 yang termaktub dalam dua 
buku. Buku pertama, esai-esai pesantren dari 1973 hingga akhir 
1977 yang terhimpun dalam Bunga Rampai Pesantren (1978). Dalam 
buku ini, Gus Dur menjelma “jendela pemikiran santri” yang 
memperkenalkan keunggulan dan kelemahan sistem pesantren 
sebagai representasi dari Islam tradisional. Dari sini Greg melihat 
pemikiran Gus Dur sebagai penggerak kekuatan Islam tradisional 
dan sistem pesantren, sekaligus kritik terhadap kelemahan Islam 
tradisional itu. Buku kedua, Muslim di Tengah Pergumulan (1981) 
yang oleh Greg dimaknai sebagai tanggapan Gus Dur atas berbagai 
tantangan modernitas. Dalam hal ini Greg memasukkan terma 
modernisasi dalam konsep Gus Dur tentang “dinamisasi” dan 
melihat orientasi kemanusiaan Gus Dur sebagai kepedulian 


terhadap pluralisme dan humanitarianisme liberal. ? 


Dalam artikelnya The Liberal, Progressive Roots of Abdurrahman 
Wahid’s Thought, Greg menemukan mindset modernisme dalam 
konsep Gus Dur tentang dinamisasi. Berangkat dari kesadaran 
bahwa sebagai neo-modernis, Gus Dur jarang mencuatkan 
diskursus ijtihad, satu kata kunci bagi neo-modernisme Islam, 
Greg menemukan spirit ijtihad yang secara implisit terdapat dalam 
dinamisasi. Oleh Greg, dinamisasi tidak hanya dimaknai sebagai 
sikap energik dan totalitas hidup, melainkan juga kemampuan 
beradaptasi dan merespons secara kreatif lingkungan yang sulit. 
Respon kreatif ini Greg temukan dalam penggalian Gus Dur 
atas adaptasi pesantren dan hukum Islam terhadap modernisasi 
(pembangunanisme).' Konsep dinamisasi ini Gus Dur gerakkan 


29 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal, h. 330-337 
30 Lihat Greg Barton, The Liberal, Progressive Roots of Abdurrahman Wahid's Thought, 
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sebagai usaha rekonstruktif atas beberapa kelemahan pesantren 
yang mengalami kegagapan dalam menghadapi modernisasi. Inti 
dari konsep ini merujuk pada ajakan Gus Dur untuk bersikap 
rasional dan masuk pada tataran nilai-nilai modernitas sebagai 
pengganti dari sikap pseudo-modernism yang oleh kalangan 
pesantren menjadi proses adaptasi teknis atas perkembangan 
modernisasi. Dinamisasi juga merujuk pada himbauan bagi 
inklusivitas warga pesantren guna membebaskan diri dari sikap 
isolatif atas perkembangan kemajuan zaman. 


Perspektif modern mindedness juga terbaca dalam tipologi 
humanitarianisme liberal. Oleh Greg, istilah “humanitarisnisme” 
mengacu pada concern Gus Dur terhadap kebaikan dalam perspektif 
kemanusiaan yang dipadukan dengan perhatian terhadap 
kesejahteraan individu. Dalam hal ini Greg menyatakan: 


Abdurrahman’s explanation of what motivates, or at least directs, 
his liberal humanitarian concern is often repeated but at heart is 
profoundly simple. Abdurrahman is first and foremost a religious 
thinker: Islam provides the grand template of his thought and 
islam, for him, is fundamentally liberal*' 


Dari sini tampak keterjebakan Greg, yakni ketika memasukkan 
concern kemanusiaan Gus Dur ke dalam terma seperti humanisme 
liberal, meski untuk kesekian kali Greg harus membuat pembedaan 
ketika humanisme Gus Dur tidak berangkat dari sekularisme, 
melainkan dari kedalaman teologis, sehingga kemanusiaan 
tidak secara otomatis mendekonstruksi bangunan transendensi 
ketuhanan. '' 


dalam Greg Barton, Greg Fealy (ed), Nahdlatul Ulama, Tradiitional Islam and Modernity 
in Indonesia, Australia: Monash Asia Institute, 1996 : 207 


31 Greg, The Liberal, h. 226 


32 Untuk elaborasi lebih jauh tentang kritik atas studi pemikiran Gus Dur a Ia Greg 
Barton, lihat Syaiful Arif, Studi Kritis Neo-Modernisme Greg Barton atas Pemikiran Gus 
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Hal yang sama juga terjadi pada studi Douglas E. Ramage 
yang melihat Gus Dur dari perspektif sekularisme. Bagi 
Douglas, Gus Dur adalah penggerak radikalisme demokrasi 
menghadapi otoritarianisme politik. Tajuk studinya, Politics in 
Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance (1995) 
menempatkan Gus Dur, Ketua Umum PBNU dan Ketua Pokja 
Forum Demokrasi, sebagai “agen perubahan” yang menghadapi 
dua musuh: represivitas negara dan eksklusivisme Islam. Douglas 
berusaha menggunakan “optik Barat” seperti sekularisme, 
demokrasi liberal, maupun anti-gerakan Islam. Ini dilakukan 
Douglas misalnya dengan menyatakan bahwa inti keyakinan 
demokrasi Gus Dur adalah “bila Indonesia benar-benar akan 
menjadi civil society yang demokratis, aspirasi politik masyarakat 
tidak boleh disalurkan melalui agama”. Ungkapan ini tentu 
bersifat generalis karena meski anti terhadap Negara Islam, Gus 
Dur pada lekuk penerapan hukum Islam atas bangunan negara- 
bangsa ternyata masih menyepakati bahwa kehidupan politik 
harus tetap berada dalam kendali agama, walau tidak secara 
formalistik. 


Pemetaan ke dalam gerbong liberal juga dilakukan melalui 
covering atas lompatan “ide nakal” yang sering membuat Gus 
Dur diadili para kyai atau bahkan dikafirkan. Covering model 
ini bisa dibaca dari pendapat beberapa pihak seperti Sidney 
Johnes, Laode Ida, AS Hikam, Arief Hakim, dan Mujamil 
Qomar yang membenarkan bahwa pemikiran Gus Dur bisa 
dipahami melalui liberalisme, demokrasi, dan universalisme. 
Dari ketiga paradigma ini berbagai pemikiran Islam Gus Dur 


Dur, jurnal Pesantren Ciganjur, edisi 2/Th. 1/2006 : 48-60 


33 Lihat Douglas E. Ramage, Democratisation, Religious Tolerance and Pancasila: The 
Political Thought of Abdurrahman Wahid, dalam Nahdlatul Ulama, Traditional Islam 
and Modernity in Indonesia, Greg Barton, Greg Fealy (ed), Australia: Monash ASIA 
Institute, 1996 :227 
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seperti tafsir “ketidaksempurnaan” Islam, “ketidakadilan” al 
Qur'an, pengakuan Nasrani-Yahudi sebagai bukan kafir, kritik 
kejumudan fiqh, maupun penghalalan wanita menjadi presiden 
dilihat sebagai bagian dari pemikiran “liberal”. Dalam hal ini, 
para peneliti NU, misalnya Mujamil Qomar juga tidak memiliki 
pertanggungjawaban ilmiah atas penyematan label “liberal” atas 
pemikiran Gus Dur.* Ini terjadi karena dalam tubuh sebagian 
besar kaum muda NU belum ada studi serius tentang liberalisme 
sebagai filsafat dan ideologi, sehingga secara sederhana segenap 
pemikiran progresif dan “nakal” dimasukkan dalam terma 


liberal. 


Satu studi lain yang juga mengalami bias paradigmatis 
adalah pembacaan Umaruddin Masdar. Studi ini bisa dikatakan 
sebagai riset yang lebih mendekati apa yang Gus Dur maksudkan 
karena berangkat dari pendekatan antropologi dan logika 
tradisionalis yang menjadi salah satu akar dari pemikiran Gus 
Dur. Keberhasilan Umaruddin terletak pada elaborasi dua 
pemikiran Islam Gus Dur, yakni pribumisasi Islam dan Islam 
sebagai etika sosial. Baginya, dua pemikiran ini merupakan 
jawaban Gus Dur atas hubungan antara agama dan negara yang 
sering tegang. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial Gus 
Dur hendak membebaskan Islam dari manipulasi politik yang 
memosisikan Islam sebagai legitimasi kekuasaan. Demikian juga 
dengan pribumisasi Islam, Gus Dur hendak menjauhkan Islam 
dari pewajiban formalisasi agama melalui akulturasi fiqh dengan 


34 Selain Gus Dur, tokoh yang dimasukkan kedalam kategori “NU liberal” adalah KH 
Ahmad Shiddiq, Ali Yafie, Said Aqiel Siradj, Masdar Farid Mas'udi, Sjechul Hadi 
Permono, Tholchah Hasan, KH Muchit Muzadi, dan KH Sahal Mahfudh. Kesembilan 
ulama-intelek tersebut dimasukkan dalam gerbong “liberal”, karena mereka 
telah melakukan berbagai kritik atas kejumudan pemikiran NU untuk kemudian 
memberikan “pencerahan” atas wawasan warga nahdliyyin dan umat Islam secara 
keseluruhan. Lihat Mujamil Qomar, NU “Liberal”: dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke 
Universalisme Islam, Bandung: Mizan, 2002 :164-256 
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kultur lokal. Bagi Umaruddin, inilah bukti yang mensahkan Gus 
Dur sebagai tokoh yang membela demokrasi liberal lewat berbagai 
reinterpretasi terhadap ajaran klasik Islam sehingga Islam tidak 
bertentangan dengan modernitas, tapi mampu memberikan akar 
epistemologis bagi nilai-nilai modern. 


Islam sebagai etika sosial menurut Umaruddin berangkat dari 
paradigma pemikiran Islam Gus Dur yang menekankan substansi 
ketimbang formalisme simbolis dan konteks sosio-politis dari 
aktualisasi ajaran Islam. Ketika Islam dilihat dari substansi 
atau nilai fundamentalnya, maka Islam mampu diterapkan 
secara kontekstual sesuai dengan kultur yang beragam. Latar 
belakang Islam sebagai etika sosial menurut Umaruddin adalah 
pilihan Gus Dur untuk mengambil sudut pandang fungsional 
bagi hubungan Islam dan kebangsaan. Menurut jalan pikiran 
ini, Islam mesti ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup 
yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, apapun bentuk 
masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini, Gus Dur tidak apriori 
terhadap keharusan adanya struktur sosial, melainkan berhati- 
hati dengan kemungkinan idealisasi struktur Islam. 


Dengan mengutip paparan Gus Dur dalam artikel Islam 
dan Masyarakat Bangsa (1989) yang menyatakan bahwa jika 
sebagai pandangan hidup Islam butuh pengejawantahan dalam 
bentuk masyarakat berstruktur, maka menjadi tidak penting 
untuk mempersoalkan bentuk operasionalisasi masyarakat itu 
sendiri selama tujuan menyesejahterakan hidup masih dijadikan 
patokan bersama. Dengan kata lain, bentuk yang paling mungkin 
dicapai adalah yang paling tepat digunakan, bukannya bentuk 
utopis yang ditawarkan melalui idealisasi “konstruk Islami”. 
Dari sini Umaruddin kemudian melihat perspektif Gus Dur 
yang menggunakan standar “tujuan dan cara pencapainnya” (al- 
gayah wal-wasail): selama tujuan atau sasaran masih tetap, cara 


58 GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


pencapaian menjadi masalah sekunder. Rumusan ini kemudian 
menjadikan Islam berfungsi sebagai etika sosial masyarakat 
melalui pengembangan nilai dasar agama.” 


Sementara itu, pribumisasi Islam dibaca oleh Umaruddin dari 
kesadaran Gus Dur tentang pentingnya unsur-unsur antropologis 
yang selalu mewarnai pemikiran Islam (figh). Kesadaran ini 
membuat Gus Dur merasakan kebutuhan mengakomodasi 
budaya lokal dalam pengambilan hukum Islam. Bagi Umaruddin, 
pribumisasi Islam digerakkan Gus Dur melalui perumusan 
“budaya setempat sebagai hukum” (al “adah muhakkamah) dengan 
menggunakan kaidah hukum (gawa'idul figh) dan perluasan 
implementasi al Our an dan Hadist. Menyitir penjelasan Gus Dur 
bahwa secara terminologis figh dirumuskan sebagai kumpulan 
hukum yang ditarik dari dalil-dalil syar'i (al-ahkam al-mustanbatah 
min adillatiha asy-syar’iyyah). Kata al-mustanbatah menurut Gus 
Dur menampakkan terjadinya proses memahami situasi yang di 
situ ayat al Qur’an atau Sunnah memperoleh pengolahan untuk 
disimpulkan, di mana Islam tidak melakukan penolakan total 
atas tradisi Arab pra-Islam. Beberapa institusi tradisi (‘urf) yang 
mengakar sejak masa sebelum Nabi, bahkan diinternalisasikan 
dan dikukuhkan menjadi bagian ajaran dan sumber material 
hukum Islam. Dari sini pribumisasi Islam kemudian diartikan 
sebagai upaya merekonsiliasi antara Islam dan budaya setempat 
melalui pemahaman wahyu yang mempertimbangkan faktor-faktor 
kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan. 


Sampai di sini Umaruddin mengangkat diskursus pribumisasi 
Islam pada konsep kebangsaan Gus Dur dengan berangkat dari satu 
postulat bahwa rekonsiliasi antara agama dan budaya lokal ditujukan 
sebagai pembentuk prinsip-prinsip dasar Islam tentang pola relasi 


35 Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 : 133-134 
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kemasyarakatan dan kenegaraan guna melawan kecenderungan 
ekspresi legal-formalistik yang sering mewujud dalam kultur lokal. Bagi 
Umaruddin, pribumisasi Islam berangkat dari wawasan kebangsaan untuk 
mengayomi tradisi bangsa tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Di 
sini relativisme kultural mendapatkan ruang dalam mengimplementasi 
prinsip dasar Islam dan sekaligus menerjemahkannya dalam diskursus 
kemanusiaan universal yang menempatkan hak asasi manusia dan 
demokrasi di dalamnya.” 


Keberhasilan Umaruddin dalam merumuskan dua pemikiran 
Gus Dur itu dibarengi oleh ketepatannya melihat akar intelektualisme 
Islamnya Gus Dur. Umaruddin mampu menemukan basis pemikiran 
Gus Dur yang beranjak dari pemikiran Islam klasik (Sunni) 
melalui kontekstualisasi ushul figh dan gawaidul figh. Menurutnya, 
keberhasilan Gus Dur mengapresiasi berbagai perubahan modernitas 
terletak pada kemampuannya menerapkan pemikiran figh kepada 
kebutuhan kekinian, sehingga pembelaan dan gerakan demokrasi 
Gus Dur tidak berangkat dari kelatahan atau apologi intelektual 
belaka, tapi merupakan bangunan pemikiran yang dapat dirunut 
metodologinya dalam teori dan kaidah figh. 


Gus Dur menggunakan pemikiran Islam klasik berangkat dari 
upaya membangun sejarah pemikiran sebagai kontinuitas sejarah 
intelektual sebelumnya, sehingga pilar-pilar sejarah intelektual masa 
lalu menjadi penopang terkuat bagi pemikiran Islam kontemporer. 
Penggunaan pemikiran tradisional (legacy of the past) yang tidak 
terjebak pada produk pemikiran, melainkan lebih kepada penggunaan 
metodologi (manhaj) ini, tidak hanya memberikan spirit bagi pola 
hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran dan 
berkeadilan, tapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali 
esensi pengalaman keberagamaan secara total yang melintasi batas 
kerangka legal-formalistik, serta pendekatan monokultural terhadap 


36 Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur, h., 138-142 
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realitas. Bagi Umaruddin, concern Gus Dur terhadap pemikiran 
Islam klasik ini dapat dilihat dari pembelaan atas pesantren sebagai 
satu-satunya institusi tradisional yang merepresentasikan kekuatan 
tradisi Islam. Hal sama juga tampak dalam perhatian mendalam 
Gus Dur terhadap posisi hukum Islam di tengah laju pembangunan, 
sehingga sebagai “jendela kaum santri” Gus Dur membuktikan 
bahwa hukum Islam bukan menghambat, tapi justru memberikan 
spirit dan rumusan bagi pembangunan. 


Dari sini, Umaruddin melihat paduan aplikasi metodologi 
pemikiran Islam klasik dan pemikiran Islam modern melalui proses 
ijtihad yang kreatif dan yang menghasilkan konstruk pemikiran 
yang lebih inklusif, rasional, liberal, dan mapan. Kecintaan yang 
mendalam Gus Dur terhadap tradisi Islam, menurut Umaruddin 
tidaklah bebas syarat karena setelah mencintai dan berangkat dari 
pemikiran klasik, Gus Dur melakukan kritisisme terhadapnya, 
sehingga lahir reinterpretasi demi kesesuaian dengan kebutuhan 
zaman. Gus Dur kemudian mengarahkan pemikiran Islamnya 
kepada pandangan dunia kosmopolit yang toleran terhadap 
pengalaman keberagamaan lain dan kesiapan membuka wawasan 
baru dalam rangka pengembangan diri (a more cosmopolitan world 
view with tolerance toward other religious experiences and a readiness to 


gain new insights for developing itself).” 


Hanya saja, ketepatan Umaruddin dalam menggali akar 
intelektualisme Islam Gus Dur tersebut “dinodai” oleh ketidakhati- 
hatian dalam membuat rumusan paradigmatik. Hal ini bisa terlihat 
dalam pemetaan paradoks yang diambilnya dari berbagai tipologi 
yang dibuat oleh para peneliti lain. Satu sisi Umaruddin memasukkan 
paradigma Gus Dur ke dalam genre pemikiran neo-modernisme dan 
liberalisme, tapi di sisi lain pemikiran Gus Dur juga dilihat dari 
perspektif teologi pembebasan (liberation theology). Sayangnya, selayak 


37 Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur, h., 121-125 
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para peneliti Gus Dur, klaim dan label isme itu tidak dibarengi oleh 
pertanggungjawaban ilmiah, sehingga secara episteme-ideologis, 
pemikiran Gus Dur tidak bisa dipetakan paradigma, ideologi, 
kesejarahan, maupun orientasi interest-nya. 


Ketiadaan pertanggungjawaban ilmiah ini terbaca ketika 
sembari mengutip Greg Barton, Fachri Ali, dan Bachtiar Effendi, 
Umaruddin memasukkan Gus Dur ke dalam paradigma neo- 
modernisme Islam. Pada titik ini Umaruddin tidak memberikan 
argumentasi kenapa pemikiran Gus Dur dimasukkan ke dalam 
tipologi ini. Sebuah kerja, meski masih pada dataran permukaan, 
telah dilakukan sang empu neo-modernisme Gus Dur, yakni Greg 
Barton, yang melihat konsep dinamisasi (ijtihad) dari Gus Dur dan 
kemampuannya menggali modernitas dari tradisi pesantren dan 
fiqh, sampai kepedulian Gus Dur kepada tema-tema reformasi, 
rasionalisasi, maupun modernisasi sebagai bukti bahwa Gus Dur 
adalah seorang neo-modernis. 


Umaruddin kemudian hanya memberikan beberapa 
karakteristik dari neo-modernisme itu sendiri, yang menurutnya 
bersikap positif terhadap modernitas, perubahan, dan pembangunan 
(dibarengi semangat kritis atas ketiga varian tersebut), pembelaan 
terhadap nilai-nilai liberal dengan satu keyakinan bahwa Islam juga 
punya kepedulian yang sama dengan Barat mengenai terma ini, 
afirmasi Islam terhadap sekularisasi (bukan sekularisme) karena 
Islam tidak memberikan blue print bagi bentuk negara Islam, hingga 
perujukan rasionalisme ijtihad milik Muhammad Abduh yang 
lebih menekankan pada esensi dari agama. 


e ARAH TRANSFORMATIF 


BERTOLAK dari kajian di atas, studi terhadap pemikiran Gus 
Dur harus mampu membebaskan diri dari bias paradigmatis dan 
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berbagai tipologi pemikiran dengan menempatkan pemikiran Gus 
Dur dalam ruang diskursif yang melingkupinya, sehingga secara 
epistemik dapat ditemukan watak, sikap, dan keberpihakannya 
berdasarkan pertarungan wacana yang mengkonstruksi Gus Dur. 
Agar tidak terjebak klaim dan tipologi itu sendiri, maka perumusan 
paradigma Gus Dur harus mengacu pada tiga langkah. Pertama, 
perumusan sistematika partikularisme pemikirannya, sehingga 
tersusun latar belakang, tahapan logika, dan orientasi utamanya. 
Kedua, analisa struktur pertarungan pemikiran yang melahirkan 
pemikiran, sehingga pertanyaan untuk apa Gus Dur melontarkan 
pemikirannya bisa terjawab melalui identifikasi lawan diskursif 
yang dihadapi Gus Dur. Ketiga, penggalian keberpihakan ideologis 
dari pemikirannya yang menghadapi ideologi tertentu, sehingga 
bisa ditangkap pijakan kesejarahan fungsi ideologis pemikiran 
Gus Dur. Metode ini seminimal mungkin membebaskan riset 
dari keterjebakan tipologi pemikiran tertentu, karena yang dikaji 
bukan hanya pemikiran Gus Dur, tapi juga struktur historis- 
ideologis dari pemikiran yang dihadapinya. 


Penulis menemukan satu model paradigma dari segenap 
intelektualisme Gus Dur yang termanifestasi dalam terma 
transformatif. Perbedaan model ini dengan paradigma lain yang 
disematkan kepada Gus Dur, misalnya neo-modernisme, liberal, 
sekular, kontekstualitik, atau pribumisasi terletak pada arah atau 
cita utama gerakan pemikiran Gus Dur. Watak transformatif 
mengindikasikan kritik atas kapitalisme dan struktur politik nan 
otoriter. la pun mensyaratkan terjadinya perubahan menyeluruh 
atas ketimpangan struktural, yang bahkan menjadi bagian dari 
kemapanan sekularisme, karena bangunan struktur negara 
kapitalistik sering meniadakan agama sebagai kekuatan politik. 


Watak transformatif dari pemikiran Gus Dur ini penulis 
temukan sebagai hasil upaya beliau melakukan perubahan 
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pada level paradigma dan metodologi, khususnya dalam kajian 
keagamaan yang menemukan dua ruang. Pertama, penggalian 
“unsur mengubah” (transformative aspect) dari agama sebagai 
counter discourse atas bangunan teori fungsionalisme antropologi 
yang melihat agama hanya sebagai perekat harmoni masyarakat 
dalam suatu jejaring sistem sosial. Bagi Gus Dur, kritik terhadap 
teori itu merupakan langkah awal membebaskan obyek kajian 
keagamaan dari asumsi yang sering mengalami bias intelektual 
dan oleh karenanya subyektif dan diskriminatif. 


Dalam makalah, Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus 
dari Jombang, Gus Dur menggambarkan adanya bias intelektual 
para pengkaji agama dan masyarakat yang terkonstruksi dalam 
pendekatan fungsionalistis (functionalist’s approach). Pendekatan 
fungsional ini mengkotak-kotakkan agama hanya berdasarkan 
aspek perpaduan dan penyatuan (harmonizing and integrating aspect) 
tanpa melihat aspek mengubah (transformative aspect) dari ajaran 
agama. Ini terjadi karena pendekatan fungsional memosisikan 
agama sebagai satu unsur budaya yang berada di dalam struktur 
sosial. Dalam hal ini, unsur budaya tersebut berfungsi sebagai 
perekat solidaritas antar-individu masyarakat guna memperkuat 
struktur sosial. Artinya, makna khas dari agama tergantung pada 
hubungan struktural dalam masyarakat dan sekaligus berfungsi 
sebagai pengatur dan pelanggeng bangunan struktur tersebut. 
Akhirnya, pendekatan fungsional menghasilkan kesimpulan- 
kesimpulan yang statis dan sangat konservatif atas ritual dan 
ajaran keagamaan dalam kehidupan sosial dengan meminggirkan 
kemungkinan dan sekaligus fakta transformatif agama untuk 
mengubah bangunan masyarakat di sekitarnya. 


Penggambaran ini menemukan ruang pada kritik Gus 
Dur atas hasil kajian keagamaan yang menyatakan agama 
adalah unsur budaya yang paling sulit berubah dibandingkan 
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unsur lain seperti teknologi dan sistem mata pencaharian. 
Menurut Gus Dur hal ini ahistoris, sebab dalam lekuk sejarah 
Nusantara, agama terbukti selalu silih-berganti konversi, dari 
Hindu-Budha, Islam, dan Kristen, yang di antaranya saling 
mengalami interaksi akulturatif khususnya dengan aspek-aspek 
kepercayaan animistik, sehingga agama di kawasan Nusantara 
menampakkan proses transformasi yang kreatif melalui akulturasi 
budaya yang heterogen. Transformasi yang lamban oleh penetrasi 
teknologi dan sistem ekonomi dalam masyarakat pedesaan terjadi 
karena kuatnya daya seleksi budaya dari warga setempat yang 
cenderung lebih memilih cara-cara lama dalam hal teknis demi 
keberlangsungan sistem produksi yang sudah mapan. 


Hal yang sama juga ditemukan Gus Dur pada pengkajian 
Snouck Hurgronje yang mendekati proses transformasi agama 
dari perubahan sosio-historis yang melingkupinya, sehingga 
dengan gegabah Snouck menyatakan “tiap-tiap periode sejarah 
kebudayaan sesuatu bangsa, memaksa kepada golongan beragama 
untuk meninjau kembali isi dari kekayaan akidah dan agamanya.” 
Tesis ini menurut Gus Dur sangat berlawanan dengan berbagai 
fakta sejarah, karena agama sering mengalami perbenturan 
kebudayaan dengan masyarakat sekitar lantaran nilai-nilai baru 
yang dibawa oleh agama guna mengubah nilai-nilai lama dalam 
masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama.” Islam 
datang ke Mekah menawarkan nilai baru berupa egalitarianisme, 
penghormatan pada perempuan, maupun anti komersialisme, 
sehingga Muhammad dan kaum muslim mendapatkan 
perlawanan yang sengit dari penguasa Quraisy. Demikian juga 
dengan Kristen yang melahirkan etik Protestan a la Calvinisme, 
yang oleh Weber dilihat mampu menciptakan perubahan etika 


38 Abdurrahman Wahid, Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang, 
dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 70-74 
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kerja dalam masyarakat kapitalistik atau prinsip Satyagraha yang 
ditukik oleh Ghandi dari ajaran Hindu, berhasil menumbuhkan 
etos kemandirian pada budaya politik bangsa India sehingga 
melahirkan perlawanan spiritual atas kolonialisme. 


Ketidakmampuan melihat potensi transformatif dalam agama 
ini membuat para peneliti keagamaan mengabaikan perubahan- 
perubahan penafsiran oleh kalangan pemimpin agama (religious 
elite) dengan menggunakan metodologi pembuatan hukum atau 
penafsiran teks suci yang secara inheren melahirkan perubahan 
yang perlahan, rumit, dan mendalam sehingga hanya orang yang 
mengamatinya secara hati-hati dan teliti yang dapat mengetahui 
perubahan tersebut. Ini dibuktikan Gus Dur misalnya melalui 
kasus transformasi penafsiran agama yang terjadi di Jawa Timur, 
yakni kasus berpindahnya ribuan murid Thariqah Qodiriyah 
Naqsyabandiyah di desa sekitar Jombang, dari guru lama ke 
guru yang baru di Cukir, tempat pesantren Tebuireng berada. 
Perpindahan murid dari guru thariqah lama kepada guru baru 
ini merupakan perubahan yang radikal dalam hubungan guru- 
murid, sebab sejak Islam datang ke Nusantara, haram hukumnya 
berpindah guru bagi murid-murid thariqah karena perpindahan 
guru berarti pengkhianatan atas penyerahan total seorang saalik 
kepada mursyid, sehingga sang murid dipastikan akan “terhalang” 


(mahjub) dari Allah. 


Perubahan penafsiran oleh para ulama NU dalam menanggapi 
situasi polarisasi politik sejak Pemilu 1977 memberikan situasi 
sosial baru berupa hubungan antar-pemimpin agama yang dulu 
sangat serasi (highly homogenous) dan membentuk apa yang disebut 
Durkheim sebagai “solidaritas mekanistis” (mechanical solidarity) 
mengalami diferensiasi sosial ke arah “solidaritas organik” yang 
terjadi karena hubungan antar-pemimpin agama makin “kentara 
perbedaan-perbedaan tingkatan” (highly stratified and differentiated). 
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Dari sini lahir penafsiran kembali doktrin absolutisme guru 
thariqah, yaitu hanya guru yang berpengetahuan ketuhanan yang 
sempurna (tingkatan ‘Arifin) serta memiliki wewenang mengajar 
dari guru sebelumnya melalui ijasah lisan atau tertulis, tidak 
mengekspolitasi murid-muridnya untuk kepentingannya sendiri, 
dan memiliki standar absolutisme sehingga menjamin si murid 
tidak bisa berpindah guru. Dari penafsiran ulang ini, para murid 
thariqah bebas memilih (berpindah) guru sesuai perbedaan 
aspirasi politik yang telah merasuk dalam kultur keagamaan 
masyarakat desa.” 


Gus Dur mencetuskan urgensi pengkajian keislaman sebagai 
bidang penelitian kebudayaan. Ini merujuk pada kebutuhan 
untuk melakukan kajian keislaman yang berangkat dari sudut 
pandang dan persepsi obyek yang dikaji, yakni masyarakat 
muslim, sebagai alternatif dari pengkajian para peneliti yang telah 
terjebak dalam berbagai asumsi tertentu, sehingga tidak hanya 
abai terhadap apa yang dimaksudkan masyarakat muslim, tapi 
malah melencengkannya kepada dikotomi-dikotomi tertentu yang 
cenderung diskriminatif, misalnya tradisonal-modern, maupun 
santri-abangan." 


39 Wahid, Penafsiran Kembali, h., 77-81. Untuk elaborasi lebih jauh tentang analisa Gus 
Dur terhadap transformasi penafsiran agama dan dampak politiknya bagi gerak 
politik keagamaan, lihat Syaiful Arif, Runtuhnya Politik NU? Kompas, 30/08/2004 


40 Dalam kaitan ini, Gus Dur merekomendasikan beberapa wilayah kajian (study areas) 
bagi pengkajian kebudayaan Islam yang meliputi: (1) kajian interaksi antara ajaran 
ideal Islam dengan persepsi budaya masyarakat, yang ditekankan pada bagaimana 
cara masyarakat meleraikan' ajaran formal agama dengan kenyataan kehidupan yang 
dibawa oleh perubahan sosial, (2) kajian perkembangan etos kemasyarakatan yang 
mengalami perumusan kembali, terutama dalam bentuk kecenderungan puritanistik, 
modernistik, dan neo-ortodoks, (3) kajian sektor yang diperebutkan antara aspirasi 
keagamaan muslim dengan aspirasi pemikiran non-keagamaan, misalnya penegasan 
kembali (se/fassertion) tempat agama dalam kehidupan, dalam bentuk teori ekomoni 
Islam, dil, (4) kajian terhadap tanggapan kelembagaan (institutional responses) pada 
tantangan modernisasi, seperti kajian pengembangan pendidikan di pesantren dan 
dampaknya bagi masyarakat. Keempat wilayah kajian ini diharapkan mampu mengisi 
kelemahan kajian keislaman berbagai lembaga riset formal baik pemerintah maupun 
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Model penelitian yang disebut oleh Gus Dur sebagai 
pendekatan eksternal itu terbukti tidak mampu menangkap 
kesadaran keagamaan (religious consciousness) dari masyarakat 
Islam dan berbagai varian pemikiran di dalamnya, misalnya 
perbedaan persepsi antara muslim reformis dengan tradisonalis 
mengenai hubungan antara agama dan dunia, agama dan negara, 
maupun teks suci dan kultur lokal. Pengkajian kebudayaan atas 
Islam harus diawali dari “pembersihan” asumsi-asumsi tersebut, 
untuk digerakkan kepada komparasi antara wilayah antropologis 
(pengamalan agama) dengan normativisme agama, sehingga 
hasil riset memperlihatkan kemurnian pergulatan maknawi dari 
masyarakat muslim dan melahirkan rekomendasi produktif bagi 
penyelesaian problem konkrit di lapangan. 


Usaha kedua Gus Dur guna mendekati agama dari perspektif 
transformasi melalui klarifikasi atas pandangan miring teori 
dan gerakan revolusioner misalnya Marxisme yang melihat 
watak gerakan keagamaan yang hanya berdiri pada dua kutub: 
reformatif dan messianistik. Watak reformatif memperlihatkan 
kerja agama hanya berhenti pada perbaikan kasuistik tanpa 
perubahan menyeluruh, sementara messianistik mengindikasikan 
ketiadaan ideologi ilmiah dan operasional, sehingga ketika sebuah 
revolusi berhasil dilahirkan Islam, maka struktur kekuasaan 
mengalami absolutisme dengan kemanfaatan sepihak oleh para 
pemimpin agama. Pandangan miring ini juga terdapat pada 
klaim Marxisme bahwa agama adalah candu bagi rakyat karena ia 
melegitimasi kekuasaan yang menindas. Berangkat dari dikotomi 
ekonomi sebagai struktur basic dan agama sebagai supra-struktur, 


swasta yang terjebak pada formalisme, dengan hanya menyempitkan kebudayaan 
Islam pada sejarah Islam sendiri atau sebatas memosisikan Islam sebagai satu unsur 
kecil dari kebudayaan bangsa. Lihat Abdurrahman Wahid, Pengkajian Keagamaan 
Islam sebagai Bidang Penelitian Kebudayaan, dalam Muslim di Tengah Pergumulan, 
Jakarta: Leppenas, 1981: 68-75 
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maka Marxisme memosisikan agama secara sub-ordinatif yang 
mengalami ketergantungan dengan sistem ekonomi yang sedang 
hegemonik. Hasilnya, agama dipandang akan melakukan 
perubahan jika struktur ekonomi berubah. 


Di sinilah posisi penting makalah Republik Bumi di Surga, Sisi 
Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat. Dalam 
makalah ini Gus Dur memberikan gambaran perkembangan 
orientasi gerakan keagamaan yang telah beranjak dari watak 
reformis dan mesianistik ke arah gerakan yang bersifat kritik 
struktural. Artinya, telah terjadi transformasi di kalangan 
gerakan revolusioner dan agama menjadi motif pergerakannya 
yang melampaui tesis kaum kiri di atas. Ini tampak dari gerakan 
teologi pembebasan di kalangan Katolik di Amerika Latin yang 
dicetuskan oleh Gustavo Merino Gueterez. Teologi ini merujuk 
pada perluasan makna spiritualitas yang tidak hanya terhenti 
pada level individu tapi juga berekses pada struktur sosial, 
sehingga makna kasih yang sering bersifat personal dihadapkan 
pada berbagai praktik penindasan dan ketidakadilan yang terjadi 
di masyarakat. Hal ini membuat posisi Gereja harus membuka 
diri pada kebenaran yang berada di luar melalui akomodasi dan 
dukungan terhadap gerakan-gerakan revolusioner, meski gerakan 
itu tidak secara eksplisit berdasarkan kebenaran Gereja. 


Gerak pembebasan dari agama tersebut bagi Gus Dur tidak 
harus berwatak revolusioner di dalam dirinya. Ini dilandaskan Gus 
Dur pada sisi gelap revolusi yang memosisikan nuansa kultural, 
sebuah akibat logis dan inheren dari proses sejarah, sering dilihat 
dari sudut pandang “merugikan dan menguntungkan revolusi 
belaka”, bukan dari sudut pandang keberadaan nuansa itu sendiri 
dan haknya untuk tetap hidup. Dengan demikian, keragaman 
dikorbankan untuk kepentingan menyukseskan revolusi, yang 
kemudian melahirkan penyeragaman kegiatan dan kelembagaan. 
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Dari penyeragaman ini terjadi apa yang disebut Gus Dur sebagai 
revolusi yang tercuri (the stolen revolution)! untuk menjaga 
dan mengonsolidasikan kehadiran salah satu pihak saja yang 
memenangkan revolusi seperti yang terjadi pada Revolusi Iran 
1979 yang membuat kekuatan para mullah menggusur pihak- 
pihak lain dalam percaturan politik demi hegemoni sebuah 
kelompok, atau “pencurian” Joseph Stalin atas Revolusi Bolsjewik 
1917 yang menciptakan diktator komunisme. 


Watak transformatif ini penulis temukan di setiap lini 
pemikiran Gus Dur, baik di ranah struktural, kultural, dan 
sosial. Artinya, di mana pun wilayah kajian dan gerakannya, 
Gus Dur mengarahkan pemikirannya demi sebuah perubahan 
sosial dengan peningkatan martabat manusia sebagai terminal 
utama. Setiap wilayah memiliki metodologinya sendiri dalam 
menggerakkan transformasinya. Pada terma pribumisasi Islam 
misalnya, Gus Dur merumuskan gerak transformasi sosial melalui 
penciptaan “jembatan sosial” yang menghubungkan kesalehan 
individu dengan kesalehan sosial. Dari sini pribumisasi Islam 
menjadi conditio sine qua non bagi tergeraknya transformasi 
tersebut karena tanpa peleraian ketegangan antara agama dan 
budaya, Islam hanya berkutat dalam perjuangan simbolis, bukan 
perjuangan kemanusiaan demi tegaknya keadilan. Bahkan pada 
level pembaruan pemikiran Islam, yang selalu diidentikkan dengan 
gerak modernisasi kapitalistik, Gus Dur tetap menjadikan 
transformasi struktural sebagai orientasi utama.” Artinya, sikap 
terbuka Islam terhadap peradaban lain tidak serta merta harus 
merujuk pada penghancuran tradisi Islam, melainkan merupakan 


41 Abdurrahman Wahid, Republik Bumi di Surga, Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan 
Masyarakat, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 173-185. 


42 MarkR.Woodward, Conversations with Abdurrahman Wahid, dalam Mark R.Woodward 
(ed), Toward A New Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thought, 
Arizona: Arizona State University, 1996 :133-142 
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prasyarat bagi terwujudnya nilai-nilai universal ajaran Islam, 
yang Gus Dur rujukkan pada lima jaminan (alushul al-khams) 
atas hak-hak dasar manusia yang kesemuanya bermuara pada 
terbangunnya struktur kekuasaan minus penindasan. 


Watak transformatif ini memang wajar dan merupakan 
perkembangan pemikiran Islam pasca pembaruan Cak Nur 
pada dekade 1980 ketika sebagian cendekiawan muslim telah 
mulai melakukan kritik atas negara beserta politik pengetahuan 
yang melingkupinya. Artinya, struktur ketidakadilan dari 
pembangunanisme yang terlegitimasi oleh sistem pengetahuan 
modernisasi tengah mendapatkan kritik dan mengarah pada 
perubahan supra-struktur, baik tata politik negara maupun ideologi 
yang membentenginya. Bersamaan dengan transformasi Gus Dur 
yang ia gerakkan melalui kritik ideologi atas deideologisasi Islam 
serta pemberdayaan masyarakat desa melalui kerja partisipatoris 
pesantren, juga terdapat beberapa model pemikiran Islam 
transformatif misalnya ilmu-ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo 
yang menawarkan metode ilmiah bagi perubahan sosial, atau 
teologi transformatif ala Moeslim Abdurrahman yang bermaksud 
menggerakkan masyarakat tertindas melalui emosi agama, demi 
tumbangnya penindasan struktural.” Wacana teologi transformatif 
pada dekade tersebut, merupakan adaptasi dari gerakan teologi 
pembebasan milik Katolikisme Amerika Latin yang menantang 
developmentalisme. m 


43 Dawam Rahardjo, Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru, jurnal 
Prisma 3, Maret 1991 : 13-14 
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Suatu gerakan pembebasan yang 
sebenar-benarnya adalah pembebasan 
yang tanpa dasar apapun, tanpa landasan 
apapun kecuali manusia itu sendiri. Jadi 


sangat eksistensialis.*4 Abdurrahman Wahid 


44 Keyakinan yang dielaborasi pada tahun 
1982 lewat makalah Jangan Paksakan 
Paradigma Luar Terhadap Agamaini, penulis 
temukan kontinuitasnya pada momen ngaji 
rutin di Pesantren Ciganjur, 22 April 2006 
yang saat itu mengambil tema pemikiran 
kiri Islam (al-yasar al-Islami, Islamic left) 
milik Hassan Hanafi. Dalam kajian itu, Gus 
Dur secara eksplisit menyatakan dirinya 
sebagai 'kaum kiri' dalam terminologi Kiri P 
Islam. Artinya, selayak Hassan Hanafi, Gus EMBEBASAN 
Dur memosisikan agama sebagai media TANPA “MARX” 
bagi transformasi struktural, bukan sebatas 
ritualisme dogmatik yang oleh kaum feodal 
kemudian dijadikan sebagai legitimasi 
kekuasaan, atau penggunaan agama sebagai perjuangan atas nama Tuhan yang 
akhirnya menjebak agama dalam perlawanan simbolis tanpa adanya perubahan 
signifikan pada tataran struktur ekonomi-politik. 


Pernyataan itu senada dengan pengantar beliau atas buku Kiri Islam, Antara 
Modernisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi, karya Kazuo 
Shimogaki, dimana Gus Dur memberikan apresiasi terhadap posisi ke-kiri-an (al-mauqif 
al-yasari, left position) dari Islam. Menurut Gus Dur, kiri Islam berangkat dari pilihan 
Hanafi untuk memilih fungsi orientatif Islam bagi sebuah ideologi populistik. Pilihan 
ini berangkat dari keyakinan bahwa Islam sendiri tidak dapat dijadikan ideologi yang 
semata-mata berfungsi pembebasan, dikarenakan watak normatifnya yang akan 
menghalangi tumbuhnya elan revolusioner. Penghindaran Islam dari revolusionerisme 
ini ditujukan untuk melakukan pencegahan hubungan langsung antara Islam 
dan kekuasaan. Pada kasus kiri Islam, Hanafi yang melakukan adaptasi marxisme- 
leninisme “yang dimodifikasi', kemudian meminimalisir watak sekular-revolusioner 
dari determinisme-historik, melalui penambahan roh non-materialistik semisal 
progresifisme agama dan kekuatan sejarah, sehingga agama mampu menciptakan 
transformasi tanpa terjebak pada pemberontakan kelas yang telah menciptakan 
diktator ploretariat. Hanya saja, pada momen ngaji tersebut, Gus Dur kemudian 
melakukan kritik atas paradigma miring Hassan Hanafi yang memosisikan Asy’ariyah 
dan sufisme Ghazalian sebagai sumber utama kejumudan umat Islam. Bagi Hanafi, 
mental fatalisme serta penggunaan teologi sebagai alat penundukan masyarakat, 
harus dirujukkan pada proses penyatuan akidah Asy’ariyah dan tasawuf al-Ghazali 
yang telah membuat umat Islam kehilangan gairah rasionalisme dan progresifitas 
dari tauhid. Disinilah Gus Dur melihat ketidakmampuan Hassan Hanafi dalam melihat 
gerak pembebasan yang dilakukan Islam Indonesia dimana penyatuan sunnisme 
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JIKA Gus DUR disebut sebagai pembebas, maka ya, dia memang 


penafsir Islam yang menggerakkan agama demi arah pembebasan 


kaum yang terpinggirkan. Namun, jika dia disebut sebagai 


Marxis, maka jawabannya tidak, meski pada satu kesempatan, 


analisa basis ekonomi menentukan supra-struktur pernah dia 


gunakan.” Apalagi secara eksplisit, pembaca Das Kapital pada 


usia 14 tahun ini telah memproklamirkan gerakannya sebagai 


perubahan struktural tanpa Karl Marx. Mungkin Marx akan 


marah mendengarnya sebagaimana kaum humanisme universal 


era “apakah sastra harus memihak buruh, atau kemanusiaan 


secara universal?” Pergulatan ini berusaha meminggirkan Marx 


45 


46 


74 


dengan tasawuf akhlaqi telah melahirkan berbagai pergerakan transformatif baik 
yang dilakukan oleh gerakan tarekat abad ke-19 maupun seruan jihad para ulama NU 
guna melawan kolonialisme. Jika merujuk pada terma pembebasan non-revolusioner 
diatas, maka pengakuan ‘kiri Islam’ Gus Dur, sekaligus kritik beliau atas ‘kebutaan’ 
Hassan Hanafi dalam melihat gerak pembebasan kaum sunni di‘luar Arab; merupakan 
pilihan beliau atas model gerak transformatif dari agama, melalui pendekatan non- 
marxis yang akan mengotakkan Islam dalam satu ideologi politik. Untuk mengetahui 
elaborasi lebih jauh dari dialektika pemikiran Gus Dur dan Hassan Hanafi, lihat Syaiful 
Arif, Catatan dari Ciganjur, Tradisi: Antara Gus Dur dan Hassan Hanafi, www.gusdur.net, 
12 April 2004, dan Gus Dur Ketemu Hassan Hanafi, Duta Masyarakat, 14 April 2004. 


Gus Dur menggunakan pisau Marxisme sebagai analisa teoritis atas penelitian 
orientasi sosial budaya di lima daeerah luar Jawa. Perspektif itu digunakan dalam 
kerangka sosiologi struktural, di mana Gus Dur meyakini bahwa masyarakat 
merupakan jaringan struktural yang bisa dianalisa dari keterkaitan sistemiknya. 
Layaknya determinsime Marx, ia juga mengamini bahwa infrastruktur masyarakat 
adalah ekonomi, yang membentuk supra-struktur sistem sosial, dimana politik 
merupakan relasi kuasa penopang kekuatan ekonomi, yang membentuk kesadaran 
(agama dan ideologi). Melalui strukturalisme sosial ini, Gus Dur kemudian sampai 
pada satu kesimpulan bahwa “tujuan yang paling penting bagi masyarakat adalah 
pangan serta uang untuk hidup" yang merupakan watak ekonomi sub-sisten (serba 
kekurangan). Lihat Abdurrahman Wahid, Penafsiran Teoritis terhadap Hasil Penelitan 
Orientasi Sosial Budaya di Lima Daerah, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: 
LKiS, 2000: 221-222. Dalam hal ini, pemikiran ekonomi sub-sisten kemudian dibedah 
di Pesantren Ciganjur, lewat pengajian bedah buku, Moral Ekonomi Petani, Pergolakan 
dan Subsistensi di Asia Tenggara, James C. Scoot, LP3ES, 1981, pada 4 Februari 2006. 
Gus Dur untuk kesekian kali memperlihatkan arah pemikiran sosialistik dalam 
momen ini, melalui keberpihakannya terhadap subsistensi ekonomi kalangan petani 
dan pesantren. 


Lihat Abdurrahman Wahid, Perubahan Struktur tanpa Karl Marx, dalam Tuhan tidak 
Perlu Dibela, Shaleh Isre, (ed.) Yogyakarta: LKiS, 1999 : 165-166 


GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


dari kancah kesenian Indonesia menjelang Soekarno runtuh, 
gara-gara “hantu komunisme” ini dikhawatirkan memberangus 
kebebasan manusiawi dalam ekspresi seni. 


Tapi, Marx tidak bisa lepas dari kritik, bahkan oleh para 
pendukungnya, termasuk Gus Dur yang pada satu ruang pernah 
“bersama-sama” mengalami kesangsian ideologis atas bangunan 
agama sebagai legitimasi kapitalisme negara.” Namun, terlihat 
Gus Dur tak sependapat ketika Marx angkuh berkoar, Religion... is 
the opium of the people. The abolition of religion, as the illusory happiness 
of men, is a demand for their real happiness (“Agama... adalah candu 
rakyat. Penghapusan agama, sebagai kebahagiaan manusia yang 
hanya impian, adalah satu tuntutan bagi kebahagiaan yang 
sebenarnya’).*® Sungguh, meski pernyataan ini bisa dipahami, dari 
pandangan bahwa agama yang dikritik Marx saat itu bukanlah 
agama sebagaimana tertera dalam teks suci (official religion), 
melainkan agama yang telah termanipulasi dalam masyarakat 
(folk religion). Namun instruksi Marx itu membuat para anggota 
gerakan kiri menghujat agama dan gerakan yang berlandaskan 
agama sebagai sebuah gerak yang jika tidak reformatif, tapi 
sebatas penciptaan seremonial dan pendidikan agama, sebuah 
sikap mesianistis*: mampu menciptakan revolusi, tapi para 


47 Kesangsian ideologis ini Gus Dur luncurkan atas bangunan elitisme Islam yang 
dibentuk oleh pembentukan ICMI. Pada titik ini, Gus Dur sungguh mengecam 
inkonsistensi antara negara Orde Baru yang pada era azas tunggal Pancasila, 
memisahkan agama dari negara, dengan radikalisme gerakan Islam (is) yang anti 
terhadap negara. Pada pendulum awal 1990, konflik di antara keduanya melebur, 
bukan karena idealisme, melainkan kepentingan pragmatis, baik Soeharto yang 
membutuhkan suara pemilu umat Islam, maupun aktivis Islam 'kanan' yang 
membutuhkan negara guna melancarkan ideologisasi Islam. 


48 Fr. Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya, 
Yogyakarta: LKiS, 2000 : 39 


49 Kritik Gus Dur atas kritik gerakan kiri yang tidak melihat potensi pembebasan 
dalam gerakan agama. Lihat Abdurrahman Wahid, Republik Bumi di Surga, Sisi Lain 
Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, 
Yogyakarta: LKiS, 2000 : 175 
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komandannya malah menjadi diktator baru yang menjadikan 
agama sebagai legitimasi absolutisme despotik. 


Yang patut disyukuri oleh Gus Dur adalah kesempatan, 
bahwa ia seorang muslim dan pemimpin muslim (yang sering 
dikatakan) tradisional. Tapi, dari tradisi, sebagai “kesadaran 
diri tradisionalisme' (self consciousness traditionalism) inilah*Gus 
Dur selamat dari Materialisme-Historis Marx yang mencerabut 
manusia dari akar tradisi. Memang, muslim Marxis tidak akan 
menjadi ateis, karena dalam berbagai lekuk ayat suci selalu 
ada kemarahan Allah atas penumpukan harta pribadi, bahkan 
zakat pun dinobatkan sebagai praksis sosialisme, di mana Islam 
“meminta tiap orang menurut kecakapannya dan memberi 
kepada tiap orang menurut kebutuhannya” (from each according 
to his ability, to each according to his needs). 


Gus Dur pun bersyukur ketika ekonomisme kasar dari Marx 


50 Istilah ini dirumuskan oleh Martin van Bruinessen untuk melihat posisi vital tradisi, 
sebagai identitas warga NU. Disini ia menyebut tigal hal sebagai representasi tradisi; 
hadist, sunnah, dan adat. Dalam ketiga hal ini, NU selalu mengalami pertaruhgan 
simbolis dengan kaum reformis: masing-masing mengklaim telah menyimpang 
dari sunnah dan Islam, karena mentolerir adat non-Islam. Demikian juda doktrin 
kembali ke al-Qur'an dan hadist dari kaum reformis, sebagai kritik atas penyimpangan 
tradisi Islam warga NU, dimana kaum nahdliyyin juga menuduh para reformis, 
telah menyimpang karena memosisikan rasio di atas sunnah. Sayang Martin 
tidak membedakan secara rinci, hubungan antara hadist dan sunnah, sehingga 
terkesan keduanya berbeda sebagai korpus kesejarahan Nabi. Menariknya, konsep 
“tradisionalisme sebagai kesadaran diri” ini kemudian digerakkan oleh Mitsuo 
Nakamura melalui terma “tradisionalisme radikal” guna membaca radikalisme politik 
NU yang "aneh" nya berangkat dari posisi tradisionalitas. Mitsuo mendefinisikan 
terma ini sebagai; keyakinan pada tradisi Sunni yang menopang otonomi ulama dan 
memperkuat institusionalisasi tradisi dalam wajah struktural NU, tradisi keagamaan 
meningkatkan radikalisme organisasi dan membuatnya selektif secara situasional, 
yakni adaptif atau radikal vis a vis lingkungan politik eksternal, dalam situasi yang 
berlawanan secara politik, radikalisme ini mampu menjadi artikulator kesumpekan 
massa yang hak-haknya terabaikan. Lihat Martin van Bruinessen, Traditions for the 
Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU, h., 165, dan Mitsuo 
Nakamura, The Radical Traditionalism of Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal 
Account of the 26" National Congress, June 1979, Semarang, dalam Greg Barton, Greg 
Fealy (ed), Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia, Australia: 
Monash Asia Institute, 1996 : 88 
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itu dikritik bahkan oleh penerusnya: Gramsci.” Bagi model 
ini, modal revolusi yang hanya disematkan pada pengubahan 
kekuatan produksi diganti oleh kebudayaan yang merupakan 
supra-struktur. Jadi terbalik: kebudayaan merelasi kuasa dan 
melahirkan ekonomi, sehingga kebudayaan pula yang menjadi 
kekuatan perubahan. Tapi, “perjuangan ideologis-kultural” ini pun 
masih melihat agama sebelah mata, dan tidak memasukkannya 
sebagai bagian dari potensi perubahan dalam kebudayaan. Dari 
sinilah tradisi agama itu berperan dan membuat Gus Dur tetap 


berakar, dan mengolahnya untuk membalik kedua tesis Marxian 


di atas: agama juga bisa menjadi kekuatan transformasi!”? 


Sayang, pada dekade akhir 1970-an ketika perjuangan revolu- 
sioner menemukan semangat zaman vis a vis developmentalisme, 
tradisi Islam Gus Dur belum memiliki kesempatan menunjukkan 
revolusionerisme. Bagi Gus Dur, hal itu memang tidak diperlukan 


dan bukan menjadi model serta arah transformasi dari tradisinya, 
kecuali pada awal dekade 1990. Maka, Gus Dur dan sebagian 


51 Kritik Gramsci atas Marxisme ortodoks tertuju pada keterjebakan dalam 'saintisme 
kasar’ (crude scientism) dan ‘ekonomisme primitif! la merupakan keyakinan kukuh 
dalam Marxisme yang menyatakan adanya kontradiksi inheren dalam mode produksi 
kapitalisme yang dapat dianalisa secara ilmiah, diprediksikan dan dikuantifikasikan 
menurut hukum kapital' besi Marx, yakni overproduksi, meningkatnya penumpukan 
modal dan ploretarisasi progresif. 'Saintisme kasar' yang diformulasikan di bawah 
pengaruh Darwinisme ini menjadi trend pemikiran kaum Marxis, yang akhirnya 
melahirkan ekonomisme, yakni sebuah doktrin materialisme historis, tentang 
kedigdayaan faktor ekonomi, baik sebagai basis pembentuk supra-struktur 
sosial, maupun sebagai kekuatan perubah sekaligus akhir sejarah deterministik. 
Ekonomisme inilah yang membuat kaum Marxis, tidak mampu melihat kebudayaan 
sebagai faktor penggerak perubahan. Satu kerja yang kemudian di garap Gramsci. 
Lihat Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h., 21-23. Pada titik ini, Gus Dur telah menjelma 
hegemoni sendiri, dengan menggerakkan politik artikulasi diantara segenap gerakan 
sosial lintas “kelas” melalui berbagai diskursus penciptaan alternatif pembangunan. 
Satu titik yang membuahkan hegemoni internal dikalangan nahdliyyin yang 
membuat posisinya supra-hegemonik. Lihat Syaiful Arif, Hegemoni Gus Dur, Duta 
Masyarakat, 1 Mei 2004 


52 Wahid, Republik Bumi, h., 176 
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muslim Indonesia pun terlibat dalam arus revolusionerisme 
agama yang merupakan “perkawinan dialektis” antara Marxisme 
dan Katolikisme. Lalu, menggeliatlah teologi pembebasan (liberation 
theology) dari gejolak perlawanan di Amerika Latin yang menghunjam 
dada sebagian aktivis Islam yang sejak awal Orde Baru memelototi 
praktik pembangunanisme.” 


e ISLAM PEMBEBASAN 


PERSOALAN mendasar dalam pembahasan tema pembebasan 


“tanpa Marx’ 


, 


ini adalah penggalian strategi Gus Dur dalam 
menggunakan Islam sebagai media pergerakan, yaitu sebuah 
refleksi yang telah melembaga dalam aksi. Demikianlah segenap 
lekuk pemikiran Gus Dur, di mana epistemologi selalu merupakan 
persiapan abstraktif bagi aksiologi. Latar (pertarungan) historisnya 
merujuk pada keterlibatan Gus Dur dalam gerakan Dunia 
Ketiga yang mau tidak mau harus bersinggungan dengan 
developmentalisme. 


Lalu apa yang dilakukan Gus Dur melalui Islam? Apakah 
menjadikannya sebagai ideologi vis a vis pembangunanisme, 
yang berarti totak menolak praktik dan pranata negara, di mana 
Islam sebagai ideologi pasti menawarkan alternatif sistem atas 
sekularisasi yang telah ada? Atau, menjadikan Islam sebagai 
kritikus utama negara, menawarkan alternatif pembangunan, 
tapi tidak menjadikan Islam sebagai alternatif tersebut! 


53 Geliat teologi pembebasan dikalangan anak muda NU ini termanifestasikan dalam 
usaha rekonstruksi teologis guna melakukan kritik atas ketimpangan pembangunan. 
Hal ini terlihat misalnya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Teologi 
Pembangunan oleh LKPSM NU Yogyakarta pada 25-26 Juni 1988. Sebuah seminar 
yang memetakan keberpihakan teologis berbagai geliat pembaharuan pemikiran 
Islam atas agenda pembangunan pemerintah. Pada titik ini, gerakan NU lebih 
mengedepankan wacana pembangunan alternatif melalui rekonstruksi teologi agar 
mampu berperan secara transformatif dalam perubahan politik. Lihat Ihsan Ali Fauzi, 
Pemikiran Islam Dekade 1980-an, jurnal Prisma 3, Maret 1991, Jakarta: LP3ES. 
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Sebagai pembuka, bolehlah kita berkenalan dengan sisi 
Gus Dur yang satu ini, yang menurut penulis jarang dilihat, 
karena mainstream pembacaan terhadap pemikirannya lebih 
banyak tersedot pada sisi “liberal” semisal kritik Gus Dur atas 
berbagai kemandegan pemikiran Islam, atau sisi “sekular”, berupa 
persetujuannya terhadap pemisahan negara dan agama demi 
cita-cita demokrasi. Ternyata, dalam satu kedalaman pemikiran, 
Gus Dur memiliki pandangan yang hampir merujuk pada terma 
teologi pembebasan. Ini bisa kita lihat dalam pemikiran awal 
(1979) tentang Islam yang secara eksplisit Gus Dur mengarahkan 
gerak agama kepada pembebasan, baik berupa protes terhadap 
kapitalisme maupun pembelaan atas ketertindasan kaum miskin. 
Dengan agak panjang, bisa kita baca konsepsi beliau: 


As its basic teaching attest, Islam is a liberating religion. Historically, 
it arose as a protest, however indirect, against injustices prevalent 
in the commercial communities of the Arabian Peninsula at the time 
of its birth. This historical fact is the reason why Islam concentrates 
on formulating practical ways to overcome cuch injustices through 
the pursuit of an exemplary and righteous way of life: morality 
should be the base upon which men can develop the good society 
they need to live in... When the Prophet, peace be upon him, said 
that we should promptly pay a man’s wages (“before his sweat 
dry”) for the work he does, it means that we should translate this 
injunction into a wider sense of justice, beyond merely paying wages 
on time to the more fundamental rights of fair wages, etc. When 
the Koran gives injunctions against usury and gambling, it is clear 
that it deals with the question of exploitative institutions, rather 
than with merely those particular deeds. 


The whole literature of the Prophetic traditions reveal that Islam 
is a religion of compassion to the poor, the neglected and the 
unfortunate. The Koran explicitly gives injunctions to provide for 
them to take care of their fundamental rights and protect them 
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against manipulations of those who are stronger. One of the Koranic 
passage states that “those who take (unrightfully) from other men’s 
properties to make a present of it to (government) officials, in order 
to gain those properties for themselves, take that part of wealth in 
sin”. Unjust practices of the pre-Islamic period are condemned, and 
replaced with those that reflect full respect for human dignity. 


.. This tradition of compassion was continued by the rich law 
literature (fiqh), as shown by treatise written a few hundred years 
ago, which states that duties of the Head of State (Imam) include 
the obligation to provide food, clothes and shelter for the citizens 
(ra’iyyah), to protect them against attacks and the protect the rights 
of those protected by law (“including peaceful non-Muslim). 


Dari sini jelas bahwa orientasi liberasi dalam Islam 


Melihat ajaran dasarnya, Islam adalah agama pembebasan. Secara historis, ia muncul 
sebagai protes, betapapun tidak langsungnya, terhadap ketidakadilan yang terdapat 
di masyarakat pedagang Jazirah Arab pada waktu kelahirannya. Fakta historis ini 
merupakan alasan mengapa Islam berkonsentrasi untuk merumuskan cara-cara 
praktis guna mengatasi ketidakadilan seperti itu melalui pengupayaan contoh 
dan jalan hidup yang benar: moralitas haruslah menjadi alasan, yang diatasnya 
menusia dapat mengembangkan masyarakat yang baik, yang mereka perlukan 
untuk tinggal... 


Seluruh kepustakaan mengenai tradisi kenabian menunjukkan, bahwa Islam 
adalah sebuah agama yang membela kaum miskin, kaum yang terabaikan, dan 
kaum yang tak beruntung. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan perintah supaya 
memperhatikan hak-hak fundamental mereka serta melindunginya terhadap 
manipulasi mereka yang lebih kuat. Salah satu al-Qur’an menyebutkan, “mereka 
yang mengambil (dengan jalan tidak benar) dari milik orang lain untuk diberikan 
kepada penguasa (pemerintah), supaya memperoleh barang-barang itu bagi mereka 
sendiri, mengambil bagian kekayaan itu dalam dosa”. Praktik-praktik yang tidak 
adil dari periode pra-lslam dikecam, dan digantikan dengan praktik-praktik yang 
mencerminkan penghormatan sepenuhnya atas kehormatan manusia... 


Tradisi pemihakan ini diteruskan dengan kepustakaan hukum (figh) yang kaya, 
sebagaimana ditunjukkan oleh warisan tertulis beberapa ratus tahun yang lalu, 
yang menyatakan bahwa tugas-tugas kepala negara (imam) termasuk kewajiban 
menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi warganegaranya (ra'ivvahi), guna 
melindungi mereka dari serangan dan melindungi hak-hak mereka yang dilindungi 
oleh hukum (“termasuk bukan muslim yang hidup damai”). Lihat Abdurrahman 
Wahid, Development by Developing Ourselves, makalah diskusi The Study Days on 
'ASEAN Development Processes and Their Effects on People, oleh The Asia Partnership 
for Human Development, di Penang, Malaysia, November 22-25 1979. 
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menjadi basis keyakinan keagamaan serta gerakannya. Gus Dur 
mendasarkan diri pada satu postulat tradisi ketundukan muslim 
terhadap perilaku Nabi yang menempatkan muslim di antara dua 
titik tegang: titik nol penyerahan diri (Islam) guna menghamba 
kepada Allah, hingga titik keseratus tugas kehalifahan di muka 
bumi yang harus menjadi wakil-Nva untuk mengusahakan 
kesejahteraan bagi semua umat (rahmatan lil “alamin).? Di sinilah 
titik pembebasan dari Islam mengemuka pada tiadanya rumusan 
baku teoritisasi dan institusi bagi proses pembebasan, melainkan 
pada rumusan praktis batasan moral (etis) yang harus dijalankan 
oleh setiap muslim. 


Watak etis menjadi penting bagi Gus Dur, karena terma 
pembebasan dalam Islam menurutnya berbeda dengan orientasi 
pembebasan yang ada di agama lain, terkhusus Kristen melalui 
teologi pembebasan-nya. Bagi agama ini, watak pembebasan lahir dari 
konsep penyelamatan (salvation) atas dosa asal yang diturunkan ke 
ranah praksis pergerakan, sehingga penyelamatan dosa individual 
tergerak ke ranah pembebasan dosa sosial. Lantaran itu, teologi 
pembebasan bukanlah bentuk teologi konvensional yang hanya 
berkutat pada peneguhan iman atas serangan ateisme dan 
sekularisme, atau bahkan menjadi “obat penenang” dari struktur 
penindas, melainkan sebuah refleksi teologis yang berangkat dari 
aksi praksis bagi sebuah koreksi struktur ekonomi-politik yang 
timpang. Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan itu? Di sinilah 
nilai keilmiahan dari metodologi para pastor pembebas ini, yang 
sayangnya akan kita lihat nanti sebagai keterjebakan terhadap 
watak ideologis Marxisme yang dikritik oleh Gus Dur itu. 


Layaknya Gutierrez, teologi pembebasan berusaha menggerakkan 
orthodoxy (memantapkan ajaran) serta orthopraxis (menuntut 


55 Abdurrahman Wahid, Islam dan Titik Tolak Etika Pembangunan, makalah seminar 
pesantren dan pembangunan, Berlin Barat, Juli 1987 
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dijalankan dalam tindakan mendunia dan menuju Allah), 
kepada gerak heteropraxis, yakni sebuah upaya pengembalian 
teologis yang berakar dari pengalaman praksis pembebasan, 
sehingga orthodoxy bisa bermanfaat sejauh ia mampu menerangi 
orthopraxis. Artinya, gerak pembebasan yang bersumber dari 
teologi ini berasal dari pandangan dunia masyarakat Dunia 
Ketiga yang bersifat holistik: tidak memisahkan struktur 
ekonomi-politik dengan tradisionalisme budaya dan agama, 
sehingga gerak teologi kemudian bisa mempraksis pada level 
ketertindasan politik yang akhirnya mampu menggali potensi 
pembebasan yang terdapat di dalam tradisi tersebut.” Dari sinilah 
“lingkaran hermeneutika” Bultmann menemukan ruang, di mana 
hermeneutika menjelaskan proses interpretasi guna membuat 
pesan Kitab Suci relevan dengan kebutuhan zaman, sementara 
“lingkaran hermeunetis” menunjukkan bahwa usaha interpretasi 
tersebut bertolak dari setiap realitas baru yang menuntut kita 
untuk menginterpretasikan Sabda Allah secara baru guna 
mengubah realitas seperti yang dituntutkan dan akhirnya kembali 
kepada usaha interpretasi Sabda Allah, dan seterusnya. 


Secara sistematis, “lingkaran hermeneutis” tersebut bisa 
digambarkan melalui empat langkah, yang pada satu titik 
merupakan evolusi pemikiran dari peradaban tesa-anti tesa dari 
Barat. Pertama, cara kita mengalami “realitas yang terumuskan” 
sehingga mendorong pada posisi “kesangsian ideologis”. Langkah 
ini sebenarnya telah dilakukan oleh Harvey Cox yang merumuskan 
cara mengalami realitas baru berdasarkan nilai-nilai efisiensi 
teknologis, menggantikan cara lama mengalami realitas yang 
bertumpu pada kaidah-kaidah nilai kemanusiaan tertinggi. Tapi, 
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Cox sebenarnya tidak beranjak ke arah “kesangsian ideologis', 
karena ia tidak mengkritik bangunan supra-struktur (teknologi), 
sehingga bukannya dia mampu menguliti kepentingan ideologis 
dari cara baru mengalami realitas tersebut, namun sebaliknya, 
dia telah menciptakan manipulasi ideologis yang oleh beberapa 
kalangan tertumpu pada mekanisme simbolik kapitalisme untuk 
menciptakan arah teknokratis atas sebuah jalan kebudayaan. Di 
sinilah posisi Marx menemukan ruang, yakni pada langkah kedua 
yang telah menaikkan tahap “kesangsian ideologis” ke ranah 
kritik atas super-struktur, beserta teologinya yang beku. Marx 
pada titik awal telah mengalami realitas baru dengan menciptakan 
dikotomi perjuangan kelas antara ploretariat vis a vis bourgeoisie. 
Dari sini dia berkomitmen mentransformasi dunia. 


Tapi Marx berhenti pada tataran infrastruktur dengan 
menyematkan potensi perubahan pada basis ekonomi: dari 
feodalisme ke kapitalisme, dari kapitalisme ke sosialisme. Supra- 
struktur berupa kebudayaan, ideologi, dan agama hanya bias 
pergulatan basis ekonomi tersebut. Hal ini membuat Marx tidak 
mampu melangkah ke tahap ketiga, yakni “kesangsian eksegetis” 
di mana kondisi manipulatif dari agama sebenarnya merupakan 
potensi perubahan jika agama tersebut di transformasikan. 
Pada titik ini, Weber mengkritik teologi Kristen konvensional 
untuk kemudian mendaulat Protestantisme dari sudut socio- 
psycho-histories, sehingga reformasi agama memiliki peranan 
terhadap etika ekonomi kapitalistik. Tapi, karena Weber tidak 
memiliki komitmen ke arah transformasi sosialis, maka dalam 
“lingkaran hermeneutis” ini, dia tidak bisa melangkah ke tahap 
keempat, yakni tahap pembebasan masyarakat tertindas yang 
telah diterangi oleh perubahan cara menafsir agama. Dari sini, 
bandul pergerakan kemudian mendaulat James H. Cone yang 
telah mampu menapaki keempat tahap di atas, di mana sebagai 
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teolog dia telah mentransformasikan universalisme Kristus yang 
menjadi teologi status quo kaum kulit putih Amerika Utara serta 
membongkar manipulasi rasisme yang menyudutkan kaum 
kulit hitam sebagai budak.” Di sinilah pembebasan itu terjadi 
dan melampaui berbagai langkah “pembaruan ideologis” yang 
menjadi dialektika dalam pemikiran Barat. 


Nah, lalu bagaimana dengan teologi pembebasan a la Gus Dur? 
Apa yang dimaksud dengan pembebasan etis dan sisi apa yang dia 
kritik dari konsep teologi pembebasan Kristen? Secara eksplisit, Gus 
Dur tidak menyebut gerakan Islamnya sebagai teologi pembebasan. 
Dia hanya memberikan beberapa definisi, misalnya orientasi 
populistik atas fungsi Islam, atau Islam sebagai etika sosial, yang 
kemudian dia hadapkan dengan hegemoni kapitalisasi. Pada 
titik ini, orientasi etis yang digerakkan Gus Dur merujuk pada 
satu tujuan politik yang tidak mengandaikan adanya struktur 
politik tandingan dari tatanan yang ingin diubah. Kalau ada 
tatanan tandingan, maka watak gerakan ini sudah ideologis, 
dan inilah kritik Gus Dur atas “perselingkuhan” antara agama 
dan Marxisme. Watak etis kemudian lebih memosisikan fungsi 
transformatif Islam sebagai kritik atas hegemoni penindasan 
sembari melakukan kerja-kerja praksis di lapangan untuk 
menebarkan “obat” bagi “kesakitan struktural” akibat orientasi 
dan strategi pembangunan yang menindas. Jadi meski Islam 
menjadi kritik struktural, tapi dia tidak ingin menyediakan 
struktur baru, karena yang lebih penting adalah kerja konkret 
guna merealisasi nilai-nilai dan agenda perjuangan kemanusiaan 
yang secara implisit termaktub dalam program struktural yang 
telah ada. Inilah yang Gus Dur sebut sebagai pendekatan sosio- 
kultural. 
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Sementara itu, kritik Gus Dur terhadap teologi pembebasan 
merujuk pada kecenderungan ideologisasi dari gerakan ini 
yang akan membawa Islam kepada gerak eksklusif. Tentu pada 
satu titik, Gus Dur apresiatif dengan gerak teologi model ini. 
Secara eksplisit, ia menyebutnya sebagai transformasi gerakan 
keagamaan berwawasan struktural yang merupakan alternatif dari 
dua kecenderungan gerakan agama: satu sisi hanya mampu 
memperbaiki pada level formalisme karikatif tanpa orientasi 
perubahan struktur, sementara di sisi lain, gerakan agama terjebak 
pada “revolusi yang tercuri”, yaitu ketika fundamentalisme 
bergerak dan mampu menggulingkan kekuasaan lawan, lalu 
tercipta diktator baru dari para kaum mullah. Kecenderungan 
pertama mengacu pada gerak organisasi Islam yang hanya 
mendakwahkan agama sebagai ritualisme, sementara yang kedua 
merujuk pada gerak fundamentalisme yang mampu menciptakan 
revolusi, namun kemudian terjebak pada pendewaan segelintir 
elite agama. Tapi orientasi transformatif ini kemudian dibekukan 
oleh watak tertutup dan ekslusif, karena titik berangkatnya lahir 
dalam binaritas pertentangan kelas yang tentunya melahirkan 
satu kebencian politik atas kelas yang berbeda. 


Tapi benarkah orientasi pemikiran Islam Gus Dur berwatak 
“pembebasan”, sementara arah ini mengindikasikan adanya 
kedekatan keprihatinan dengan paradigma ke-kiri-an? Tentu, 
pembelaan terhadap kaum tertindas tidak melulu menjadi 
monopoli kaum kiri. Layaknya sifat deterministik Marxisme, yang 
sejak awal sudah mematok arah masyarakat hanya berada dalam 
dikotomi perjuangan kelas menjadi dua komponen ekonomik: 
ploretar versus kapitalis. Penentu perubahan kebudayaan pun 
ditetapkan, hanya infrastruktur ekonomi dengan satu kepastian 
cita-cita akhir zaman, yakni masyarakat komunis yang harus 
dicapai melalui revolusi berdarah. Bahaya determinisme ini 
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ketika dikaitkan dengan Islam adalah terciptanya satu manipulasi 
ideologis yang hanya menempatkan agama sebagai “aparat 
ideologis” Marxisme (revolusi), sehingga watak agama yang 
transenden diturunkan menjadi gerak politik yang tentunya 
bersifat memaksa, guna mempertahankan penguasaannya. 
Inilah yang dikritik oleh Gus Dur. Baginya, “objektifitas 
ilmiah” Materialisme-Historis tidak hanya menyudutkan potensi 
perubahan yang terdapat dalam agama (juga elemen budaya 
lainnya), sehingga terdapat keyakinan di kalangan kiri bahwa 
sebuah gerakan baru bisa disebut revolusioner ketika ia tidak 
bersifat religius.” Dari sini kritik menemukan ruangnya ketika 
teologi pembebasan kemudian melandaskan diri dari paradigma 
Marxian, meski setelah mengalami kritisisme. Walau latar 
politik menunjukkan kesamaan, di mana Amerika Latin dan 
Dunia Ketiga pada dekade 1970 menderita akibat penindasan 
kapitalisme negara, namun “persetubuhan” antara agama dengan 
Marxisme telah melahirkan ideologisasi agama, yang oleh Gus 
Dur dilihat melalui ketidakmauan kalangan teologi pembebasan 
untuk membangun relasi dengan gerakan yang mereka sebut 
anti-revolusi.? 


Ketertutupan atau eksklusifitas inilah yang tidak disetujui 
oleh Gus Dur, karena hal tersebut bukan lagi menciptakan 
pembebasan, tapi malah melahirkan segregasi horisontal, 
misalnya antara gerakan Islam a la Maududian dan Quthbian 
yang dekat dengan wawasan Marxian, dengan gerakan Islam 
yang lebih moderat, dan oleh karenanya tidak memilih jalan 
revolusi, meski tujuannya sama: perubahan. Artinya, kritik yang 
dilontarkan Gus Dur terhadap “persetubuhan” antara agama 
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dan Marxisme ini mengacu pada keprihatinannya atas kelahiran 
fundamentalisasi agama yang melegitimasi ekstrimitas sebagai 
suatu sikap agama seperti sikap kaum Khawarij yang mengafirkan 
kaum Sunni, sikap kaum Zealot yang memurtadkan orang Yahudi 
yang pasrah kepada kekejaman prokurat Romawi, atau kemarahan 
kaum teologi pembebasan sendiri terhadap para Uskup Agung 
yang menyantuni pemerintahan diktatorial. Bagi Gus Dur, hal 
terpenting ketika arah pembebasan malah menciptakan situasi 
seperti ini adalah upaya pembebasan agama dari ekstrimisme yang 
dilahirkan oleh “paradigma pembebasan”. Selama agama tidak 
mampu membebaskan dirinya dari ideologisasi, selama itu pula 
agama tidak akan mampu menciptakan pembebasan masyarakat, 
bahkan sebaliknya. 


Pada titik inilah Gus Dur menghimbau agar tidak memaksakan 
suatu konsep atau isme tertentu atas gerak agama. Hal ini berangkat 
dari keyakinan bahwa gerak pembebasan dari agama tidak harus 
dilihat dari satu perspektif tertentu, apakah paradigma revolusi 
atau anti-revolusi, karena agama memiliki watak pembebasan 
sendiri yang berlangsung lambat dan jauh jangkauannya. Oleh 
sebab itu, bagi Gus Dur agama bukanlah pembentuk atau bahkan 
penentu perubahan sosial, sebab dunia berubah sesuai dengan 
mekanismenya sendiri. Dalam hal ini, agama hanya berfungsi 
suplementer, yakni menyediakan sarana serta menciptakan motif 
bagi terjadinya perubahan sosial. Jika agama melampaui fungsi 
ini, dalam arti ia menjadi penentu, maka agama sudah menjadi 
duniawi dan kemudian membutuhkan represivitas kekuasaan 
untuk mempertahankan dirinya. “Pembebasan agama” dari 
pemaksaan perspektif revolusioner ini juga dilandaskan Gus 
Dur kepada hakikat pembebasan, yang olehnya dimaknai sebagai 


“pembebasan tanpa dasar dan landasan apapun, kecuali manusia 
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itu sendiri”. Dalam sudut pandang ini, inti pembebasan adalah 
jika manusia bisa berkembang melalui polanya sendiri yang 
mensyaratkan adanya keyakinan bahwa rakyat bawah punya 
pola dan mekanisme perubahan sosial atas dirinya yang tidak 
selalu didasari oleh suatu revolusi, jika memang rakyat tidak 
menghendakinya. Artinya, konsepsi tentang revolusi harus 
disertai kearifan untuk tidak membenturkan diri ke karang, di mana 
rakyat sendiri yang akan menjadi korban, atau pada struktural 
politik akan melahirkan tirani baru atas nama rakyat. Bagi Gus 
Dur: serahkan pada rakyat, proses pembebasan itu, paradigmanya 
jangan dari kita. Apalagi kalau paradigmanya datang dari agamawan, 


sangat berbahaya. Ia mendukung “otoritas surga”.*! 


Keyakinan untuk memercayakan proses transformasi kepada 
kekuatan rakyat sendiri begitu kuat, yang sekaligus mengiringi satu 
ijtihad metodologis dalam penelitian antropologi yang berusaha 
menawarkan cara pandang baru bagi riset kemasyarakatan. Cara 
pandang ini menjadi antitesa dari kecenderungan riset akademik 
yang menggunakan standar positivisme dalam memetakan potensi 
masyarakat: mana kultur yang menghambat dan mana yang 
mendukung bagi proses modernisasi. Untuk kesekian kali Gus 
Dur mengkritik pandangan Koentjaraningrat yang menggunakan 
paradigma Kluckhonian, karena secara serampangan memetakan 
kultur masyarakat dalam dikotomi tradisi-modernitas, di mana 
kultur priyayi dianggap menghambat proses pembangunan. Dari 
sini Gus Dur kemudian menawarkan pendekatan baru dalam 
riset kemasyarakatan yang berangkat dari satu keyakinan bahwa 
tidak ada satu orientasi dalam masyarakat yang bersikap negatif 
terhadap perubahan. Dalam orisinalitasnya, setiap masyarakat 
selalu menyediakan cara untuk menyerap dan mencernakan 
kebutuhan akan perubahan, sehingga secara inheren, masyarakat 
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memiliki mekanisme sosial sendiri untuk memodernisir diri.” 
Pendekatan seperti ini tidak hanya memungkinkan para peneliti 
mengenal cara yang dikembangkan masyarakat dalam menghadapi 
tantangan modernisasi, tapi juga guna mengamati bagaimana 
lapisan-lapisan tanggapan sebuah masyarakat, membentuk 
sebuah tema persambungan yang dibutuhkan masyarakat untuk 
memodernisir diri tanpa kehilangan dasar kehidupan yang 
dianutnya. 


e TRANSFORMASI NON-REVOLUSIONER 


DARI KRITIK terhadap ideologisasi gerakan agama yang 
terkonstruk oleh paradigma Marxian ini, Gus Dur menambatkan 
“perahu gerakan” pembebasannya kepada sebuah gerak yang dia 
sebut transformasi struktural non-revolusioner. Poin non-revolusioner 
menjadi penting, karena bagi Gus Dur, revolusionerisme 
memiliki “sisi gelap”, yakni memosisikan unsur-unsur kultural 
tidak sebagai kebudayaan yang berhak untuk berdiri sendiri, tapi 
hanya sebagai aparat ideologis bagi tercapainya revolusi. Hal ini 
akan berakibat terposisikannya agama secara suplementer dan 
tidak memiliki independensi sebagai kekuatan transendental, 
namun dipaksa untuk masuk dalam lanskap gerak politik yang 
berwatak sekular dan represif. Dalam transformasi, bagi Gus 
Dur posisi agama adalah pemberi motif awal, sebab dunia sudah 
memiliki mekanisme perubahan tersendiri, sehingga merupakan 
suatu bahaya ketika agama diturunkan posisinya ke level “teknis” 
(penentu), sebab bisa menjelma kekuasaan yang menindas atas 
nama “otoritas surga”. Secara deskriptif Gus Dur menggambarkan 
konsep transformasi struktural sebagai berikut: 


62 Abdurrahman Wahid, Nilai-Nilai Indonesia, Apakah Keberadaannya Kini? Dalam Prisma 
Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 104 


Sebuah Bisgrafi Intelektual 89 


..upaya non-karikatif yang tidak mengingini perubahan revolusioner 
hampir selalu dipaksa untuk merumuskan “ideologi sosial’ yang akan 
mengarahkan kegiatan yang dilakukan. Upaya transfer teknologi 
pedesaan ke desa-desa kita, umpamanya, haruslah didukung arah 
perkembangannya oleh semacam keyakinan akan perlunya menolak 
teknologi tinggi yang bersifat “capital intensive'. Keyakinan 
itu tentu tidak berdiri sendiri, ia harus pula dikaitkan dengan 
keyakinan akan perlunya masyarakat yang lebih egaliter, struktur 
perekonomian yang lebih mementingkan rakyat kecil dan orientasi 
sosial yang lebih populistik. Upaya transformasi struktural secara 
revolusioner menuntut adanya “ideologi sosial’ yang menolak 
pemberian hak kepada usaha-usaha ekonomi kapitalistis atau pola 
pembangunan ekonomi yang diorientasikan kepada pertimbangan- 
pertimbangan non-politis... Motif keagamaan untuk meningkatkan 
kualitas, penyadaran masyarakat akan pentingnya arti perbaikan 
nasib dan perlunya orientasi sosial yang berwatak populistis haruslah 
disusun dalam sebuah konsep yang bulat mengenai kedudukan 
manusia dalam kehidupan... “Ideologi sosial' yang bernafaskan 
pertimbangan keagamaan, yang memasukkan ke dalam dirinya visi 
agama tentang pengaturan masyarakat secara ideal, merupakan 
pra-syarat mutlak bagi upaya pengembangan masyarakat melalui 
pendekatan keagamaan.” 


Dari model transformasi non-revolusioner ini, satu tujuan 
utama bagi Gus Dur adalah pembebasan manusia menuju kepada 
martabat yang sesuai dengan kodratnya, atau jika mengacu kepada 
konsep kebudayaan beliau, kehidupan sosial manusiawi (human 
social life). Artinya, arah transformasi yang Gus Dur gerakkan 
berupaya “melampaui” berbagai orientasi politik dan ideologi 
yang sering memosisikan manusia di bawah berbagai utopia 
ideologis, sehingga pembebasan tersebut bukannya membebaskan 
manusia, tapi malah menjadikannya sebagai alat bagi tujuan 
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kekuasaan yang akhirnya melahirkan struktur kuasa baru yang 
tak kurang absolut. 


Orientasi kemanusiaan inilah yang membuat wilayah 
kerja gerakan keagamaan Gus Dur bersifat “membebaskan 
diri” dari Islam menuju kepada kerja konkret yang tidak 
selalu berlabel agama, misalnya pendampingan rakyat untuk 
mengatasi kemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan yang 
telah diciptakan oleh struktur negara. Pada titik ini pergulatan 
Gus Dur dengan pembangunanisme menemukan ruang, 
yakni sebuah kerja alternatif pengembangan masyarakat yang 
berangkat dari kritisisme akan watak elite pembangunan yang 
bersifat kapitalistik. Di sini terlihat jelas, kritisisme yang Gus 
Dur lancarkan merujuk pada “mata sinis” pembangunanisme 
terhadap agama sebagai konsekuensi logis dari de-ideologisasi 
yang menjadi syarat utama pembangunan ekonomi. Di sini 
juga terlihat,Gus Dur bukanlah bagian pembangunan tersebut, 
sebab titik persetujuannya bukan pada konsep pembangunan 
yang bersifat tekno-kapitalistik, melainkan gerak pembangunan 
secara substansial di mana penghargaan terhadap pengangkatan 
harkat manusia menjadi concern utama. Artinya, Gus Dur 
tidak memosisikan Islam sebagai suplemen (alat legitimasi 
pembangunan), namun sebagai komplemen (penyempurna 
praktik pembangunan) yang mensyaratkan keterlibatan Islam 
untuk merumuskan landasan dan arah dari pembangunan 
melalui pendampingan masyarakat. Secara sistematis Gus Dur 
merumuskan kerja dari pendampingan Islam tersebut yang 
merupakan operasionalisasi dari konsep Islam pembebasan sebagai 
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strategi penciptaan etika (alternatif) dari pembangunan sebagai 
berikut: 


The very idea of trying to organize such an unwieldy polity to attempt 
to find ways in implementing basic religious teachings to achieve the 
ideals set out above is indeed staggering, considering the magnitude 
of problems to be faced... It involves making use of available organized 
groups at the lowest strata of society’s life to creat awareness within 
overwidening circles, to enable Muslims as a whole to begin their 
own large-scale efforts to improve their lot, with a structural change 
if necessary. This awareness building should be given an operational 
framework that will enable them to develop themselves in concrete 
terms, while transforming the society at large simultaneously. 


Dalam kaitan ini, Gus Dur merumuskan langkah praksis 
operasional dari pendampingan masyarakat yang mencakup: 
pertama, pendekatan berdasarkan pembentukan karya-karya 
kongkret di tingkat rakyat guna langsung memecahkan persoalan 
mereka, tapi dalam jangka panjang bertujuan mengidentifikasikan 
diri mereka sendiri sebagai bagian perjuangan global dengan 
implikasi lebih luas pada apa yang dapat mereka lakukan 
dalam lingkungan sekitarnya sendiri. Kedua, orientasi karya- 
karya yang dilakukan harus berupa program pembangunan 
yang partisipatoris dengan partisipan yang menanggung beban 
tanggung jawab serta keterlibatan yang sama. Ketiga, wilayah- 


65 Gagasan dasar untuk mencoba mengorganisir kepolitikan yang sulit diupayakan 
guna menemukan cara-cara dalam menerapkan ajaran-ajaran dasar agama 
untuk mencapai ideal-ideal yang ditetapkan diatas sesungguhnya mengejutkan, 
mengingat besarnya persoalan yang harus dihadapi... Tugas tersebut mencakup 
pemanfaatan kelompok-kelompok yang sudah ada dalam lapisan terendah 
kehidupan masyarakat untuk menciptakan kesadaran didalam lingkungan yang 
semakin meluas, untuk memungkinkan kaum muslim secara keseluruhan memulai 
usaha-usaha skala besar mereka sendiri guna memperbaiki nasib, dengan perubahan 
struktural, jika diperlukan. Pembentukan kesadaran ini harus diberi kerangka acuan 
operasional yang akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri sendiri 
dalam pengertian-pengertian yang kongkret, sekaligus melakukan transformasi 
masyarakat secara keseluruhan. Wahid, Development by Developing, h., 9 
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wilayah sasaran vis a vis persoalan sebagai tujuan akhir, harus 
mencerminkan dan selalu memenuhi kebutuhan nyata yang 
muncul dari kesadaran masyarakat, seperti kurangnya keahlian 
pengrajin sehingga lemah dalam persaingan, mempertahankan 
organisasi mikro ekonomi yang kuat, serta meningkatkan 
modal kolektif. Keempat, tujuan seluruh upaya tersebut harus 
mengaitkan aspirasi keagamaan dengan aspirasi rakyat secara 
umum, serta menghapuskan ketergantungan struktural dari daya- 
daya yang asing terhadap manifestasi sosio-kultural rakyat. Secara 
deskriptif, Gus Dur kemudian memberikan contoh aplikatif dari 
langkah operasional tersebut: 


Religious gathering and public instructions, one of the legacy 
of Islam’ past that are still nurtured actively, but confined to 
ritual instructions only in their orientation, from one of the basic 
groups available for that kind of operational framework, as also 
the indigenious and self-reliant Islamic educational institutions 
throughout the world. Re-interpretation of religious laws by using 
the same legal theory in the context of a new social concern will 
also yield many effective changes in attitudes of people concerning 
their purpose in life and their fundamental rights in the face of the 
state's development plan that do not to their real needs. 


It is clear that in order to have a real development as a part of the 
development of mankind in general, Muslims need also to develop 
themselves in their uniqueness of being Muslims, using their own 
legacy of the past to promote a more egalitarian pattern of life for 
themselves in the mainstream of the struggle of mankind to uplift 
their lives, Muslims should be able to develop themselves, and 
together with the masses of other exploited peoples, to build up a 
better world where real justice and peace may reign. € 


66 Perkumpulan keagamaan dan khotbah umum, salah satu warisan masa lampau Islam, 
masih dikembangkan secara aktif, tetapi orientasinya hanya terbatas pada perintah 
ritual, membentuk salah satu kelompok dasar yang tersedia bagi jenis kerangka 
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Dari sini terlihat nyata gerak pembebasan yang diambil Gus 
Dur dalam Islam mengacu pada pergulatan pembangunanisme 
yang bersifat menindas, meski penindasan tersebut tidak selalu 
berbentuk militer atau kekerasan fisik, melainkan melalui 
manipulasi struktural yang meminggirkan rakyat dalam posisi 
periferi. Hal ini memang menjadi sesuatu yang lazim di dalam 
diskursus teologi pembebasan, layaknya adaptasi pemikir muslim, 
misalnya Asghar Ali Enginer yang juga menemukan kebutuhan 
bagi Islam pembebasan guna mengembalikan arah pembangunan ke 
oreintasi yang bersifat populis. Kenapa harus dikembalikan arah 
tersebut? Karena pembangunanisme yang menjadi mainstream 
tatanan politik-ekonomi pasca kemerdekaan bangsa-bangsa 
Dunia Ketiga telah melenceng dari arah utama yang seharusnya 
digerakkan demi pemenuhan kebutuhan serta pengangkatan 
harkat masyarakat yang paling lemah. Yang terjadi sebaliknya, 
praktik pembangunan menjelma westernisasi dan modernisasi 
yang bersifat elitis, kelas menengah oriented, dan tidak berakar 
pada kebudayaan masyarakat setempat sehingga berakibat pada 
alienasi religio-kultural (religio-cultural alienation). Demikian juga 
kerangka pembangunan yang malah dilihat oleh rakyat sebagai 


acuan operasional tersebut, seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan Islam 
swadaya dan pribumi di seluruh dunia. Interpretasi ulang atas hukum keagamaan 
dengan menggunakan teori legal yang sama dalam konteks keprihatinan sosial juga 
akan menghasilkan banyak perubahan efektif dalam sikap rakyat yang menyangkut 
tujuan hidup mereka dan hak-hak fundamental mereka dalam berhadapan dengan 
rencana pembangunan negara, yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata 
mereka. 


Jelas, bahwa dalam rangka melakukan pembangunan yang sesungguhnya, sebagai 
bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, kaum muslimin juga perlu membangun 
diri mereka sendiri dalam kekhasannya sebagai muslim, dengan menggunakan warisan 
masa lampau mereka yang mendorong pola kehidupan yang lebih egalitarian bagi diri 
mereka sendiri di dalam arus utama perjuangan umat manusia untuk mengangkat 
kehidupan mereka. Kaum muslim harus mampu membengun diri mereka sendiri, dan 
bersama dengan massa rakyat tertindas lainnya, membangun dunia yang lebih baik 
dimana terdapat keadilan dan perdamaian yang sesungguhnya. Wahid, Development 
by Developing, h. 10-11 
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imoral, karena hanya menguntungkan kaum elite, sehingga 
lahirlah “strategi kepentingan” kelas menengah yang berupaya 
menyudutkan aspirasi masyarakat lemah. Pada titik inilah muncul 
fundamentalisme yang lahir dari ketersinggungan sensibilitas 
religio-kultural tersebut, sehingga agama dimanfaatkan sebagai 
“retorika agama radikal” (radical religious rhetoric), misalnya oleh 
Khomeini untuk menggulingkan rezim sekular represif Syah 
Iran.” Munculnya fundamentalisme bisa dimengerti, karena 
Marxisme yang sebenarnya menawarkan perubahan struktural 
juga bersifat elitis, sebab tidak membumi dalam struktur 
spiritualitas kebudayaan masyarakat setempat. 


» ISLAM SEBAGAI ETIKA SOSIAL 


ARAH PEMBEBASAN dari pemikiran Gus Dur bisa kita temukan 
pada gagasannya tentang Islam sebagai etika sosial. Gagasan 
ini merupakan elaborasi teoritis atas fungsi Islam yang harus 
menciptakan keseimbangan antara kebutuhan (kebebasan) individu 
dengan kebutuhan kelompok. Keseimbangan ini diperlukan, 
karena pada satu sisi, struktur sosial masyarakat modern cenderung 
bersifat individualis layaknya tatanan masyarakat kapitalis murni, 
sementara di sisi lain, sebagai agama hukum, Islam cenderung 
bersifat kolektifis karena posisi otoritas hukum yang sering 
meniadakan individu di dalam ketundukan massal. Pada titik 
inilah Gus Dur menggagas dibutuhkannya sebuah “teori sosial 
Islam” yang mampu menyeimbangkan dimensi individu dan 
masyarakat dalam satu kesatuan yang adil. 


Hal ini menurut Gus Dur sebenarnya sudah ada dalam 
literatur tradisi Islam. Islam telah menjamin hak-hak individu yang 


67 Asghar Ali Angineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999 : 23-28 
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termaktub dalam rumusan alkulliyah al-khamsah (lima jaminan 
dasar) berupa jaminan atas keselamatan keyakinan, keselamatan 
fisik, kesucian keluarga, harta milik, serta keselamatan profesi. 
Konsep penjaminan individual ini kemudian direngkuh oleh 
tatanan politik yang merujuk pada kaidah tasharruf alimam 
‘ala alxa'iyyah manuthun bi al-mashlahah, di mana kekuasaan 
bertanggung jawab menggerakkan jaminan atas hak-hak individu 
di atas, ke arah pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 
kolektif. Secara sekilas, terkesan arah Gus Dur bersifat struktural, 
dalam arti mendaulat kekuasaan (negara) sebagai entitas yang 
berwenang menyeimbangkan dimensi sosial masyarakat. Satu 
hal yang menimbulkan tanda tanya: bagaimana jika negara 
yang menghancurkan keseimbangan, misalnya melalui praktik 
kapitalisme negara (developmentalisme)? 


Tanda tanya tersebut wajar, namun akan segera terbantah 
ketika kita menemukan strategi pembebasan Gus Dur yang 
tidak bersifat sosio-politis namun lebih kepada sosio-kultural. 
Strategi ini merujuk pada sebuah kampanye kultural untuk 
mencipatkan kesadaran masyarakat dalam membangun diri 
sendiri sebagai upaya pembebasan dari ketergantungan struktural 
yang diciptakan oleh pembangunan. Dalam kampanye kultural 
ini, digunakanlah lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat 
dengan satu format penguatan institusi sosio-ekonomi seperti 
koperasi, maupun pelatihan ketrampilan, bank perkreditan yang 
makin menguatkan independensi masyarakat vis a vis negara. 
sosio-kultural juga mengindikasikan perubahan tidak pada level 
struktur makro politik seperti ideologi negara-bangsa maupun 
sistem pemerintahan, namun lebih kepada implementasi sub- 
sistem yang bersifat mikro dan oleh karenanya langsung terkait 
dengan kebutuhan real masyarakat. Hal ini berbeda dengan 
pendekatan sosio-politis yang harus mensyaratkan penggantian 
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supra-struktur negara, demi terciptanya perubahan pada level 
masyarakat, layaknya geliat penggantian Pancasila oleh “azas 
Islam” atau demokrasi diganti khilafah. Pengalihan wilayah kerja 
dari struktur politik kepada kultur masyarakat ini ditujukan 
untuk lebih mendekatkan proses transformasi kepada pergulatan 
nyata rakyat, apalagi melalui penggunaan lembaga yang sudah ada 
yang memiliki risiko logis deinstitusionalisasi Islam, dalam arti 
lembaga transformatif tersebut tidak harus berlabelkan Islam. 


Dari proses deinstitusionalisasi Islam inilah kita menemukan 
kerangka teologi pembebasan dari Gus Dur. Ini misalnya jika kita 
membacanya melalui “lingkaran hermeneutika” yang digunakan 
kaum teolog pembebasan Katolik. Artinya, deinstitusionalisasi 
Islam dalam proses transformasi masyarakat merupakan langkah 
“kesangsian eksegetis” Gus Dur di mana gerakan keagamaan 
telah terjebak dalam formalisme agama untuk menciptakan 
perubahan. Boro-boro mampu membebaskan kaum tertindas, 
formalisasi agama ini malah menciptakan utopia bagi datangnya 
Imam Mahdi melalui penegakan syari’at, plus terbukanya potensi 
konflik horisontal antara berbagai elemen non-muslim yang tidak 
setuju dengan formalisasi tersebut. Selain ke arah formalisme 
agama, “kesangsian eksegetis” ini juga Gus Dur gerakkan pada 
level konservatisme agama di mana teologi masih menjadi sesuatu 
nan beku dan hanya menyediakan “penyucian dosa” individual. 
Kecenderungan ini terlihat dari nganga jurang yang memisahkan 
dimensi individual dalam Rukun Iman dengan dimensi sosial 
dalam Rukun Islam. Padahal menurut Gus Dur, al-Qur'an (al 
Baqarah: 177) telah menciptakan “jembatan kesadaran” antara 
kedua rukun tersebut yang sayangnya belum juga diputuskan 
statusnya. Dari sini lah Gus Dur menggagas “rukun sosial” yang 
merupakan gerak sosialistis dari Rukun Islam di mana keimanan 
harus direalisasikan dalam sebuah keprihatinan sosial sehingga 
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mampu melahirkan langkah praksis pembebasan. Demikian 
deskripsi Gus Dur: 


Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa 
diterjemahkan secara sosial, sebab di dalam iman ternyata adalah 
mungkin untuk menjadi mukmin yang baik dan sekaligus menjadi 
makhluk a-sosial. Sebaliknya bisa terbentuk pula sikap hidup yang 
begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua 
bentuk keberagamaan yang ekstrim ini adalah sebuah keharusan 
yang ditunjuk oleh ayat tadi, di mana ia menghubungkan Rukun 
Iman dan Rukun Islam dengan “rukun sosial”, yaitu perhatian 
yang cukup terhadap dana untuk membela kaum lemah. Akan 
tetapi, secara epistemologis, “rukun sosial” yang ada di tengah 
itu belum pernah dirumuskan dan disepakati sebagai sosal teologi, 
melainkan dianggap sebagai soal politik. Biasanya “rukun sosial” 
hanya dimasukkan kedalam “Bab Jihad”, dimana status jihad itu 
sendiri hanya berhukum fardhu kifayah yang cukup dilakukan 
setahun sekali. € 


Demikianlah galian teoritis dari konsep gerakan Islam Gus 
Dur yang menjadi basis strategi gerakannya melalui pesantren, 
NU, dan negara. Satu hal yang menjadi catatan penting adalah 
bahwa segenap upaya rekonstruksi yang dilakukan Gus Dur 
dalam berbagai tradisi pemikiran serta hukum Islam tidak bisa 
dilepaskan dari orientasi yang cenderung sosialistik ini. Ketika 
Gus Dur mereinterpretasi hukum Islam, misalnya melalui 
gagasan ushul fiqh atau sistem mazhab bukan sebagai produk 
hukum yang sudah jadi, melainkan sebagai metode berpikir 
(manhaj al-fikr) yang selalu berproses dan oleh karena itu adaptif 
dengan kebutuhan masyarakat, maka tujuan utama Gus Dur 
bukan rekonstruksi tradisi itu sendiri, melainkan sebuah langkah 


68 Abbdurrahman Wahid, Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren, 
jurnal Pesantren, No. 3/Vol. V/1988, h., 3-7 
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awal menggerakkan agama agar mampu bersikap kritis terhadap 
ketidakadilan struktural, sehingga mampu melahirkan praksis 
pembebasan bagi kaum terlemahkan. Perbedaan tujuan antara 
rekonstruksi tradisi sebagai (hanya) kritik (dekonstruksi) tradisi, 
dengan rekonstruksi yang bertujuan menggerakkan tradisi 
demi pendampingan masyarakat tertindas ini menciptakan 
dikotomi antara teologi liberal (liberal theology) vis a vis teologi 
pembebasan (liberation theology). Yang pertama disebut sebagai 
gerakan pembaruan dengan satu target terbebaskannya masyarakat 
muslim dari tradisi mereka yang dianggap membelenggu karena 
tidak sesuai dengan kemajuan zaman, sementara poin kedua 
disebut pembebasan karena bukan hanya kebodohan (yang konon 
diciptakan tradisi) yang membuat umat terpinggirkan, namun 
penindasan struktur ekonomi-politik yang begitu angkuh. 
Pembedaan ini pula yang membersihkan Gus Dur sebagai bagian 
dari liberalisme, karena praksis rekonstruksi tradisi Islamnya 
ditujukan bukan sebagai penciptaan rasionalitas kelas menengah, 
melainkan guna menghantam struktur politik yang melahirkan 
ketimpangan sosial. m 
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Suatu sikap menolak terhadap rencana 
pembangunan pemerintah tentu saja tidak bijaksana. 
Suatu penerimaan selektif, sambil mengembangkan 
pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap 
berbagai segi kehidupan secara kreatif, yang biasanya 


kurang dari rencana-rencana pembangunan nasional 


tadi, tampak lebih menjanjikan dan tepat...” 


Abdurrahman Wahid 


SETELAH MENGETAHUI bahwa 
gerakan transformasi Gus Dur 
bersifat meniadakan ideologisasi 
Marxisme dengan satu tujuan 
pembebasan kemanusiaan secara 
manusiawi, maka arah bidik kajian 
pun menemukan pergulatan 


pembangunan yang pada awal 
pemikiran Gus Dur (1970-1980) 


AGAMA 
SEBAGAI KRITIK 
PEMBANGUNAN 


menjadi obyek dari keprihatinan strukturalnya. Artinya, historisitas 


pertarungan wacana yang melingkupi pemikiran perubahan 


struktural tanpa Marx itu adalah pergulatan diskursus dan 


praktik pembangunan sebagai isme yang tentunya sarat muatan 


ideologis dan politis yang memberikan berbagai implikasi negatif. 


Di sinilah kerja awal Gus Dur yang digerakkannya melalui 


69 A total rejecting attitude vis a vis government's development plans is naturally unwise. A 


selective acceptance, while developing different approaches to different facets of life creatively, 
which ia what usually missing from national development plans, looks more promising 
and appropriate.. Di sini Gus Dur melakukan arkeologi pengetahuan yang menggali 
akar-akar populisme pesantren, yang sejak awal berdirinya, pesantren telah terlibat 
dalam “akar-akar kultural” pendampingan “kemiskinan yang terbagi” dari masyarakat 
semisal pendampingan kyai dalam selametan petani, hingga kepemimpinannva dalam 
memobilisasi pemberontakan petani berhadapan dengan tuan tanah kolonial. Potensi 
ini bisa dijadikan modal bagi proses pembangunan bottom up karena pesantren memiliki 
legitimasi kultural yang kuat dengan grass roots. Lihat Abdurrahman Wahid, Culture 
Oriented Development Policies and Programs: The Case of Pesantren in Indonesia, makalah 
International Conference on “Interactions of Development and Culture: from Dilemmas 
to Opportunities; oleh Fredrich Naumann Foundation dan International University 
Foundation, Konigswinter/Bonn, 29 Juni-3 Juli 1987 
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penerbitan jurnal Wawasan (1979) yang berusaha menggali 
diskursus alternatif dari pembangunan sebagai counter discourse 
terhadap wacana pembangunanisme pemerintah yang sarat 
kritikan, tapi anti-kritik. 


Pemikiran Gus Dur hampir selalu membincang sebuah 
alternatif, sebagaimana pemikiran tentang pembangunan ini. 
Ketika Gus Dur mengkritik perencanaan pembangunan negara 
yang tidak sesuai dengan hak-hak fundamental rakyat (the state’s 
development plans that don’t conform to people’s fundamental rights), 
maka Gus Dur telah menggerakkan diskursus humanistic economics 
yang tidak hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai 
target utama pembangunan, melainkan terpenuhinya hak-hak 
kemanusiaan secara universal. Ini berangkat dari kegelisahan 
para pemikir Dunia Ketiga yang menyaksikan betapa nafsu 
percepatan pertumbuhan ekonomi telah menyisakan penindasan 
kemanusiaan rakyat bawah, karena subyek ekonomi tersebut 
hanya industrialisasi yang menguntungkan pucuk-pucuk kelas 
menengah. Sebuah manipulasi yang sering menuai kritik dari 
proses ini adalah konsep trickle down effect (perembesan atau 
tetesan ke bawah) di mana para penikmat “kue” industrialisasi 
dengan murah hati akan memberikan tetesan kesejahteraan 
bagi masyarakat misalnya melalui penyediaan lapangan kerja. 
Keyakinan ini begitu hegemonik, sehingga membentuk ideologi 
pembangunanisme yang menyatakan bahwa kesejehteraan 
ekonomi bisa dijalankan mendahului atau bahkan tanpa keadilan 
sosial. 


Ruang politik yang melingkupi Gus Dur di masa ini adalah 
ambiguitas gerak pembangunan pemerintah: di satu sisi masih 
tetap menjadikan industrialisasi sebagai tolok ukur kemajuan 
politik, di sisi lain, pemerintah tengah berupaya merevisi gerak 
elitis itu melalui arah pembangunan yang lebih mengarah pada 
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pemerataan. Situasi ini merupakan perkembangan diskurus 
pembangunanisme sendiri yang menapak dekade 1970-an dan 
telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini merujuk pada dua 
tahapan konsep tentang pembangunan. 


Pertama, pada dekade 1950-an pembangunan lahir dari 
revolusi ilmu ekonomi yang diciptakan oleh para penganut John 
Maynard Keynes (the Keynesian Theories) yang menganjurkan 
ditempuhnya strategi industrialisasi dengan kebijakan substitusi 
impor sebagai resep baru bagi negara agraris Dunia Ketiga. Dalam 
pelaksanaannya—tanpa melihat masalah pokok yang dihadapi— 
setiap negara menerapkan rumus sederhana: “cari dan tetapkan 
incremental capital output ratio dan laju pertumbuhan ekonomi yang 
dikehendaki”.” Dari sini tujuan utama pertumbuhan ekonomi 
(mainstream economics) ditemukan dalam fungsi investasi yang 
tergantung pada penanaman modal asing dan penetrasi teknologi 
negara maju ke negara berkembang, sehingga dekade 1960-an 
menjelma dasawarsa perkembangan pertama (the first development 
decade) sebagai era penetesan awal bantuan hutang negara industri 
untuk Dunia Ketiga. "Orientasi ini menjadi inti kebudayaan 
pembangunan, yang pada tataran sosiologis melahirkan berbagai 
“diskriminasi kultural” akibat ketercerabutan akar historisitas 
antara konsep pembangunan di Barat dengan fakta kebudayaan di 
negara-negara berkembang. Layaknya Rostow yang menasbihkan 
syahadat iman terhadap demokrasi sebagai dasar organisasi untuk 
sebagian besar masyarakat, maka pembangunanisme kemudian 
mensyaratkan terkondisikannya elemen-elemen kultural: pada 
level institusi politik mensyaratkan tegaknya nation state berbasis 


70 Nicolas Hasibuan, Perkembangan Ekonomi Indonesia era Orde Baru: Suatu Kajian atas 
Teori Rostow Vs Teori Dependensia, Jurnal ALNI Indonesia, September, 2003 : 39-40 


71 Colin Leys, The Rise and Fall of Development Theory, dalam Marc Edelman and 
Angeligue Haugerud (ed), The Anthropology of Ddevelopment and Globalization, 
USA: Balckwell Publishing, 2005 :109 
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demokrasi yang secara otomatis meniadakan segenap konsepsi 
kenegaraan lain, misalnya komunisme atau Islamisme seperti 
yang terjadi pada awal 1970 saat Orde Baru memberangus Islam 
sebagai asas politik, sebagaimana yang dikritik Gus Dur. Juga pada 
level budaya pembangunanisme yang merupakan pencerminan 
total atas keberhasilan peradaban ekonomi Barat yang otomatis 
mensyaratkan rasionalisasi cara berpikir, birokratisasi kerja, disiplin 
administratif, dan efisiensi teknokratis'” harus berhadapan dengan 
hambatan kultural masyarakat pribumi sepertil komunalisme, 
dogmatisme teks suci, maupun primordialisme agama yang tidak 
kondusif bagi spirit industrialisasi. 


Kedua, pergeseran pemikiran yang lahir dari kegelisahan 
masyarakat Dunia Ketiga atas sifat ekspansionis konsepsi 
pembangunan di atas. Lahirlah teori depedensia (dependencia) yang 
berangkat dari keprihatinan dan ketidakcocokan kaum intelektual 
Amerika Latin, sehingga proyek pembangunan di negeri itu 
gagal. Secara radikal, neo-marxisme kemudian digunakan untuk 
menjungkirbalikkan kemapanan diskursif, layaknya Andre 
Gunder Rank dengan gagasan the development of underdevelopment 
yang bahkan menyatakan bahwa keterbelakangan Dunia Ketiga 
bukan warisan pra-pembangunan, tapi proyek pembangunan dari 
negara industri itu sendiri yang membuahkan keterbelakangan 
di negara-negara yang baru bebas dari kolonialisme, karena 
pembangunan telah menciptakan jejaring ketergantungan melalui 
investasi asing dan pemberian hutang luar negeri ditambah 
dengan perumusan kebijakan nasional yang diintervensi oleh 
lembaga donor global. Dari sini pula lahir konsep liberation para 
teolog Katolik yang menjadikan agama sebagai kritikus utama 
ketimpangan pembangunan. 
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Pada titik ini pergeseran orientasi pembangunan itu terjadi. 
Yakni dari sasaran pertumbuhan beralih ke pemerataan ekonomi, 
serta perluasan tujuan pembangunan dari yang semata-mata 
bersifat ekonomi atau kebutuhan material menjadi lebih luas 
meliputi hal-hal non-ekonomi atau non-material seperti penentuan 
nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan dan pengayoman politik, 
serta partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, identitas 
kultural atau kepribadian nasional. Strategi pembangunan yang 
berorientasi ke dalam (desarollo hacia adentro) juga mengacu pada 
pemenuhan keperluan mutlak (absolute necessity), syarat-syarat 
minimum pemenuhan kebutuhan pokok (minimum requirement to 
cover basic needs), dan terciptanya keperluan dasar (basic necessity) 
yakni pekerjaan." Strategi ini sebenarnya sudah digerakkan 
oleh para pemimpin awal seperti Soekarno dengan Berdikari, 
dan Hatta dengan kebijakan politik anti-inflasi, di mana sistem 
Ekonomi Terpimpin harus menciptakan kemakmuran rakyat 
dengan cara “memperbesar daya beli rakyat sejak dari semula” yang 
hanya bisa terjadi ketika pendapatan uang dari rakyat naik atau 
tetap, namun harga barang-barang turun. Perspektif semacam ini 
kemudian menjadi radikalisasi pada pergeseran arah yang semula 
mengklaim diri dalam tujuan penciptaan kemakmuran menjadi 
strategi pembangunan alternatif yang fokus pada pemberantasan 
kemiskinan akibat praktik pembangunan tersebut. 


Dalam kaitan ini posisi Gus Dur mengemuka, sebagai salah 
satu penarik gerbong alternatif dari pembangunan yang telah 
banyak mengalami pergeseran orientasi tersebut. Apa yang 
dilakukan Gus Dur memang tidak menolak secara konfrontatif, 
bahkan pada beberapa segi setuju dan mengakomodasi agenda 
pemerintah, misalnya pemanfaatan pesantren sebagai sosialisasi 
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pembangunan desa atau minimalisasi agama dalam struktur 
negara. Namun, penerimaan itu dilakukan secara selektif sembari 
menggerakkan pendekatan alternatif terhadap ruang-ruang 
masyarakat yang tidak tersentuh oleh pendekatan pemerintah. 
Demikian juga ketika harus menghadapkan agama dengan 
pembangunanisme yang men-deideologisasi (Islam). Pada 
titik ini, Gus Dur juga melakukan kritisisme, bahkan pada 
akhir dekade pemerintahan Soeharto, melalui penggerakan 
“perebutan ideologi” Pancasila untuk berhadapan vis a vis dengan 
penyelewengan negara atas komitmen Pancasila, salah satunya 
melalui perekrutan Soeharto atas gerakan Islam(isasi) yang 
pada awal pemerintahannya telah tegas dipisahkan dari politik. 
Situasi ini, yakni pergulatan antara agama dengan pembangunan, 
merupakan kegelisahan awal Gus Dur dalam menghadapi agenda 
pemerintah (serta agenda global) yang selanjutnya menjadi 
arena (champ) antara Gus Dur dan pemerintah, karena sebagai 
pemimpin ormas Islam terbesar, Gus Dur tidak bisa tidak harus 
terlibat dalam pergumulan ini. Gus Dur mendeskripsikannya 
sebagai berikut: 


Proses pembangunan membawakan sebuah faktor baru yang 
tadinya tidak terdapat dalam ‘tantangan zaman kolonial’ 
itu, yaitu munculnya kehendak untuk mengubah orientasi 
kehidupan SELURUH bangsa. Kalau pemerintah kolonial merasa 
cukup dengan penciptaan kelas menengah dan atas, yang 
mampu mengikuti kerangka kerja yang diciptakannya untuk 
kepentingan ‘negara induk’ (motherland) yang memegang 
kedaulatan atas negeri yang bersangkutan, tanpa adanya 
keperluan untuk merubah orientasi kehidupan bangsa-bangsa 
terjajah secara keseluruhan, maka ‘kendali pengekang’ 
seperti itu tidak terdapat dalam proses pembangunan. Yang 
dituju adalah tingkat kehidupan yang disebut ‘maju’, atas 
mana seluruh kehidupan harus dibandingkan. Tolok ukur 
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yang bernama “kemajuan' itu dirumuskan sebagai kebutuhan 
mutlak dari SEMUA sektor kehidupan, sehingga dengan 
demikian harus dinetralisir faktor-faktor ‘penghambat’ 
bagi tercapainya tujuan “kemajuan' itu. Karena proses 
pembangunan sesuatu bangsa tidak dapat dilepaskan sama 
sekali dari ketergantungan kepada jasa-jasa baik pihak 
lain, dengan sendirinya kriteria “kemajuan' itu juga harus 
dirumuskan dalam bentuk yang paling mudah diterima oleh 
dunia internasional, terutama pihak pemberi bantuan dan 
kalangan penanam modal, untuk mana dilakukan penetapan 
kriteria yang diatur oleh lembaga-lembaga internasional 
seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.” 


Penggambaran Gus Dur di atas merupakan satu kritisisme 
atas gerak pembangunan yang pada level budaya dikondisikan 
dalam terma yang sering disebut modernisasi. Terma ini 
berangkat dari satu strategi para teoritikus pembangunan di Barat 
yang melihat fakta bahwa lancarnya pembangunan di Dunia 
Ketiga tidak hanya disebabkan oleh penetrasi modal (ekonomi), 
tapi juga seberapa berhasil proses pengkondisian budayanya. 
Dari sinilah pembangunan sebagai sebuah kemajuan ekonomi 
tingkat industri kemudian tergantung pada kemajuan pada level 
cara hidup, cara berpikir, dan cara kerja. Jadi, apa yang disebut 
Gus Dur sebagai pengubahan seluruh orientasi hidup dengan netralisir 
unsur-unsur yang menghambat merupakan target besar modernisasi, 
yakni mengubah cara hidup masyarakat negara berkembang yang 
dengan konsekuensi penghancuran nilai-nilai tradisional agar 
sesuai dengan spirit pembangunanisme. 


Pergumulan awal Gus Dur ini bertemu dengan keyakinan para 
teoritikus pembangunan seperti Rostow, Hoselitz, Inkeles, Smith, 
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Weber, dan McClelland yang menyatakan bahwa penghambat 
pembangunan di Dunia Ketiga berasal dari faktor-faktor internal 
(internal factors) berupa cara hidup yang masih tradisional. 
Keyakinan ini merujuk pada perspektif evolusionisme, di mana 
arah perkembangan masyarakat di dunia non-Barat, secara linier, 
pasti akan mengikuti fase-fase perkembangan peradaban yang 
sudah dicapai masyarakat Barat. Hal ini misalnya terdapat dalam 
perkembangan masyarakat Gemeinschaft (paguyuban) menuju 
Gesellchaft (patembayan) a la Ferdinand Tonnies, perubahan dari 
solidaritas organik ke solidaritas mekanik milik Durkheim, kategori 
Spencer tentang masyarakat militer dan masyarakat industri, hingga 
tahapan pemikiran Comte: teologi, metafisik, dan positivisme. 


Semua perkembangan tersebut telah mengental dalam 
determinisme historis dengan menyatakan bahwa akhir sejarah 
semua masyarakat adalah masyarakat industri dengan segenap 
kemajuannya. Dari evolusionisme ini, modernisasi kemudian 
terlembagakan dalam teori fungsionalisme Talcott Parson yang 
melihat masyarakat sebagai struktur sistemik layaknya organisme 
yang memiliki “anggota-anggota tubuh”. Setiap anggota tersebut 
saling terjalin dalam spesialisasi fungsi-fungsinva lalu menyatu 
dalam sebuah integritas tujuan yang sama. Di sini Parson 
kemudian membagi tugas-tugas spesifik itu ke dalam istilah AGIL 
(adaptation to the environment, goal attainment, integration, and 
latecy), di mana lembaga ekonomi menjalankan fungsi adaptasi 
lingkungan, pemerintah bertugas mencapai tujuan umum (public 
good), lembaga hukum dan agama menjalankan fungsi integrasi, 
serta lembaga keluarga dan pendidikan berfungsi untuk menjaga 
kohesi dan reservasi sosial. Dari spesialisasi fungsi yang organik 
ini, akan menghasilkan struktur masyarakat dinamis, dalam arti, 
perubahan pada satu lembaga akan memengaruhi lembaga lain, 
namun perubahan tersebut akan menuju pada keseimbangan 
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baru (new balancing) sehingga gerak masyarakat modern kemudian 
dirumuskan dalam konsep homeostatic equilibrium (keseimbangan 
dinamis-stationer) atau keseimbangan masyarakat yang dinamis 
namun menuju pada arah yang statis.” 


Satu arah kebudayaan dalam masyarakat modern ini 
kemudian membawa potensi konflik ketika berhadapan dengan 
agama. Kenapa? Karena proses modernisasi ini mensyaratkan 
“rampingnya agama” di ruang publik melalui sebuah proses 
diferensiasi struktural dan sekularisasi kultural. Proses pertama 
mengacu pada pemberian tugas duniawi kepada lembaga-lembaga 
teknis yang digerakkan oleh otoritas pengetahuan, birokrasi, 
dan politik. Dalam kaitan ini, lembaga agama hanya menjadi 
salah satu struktur masyarakat yang memiliki ruang spesifik, 
yakni pengaturan hukum agama terhadap beberapa ritual atau 
pembagian hak waris." Ini berbeda dengan keyakinan sebagian 
muslim yang menjadikan lembaga agama semisal otoritas 
syari at sebagai pengatur segenap lini kehidupan, sehingga 
struktur masyarakat tidak lagi terdiferensiasi ke dalam fungsi 
berbagai lembaga yang berbeda, tapi terkonstruksi ke dalam 
satu kelembagaan di bawah totalitas hukum atau otoritas agama. 
Diferensiasi struktural ini menggantikan otoritas agama atau 
adat, dengan otoritas teknis-rasional yang bebas nilai dan hanya 
berposisi sebagai instrumen bagi lancarnya pembangunan. 


Sementara itu, sekularisasi kultural merujuk pada pengubahan 
cara berpikir yang semula mengacu pada “ketaatan mistis” atas 
ajaran agama menjadi murni rasional, sehingga pengaturan 
dunia sejauh mungkin dipisahkan dari logika agama. Dari sinilah 
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peminggiran Islam sebagai pandangan hidup, atau bahkan 
ideologi, diberangus terlebih pada tataran budaya melalui 
penghambatan laju Islam politik, baik melalui partai maupun 
gerakan Islam, agar tidak bebas berkontestasi di ruang publik 
untuk menjajakan perlawanan simbolis atas sekularisasi. 


Situasi ini digelisahkan Gus Dur, karena di satu sisi 
modernisasi menjadikan tolok ukur keberhasilan hidup dari 
keunggulan materi, sehingga berbagai kebutuhan spiritual bukan 
hanya terpinggirkan, namun bahkan telah direduksi ked alam 
pengaturan materialis tersebut. Hal ini terlihat dari pemisahan 
pemerintah atas pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat 
yang hanya dimaknai dengan terbangunnya berbagai fasilitas 
tempat ibadah, lembaga pendidikan agama, dan segala tata 
pola kehidupan agama makro tanpa mampu merasuk ke relung 
dahaga spiritualitas masyarakat. Gus Dur menyebutnya sebagai 


penanganan aspek spiritual secara sekularis.” 


Di sinilah pembangunan menjelma titik tengkar yang secara 
praktis memperkuat ketegangan antara pemegang negara dengan 
gerakan keagamaan. Titik tengkar itu merujuk pada perbedaan sudut 
pandang dalam melihat penafsiran yang salah atas ideologi negara? 
Bagaimana cara menjaganya? Aplikasi apa yang harus direalisir 
guna mewujudkan norma-norma dari ideologi tersebut? Dari 
pihak pemerintah, penyelewengan atas ideologi negara kemudian 
disematkan pada pihak-pihak subversif di kalangan masyarakat 
yang mencoba memberikan penafsiran berbeda atau alternatif dari 
rumusan formal yang dilakukan negara. Penafsiran alternatif ini 
pun kemudian ditindaklanjuti oleh satu rumusan program-program 
pembangunan alternatif yang menjadi antitesa dari kebijakan 
pemerintah. Dari sini, negara mengambil langkah “pengamanan” 
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atas ideologi negara tersebut, baik yang terkait dengan ketundukan 
total aparat pemerintah maupun melalui pelarangan berbagai 
organ politik dan paham pemikiran yang menyeleweng. Proses 
'pengamanan' ini mengambil bentuk dalam upaya indoktrinasi nilai- 
nilai Pancasila dan wawasan kenegaraan yang ternyata menciptakan 
sakralisasi atribut negara. Satu proses yang kemudian melahirkan 
benturan dengan gerakan agama, sebab mereka merasa kesakralan 
negara telah mengganti posisi agung agama. 


Di sisi lain, penafsiran yang berbeda oleh gerakan keagamaan 
yang justru melihat penyelewengan dilakukan oleh negara 
melalui berbagai kebijakan diskriminatif semisal pelanggaran 
hak asasi manusia dan pembatasan swakarsa untuk mencari 
alternatif dari bangunan sistem politik yang ada. Kritik atas 
penyelewengan ini berangkat dari satu keyakinan bahwa 
cara yang benar bagi “penjagaan” kemurnian ideologi negara 
bukan dengan mengamankannya dari penafsiran rakyat, tapi 
memberikan keleluasan terhadap kebebasan rakyat terlibat 
dalam proses pembangunan secara demokratis. Keyakinan 
ini kemudian melahirkan aplikasi atas norma ideologi negara 
yang berbeda dengan pemerintah, yakni melalui konkretisasi 
penumbuhan lembaga-lembaga masyarakat yang mampu 
memberikan kekuatan bagi rakyat untuk membela hak-haknya. 
Pada titik inilah, pendekatan sosio-kultural dipilih Gus Dur 
dengan melihat idealitas gerakan keagamaan yang tidak terjebak 
pada pertarungan ideologis pada level struktural, melainkan 
perlawanan politik pada ranah kultural melalui keterlibatan 
langsung dalam kerja-kerja demokratis guna membebaskan 
masyarakat dari ketidakadilan maupun melalui pemasukan 
ruang-ruang pengembangan masyarakat yang tidak dijangkau 
oleh elitisme pembangunan negara. Kerja-kerja ini membutuhkan 
kesediaan gerakan keagamaan untuk keluar dari ekslusifisme 
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agenda Islam untuk terjun ke dalam problem kemanusiaan 
universal yang tidak selalu berlabel Islam. 


Dalam kaitan ini, pembangunan sebagai sebuah proses politik 
juga membawa titik tengkar. Ini terkait dengan tujuan, pola, 
pembiayaan, dan struktur aparat yang ternyata banyak melakukan 
kesalahan akibat watak elitisnya. Bagi gerakan keagamaan, tujuan 
pembangunan yang materialistik bertentangan dengan konsep 
agama tentang kesempurnaan manusiawi yang lebih mengarah pada 
pencapaian spiritualitas. Tujuan ini juga dilaksanakan melalui pola 
pembangunan yang hanya menguntungkan sektor strategis milik 
negara dengan pengabaian terhadap kebutuhan sektor menengah 
ke bawah untuk mengembangkan diri. Apalagi dalam pembiayaan 
pembangunan ternyata berasal dari suntikan donatur asing yang 
bagi gerakan keagamaan merupakan upaya penjualan negara 
kepada korporasi internasional. Ini merupakan gelora nasionalisme 
yang memang menjadi ciri khas gerakan keagamaan ketika mereka 
dihadapkan pada situasi politik global. Dari sini, pemerintah sering 
mengalami kerepotan, sebab aspirasi keagamaan ini ternyata tidak 
hanya melakukan kritik untuk kemudian menawarkan konsep 
tandingan dari pembangunan, namun terlebih telah melakukan 
perlawanan praksis dengan mendukung perjuangan masyarakat 
yang melawan pembangunanisasi yang menindas hak-haknya, 
seperti yang terjadi pada dukungan gerakan agama atas perjuangan 
suku-suku terpencil yang menentang pembangunan bendungan 
tinggi Chico di Filipina. Pada titik ini gerakan keagamaan sudah 
kehilangan kepercayaan pada kemampuan aparat negara dalam 
melaksanakan pembangunan, sebab jajaran aparat tersebut sering 
melakukan kesalahan fundamental dalam merumuskan skala 
prioritas dan berlaku koruptif. 


Kritisisme pada ranah paradigmatik pembangunanisme ini 
digerakkan oleh Gus Dur pada level praksis ekonomi melalui 
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penelaahan atas pemiskinan struktural yang diciptakan oleh 
pemerintah. Telaah ini berangkat dari satu kritik atas pendekatan 
pemerintah yang mengentaskan kemiskinan yang bersifat 
individualis: kemiskinan disebabkan oleh kemalasan rakyat secara 
personal, sehingga ketika pemerintah telah menyelenggarakan 
pelatihan keterampilan kerja yang membuat rakyat bisa “ditarik 
ke atas” oleh kebutuhan perusahaan sebagai tenaga kerja, 
maka problem kemiskinan seolah telah teratasi. Bagi Gus Dur, 
pendekatan ini telah melanggengkan kemiskinan itu sendiri 
karena tidak dikaitkan dengan kondisi struktural eksploitatif. 
Kebutuhan melihat kemiskinan sebagai pemiskinan struktural 
ini membawa Gus Dur kepada satu keyakinan terhadap model 
pengembangan masyarakat yang punya dua titik tembak sekaligus: 
ketidakadilan negara dan penumbuhan kemandirian masyarakat, 
sebagaimana deskripsinya ini: 


Kesadaran yang akhirnya membuahkan pendekatan makro 
dan memiliki implikasi struktural ini menekankan pada 
upaya gradual untuk menciptakan proyek-proyek rintisan 
dan program pengembangan masyarakat guna memenuhi 
dua tujuan sekaligus: menyediakan kebutuhan pokok rakyat 
dan mendidik mereka mendirikan lembaga sosial-ekonomis 
yang tidak eksploitatif. Dengan semboyan ‘membangun dari 
bawah’, pendekatan ini mencoba melakukan transformasi 
masyarakat secara total tetapi bertahap, melalui penciptaan 
kelompok-kelompok dinamis berukuran kecil, yang akan 
melakukan replikasi-diri dan multiplikasi upaya yang dilakukan 
secara massif dalam jangka panjang. Program pengembangan 
masyarakat melalui pesantren, yang dilancarkan LP3ES adalah 
contoh dari pendekatan transformatif tetapi gradual seperti 
ini.7'$ Walaupun tidak kecil kadar ideologis-keagamaan yang 


78 Untuk mengetahui pemikiran Gus Dur tentang pengembangan masyarakat melalui 
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dikandungnya, pendekatan ini lebih banyak menyandarkan diri 
pada kesadaran kultural daripada semangat politis menentang 
ideologi negara yang ada, yang dirasakan menghambat proses 
transformasi masyarakat secara total nantinya.” 


Strategi ini berangkat dari keyakinan Gus Dur akan sebuah 
pendekatan holistik pembangunan yang menyentuh segenap 
lini kehidupan masyarakat sebagai alternatif dari pendekatan 
pragmatis para pengambil kebijakan modernisasi yang hanya 
melihat kebutuhan pembangunan dari sudut ekonomi melalui 
jalur “atas-bawah”.** Pendekatan ini dalam perkembangannya 
telah melihat problem kemiskinan sebagai jejeran angka 
(kuantitatif) yang memisahkan ketegori kemiskinan relatif 
dengan kemiskinan absolut, di mana kebijakan yang diambil 
hanya bersifat partikular tanpa suatu pencarian solusi bagi 
keresahan nyata di masyarakat bawah yang pada tataran realitas 
tetap merasakan kemiskinan absolut. Situasi yang tidak berujung- 
pangkal ini membentuk lingkaran-lingkaran kemiskinan (poverty 
cycle) sebagai permasalahan tersendiri, karena turut membawa 
dampak-dampak negatif, seperti munculnya budaya kemiskinan 
(culture of poverty, yang diikuti oleh budaya membisu kaum 
kecil (silent culture of the poor). Implikasi politis dan ekonomis 
dari kemiskinan berspiral (spiraling poverty) ini dalam jangka 
panjang dapat menghambat upaya pembangunan, karena ia akan 
menumbuhkan sikap tidak peduli pada pembangunan dalam 
bentuk tidak mau mengerti pentingnya dilaksanakan langkah- 
langkah perbaikan yang bersifat mendasar." 


terlibat didalamnya melalui LP3ES dan P3M. 
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e BENTURAN IDEOLOGI 


PADA LEVEL struktural, proses sekularisasi ini memunculkan 
strategi deideologisasi yang oleh negara Orde Baru ditujukan guna 
memperlancar pembangunan ekonomi, melalui pemberangusan 
aspek-aspek “negatif pembangunan” (negative development), yakni 
gerakan agama ideologis yang berpotensi merusak stabilitas politik. 
Dalam kaitan ini Gus Dur menggambarkan upaya Orde Baru 
menciptakan “kuasi ideologi” berupa pembangunan ekonomi 
yang membumihanguskan berbagai ideologi alternatif, misalnya 
Marhaenisme dan Islamisme. Penciptaan “kuasi ideologi” ini 
digerakkan oleh sebuah program pembangunan teknokratis yang 
mengacu pada upaya penurunan suhu ideologis? melalui berbagai 


82 Proses ini, menemukan ruang misalnya dalam penolakan (atas nama) Pancasila oleh 
para pejabat negara, terhadap liberalisme, baik dalam bentuk sistem demokrasi maupun 
filsafat hidup. Penolakan yang tidak terbatas pada retorika seremoni negara, namun telah 
termaktub dalam P4 ini mengacu pada sifat “tidak Indonesia” dalam liberalisme, semisal 
budaya politik bersaing asal bersaing saja, yang dianggap membahayakan pandangan 
integralistik Pancasila, karena langkanya keseimbangan antara hak perorangan 
dengan hak kolektif. Demokrasi liberal juga ditolak karena mendukung kontradiksi 
dan instabilitas politik, sementara Demokrasi Pancasila justru mendukung proses 
kesatuan dalam keragaman. Dari sini Pancasila kemudian dibedakan melalui idealisasi 
nilai-nilai Indonesia. Dikatakanlah bahwa persaingan dibolehkan, bahkan didorong, 
guna memungkinkan tercapainya kemajuan. Namun persaingan harus dilangsungkan 
secara penuh kesopanan, dipenuhi suasana saling memberi dan menerima. Yang 
menang toh akan mewakili kepentingan semua pihak, melalui keputusan berdasarkan 
konsensus. Dengan ungkapan lain, berbeda dengan liberalisme, Pancasila melihat 
budaya persaingan sebagai bagian dari proses pencapaian konsensus yang berwatak 
integralisitik. Sayangnya, dalam real politics masih banyak terjadi kontradiksi. Pada 
satu sisi, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ternyata belum sepenuhnya dilakukan 
oleh masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, persaingan politik dalam masyarakat 
masih mencerminkan “persaingan bebas tanpa konsensus" a Ia liberalisme. Parahnya, 
kekisruhan tersebut ditambah melalui intervensi pemerintah dalam proses pergulatan 
politik sipil, seperti yang terlihat dalam intervensi negara pada berbagai suksesi partai 
politik (era Orba: PDI-PPP). Demikian juga dari sisi pemerintah, belum tercipta tolok 
ukur penerapan demokrasi integralisitik, sehingga perilaku politik yang masih jauh dari 
harapan Pancasila masih belum terdeteksi. Permasalahan bertambah ketika hubungan 
antara liberalisme dan Pancasila juga belum dirumuskan secara komprehensif dengan 
mengajak berbagai kekuatan bangsa. Faktanya, setiap gerakan, pandangan, dan kritik 
yang dilakukan masyarakat, akan selalu dianggap subversif, ketika pandangan tersebut 
tidak sesuai dengan penafsiran pemerintah atas Pancasila. Lihat Abdurrahman Wahid, 
Pancasila dan Liberalisme, dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Jakarta: 
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program substitutif seperti penggalakan olah raga, pendidikan 
keterampilan, maupun proyek padat karya sehingga upaya ideologis 
berupa pembuyaran asas Islam dalam partai politik diganti 
dengan “ideologi kekaryaan” dalam Golkar. Akhirnya, runutan 
pemberangusan ideologi (yang ideologis) ini berpuncak pada 
rekayasa politik asas tunggal Pancasila sebagai titik final keabsahan 
ideologi nasional. 


Di sinilah awal mula konflik Islam versus state berakar. 
Ini dilahirkan oleh suatu arus balik reideologisasi dari unsur- 
unsur “ideologis” masyarakat yang berupaya diberangus itu. 
Reideologisasi ini tidak melulu berbentuk kebangkitan gerakan 
politik, tapi juga cara hidup sarwa religius yang menjadi counter 
hegemony dari kehidupan sarwa sekular. Orang tidak lagi puas 
dengan mekanisme serba positivistik yang digunakan oleh ilmu- 
ilmu sosial guna menjelaskan rangkaian tindakan, karena justru 
menambah benang kusut permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Rekayasa serba teknokratik ini agaknya telah menimbulkan 
dahaga nilai-nilai heroistik dan rasa transendental di kalangan 
masyarakat, karena sifatnya yang menjadikan pencapaian materi 
sebagai orientasi utama di tengah berbagai kegalauan manusiawi, 
akibat ketimpangan sosial, baik yang disebabkan pemberangusan 
nilai-nilai ideologis seperti nasionalisme dan Islamisme, maupun 
ketimpangan ekonomi yang akibat pembangunanisme. 


Dari sini reideologisasi mengambil dua pola. Pertama, 
kemunculan ideologi alternatif dari rasa kebangsaan (meski tidak 
sekuat nasionalisme era kolonial) dan kedua, penggunaan agama 
sebagai gerakan fundamentalistik, atau yang mengambil bentuk 
dalam arah teologi pembebasan. Proses ini betul-betul merepotkan 
negara, karena kedua nilai itu memiliki cengkeraman psikologis 


Desantara, 2001: 63-68 
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yang kuat serta keterlibatan historis yang mengakar yang pernah 
gemilang menghantarkan rakyat ke gerbang kemerdekaan. 


Dalam menanggapi hal inilah, pemerintah melakukan 
pemantapan ideologi negara dengan menjadikannya sebagai sebuah 
keutuhan pandangan dan cita-cita, yang menghimpun semua kekayaan 
hidup bangsa dalam sebuah kekuatan dahsyat guna mempertahankan 
negara dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi serba pragmatik 
yang sedang dijalankan. Pola pemantapan ini kemudian mengambil 
jalur struktural berupa indoktrinasi Pancasila melalui penataran 
P4, serta jalur kultural dengan memanipulasi tradisi masyarakat 
guna melegitimasi Pancasila sebagai otentisitas nilai-nilai bangsa 
yang berada di atas segala nilai apapun. Pada titik inilah muncul 
bentuk kedua dari “reideologisasi” itu, yang termanifestasi dalam 
gerak “retradisionalisasi.” Gerak ini mengacu pada penyusunan 
nilai-nilai oleh masyarakat sehingga membentuk ideologi yang 
lengkap dan utuh. Gus Dur menyebutnya sebagai kebangkitan 
“ideologi kultural”, berupa perekatan tradisi masa lalu guna dikaitkan 
satu sama lain dengan sebuah kerangka tradisi yang utuh, antara 
tradisi dan ideologi, walaupun hanya ideologi kultural, lalu terjadi 
kaitan simbiosis untuk saling mendukung dan menguatkan.” Kasus 
aspirasi penerapan jilbab sebagai langkah politik demi terciptanya 
masyarakat Islam yang tuntas merupakan bukti bahwa gerakan 
keagamaan tidak lagi bermain pada tataran perubahan struktur, 
namun islamisasi kultur. 


Sekarang, pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi 
benturan ideologi antara agama dan pembangunan, sementara 
secara historis, perjalanan konsensus bangsa telah sampai pada 
satu kesepakatan “ideologis” di mana negara-bangsa menjadi 
naungan Struktural segenap kemajemukan masyarakat dan 


83 Abbdurrahman Wahid, Reideologisasi dan Retradisionalisasi dalam Politik, dalam 
Prisma Pemikiranur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 23-31 
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Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara yang menjamin Islam 
sebagai unsur sah dalam konstitusi, meski tidak sebagai dasar 
falsafah resmi? Tanda tanya inilah yang selama dekade “negara 
Soeharto” menjadi ruang discourse bagi Gus Dur guna melakukan 
berbagai klarifikasi ilmiah yang secara historis memberikan 
gambaran moderatisme hubungan Islam dengan Pancasila sebagai 
ideologi sekular, di mana Gus Dur dengan bangga membedakan 
moderatisme ini dengan bangsa-bangsa Islam Arab yang tetap 
memandang Islam tidak sesuai dengan spirit negara-bangsa. 
Tanda tanya ini pula yang akan menghantarkan Gus Dur pada 
proses “perebutan ideologi” Pancasila itu sendiri ketika negara 
ternyata menyelewengkan tafsir atas Pancasila melalui akomodasi 
manipulatif terhadap gerakan Islam yang nyata-nyata menentang 
Pancasila serta bangunan negara-bangsa. 


Dari sini Gus Dur kemudian menggambarkan satu fakta, 
bahwa proses “reideologisasi” yang lahir dari “deideologisasi” 
tersebut merupakan dialektika konfliktual yang ternyata merupakan 
pertentangan latent akibat penyelesaian politis: kompromi antara 
ideologi sekular negara dengan aspirasi keagamaan yang tidak 
merasuk dalam “kelegaan fundamental” kedua belah pihak. Artinya, 
meski dialektika tersebut sudah diselesaikan secara formal melalui 
perumusan Pancasila sebagai konsensus kalangan nasionalis dan 
Islamis, namun menurut Gus Dur, penyelesaian tersebut hanya 
bersifat sementara, tanpa upaya dialog untuk mencari kompromi 
bagi perbedaan fundamental. Di sinilah posisi urgen artikel Gus Dur 
Religion, Ideology, and Development yang mencoba menggambarkan 
fakta pergulatan abadi antara Pancasila sebagai ideologi sekular 
negara versus Islam sebagai aspirasi keagamaan masyarakat yang 
selalu mengambil bentuk “tawar-menawar sepi”: 


The development of Pancasila as the national ideology as described 
above is not a unique case. In many countries, the initial stage of 
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national ideology, and its subsequent growth and establishment, 
were formed through intensive dialogue between opposing parties. 
Some took the form of open forums discussing interpretation of 
the constitution.. But some took the form in the process of silent 
bargainings, such as accured in our countrie.. The tug of war 
currently talking place in Indonesia between theological and secular 
aspirations is a part of such silent bargainings.. that assumes varying 
temporary solutions at different stages before ultimately arriving 
at a more or less mutual agreement.. with the elimination of views 
considered anti-constitutional, such as punitive actions against 
“separatis movement” in the form of the DI (Darul Islam), PRRI- 
Permesta and OPM in our countrie. The eliminating process can be 
physical, as in military actions, or it can appear in the prohibition of 
certain beliefs through a legislative process, such as the prohibition 
of the Masjumi and PKI. 


Dalam perjalanannva, proses dialog vang sepi ini ditindak- 
lanjuti oleh negara melalui upava 'pengamanan' ideologi negara 
dari kemungkinan “salah penafsiran”. Sejak era perjuangan 


mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), masa Demokrasi 
Liberal (1950-1959), masa “demokrasi terpimpin” (1959-1966) 


84 Kasus perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara, bukanlah kasus yang 
unik. Di banyak negara, pertumbuhan awal dari ideologi negara dan kemudian 
proses pemantapannya mengambil bentuk dialog intensif antara pihak-pihak 
yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan 
penafsiran konstitusi... Tetapi ada pula yang mengambil bentuk proses “tawar- 
menawar yang sepi” (silent bargainings), seperti berlangsung di negeri kita... 
Proses tolak angsur (tug-of-war) antara aspirasi teologis dan aspirasi sekular 
yang berlangsung di Indonesia dewasa ini adalah bagian dari “tawar-menawar 
yang sepi” itu... yang mengambil cara penyelesaian berbeda-beda pada tahap 
berlainan, sebelum pada akhirnya dicapai kesepakatan yang lebih kurang berwatak 
menetap... dengan penumpasan pendirian yang menentang konstitusi, seperti 
aspirasi gerakan separatis DI, PRRI-Permesta dan OPM di negeri kita. Penumpasan 
itu dapat terjadi secara fisik, dalam bentuk tindakan militer, tetapi dapat pula terjadi 
dalam bentuk pelarangan sesuatu paham melalui proses perundang-undangan, 
seperti yang terjadi atas Masyumi dan PKI) Abdurrahman Wahid, Religion, Ideology, 
and Development, diterjemahkan dalam Agama, Ideologi dan Pembangunan, jurnal 
Prisma 11,November 1980, h. 14 
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hingga era Orde Baru, “pengamanan” tersebut terus dilakukan 
melalui penguasaan aparat pemerintahan dan kelengkapan 
negara, serta mendayagunakannya “bagi perumusan” penafsiran 
yang benar” atas ideologi negara. Rekayasa politik pun digerakkan 
melalui penciptaan kondisi “kedamaian yang mencemaskan”, 
karena konflik latent tersebut sengaja dibungkus oleh retorika 
para pejabat negara tentang stabilitas politik, atau dengan 
mengangkat berbagai persoalan lain seperti masih kuatnya 
cengkeraman sikap tradisional di masyarakat serta program 
pengembangan teknologi guna menutupi pertentangan ideologis 
yang dilarang dimunculkan ke ruang publik. 


Di sini bisa terlihat “sisi gelap” pembangunan yang menurut 
Gus Dur abai terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan 
religiusitas.” Artinya, perlawanan ideologis yang digerakkan 
oleh sebagian gerakan Islam berangkat dari peminggiran negara 
atas agama baik pada level paradigma pembangunan maupun 
struktur politik yang bertentangan dengan iman sebagian muslim, 
di mana Islam merupakan sistem duniawi yang total dan tidak 
bisa “dirampingkan” hanya dalam pelembagaan departemen 
agama atau ritualisme formalis. Ini pula yang membuat sebagian 
besar pembangunan di Dunia Ketiga menemui hambatan besar 
dari kalangan agamawan, karena secara alienatif, pembangunan 
menjejakkan dirinya tanpa beradaptasi dengan budaya massa 
serta sistem nilai masyarakat yang ternyata masih menjadikan 
agama sebagai basis pencetak identitas nasional, atau bahkan 
ideologi politik.“ Kegagalan nasserisme di Mesir yang meski 
mampu menggelorakan berbagai produk besar pembangunan: 
nasionalisasi, mesirisasi (egyptianization), sektor publik, pembaruan 
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pertanian, industrialisasi, hingga pembentukan orientasi politik 
otentik yang berdasarkan nasionalisme, sosialisme, arabisme dan 
non-blok, namun karena tidak adanya rekonstruksi budaya massa, 
di mana agama menjadi basis budaya bagi terbentuknya etos kerja, 
produktivitas, cita-cita, maupun pelayanan, maka nasserisme itu 
telah mengalami keterjebakan dalam ketergantungan kapitalisme 
global, sesuatu yang ditentangnya sendiri. 


Dalam kaitan ini, Gus Dur merumuskan hubungan ideal 
antara agama, ideologi, dan pembangunan. Rumusan ini 
berangkat dari keprihatinannya atas watak hubungan antara 
agama dan ideologi yang sering hanya bersifat legitimatif, karena 
agama hanya melakukan penyerapan dangkal atas sebuah ideologi 
revolusioner, serta mendampingi proses transformasi sosial yang 
digerakkan oleh ideologi tersebut, tanpa upaya memengaruhi 
secara serius, sehingga dalam dialog itu agama hanya berfungsi 
melakukan pembenaran tindakan yang dilakukan belaka, bukan 
memberikan sumbangan mendasar. Ini terjadi pada hubungan antara 
Islam dan sosialisme revolusioner di Timur-Tengah, terutama 
Irak, Syiria, dan Mesir, atau hubungan antara Islam dengan 
ideologi pembangunan di Indonesia, yang bahkan memiliki watak 
“pembunuhan Islam” sebagai ideologi. Bagi Gus Dur: 


Hal yang sama juga dilakukan oleh alur umum (mainstream) 
kepemimpinan gerakan Islam terhadap ‘ideologi’ pembangunan 
yang tidak berwatak revolusioner, yang sedang berlangsung 
di negeri kita. Premis-premis pembangunan nasional kita 
dewasa ini, yang tidak memperhatikan pendekatan ideologis 
di luar wawasan kebangsaan dan pragmatisme politik 
dan ekonomi, ditelan mentah-mentah begitu saja oleh 
kepemimpinan formal kaum muslimin di negeri ini, setidak- 
tidaknya secara kolektif (jama'i). Begitulah, Islam lalu hanya 
menjadi alat pemberian legitimasi pada sistem kekuasaan 
yang ada, bukannya melakukan antisipasi pada masa depan 


Sebuah Biografi Intelektual = 121 


yang memiliki sistem pemerintahan lebih baik dan justeru 
lebih sesuai dengan cita-cita Islam sendiri.” 


Fungsi legitimatif dari Islam atas pembangunan ini tentu 
tidak disetujui oleh Gus Dur, karena memposisikan Islam sebatas 
suplemen tambahan yang berfungsi instrumentalis atas hegemoni 
ideologi pembangunan. Demikian halnya ketika Islam menjadi 
sebuah perlawanan ideologis atas proses deideologisasi yang 
digerakkan oleh pembangunan, laiknya revolusi Khomeini atas 
Syah Iran atau “ideologi kultural” al-Maududi yang memimpikan 
bentuk kehidupan total Islami. Penyetubuhan antara Islam 
dengan ideologi tertentu menurut Gus Dur bersifat ahistoris, 
karena keseluruhan warisan ajaran Islam menunjuk pada 
keharusan pencegahan hubungan langsung antara Islam dengan 
kekuasaan. Watak normatif Islam akan menghalangi tumbuhnya 
élan revolusioner yang harus dimiliki jika Islam ingin menjadi 
ideologi independen. Inilah yang dikhawatirkan Gus Dur, sebab 
segenap fakta revolusi berdarah oleh Islam ideologis tersebut 
ternyata hanya menambatkan gerakan agama dalam cengkeraman 
milleniaristik, di mana absolutisme baru tiba-tiba muncul atas 
nama Tuhan melalui kekuasaan mutlak para mullah yang sering 
memaksakan agenda islamisasi simbolis pada level masyarakat, 
tanpa memahami kebutuhan fundamental rakyat yang sering 
tidak selalu berlabel Islam. 


Dari sinilah Gus Dur menghindarkan benturan antara 
Islam dengan berbagai ideologi revolusioner, karena harus juga 
merumuskan kerja transformasinya sendiri. Karena sebuah 
kesadaran bahwa melakukan transformasi tanpa revolusi 
merupakan keniscayaan mutlak, maka kaum muslim harus 
menghindarkan diri dari kaitan terlalu jauh dengan ideologi 
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revolusioner manapun, sehingga yang terjadi adalah hubungan 
simbiotik dengan sebuah kesadaran transformatif “tanpa nama” 
yang mewujudkan diri dalam kesadaran pelestarian lingkungan, 
pengembangan keswadayaan, penegakan demokrasi tanpa merinci 
terlebih dahulu bentuk sistemiknya, dan seterusnya." 


Artinya, Islam sebaiknya berfungsi orientatif bagi ideologi 
populistik yang ada melalui satu kritisisme atas ideologi tersebut, 
misalnya kerja kiri Islam Hassan Hanafi yang menghapus 
determinisme-historis dari sosialisme dan menyatakan bahwa 
akhir “kelas manusia” haruslah komunisme, sembari memasukkan 
unsur roh non-materialistik, seperti pemunculan aspek progresif 
dalam agama atau pranata kerohanian dan kesejarahan untuk 
menangkal orientasi sekular dari revolusionerisme ideologis.” 
Tapi, kerja populis Gus Dur setelah membebaskan diri dari label 
atau “nama” tertentu, juga bersifat non-revolusioner, melalui 
perubahan gradual pada level masyarakat guna menumbuhkan 
kemandirian agar secara independen masyarakat mampu meng- 
angkat dirinya sendiri dari jurang penindasan. Namun watak 
gradual ini tidak menjadikan pergerakan Islam bersifat reformatif 
atau bahkan legitimatif, karena gerak tersebut tetap dilambari 
oleh sebuah orientasi transformasi pada tataran struktur politik 
untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan sistemik yang 
diciptakan oleh struktur kekuasaan. Inilah yang Gus Dur sebut 
sebagai fungsi komplementer Islam,” di mana ia bukan hanya 
unsur tambahan dalam pembangunan, tapi penyempurna, 
di mana Islam meminta keterlibatan diri dalam menetapkan 
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sasaran pembangunan, metode dan sarana yang diperlukan, serta 
menetapkan orientasi pembangunan itu sendiri. 


Pada titik ini hubungan Islam dan Pancasila bahkan menjadi 
gambaran proses terlaksananya Islam sebagai penyempurna 
bentuk negara modern. Ini menandaskan bahwa segenap konflik 
ideologis Islam versus Pancasila di era Soeharto sebenarnya 
diskontekstual, sebab perumusan filosofis keduanya pada masa 
awal kemerdekaan merupakan contoh cemerlang (the shinning 
example) yang unik dari harmonisasi ideologi sekular dan religius 
di Indonesia. Gus Dur memaparkan: 


Indonesia presents a unique example in this respect. As the biggest 
Muslim nation in the world today, with more than 150 million 
adherents comprising 88% of its whole population, the country 
develops a unique relationship in current history, i.e. the tug-of- 
war pattern dialogue between Islam as a theocratic ideology and 
secular world ideologies on one hand, and between Islam as a 
universal ideology and the country’s “national ideology” of Pancasila 
on the other. The continous dialogue provides a good example of 
the impossibility of taking it for granted that Islam should always 
develop its own exclusive political ideology. Indonesians have shown 
that Islam could share a common ideology with other beliefs and 
political persuasions.” 


This complex situation, which has witnessed of different types of 
responses to the process of modernization, is made even more complex 
by the issue of secularism wich has entered the scene in the last 
decade. Although Muslim intellectuals had been beset by the question 
of the separation of church and state since the establishment of formal 
Islamic organizations during the first three decades of this century, 
those organizations themselves did not feel an acute need to respond 
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explicitly to the idea of a secular state until recent years. One reason 
was that those in favor of the idea never declared their ideology in 
clearly defined terms. They were satisfied merely to express a general 
need for a modern state viable for all sections of the society. Even 
when the need to decide the nature of the newly independent state 
arose in 1945, these nationalist- as distinguished from the Muslim 
ideologies- agreed to soft-pedal their secular aspirations by accepting 
a compromise with their Muslim counterparts in the form of the 
panchasila state philosophy, a set of five principles for guiding the 
life of the nation. The issue of a state philosophy posed as a national 
problem for the religious scholars ways resolved in such a generalized 
way that eventually it came to be interpreted loosely in different 
purpose. As a result, the Islamic movements at that time perceived 
no unacceptable contradiction between the state philosophy and their 
own politicoreligious aspirations. 


This state philosophy declares belief in one God to be one of its basic 
tenets, which means no antireligious aspirations are given the right 
to grow in Indonesia. Nontheocratic acceptance of religion in the 
life of the nation provides Indonesia with a model of reconciliation 
between leading nonreligious and religious values to be preserved 
and managed through a delicate act of balancing. Panchasila caters 
to the fundamental yearnings of the Muslim majority for a clearly 
pronounced religious participation in politics. $ 


Dari paparan di atas terlihat bahwa hubungan antara Islam 
dan Pancasila, terkhusus tidak semudah dilihat dalam perspektif 
sekularisme. Di negeri ini, hal ini telah menggambarkan proses 
“pelampauan ideologis” di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
telah membuahkan keseimbangan antara aspirasi religius dan 
sekular. Artinya, setiap kelompok telah terwadahi, di mana golongan 
Islam merasakan penerapan konstitusionalisme ketuhanan dan 
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kaum nasionalis lega karena bentuk negara tidak teokratik. Pada 
titik ini kontradiksi antara Islam dan Pancasila tidak terjadi, karena 
setiap pihak diposisikan proposional, di mana Islam mampu 
masuk dalam norma transendental bagi nilai humanis sekular 
yang dibutuhkan oleh rasionalitas negara-bangsa. 


e KOLABORASLKRITIS 


DALAM RANAH pergerakan, strategi Gus Dur berhadapan 
dengan pembangunan merupakan usaha yang pada tahap awal 
telah membersihkan diri dari pertarungan sekat ideologis, 
dalam hal ini antara Islam (isme) versus Pancasila. Penyelesaian 
ideologis ini ditujukan untuk mengeliminir kepentingan politik 
segelintir kelompok muslim yang cenderung sektarian, sehingga 
Islam mampu keluar dari kepentingannya sendiri untuk berbuat 
lebih besar dalam skala kemanusiaan (rahmatan lil ‘alamin). Dari 
penyelesaian problem ideologis ini, Gus Dur hendak mengisi 
“ruang hampa” deideologisasi yang diciptakan pembangunan 
melalui penggunaan secara aktif potensi transformatif dalam agama 
untuk menyempurnakan agenda pembangunan masyarakat secara 
umum. Ini tidak bisa diartikan oportunisme atau fungsi legitimatif 
agama, karena Gus Dur secara kreatif berusaha “menambal” 
kekurangan paradigma dan proyek pembangunan, misalnya 
menggerakkan pembangunan partisipatoris di tingkat desa. Satu 
pendekatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah, karena 
sifat elitis dan pragmatisnya perencanaan pembangunan. 


Pada titik ini, langkah awal Gus Dur adalah meletakkan titik 
dasar pergumulan antara Islam dengan pembangunan, sehingga 
dari persamaan titik dasar ini terjalin hubungan tidak saling 
meniadakan, tapi merupakan jalinan produktif bagi sebuah 
pengabdian kemanusiaan secara universal. Tuturnya: 
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Salah satu batasan yang dapat dikemukakan, untuk mencari 
persamaan dasar dalam pergumulan dengan pembangunan 
dikalangan muslim, adalah meletakkan keterlibatan Islam 
pada penanganan masalah-masalah dasar yang dihadapi umat 
manusia, seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dsb. 
Tanpa diikat oleh keterlibatan mencari pemecahan konkrit 
dan mendasar atas masalah-masalah utama seperti itu, 
pergumulan Islam dengan pembangunan hanya akan memiliki 
dimensi-dimensi yang berwatak parsial. Penanganan masalah- 
masalah dasar ini, juga tidak akan dapat dilakukan tanpa 
melihatnya sebagai bagian dari perjuangan makro, yaitu 
menegakkan demokrasi yang murni, menciptakan struktur 
ekonomi yang lebih adil, dan mengembangkan moralitas 
yang tanggap kepada kepincangan mendasar. Sedangkan 
untuk mengembangkan sebuah kerangka perjuangan makro 
seperti itu, diperlukan perombakan pemikiran kaum muslimin 
secara total di banyak bidang kajian, seperti masalah tempat 
manusia dalam kehidupan, wawasan keadilan dalam Islam, 
dsb. $ 


Dari peletakan persamaan dasar antara Islam dan 
pembangunan ini, Gus Dur menempatkan Islam dan Pancasila di 
jalur perjuangan kemanusiaan secara umum. Ini didasarkan Gus 
Dur pada hubungan simbiotik fungsional, di mana Pancasila dan 
Islam sama-sama memiliki konsep aplikatif tentang pengangkatan 
harkat kemanusiaan: Pancasila harus mengembangkan wawasan 
kehidupan yang demokratis, menganut faham perlakuan sama di muka 
undang-uandang dan memperjuangkan keadilan. Demikian pula, 
Pancasila harus mengembangkan watak kehidupan yang berorientasi 
pada pelaksanaan kedaulatan hukum secara tuntas, menghargai 
kebebasan berpendapat dan menjamin kebebasan berserikat. Inilah 
kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi negara. Kunci 


93 Wahid, Pergumulan Islam, h. 92-93 
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ini diperoleh dari lima jaminan dasar yang diberikan oleh Islam kepada 
masyarakat; jaminan keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian 
keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi.” Latar belakang 
ini membuat Gus Dur, sebagai Ketua Umum PBNU, menerima 
asas tunggal Pancasila sebagai asas organisasi masyarakat, karena 
di samping hal tersebut merupakan keberpihakan dari ormas- 
ormas untuk mencoba keluar dari kepentingan sektarian menuju 
kepentingan nasional,” juga karena keyakinan bahwa Pancasila 
tidak akan mengganti posisi Islam sebagai aqidah. Keyakinan itu 
berangkat dari satu positioning Islam dalam kehidupan bangsa, 
yang oleh Gus Dur ditempatkan pada, pertama, sebagai etika 
sosial, di mana Islam mampu mengarahkan dan membentuk 
moralitas publik, dan kedua melalui penerapan hukum Islam 


secara partikular dalam struktur hukum nasional, salah satunya 


6 


melalui Departemen Agama,” meski lembaga ini ternyata 


94 Abdurrahman Wahid, Islam, Ideologi dan Etos Nasional Indonesia, dalam Universalisme 
Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam, Arifin Junaidi (penyunting), Edisi 
terbatas, 1991, h., 20 


95 Abdurrahman Wahid, Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan 
Politik: sebuah Telaah Awal, dalam Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme 
Peradaban Islam, Arifin Junaidi (penyunting), Edisi terbatas, 1991: 57 


96 Wahid, Islam, the State and Development, h. 3. Secara umum, hal ini memang 
menjadi karakteristik utama dari politik Sunni, yang tidak berangkat dari hasrat 
menguasa (will to power) negara, tetapi lebih kepada apa yang disebut al-Ghazali 
sebagai keyakinan bahwa “kepemimpinan merupakan instrumen bagi pengaturan 
publik, sekaligus sandaran politis bagi agama". Premis ini berangkat dari postulat 
nizam al-dunya syarthu lin nizam al-din (stabilitas politik merupakan syarat bagi 
kenyamanan ibadah). Ini yang membuat NU pada Muktamar Banjarmasin tahun 
1935 mengakui wilayah Hindia Belanda sebagai dar al-Islam (negeri muslim), karena 
menurut pandangan fiqh, di wilayah itu, umat Islam bebas melaksanakan syari'at, 
meski dalam struktur pemerintahan kolonial. Dalam kaitan ini, tujuan politik Sunni 
lebih merujuk pada pengaturan permasalahan syar'i melalui otoritas iqh yang tidak 
harus berada dalam domain konstitusi negara, selayak keberadaan Kementerian 
Agama yang menghasilkan berbagai regulasi fiqh dalam persoalan nikah, waris, 
zakat, dan haji. Inilah yang membuat NU lewat Munas Alim Ulama di Cipanas 1954 
mengeluarkan fatwa waliyyul amri al-dlaruury bi al-syaukah, yang mensahkan 
kepemimpinan Soekarno secara fiqhiyyah, sehingga kebinetnya sah melaksanakan 
tauliyah: penunjukan wali hakim atas perempuan yang tak memiliki wali sedarah 
dalam prosesi nikah. Bagi NU, tauliyah merupakan satu benteng pertahanan kuasa 
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terjebak dalam birokratisasi dan tidak mampu melakukan 
pengaturan konflik internal gerakan Islam, sehingga mengalami 
kegagapan ketika harus berhadapan dengan dilema Islam dan 
modernitas. 


Penerimaan Gus Dur atas nama Nahdlatul Ulama(NU) memang 
bersifat historis. Kesejarahan itu menemukan ruangnya dalam 
penerimaan NU atas bentuk negara-bangsa yang mengindikasikan 
“selesainya” perdebatan pada level struktur kenegaraan untuk 
lebih mengembangkan perdebatan pada wilayah aplikasi dari 
eksistensi kenegaraan demi kesejahteraan rakyat. Dimulai sejak 
Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, NU membuktikan watak 
moderasinya melalui pemberian status wilayah Hindia-Belanda 
sebagai dar al-Islam (negeri muslim) meski struktur negara yang 
ada adalah negara kolonial-sekular. Penerimaan ini berangkat 
dari argumentasi bahwa negara menjamin kebebasan umat 
muslim dalam praktik ibadah di samping argumen historis yang 
menggambarkan kesejarahan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara 
yang hingga kini masih memberikan bekas kultural dalam tradisi 
keagamaan dan kekuasaan muslim Nusantara. 


Konsekuensi dari penerimaan ini adalah wajibnya umat 
muslim untuk mempertahankan wilayah tersebut dari penjajahan, 
sehingga sejak saat itu perlawanan terhadap kolonialisme selalu 
mengemuka, baik yang dilatarbelakangi oleh berbagai kebijakan 
anti-Islam dari pemerintah Belanda maupun fatwa Resolusi Jihad 


syari'at di dalam struktur politik yang tidak sepenuhnya Islami. Ini bisa terjadi 
karena bagi politik Sunni, suatu hal yang tak bisa didapat semua, jangan ditinggal 
nilai pokoknya (ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu). Jika negara Islam tidak 
dapat didirikan, maka penerapan syari'at secara minimalis harus tetap ditegakkan. 
Inilah yang membuat beberapa pihak melihat, bahwa dikalangan Sunni telah terjadi 
pemilahan kekuasaan (separation of power) antara kuasa politik negara, dengan 
kuasa publik ulama, yang memanfaatkan politik demi pengaturan hukum (agama) 
masyarakat. Lihat Anthony Black, Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa 
Kini, Jakarta: Serambi, 2006 : 179-197 
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Kyai Hasyim Asy’ari untuk mempertahankan kemerdekaan pada 
Oktober 1945. Dari momen sejarah ini, maka tanggapan Islam 
atas bangunan negara-bangsa, bertemu pada, pertama, Islam 
mensyaratkan kebebasan bagi kaum muslim untuk melaksanakan 
ajaran agama sebagai conditio sine qua non bagi penerimaan Islam 
atas eksistensi negara tersebut, dan kedua, Islam membiarkan 
hal-hal yang berhubungan dengan bentuk negara, sistem 
pemerintahan, orientasi warga negara dan ideologi politik, 
ditentukan oleh proses sejarah. Dengan demikian, pola yang 
berkembang adalah wawasan kebangsaan yang dijalin dengan 
orientasi cukup kuat, sehingga keduanya tidak saling menolak, 
tapi saling mendukung dalam batas dan ruang yang ditentukan 
secara proporsional. 


Dalam kaitan ini, Gus Dur menggambarkan modal besar 
dari sistem keagamaan NU yang membuatnya moderat dalam 
berhubungan dengan negara-bangsa. Sistem keagamaan ini 
merujuk pada kesatuan antara tiga komponen utama Islam, 
yakni tauhid, figh, dan tasawuf. Dalam berfigh, muslim NU 
tidak hanya mengembangkan produk hukum agama yang diambil 
dari literatur figh dalam sekala massif, namun juga cara-cara 
menyusun pemikiran hukum (legal maxim, gawa'idul figh) guna 
menentukan bentuk akhir keputusan hukum jika latar belakang 
masalahnya tengah mengalami perubahan. Di sinilah dinamika 
pengambilan hukum Islam menjadi dinamis, karena NU mampu 
merumuskan kembali setiap permasalahan hukum berdasarkan 
perubahan konsteks masyarakat. Pemikiran metodologis hukum 
agama ini diberi bobot spiritualitas melalui tasawuf dalam 
pengamalan ajaran agama sehari-hari, melalui rangkaian ritual 
yang memungkinkan penyiraman jiwa yang berfungsi memperdalam 
bobot kearifan spiritual sebagai pendalaman bagi kecenderungan 
legal formalistik dari corak keagamaan yang serba figh. Dari 
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ketaatan terhadap hukum agama yang dibarengi pengamalan 
ajaran agama secara sufistik ini, muslim NU memiliki bobot 
ketauhidan yang kuat, sehingga agama mampu membentuk 
pandangan dunia yang bulat dan utuh, baik dalam lanskap 
duniawi maupun ukhrawi. 


Dari sistem keagamaan figh-sufistik ini, NU merumuskan 
hubungan moderat antara Islam dan negara modern, sehingga 
pada satu titik, Islam tidak kehilangan relevansi bagi kehidupan 
kekinian, sekaligus Islam tidak kehilangan dirinya dalam struktur 
kebudayaan sekular yang dibawa oleh modernitas tersebut. 
Demikian elaborasi Gus Dur: 


Pendekatan serba fiqh atas masalah-masalah kenegaraan itulah 
yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan 
pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan organisasi. 
Dalam pandangan fiqh asas Pancasila adalah salah satu dari sekian 
buah persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia; hal 
itupun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan 
sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya, selama ia 
tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama dalam kehidupan 
berorganisasi yang bersangkutan... Dengan meletakkan kunci 
masalah pada pengesahan oleh hukum fiqh, NU mampu melakukan 
sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara modern, 
walaupun dalam aspek kenegaraan, pandangan serba fiqh itu 
juga sering merupakan hambatan bagi pemegang pemerintahan.. 
Namun, itu tidak berarti jalannya pemerintahan juga lalu terlepas 
sama sekali dari kendali keagamaan. Bahkan oleh NU diajukan 
tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan 
kepada ketentuan fiqh.. seperti kaidah “kebijaksanaan kepala 
pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat” (tasharruful 
imam 'alarra'ivvah manutun bil mashlahah).” 


97 Abdurrahman Wahid, NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini, dalam Prisma Pemikiran 
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Dengan menggunakan figh sebagai tolok ukur keabsahan 
negara, maka NU tidak mempermasalahkan bentuk formal 
pemerintahan selama perilaku kelembagaan negara masih sesuai 
batas-batas yang digariskan oleh fiqh. Dari sini muncul kritik 
partikular atas penyimpangan oleh sub-sistem atau pemegang 
kekuasaan, tapi tidak membuat NU menolak total bentuk 
pemerintahan, justru memperbaikinya secara kasuistik dan 
gradual. Pemikiran seperti ini selalu menjadi mainstream dalam 
setiap lekuk pandangan hubungan agama dan negara. Hal ini 
dialamatkan Gus Dur kepada eksklusivisme?”' gerakan Islam yang 
hendak menjadikan Islam sebagai sistem alternatif bagi seluruh 
bangunan negara,” sehingga motivasi kesadaran bernegara 
selalu bersifat ideologis dan jauh dari problem solving yang 
bersifat produktif. 


Bagi Gus Dur, kecenderungan eksklusif tentu tidak sesuai 
dengan perjalanan sejarah antara Islam dengan keindonesiaan 


Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 157-159 


98 Artikel Intelektual di Tengah Eksklusivisme menunjukkan hal ini, mengacu kepada 
kritisisme atas akomodasi Soeharto terhadap sebagian kalangan intelektual 
muslim. Akomodasi tersebut berangkat dari perkembangan strategis negara, dari 
“kebencian” terhadap Islam, menjadi “kebutuhan” terhadap Islam meskipun hanya 
bersifat legitimatif. Inilah yang disayangkan Gus Dur, sebab dengan memasukkan 
Islam ke dalam negara, maka Islam hanya berfungsi secara suplemen, dalam arti 
hanya pemberian legitimasi bagi kekuasaan. Posisi manipulatif ini kemudian 
berjalin-kelindan dengan kontribusi intelektualisme Islam yang ternyata hanya 
berhenti pada tataran tekno-birokratik (just another technocracy), di mana para 
cendekia muslim kemudian berbondong masuk dalam jajaran birokrasi untuk 
memuluskan berbagai proyek pemerintah, melalui berbagai fatwa keagamaan 
yang mendukung kebijakan negara. Secara internal, pengelompokan cendekia 
muslim kedalam satu “bendera Islam” juga telah melahirkan identifikasi sektarian, 
dimana hanya kalangan yang masuk dalam lembaga tersebut yang paling berhak 
mengatasnamakan Islam, sementara di sisi eksternal, hal tersebut kemudian 
berimbas pada peminggiran peran-peran non-muslim dalam menyumbangkan 
pemikirannya bagi pembangunan. Lihat Abdurrahman Wahid, Intelektual di Tengah 
Ekslusifisme, jurnal Prisma 3, Maret 1991 : 69-72 


99 Abdurrahman Wahid, Umat Islam Seyogyanya Hindari Ekslusifisme, dalam Pergulatan 
Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001 : 97-99 
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yang ternyata selalu menunjukkan situasi dialogis, atau bahkan 
akulturatif, seperti akomodasi syari’at atas adat di berbagai 
daerah pada masa awal islamisasi Nusantara: adat bersendi syara’, 
syara’ bersendi kitabullah (the customary laws should be based on 
religious ones, the religious laws should be based on the Holy Qur'an) 
di Minangkabau, atau akulturasi mistis antara konsep bodhi-satwa 
para Raja Hindu-Jawa, dengan ajaran al-Insan al-Kamil milik 
tasawuf yang melembaga dalam gelar Raja Jawa, Kalipatollah Ing 
Tanah Jawi (God’s Caliph in the Land of Java), hingga perdebatan 
konstitusional antara kaum nasionalis dan Islam (is) dalam 
discourse Piagam Jakarta yang akhirnya menemu kesepakatan, 
tidak diwujudkannya Islam sebagai bangunan utama negara- 
bangsa.!° 


e NU VIS A VIS PEMBANGUNAN 


DALAM LANSKAP historis, geliat pergulatan antara agama dan 
pembangunan Gus Dur di atas ternyata menemukan ruang 
praksis yang berbeda-beda. Ini juga berarti bahwa transformasi 
pemikirannya memang tercetak oleh situasi sosio-politik yang 
tengah mengalami perubahan. Fakta ini akan kita temukan 
dalam pergulatan politik Gus Dur sejak paruh awal pemerintahan 
Soeharto hingga menjelang kejatuhannya. 


Secara struktural, gerak dan pemikiran Gus Dur terkonstruksi 
dalam pergulatan dansa gengsi antara NU yang ia nahkodai, vis 
a vis negara Orde Baru, yang juga melakukan “peminggiran dan 
pendekatan” atas umat Islam. Jadi, dalam hal ini, pemikiran Gus 
Dur berfungsi sebagai upaya stabilisasi hubungan NU-negara, 
meski seperti dijelaskan di atas, hubungan ini bukan bersifat 
akomodasi oportunis, melainkan sebuah kolaborasi kritis. 


100 Wahid, Islam and Pancasila, h. 2-3 
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Tapi, cara ini bukan trade mark Gus Dur, karena pada akhir 
kepemimpinannya di NU pada dekade 1990-an, keharmonisan 
NU-negara telah berubah menjadi hubungan oposisional yang 
sering membuat negara resah, karena umat muslim yang dianggap 
tradisional ini ternyata mampu mengembangkan strategi perang 
yang cerdik dan radikal. Dalam hal ini, berbagai elaborasinya 
tentang kritik dan pendekatan alternatif terhadap pembangunan, 
terwujud melalui NU, baik pada tataran kritik ideologi Pancasila 
maupun agenda pengembangan masyarakat melalui pesantren 
yang menjadi strategi utama pembangunan bottom-up-nya. 


Kecenderungan ini bisa tampak sejak periode awal 
kepemimpinan Gus Dur di NU. Momen yang paling fenomenal 
adalah Muktamar 27 di Situbondo pada 1984 ketika Gus Dur 
dan Kyai Ahmad Siddiq menjelma “jembatan modernitas” antara 
NU, Aswaja, dan Pancasila. Dua langkah revolusioner, yakni 
penerimaan asas tunggal Pancasila yang berarti pengabsahan 
Islam atas ideologi sekular, serta “cerai politik” NU dari PPP. 
Dua langkah yang berimplikasi struktural komprehensif, karena 
NU telah membebaskan diri dari cengkeraman depolitisasi 
Islam oleh negara, serta kesempatan luas untuk lebih concern 
pada kerja-kerja sosial, sesuai Khittah 26. Hal ini strategis, 
karena latar sosio-politik yang tidak kondusif karena Soeharto 
telah berupaya memonopoli Pancasila dengan menafsirkan dan 
melaksanakannya melalui struktur politik negara, sebagaimana 
tergambar dalam inisiatif pemerintah pada 1973 dan 1983. 


Pada 1973 terjadi pengebirian terhadap sistem partai politik 
yang kompetitif dengan mengurangi jumlah partai menjadi tiga, 
salah satunya sekan-akan mewakili Islam (PPP) termasuk NU 
sebagai anggota faksinya. Rencana untuk mendepolitisasi guna 
memisahkan agama dengan politik memang menjadi strategi 
pertama Orde Baru untuk menghindari sejarah kelam benturan 
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primordialisme agama dalam konstalasi politik. Dalam hal ini, 
Gus Dur sepakat dengan negara, karena ketidaksetujuannya atas 
usaha politisasi agama demi segelintir kepentingan elite. Dari 
sini penerimaan Pancasila menjadi langkah politik Gus Dur 
sebagai legitimasi atas pemisahan jelas antara agama dan politik 
yang kemudian melambari era baru perpolitikan Islam di tengah 
arus modernisasi. 


Secara politis, penerimaan NU atas asas tunggal Pancasila 
karena ketentuan UU No. 8/1985 yang menjadikan Pancasila 
sebagai satu-satunya pegangan organisatoris minus-Islam dan yang 
membuat NU menyatakan independensi struktural dari PPP. 
Ini telah membiaskan perkembangan berharga dalam sejarah 
Islam di Indonesia, di mana organ-organ Islam, baik organisasi 
kemasyarakatan maupun politik, telah melepaskan impian 
islamisasi negara serta menjadikan syari'ah sebagai etika sosial. 
Bagi Gus Dur perkembangan ini telah mampu menyelesaikan 
persoalan pelik hubungan antara Islam dan negara yang hingga 
saat itu masih mengalami ketegangan di sebagian besar kawasan 
Dunia Islam. Dalam hal ini, asas Pancasila dicapai ketika ada 
keluwesan sikap dari kedua belah pihak, baik pemerintah 
maupun ormas-ormas Islam untuk meletakkan Pancasila sebagai 
asas dalam arti landasan ideologis-konstitusional’, sedangkan 
Islam menjadi agidah atau keyakinan iman. Asas selaku landasan 
ideologis-konstitusional mengharuskan penerimaan semangat 
kebangsaan sebagai kehidupan bernegara, sedangkan keyakinan 
iman berfungsi mengisi kebutuhan rohani masyarakat tanpa 
menggugat otoritas ideologis dan konstitusional dari semangat 
kebangsaan yang diwujudkan oleh asas Pancasila itu.'! Sesuatu 


101 Abdurrahman Wahid, Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan 
Politik: Sebuah Telaah Awal, makalah pada Praseminar Sistem Politik dan Demokrasi 
Pancasila, IKAL-LEMHANAS, Jakarta, 24 Agustus 1988, h. 3-4 
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yang sepintas lalu sangat mudah untuk direkonstruksi, tapi dalam 
dirinya mengandung kerumitan luar biasa. 


Dengan mendudukkan Pancasila sebagai landasan idoelogis- 
konstitusional, kaum muslimin telah meninggalkan keharusan 
mewujudkan ajaran Islam secara keseluruhan dalam perundang- 
undangan negara, sebuah keputusan fundamental yang tidak 
ternilai harganya. Melalui keputusan tersebut, upaya mewujudkan 
ajaran agama (syari'ah) dalam kehidupan bermasyarakat 
melalui negara kemudian dipindahkan kepada landasan moral 
masyarakat, sehingga gerakan keagamaan mencapai muara 
yang integratif dengan kekuatan-kekuatan formal politik dan 
kemasyarakatan yang tidak berwarna keagamaan dalam sebuah 
lanskap kepentingan kebangsaan. 


Keluarnya NU dari politik praktis dimaksudkan Gus Dur untuk 
menyelamatkan diri dari depolitisasi yang dia rumuskan melalui 
istilah unpolitical politics (berpolitik tanpa panggung politik).'” Ini 
terjadi akibat tekanan terus-menerus dari pemerintah terhadap 
politik Islam dengan menggunakan Pancasila guna membatasi 
kegiatan partai-partai yang legal. Dari situasi ini, NU memutuskan 
meninggalkan politik. Bagi Gus Dur, jika NU tetap berada dalam 
struktur politik formal yang dirancang pemerintah, maka akan 
makin kompromistis dan tidak bisa melindungi kepentingan 
kelembagaan dan umatnya. NU juga tidak bisa menyumbangkan 
perkembangan wacana politik dan pembangunan nasional dengan 
suara tegas, demokratis, dan independen. Gus Dur berargumen 
bahwa institusi-institusi politik formal hanya dimungkinkan oleh 
pemerintah jika untuk mendukung program pembangunan dan 
secara sederhana hanya berfungsi untuk mengasingkan perilaku 
politik yang independen. Beliau mengungkapkan: 


102 Lihat Ulil Abshar-Abdalla, Partai, Civic Education dan Wilayah “Netral Politik’, jurnal 
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Jadi, gagasannya adalah untuk menolak penafsiran pemerintah 
terhadap Pancasila sebagai ideologi yang mendominasi 
dengan mengembangkan pandangan alternatif mengenai 
Pancasila. Visi mengenai Pancasila hanya bisa dikembangkan 
di luar politik. ' 


Dari sini ditenemukan benang merah pemikiran itu, yakni 
pada orientasi transformatif dari sebuah dinamisasi Islam. Ketika 
Gus Dur mengintegrasikan Islam dengan Pancasila melalui 
berbagai langkah rekonstruktif atas bangunan hukum Islam agar 
bersifat terbuka bagi ideologi “yang lain”, sehingga arah gerak 
dari langkah itu bukan semata akomodasionisme, melainkan 
lebih kepada strategi pertama guna gerak yang paling utama, 
yakni perubahan struktur politik. Penerimaan Pancasila bukan 
akibat tekanan pemerintah atas gerakan NU, tapi sebab yang akan 
membuat NU mampu bersikap kritis, karena dengan mengakui 
legitimasi ideologi negara NU bisa merebut penafsiran yang 
selama ini hanya menjadi hak prerogatif negara kepada sebuah 
penafsiran alternatif yang lebih mencerminkan hak-hak asasi dan 
rasa ketertindasan masyarakat. Ini akan tampak pada pergulatan 
Gus Dur dengan Soeharto pada dekade awal 1990 ketika sebagai 
Ketua Umum NU, Gus Dur benar-benar mempraksiskan “strategi 
politik Pancasila” yang telah dirintisnya pada era 1980. 


Momen kedua realisasi intelektualisme Gus Dur digerakkan 
para era kepemimpinan NU 1989-1993. Pada era ini, Gus 
Dur telah mulai menerapkan gerak transformasi kultural-nya 
melalui berbagai agenda pengembangan masyarakat, salah 


103 “So, the idea was that in order to resist the government's interpretation of Pancasila as the 
all-embodying, all-dominating ideology, is by developing alternative view of Pancasila. 
And that vision on Pancasila could only be developed outside politics” Lihat Douglas 
E. Ramage, Democratisation, Religious Tolerance and Pancasila: The Political Thought 
of Abdurrahman Wahid, dalam Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in 
Indonesia, Greg Barton, Greg Fealy (ed), Australia: Monash ASIA Institute, 1996 : 235 
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satunya menggunakan pesantren sebagai basis pergerakan. 
Hal ini menandai perkembangan strategi beliau menghadapi 
pembangunan ketika akomodasi pada tataran struktural lewat 
penerimaan Islam atas Pancasila telah mulai diturunkan pada level 
perubahan sosial pada level masyarakat. Artinya, langkah inilah 
yang dimaksud dalam beberapa lekuk pemikirannya mengacu 
kepada kritik atas pendekatan top-down dari pembangunanisme, 
sehingga Gus Dur kemudian menciptakan gerak pembangunan 
dengan membangun diri sendiri yang merupakan strategi alternatif 
pembangunan bersifat bottom-up melalui pemanfaatan maksimal 
kekuatan NGO guna membentuk kemandirian masyarakat 
menggali potensi partisipatif bagi proses pengembangan diri. 


Masa ini bisa disebut sebagai era pengembangan masyarakat 
melalui pesantren-nya Gus Dur di mana diskursus yang melingkupi 
pemikirannya bukan sebatas penggalian tradisi pesantren 
vis a vis modernisasi pendidikan, melainkan melangkah ke 
lanskap menggerakkan tradisi pesantren guna mentransformasi 
masyarakat berhadapan dengan hegemoni pembangunan. 
Berangkat dari paradigma ini, NU era kedua kepemimpinan 
Gus Dur digerakkan pada level pengembangan sosio-ekonomi 
yang sudah direkomendasikan oleh Muktamar Semarang 1979 
yang memberikan instruksi agar concern sosial (syu'un ijtima'iyah) 
diberi penekanan. Tapi, ruang lingkup syu'un ijtima'iyah ini hingga 
Munas 1983 masih bersifat karikatif yang melalui pembatasan 
kegiatan hanya pada hal-hal teknis keumatan, misalnya pemberian 
kemudahan perjalanan haji, pengawasan makanan dan minuman 
untuk menjamin kehalalannya, maupun bimbingan bagi orang 
yang baru masuk Islam. Artinya, para implementator paradigma 
concern sosial ini belum mampu menerjemahkan yang disebut 
oleh Mitsuo Nakamura sebagai tradisionalisme radikal, di mana NU 
pada tahun 1979 telah menjelma oposisi kritis atas pemerintah. 
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Dari sini Gus Dur menyusupkan arah komitmen sosial tersebut 
kepada kerja pendampingan masyarakat yang pada satu sisi 
mampu menggali kemampuan masyarakat untuk memberdayakan 
dirinya sendiri, sembari di sisi lain membentuk berbagai lembaga 
yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan 
koperasi, bantuan hukum, penyediaan air bersih, serta pendirian 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan hasil kerjasama 
dengan Bank Summa sebagai strategi pendekatan umat Islam 
terhadap potensi ekonomi kaum Cina muslim. 


Pada titik ini, Gus Dur menggerakkan strategi “akomodasionis” 
dalam menghadapi negara. Strategi ini merupakan tanggapan pada 
perkembangan politik Soeharto yang mulai menyadari potensi 
Islam dalam pembangunan. Sebagaimana pernyataannya dalam 
pembukaan Muktamar ke-28 di Pesantren Al-Munawir, Krapyak, 
Yogyakarta 25-28 November 1989 yang secara politis Soeharto 
menyatakan bahwa dua dekade curiga antara pemerintah dan 
NU telah berakhir, sehingga secara eksplisit kedua belah pihak 
berkesempatan saling “memanfaatkan”. Potensi inilah yang dilihat 
Gus Dur, dalam arti sebagai pemimpin umat muslim terbesar, 
beliau tidak bisa berbuat gegabah melalui sebuah laku konfrontatif, 
sebab bagaimanapun, masyarakat di bawah membutuhkan 
lebih dari sekedar perlawanan revolusioner, melainkan sebuah 
pemenuhan kebutuhan yang nyata. Langkah ini secara apik dibaca 
oleh Martin van Bruinessen atas ungkapan Gus Dur: 


Being oppositional was perhaps more heroic but it did not leave 
one the freedom to do the things that really matter. The social and 
economic backwardness of the masses represented by the NU - this 
is his major theme- need to be remedied before it is too late to 
catch up with the others. (€ 


104 Martin van Bruinessen, The 28” Congress of the Nahdlatul Ulama: Power Struggle and 
Social Concerns, dalam Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia, 


Sebuah Biografi Intelektual 139 


Keyakinan terhadap a-heroisme perjuangan ini menjadi 
cultural core (inti pola kebudayaan) pergerakan Gus Dur. 
Seperti yang telah tergali dalam lekuk pemikiran transformasi 
struktural non-revolusioner, gerak perubahan yang ideal bukanlah 
sebuah revolusionerisme, karena hal itu sebenarnya sering 
lupa kebutuhan real masyarakat bawah yang tidak selalu atau 
bahkan tidak pernah terlibat dalam pertarungan ideologi, yang 
membuahkan revolusi itu. Perubahan struktural tanpa Marx inilah 
yang diimplementasikan Gus Dur, khususnya pada periode 
kedua kepemimpinan NU. Ini bukan tanpa konsekuensi, sebab 
ketika pada tataran struktural, Gus Dur bersikap akomodasionis, 
maka pada level kultural, dia telah menggerakkan perubahan 
sosial melalui pendampingan partisipatoris masyarakat dengan 
memanfaatkan berbagai kekuatan NGO, termasuk pendirian 
P3M sebagai realisasi aktivisme sosial NU. Apa yang dibaca 
Martin ketika Gus Dur tidak bersikap oposisional terhadap 
pemerintah demi kebebasan untuk meraih “kue pembangunan” 
demi kebutuhan masyarakat nahdliyyin, merupakan langkah 
realistis yang dilambari oleh sebuah kesadaran mendalam akan 
pergulatan arus bawah NU yang selama ini terpinggirkan dalam 
perhelatan struktural politik. 


Pada momen ini, pergulatan Gus Dur juga menemukan 
ruang dalam lingkungan internal NU, sebagaimana terkonstruk 
dalam konflik Muktamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta. Konflik 
ini mengacu pada upaya kampanye negatif para lawan politik 
yang memanfaatkan berbagai pemikiran dan laku politik Gus 
Dur yang kontroversial, misalnya yang Kyai As’ad Syamsul 
Arifin (padahal pada Muktamar ke-27, sangat getol mendukung 
Gus Dur) lantaran keresahannya atas penggantian Gus Dur 
terhadap assalamu’alaikum menjadi selamat pagi. Keresahan 
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tersebut ditambah dengan berbagai lontaran gagasan yang 
dianggap liberal seperti penghormatan pada Syi’ah dan teologi 
rasional Mu'tazilah, kedekatan dengan kalangan Kristen, serta 
pembaruan dan kritik Gus Dur atas tekstualitas kitab kuning. 
Berbagai pemikiran ini sungguh menjelma “bom intelektual” 
yang menyulut ketersinggungan di kalangan para kyai, meski 
akhirnya Gus Dur mampu menjelaskan berbagai rekonstruksi 
pemikiran tersebut, secara fiqhiyah sehingga sebagian besar, 
terlebih generasi muda NU, tidak hanya bisa memaafkan 
tapi malah bersikap sangat apresiatif, sebagaimana apresiasi 
gerbong muda ini terhadap gagasan transformatif pengembangan 
masyarakat. 


Di sinilah letak dukungan suara terhadap Gus Dur, karena 
sebagian besar masyarakat grass roots serta kaum muda merasakan 
kemanfaatan besar atas pemikiran dan gerak progresifnya. Dukungan 
ini, yang ternyata pernah digembosi oleh para politisi khususnya 
pada momen Munas Ulama NU 1987, yaitu sekelompok politisi 
tetap bersikukuh ingin menjadikan NU sebagai partai politik selain 
PPP. Gus Dur hendak disingkirkan, apalagi pasca-penerimaannya 
sebagai anggota MPR mewakili utusan golongan dari Golkar pada 
1989 yang sempat merusak kredibilitas oposisionalnya terhadap 
partai politik. Ditambah lagi isu radikalisme Gus Dur, di mana 
beliau terlibat dalam penulisan surat protes beberapa NGO atas 
proyek waduk Kedungombo yang membuat penduduk kehilangan 
tempat tinggal. Beberapa NGO ini melayangkan surat tersebut 
pada Bank Dunia yang mensponsori proyek tersebut dan hal ini 
betul-betul membuat pemerintah marah. 


Periode selanjutnya adalah perang, di mana Gus Dur 
merealisasikan kritik ideologi pada awal 1980 kepada upaya 
perebutan penafsiran atas monopoli Pancasila sebagai ideologi 
negara yang tetutup dan absolut. Periode ini berlangsung 
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selama awal 1990 ketika Soeharto telah “berselingkuh” dengan 
gerakan islamisasi, sementara agenda pembangunan tidak 
jua merevisi berbagai praktik dehumanisasi yang cenderung 
bersifat anti-demokrasi. Perebutan penafsiran ini berangkat 
dari keprihatinan Gus Dur atas “ancaman terhadap Pancasila” 
oleh negara. Ini terjadi melalui monopoli penafsiran terhadap 
Pancasila yang secara politis memberangus berbagai ideologi kiri- 
kanan melalui de-ideologisasi yang termaktub dalam azas tunggal 
dan kebijakan fusi partai. Dalam hal ini, “strategi Pancasila” 
merupakan kontinuitas dari komitmen NU terhadap nilai-nilai 
kebangsaan yang oleh Gus Dur dimaknai sebagai hubungan 
harmonis antara Islam dan nasionalisme. Dia juga membantah 
berbagai pandangan miring yang mempertentangkan keduanya 
dan melihat ideologi negara-bangsa sebagai sesuatu yang sekular 
(anti Islam). Menurutnya: 


... paham kebangsaan yang dianut NU sesuai dengan Pancasila 
dan UUD 45. NU menjadi pelopor dalam masalah-masalah 
ideologis. Padahal seluruh dunia Islam, hal ini masih menjadi 
persoalan antara Islam dan nasionalisme. Para penulis Saudi 
Arabia menganggap nasionalisme itu sebagai sekularisme. 
Mereka belum mengetahui adanya nasionalisme seperti di 
Indonesia yang tidak sekular. Melainkan menghormati peranan 
agama. 1% 


Pada titik ini, makna Rapat Akbar NU 1 Maret 1992 menemukan 
ruangnya. Melalui forum terbesar dalam rangka Harlah ke-66 NU 
ini, Gus Dur menunjukkan kekuatan jama’ah NU sebagai garis 
depan agen perubahan. Oleh Fajrul Falakh, momen ini disebut 
sebagai theatricum symbolicum, di mana Gus Dur sedang menciptakan 


105 Douglas E Ramage, Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan 
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“perlawanan simbolik” atas hegemoni pemerintah.!SS Isu utamanya 
adalah peneguhan kembali kesetiaan NU terhadap Pancasila dan 
UUD 45 sebagai konstitusi yang sah dan pilar kehidupan politik 
yang sehat. Hal tersebut dilakukan, karena sejak awal 1991, Soeharto 
telah menekan segenap ormas agar mendukung pencalonannya 
sebagai presiden pada periode selanjutnya. Muhammadiyah dan 
ICMI sudah kena, sementara NU melalui peneguhan kesetiaan 
(hanya) kepada Pancasila, secara implisit hendak menolak kooptasi 
Soeharto tersebut. Tutur Gus Dur: 


Dengan menolak untuk mendukung (Soeharto) secara 
terbuka, kami tidak memberikan dukungan terhadap sistem 
pemerintahan yang tak imbang ini. Dengan mendukung 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kami bisa 
mengatakan bahwa NU sedang mencoba mengubah secara 
halus sistem yang ada, yang bertumpu pada “koncoisme' dan 
pengrusakan negeri ini dalam jangka penjang, dan menguras 
sumberdaya alam kami demi keuntungan sedikit orang. '°” 


Hasilnya, Soeharto tidak mampu melarang secara terbuka 
Rapat Akbar itu, karena NU secara simbolis mendukung ideologi 
negara. Tapi, secara latent, Soeharto menggerakkan aparat 
pemerintah menghadang para peserta Rapat Akbar, sehingga 
kata Gus Dur, warga nahdliyyin yang seharusnya berjumlah hingga 
500.000 hanya mampu hadir sekitar 150.000 orang. Oleh karena 
penggagalan ini, Gus Dur melayangkan surat kepada Soeharto 
pada 2 Maret 1992 sebagai peringatan bahwa ketika pemerintah 
menghalangi apel kesetiaan Pancasila itu, maka pemerintah 
harus siap menghadapi munculnya sektarianisme politik. Oleh 
Gus Dur, sektarianisme tersebut dapat dilihat dari potensi 
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fundamentalisme Islam dalam ICMI, yang akan mengarah pada 
pergulatan Islamisme Aljazair. 


Di sinilah titik tengkar Gus Dur dengan Soeharto. Meski setuju 
dengan kebijakan de-konfessionalisasi atau depolitisasi Islam yang 
pemerintah gerakkan demi memisahkan partai politik dari massa 
primordialisme keagamaan, namun Gus Dur tidak setuju dengan 
format sistem politik restriktif yang memberangus kebebasan 
politik. Hal itu dimanfaatkan oleh Soeharto melalui 'perangkulan 
kembali” Islam sebagai basis politik pasca keteganganya dengan 
angkatan bersenjata. Seperti diketahui, strategi politik Soeharto 
mengalami pembelokan dari anti-Islamisasi dekade 1980-an ke 
reislamisasi sejak awal 1990. Kecenderungan ini diperlihatkan 
Soeharto, misalnya dengan publikasi haji secara luas agar terlihat 
saleh. Atau pembuatan berbagai UU Islam seperti UU Pendidikan 
1989 yang mewajibkan pelajaran agama dalam sekolah umum, 
serta UU Peradilan Agama 1990 yang memperjelas independensi 
peradilan agama dan kesamaanya dengan peradilan sipil. Puncaknya 
terjadi ketika Soeharto merestui pendirian ICMI pada Desember 
1990, yang merupakan manipulasi politik atas intelektualisme 
Islam, karena segenap anggota ICMI (yang dahulu kritis kepada 
pemerintah) telah menjelma tekno-birokrat Islam yang melegitimasi 
kekuasaan negara. 


ICMI merupakan “pelarian” Soeharto ketika hubungan 
mesra dengan dua kekuatan pro-negara, yakni Islam inklusif 
milik Gus Dur dan ABRI mulai renggang. Sejak dekade awal 
1990, hubungan antara Gus Dur dan Soeharto mulai renggang, 
khususnya pasca dukungan Soeharto atas pembredelan tabloit 
Monitor yang memojokkan kalangan Katolik. Dalam hal ini, 


108 Robert W. Hefner, ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia, Yogyakarta: 
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ICMI sebagai representasi dari Islam konservatif memanfaatkan 
Soeharto untuk membalik opini mapan bahwa Soeharto ternyata 
anti pada non-muslim dan penganut kepercayaan. Penempatan 
Soeharto sebagai tokoh terfavorit nomor satu, di atas Nabi 
Muhammad pada urutan ke-11, sementara Arswendo Atmowiloto 
yang seorang Katolik dan Pemred Monitor diposisi ke-10, membuat 
kalangan muslim marah dan menuntut pembredelan tabloit itu 
serta pemenjaraan sang pemred. 


Berpijak dari inklusivitasnya, Gus Dur mengecam sikap 
sektarianisme sebagian muslim, karena hal tersebut merupakan 
kemunduran proses demokratisasi.” Bagi Gus Dur, pendirian 
ICMI merupakan pendekatan top-down pemerintah untuk 
menggerakkan demokrasi yang malah menutup jalan bagi apa 
yang disebut Gus Dur sebagai pendekatan demokrasi bottom-up 
untuk mewujudkan “perilaku demokrasi” hingga tataran grass 
roots. Dengan pendekatan ini, pemerintah ternyata tidak mau 
melonggarkan pegangannya atas masyarakat, sehingga potensi 
pluralitas dari rakyat terbekukan dalam segregasi politik (Islam) 
yang sektarian.!!° Inilah yang disayangkan Gus Dur, karena 
kekuatan Islam moderat baru akan mengalami kemenangan 
jika sistem politik bersifat terbuka, sementara Soeharto malah 
merangkul kekuatan militan Islam yang sejak awal sudah anti 
ideologi negara. 


109 Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, Jakarta: ISAI, h. 
273 


110 Dalam hal ini kritik Gus Dur menemu dua arah sekaligus: Soeharto yang mendukung 
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Dari sini lahir Forum Demokrasi (Fordem) yang oleh Gus Dur 
dijadikan sebagai public discourse penumbuh wacana demokrasi. 
Hal ini mengundang kecaman para pejabat pemerintah, khususnya 
militer, dengan menyatakan bahwa untuk apa didirikan sebuah 
“forum demokrasi” di dalam negara yang telah menganut dan 
menegakkan “demokrasi Pancasila”? Pertanyaan ini membuat 
pemerintah memiliki legitimasi melarang berbagai aktivitas 
Fordem, meski bukan melalui alasan substantif diskursus 
demokrai itu sendiri, melainkan disempitkan menjadi masalah 
perijinan. 


Digerakkannya Fordem sebagai diskursus demokrasi alternatif, 
sekali lagi merupakan upaya Gus Dur untuk menciptakan the 
culture of critical discourse atas pemaknaan monopolitik negara 
atas demokrasi. Dalam hal ini, kritik wacana yang digerakkan 
Gus Dur adalah sebuah de-institusionalisasi demokrasi, akibat 
penjebakan negara atas kehidupan demokratisasi yang dihentikan 
pada tataran lembaga. Dalam tulisan Forum Demokrasi, Sebuah 
Pertanggungjawaban, Gus Dur menyatakan: 


Dalam keadaan efektif, lembaga-lembaga demokrasi memang 
dibutuhkan untuk mekanisme demokrasi. Tetapi bukan berarti bahwa 
proses demokrasi cukup disalurkan dalam lembaga-lembaga itu saja. 
Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pendapatnya secara 
langsung tetap merupakan bagian terpenting dalam mekanisme 
demokrasi. Keadaan yang kita saksikan sekarang, sayangnya, adalah 
terbalik. Sekalipun lembaga-lembaga demokrasi kurang berfungsi 
tetapi ia malah dijadikan alibi (bukti) adanya demokrasi, sambil 
menjadikan lembaga-lembaga itu satu-satunya tempat yang sah 
bagi pemberian ijin melakukan kegiatan pencetusan aspirasi rakyat. 
Seolah-olah dengan membuat badan-badan, dengan sendirinya jiwa 
demokrasi menjadi ada dan hidup. Ini adalah cara pandang yang 
sempit mengenai demokrasi institusional. Dengan akibat, di mana 
seharusnya aspirasi yang menentukan jenis dan watak lembaga yang 
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dibutuhkan, namun yang terjadi ialah lembaga-lembaga (institusi) 
telah membatasi aspirasi yang dimungkinkan. 


Perdebatan konstitusi ini menjadi titik legitimatif perebutan 
makna demokrasi antara Gus Dur, Fordem, dan pemerintah. 
Banyak kalangan militer penjaga konstitusi menuduh Fordem 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.1 Gus Dur 
menantang tuduhan tersebut dengan membalikkan pandangan 
bahwa sesuai pernyataan pemerintah tentang Pancasila sebagai 
“ideologi terbuka”, maka ketika pemerintah memberangus 
penafsiran dan dialektika berpikir pemaknaan Pancasila, tak ayal 


pemerintah sendirilah yang “mengkhianati Pancasila”! 


Dengan berbagai dalih, pemerintah menjadikan gemuruh 
tema-tema hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan berpendapat 
sebagai indikasi liberalisme dalam Fordem yang dirujukkan pada 
kekacauan masa demokrasi liberal 1950. Tentu lontaran ini hanya 
demi menutupi ketakutan pemerintah atas ekses agitasi Fordem 
yang akan menembus kesadaran politik massa, padahal secara 
manipulatif, negara telah menggerakkan massa mengambang demi 
terbangunnya kesadaran palsu. m 


111 Pernyataan Letnan Jendral Harsudiyono Hartas ini dilontarkan pasca dilarangnya 
aktivitas Fordem dengan alasan tidak ada izin. Pelarangan yang monumental terjadi 
pada Februari dan April 1992 dalam acara halal bi halal, padahal sebulan sebelumnya, 
Rapat Akbar NU tidak (bisa) dilarang. Lihat Gus Dur Dimaki, Gus Dur Disegani, Forum 
Keadilan, Nomor 02, 14 Mei 1992 


112 Douglas, Democratisation, h. 252 
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Karena hakikat pesantren sebagai titik mula 
proses transformasi, dengan sendirinya pesantren 
dipaksa oleh keadaan menjadi alternatif terhadap pola 
kehidupan yang ada. Peranan sebagai pilihan ideal 
ini sangat sesuai dengan perwujudan kultural agama 
Islam yang sampai ke Kepulauan Nusantara. 


Abdurrahman Wahid 


DALAM SEBUAH kesempatan, 
Gus Dur mengkritik paradigma 
antropolog Clifford Geertz 
yang terjebak pada teknokrasi 


ekonomi' yang menyatakan PESANTREN 


bahwa pembangunan ekonomi 


mesti mengacu pada percepatan SEBAGAI 
akumulasi ekonomi tingkat tinggi, SISTEM BUD AYA 


sembari meminggirkan peran 


budaya dalam menciptakan mekanisme kultural proses ekonomi 
itu. Paradigma bekerja dalam kebijakan ekonomi Orde Baru yang 
menggerakkan modernisasi tradisionalisme masyarakat desa secara 
membabi-buta. Hasilnya berupa tesis involusi pertanian milik Geertz 
yang melihat laku pertanian di pedesaan Indonesia merupakan 


113 Pengajian “bedah buku” Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, 
Clifford Geertz, bersama Gus Dur, Pesantren Ciganjur, 17 Maret 2006. Dalam kaitan 
ini, tesis involusi pertanian berangkat dari konsep ekologi kebudayaan a la Steward 
yang menyatakan, suatu kehidupan ekonomi ditentukan oleh “inti pola kebudayaan” 
(cultural core), yakni serangkaian struktur sosial, politik dan kepercaaan yang sedang 
menguasai. Dari sini Geertz kemudian melihat perkembangan pertanian di Indonesia 
sebagai akibat dari ekonomi kolonial, berupa pemisahan sektor ekspor kapitalisme 
negara kolonial, dan sektor ekonomi pedesaan yang menghasilkan pangan, sembari 
melaksanakan kewajiban pembayaran subsidi kepada sektor pertama. Involusi dilihat 
Geertz atas mandegnya pertanian, dalam arti kemampuan produksi yang hanya 
memberikan batas sub-sistem untuk makan para buruh tani, tanpa adanya akumulasi 
keuntungan. Di sinilah praktik “kemiskinan yang terbagi” oleh Geertz dianggap 
sebagai konsekuensi belaka dari rendahnya produktifitas, melalui hubungan buruh- 
majikan yang patron-client. Lihat Clifford Geertz, Involusi Pertanian, Proses Perubahan 
Ekologi di Indonesia, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1983 : 1-28. 
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penjajahan ekonomi era kolonial, sehingga praktik pertanian 
masyarakat desa berjalan secara stagnan dan hanya memenuhi 
kebutuhan dari tangan ke mulut (sub-sistem). Stagnasi ini memaksa 
penduduk desa melakukan “pembagian kemiskinan” agar buruh tani 
menerima bulir padi sebagai upah dari para majikan tanah. 


Kritik Gus Dur menohok ketidakmampuan Geertz melihat 
watak transformatif pertanian desa yang secara kultural 
menggunakan pendekatan budaya dalam mengatur produksi dan 
distribusi ekonomi. Faktor terpenting dalam hal ini adalah peran 
kyai yang oleh Geertz dilihat sebagai cultural brokers (makelar 
budaya) dan Gus Dur menyatakan ketidaksetujuannya atas 
watak teknokratis yang memosisikan kyai sebatas “bendungan” 
penghambat gelombang modernisasi dan akan segera jebol 
karena tidak kuasa membendungnya. Bagi Geertz, peran kyai 
akan tersingkir oleh modernisasi jika kyai tidak berusaha 
memodernisir diri. 


Gus Dur melihat ketidakmampuan Geertz melihat asal-usul 
kultural keterlibatan kyai yang mendampingi proses “pembagian 
kemiskinan” para petani desa melalui doa dalam ritual slametan, 
mencarikan “hari-hari baik”, menjadi pemimpin prosesi kematian 
atau pernikahan, hingga aksi radikal berupa pemberontakan 
petani vis a vis majikan tanah (kolonial Belanda). Asal-usul 
kultural ini memperlihatkan peran transformatif kyai yang 
mampu menggunakan sumber daya kultural masyarakat dalam 
mengatur proses produksi ekonomi. 


Gus Dur menulis artikel bertajuk Peran Budaya Pesantren, 


114 Pada titik ini, Gus Dur kemudian lebih menyetujui tesis Hiroko Horikoshi yang melihat 
kyai bukan sebagai broker budaya, tapi agen perubahan yang mampu melakukan 
penyaringan nilai, serta mendorong terjadinya perubahan, bukan atas paksaan 
modernisasi, tetapi lahir dari dalam inti pemikiran keagamaan. Lihat Abdurrahman 
Wahid, Pengantar, dalam Tradiisionalisme Radikal, Persinggungan NU-Negara, Greg 
Fealy, Greg Barton (ed), Yogyakarta:LKiS, 1997 : ix 
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yang sangat penting untuk membaca arah pemikiran Gus Dur. 
Artikel ini merupakan konsepsi Gus Dur atas peran budaya 
pesantren yang digambarkan melalui simbolisasi wayang. Bagi 
Gus Dur, tata pesantren memiliki tiga ruang: masjid, ndalem 
kyai, dan pondok santri. Masjid menjelma gunungan di antara 
baris Pandawa dan Kurawa!” dan berfungsi sebagai medan 
kurusetra, tempat kyai “menaklukkan” santri yang masih 
dikuasai oleh hawa nafsu. Terma santri sejajar dengan Kurawa 
yang masih dalam tahap perjalanan spiritual (salikun) menuju 
kesempurnaan pandangan (wasilun) kyai. Dari simbolisasi ini 
pesantren menjelma sistem budaya yang mengawali akulturasi 
antara sufisme dengan epos mistik Hindu-Jawa. 


Merujuk dua discourse di atas, maka penggalian akar 
intelektualisme Gus Dur dalam lembar ini difokuskan pada 
konsep pemikiran kebudayaan Islam beliau, yang mengarah ke 
orientasi transformasi kultural. Arah ini kuat dan mengakar 
dan menjadi satu struktur pemikiran yang koheren, sehingga 
bisa dibuat sebuah rumusan: kajian Islam sebagai budaya akan 
memberikan arah bagi gerak transformasi secara kultural. Pada 
titik ini bisa dipahami bahwa model pemikiran keislaman 
Gus Dur tidak terhenti pada diskursus tekstual, misalnya 
penggalian disiplin fiqh, tafsir, maupun kalam, tapi lebih pada 
aplikasi keilmuan tekstual tersebut dalam realitas kebudayaan 
masyarakat. 


Kemudian Gus Dur melakukan pribumisasi dengan 
mengembangkan aplikasi nash agama terhadap kebutuhan 
masyarakat, baik berupa adat, budaya, maupun kebutuhan hak 
asasi manusia. Pribumisasi ini bukan an sich ciptaan Gus Dur, 
beliau hanya menjadi salah satu pemikir yang melanjutkan 


115 Abbdurrahman Wahid, Peran Budaya Pesantren, Kompas, 14/07/2004 
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bentuk kebudayaan muslim Nusantara yang memiliki kontinuitas 
dengan masa lampau. Artinya, kajian Islam sebagai sistem 
budaya merupakan pembuktian Gus Dur atas fakta historis, di 
mana agama tidak mengambang dalam sebuah korpus tertutup 
lembaran produk hukum Islam, tapi telah melebur dalam 
kebudayaan masyarakat, bersatu dengan struktur sosial yang 
tidak jarang bersifat kontradiktif dengan teks formal keagamaan 
tersebut. 


e. SUB-KULTUR PESANTREN 


JIKA MENGACU pada konsep Geertz tentang agama sebagai 
sistem budava (religion as a cultural svstem), maka pemaknaan 
Gus Dur atas fungsi kebudavaan dalam Islam berkaca pada 
sebuah konsepsi bahwa agama merupakan sistem simbol vang 
memungkinkan para pemeluknva mendapatkan jaringan makna. 
Geertz menvebutnva sebagai pendekatan hermeneutis dalam studi 
antropologi agama dan memosisikan agama tidak sebatas sebagai 
fakta sosial lavaknva Durkheim, melainkan sebuah sistem makna 
vang memungkinkan para pemeluknva menginterpretasikan 
simbol-simbol agama. Menurut Geertz: 


Agama adalah suatu sistem simbol vang berfungsi untuk 
mengukuhkan suasana hati dan motivasi vang kuat, mendalam 
dan tak kunjung padam dalam diri manusia, dengan 
memformulasikan konsepsi tentang tatanan umum eksistensi 
dan membungkus konsepsi itu dengan aura aktualitas vang 
bagi perasaan dan motivasi nampak realistis. 


Dari sini tampak bahwa Geertz berangkat dari interpretasi 
psikologis, sehingga simbol agama memberikan makna sistemik 
vang memiliki ekses kultural dalam masvarakat. Simbol ini telah 
menciptakan persesuaian mendasar antara kevakinan metafisis 
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keagamaan, bentuk partikular budaya masyarakat, dan ide-ide 
umum tentang pengaturan kehidupan yang paling komprehensif.!' 
Dalam kaitan ini, Gus Dur menemukan fungsi pandangan 
hidup (world view) yang dilandasi oleh keyakinan agama dalam 
merumuskan struktur sosial di masyarakat, sehingga agama tidak 
hanya jaringan aturan dalam doktrin formal, melainkan sebuah 
kebudayaan yang membuat agama dipengaruhi dan mempengaruhi 
sistem kemasyarakatan.' Pada titik ini, konsep agama sebagai 
sistem budaya memperlihatkan urgensi lembaga keagamaan sebagai 
pengikat otoritatif bagi kemapanan kohesi sosial yang dibangun 
oleh agama, sebab melalui lembaga itu, aturan agama dilembagakan 
sehingga memiliki kekuatan untuk mengikat. 


Pada titik ini, konsep agama sebagai sistem budaya tampak 
dalam konsepsi Gus Dur tentang pesantren yang secara 
antropologis beliau definisikan sebagai sub-kultur. Definisi ini 
merujuk pada pembacaan Gus Dur terhadap pesantren sebagai 
sistem budaya: pesantren tidak hanya menjadi ruang bagi proses 
belajar-mengajar ilmu keagamaan, tapi juga berfungsi sebagai 
mekanisme kultural dalam masyarakat dan mampu membumikan 
ajaran agama ke dalam adat, tradisi, dan kebutuhan sehari- 
hari. Pesantren sebagai sub-kultur merupakan sebuah produk 
pemikiran Gus Dur ketika Islam telah melembaga dalam struktur 
institusional pendidikan yang pada satu titik mengakulturasi 
budaya setempat dan kemudian melahirkan ekses kebudayaan 
yang berorientasi pada transformasi kultural. 


Istilah sub-kultur merupakan tipologi sosiologis terhadap 
suatu kultur unik dalam sub-sistem tersendiri yang terpisah dan 


116 Lihat Clifford Geertz, Religion As a Cultural System, dalam The Interpretation of Cultures, 
USA: Basic Books, 1973, h., 87-90. Lihat juga Brian Morris, Antropologi Agama, Kritik 
Teori-Teori Agama Kontemporer, Yogyakarta: AK Group, 2003 : 393 


117 Abdurrahman Wahid, Pengembangan Masyarakat Melalui Pendekatan Keagamaan, 
dalam Muslim di Tengah Pergumulan, Jakarta: Leppenas, 1981 : 6 
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sekaligus menjadi bagian kultur umum masyarakat. Sebagai 
kategori sosiologi, terma sub-kultur tidak serta-merta diterima 
Gus Dur secara taken for granted, sebab terma itu berasal dari 
“optik luar” yang belum teruji validitas empirisnya. Namun, 
sebagaimana pengakuan beliau, sebagai identitas kultural, 
berbagai karakteristik sub-kultur ada dalam beberapa unsur 
kebudayaan pesantren, meski karakternya hanya terdapat dalam 
kerangka ideal dan minim pada ranah empiris. Jika merujuk 
sosiologi, maka sebuah kultur bisa disebut sebagai sub-kultur 
bila punya tiga karakter, yakni keunikan dalam cara hidup, 
pandangan hidup khas, dan hirarki kekuasaan intern yang ditaati 
sepenuhnya. Ini juga ditemukan oleh H. Mahbub Djunaidi 
dalam dunia kaum hippies yang menganut life pattern, mores, 
and internal authority. 


Menurut Gus Dur, dalam cara hidup, pesantren memiliki 
uniqueness pada dua hal. Pertama, pengaturan waktu. Kegiatan 
di pesantren berputar pada pembagian periode berdasarkan 
lima waktu sembahyang wajib (shalat rawatib). Pengertian waktu 
pagi, siang, dan sore di pesantren berbeda dengan pengertian 
dalam masyarakat umum. Maka, para santri sering menanak nasi 
tengah malam atau mencuci pakaian menjelang petang. Dimensi 
waktu yang unik ini tercipta karena kegiatan pokok pesantren 
dipusatkan pada pemberian pengajian buku-buku teks (al-kutub al- 
mugarrarah) setelah sembahyang wajib. Sehingga, semua kegiatan 
lain harus tunduk dengan pembagian waktu pengajian. Dimensi 
waktu yang unik ini juga terlihat pada lamanya masa belajar 
pesantren. Selama santri masih perlu bimbingan pengajian dari 
kyainya, ia tidak merasakan keharusan mengakhiri masa belajar 
di pesantren. Kedua, struktur pengajaran. Dari sistematika 
pengajaran, dijumpai jenjang pelajaran yang berulang dari tingkat 
ke tingkat, tanpa terlihat kesudahannya. Materi yang diajarkan 
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sering berupa pengulangan pembahasan meski dengan buku teks 
yang berlainan, dimulai dengan “kitab kecil” (mabsutat) yang 
berisi teks ringkas dan sederhana, pengajian akan perlu waktu 
bertahun-tahun untuk mencapai “kitab sedang” (mutawassitat). 
Santri bebas memilih pengajian yang dibutuhkannya. Jika santri 
ingin ikut semua jenis pengajian, tentu butuh waktu lama hingga 
belasan tahun. Namun, keseluruhan struktur pengajaran itu 
tidak ditentukan oleh masa santri mengaji, karena tidak ada 
keharusan menempuh ujian atau memperoleh diploma dari 
kyai. Satu-satunya ukuran adalah ketundukan dan kemampuan 
memperoleh ngelmu dan barokah dari kyai. 


Selain kurikulum pelajaran yang luwes, keunikan pengajaran 
di pesantren juga pada cara pembelajarannya dan penggunaan 
materi ajar yang dikuasi oleh para santri. Pelajaran diberikan 
dalam pengajian berbentuk kuliah terbuka, di mana sang 
kyai membaca, menerjemahkan, dan menerangkan persoalan 
dalam teks (kitab). Para santri kemudian membaca ulang teks 
itu di hadapan kyai, di bilik santri, atau dalam pengajian ulang 
antara sesama santri, seperti musyawarah, takrar, mudrasah, 
maupun jam'iyyah. Semua mata pelajaran bersifat aplikatif!!® 
(diamalkan sehari-hari), sehingga kyai harus memperhatikan betul 
kemampuan santri dalam mengaplikasikan pelajaran. Karenanya, 
pelajaran di pesantren membentuk tata nilai dan pandangan 
hidup kaum santri. Gus Dur bertutur: 


Karena tidak ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh 
oleh aplikasi pengajian, dimulai dari menyucikan diri untuk 
ibadah ritual, hingga pada ketentuan prosedural tata niaga 
yang diperkenankan agama, maka pemberian pengajian 
oleh sang kyai kepada santrinya, sama saja dengan proses 


118 Abdurrahman Wahid, Principle of Pesantren Education, makalah the Pesantren 
Education Seminar, Berlin, oleh TU Berlin dan FNS, Juli 9-12 1987: 4 
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pembentukan tata nilai yang lengkap, dengan cara penilaian 
dan orientasinya sendiri. Nilai-nilai (mores) yang tercipta 
dalam bentuk serangkaian perbuatan sehari-hari inilah yang 
kemudian dikenal sebagai “cara kehidupan santri” yang oleh 
Geertz dalam The Religion of Java, dikontraskan dengan 
“kehidupan kaum abangan” di negeri ini. 11° 


Ciri sub-kultur selanjutnya dari pesantren adalah tata nilai 
dan pandangan hidup khas yang berasal dari cara hidup unik di 
atas. Visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah di hari kelak 
menempati kedudukan terpenting dalam tata nilai di pesantren. 
Dalam terminologi pesantren, visi ini disebut “keikhlasan” 
dengan satu terma “pandangan hidup ukhrawi”. Sehingga 
asketisme (az-zuhud atau kealiman) menjadi dasar dan bentuk 
kebudayaan masyarakat pesantren. Praktik asketis ini terdapat 
dalam dua unsur. Pertama, peniruan, yakni kontinuitas kesadaran 
memindahkan pola kehidupan para sahabat Nabi dan para ulama 
salaf dalam praktik kehidupan di pesantren yang tercermin 
dalam ketaatan ibadah yang maksimal dibarengi penerimaan 
atas kondisi material yang serba kurang (demi terpuaskannya 
pandangan ukhrawi) dan terbentuknya kesadaran kelompok 
(esprit de corps) yang tinggi. Kedua, pengekangan (ostracization) 
yang memiliki perwujudan utama dalam disiplin sosial yang ketat. 
Kesetiaan tunggal pada pesantren adalah dasar pokok disiplin 
ini, sedangkan pengucilan akibat pembangkangan merupakan 
konsekuensi mekanisme pengekangan yang dipergunakan. Dalam 
hal ini, pengusiran santri menjadi hukuman sangat berat karena 
mengandung implikasi penolakan total oleh semua pihak, selain 
topangan moral kyai atas santri. Kriteria untuk mengukur kesetiaan 
santri pada pesantren adalah kesungguhannya melaksanakan pola 


119 Abdurrahman Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, dalam Menggerakkan Tradisi: 
Esai-Esai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2001: 7-11 
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kehidupan yang tertera dalam literatur fiqh dan tasawuf. Salah 
satu bentuk penerapan kriteria ini adalah sebutan ahli maksiat 
bagi santri yang dikucilkan. 


Di sini Gus Dur menemukan faktor pembentuk nilai di 
pesantren yang dipegang oleh hukum fiqh yang diikuti oleh adat 
atau kebiasaan kaum sufi. Bagi Gus Dur: 


... nilai yang bertentangan dengan fiqh, bagaimanapun tidak 
berartinya (seperti bunga bank), tentu tidak mendapatkan 
tempat di pesantren... Jika diktum yang diletakkan fiqh sudah 
diterima, maka untuk menyempurnakan pelaksanaannya, 
haruslah disesuaikan dengan amalan yang dianggap mulia 
oleh kaum sufi, guna memperoleh predikat “amalan utama” 
(fadha’il al-‘amal). Keharusan menyerahkan diri sepenuhnya 
pada kyai, tidak lain merupakan kelanjutan dari ketundukan 
para anggota gerakan sufi kepada mursyid penunjuk ke 
arah kesempurnaan pengertian akan hakikat Allah. Apabila 
preskripsi fiqh dapat disamakan dengan tubuh/wadag kasar, 
maka kelengkapannya dengan perbuatan-perbuatan mulia 
adalah jiwa dari tubuh kasar itu; perpaduan antara kedua 
unsur tersebut merupakan kulminasi tertinggi dalam tata 
nilai yang berkembang di pesantren. '2 


Dengan dua alat utama dalam pembentukan nilai itu, maka 
dibutuhkan mekanisme yang mampu memeliharanya dari generasi 
ke generasi. Mekanisme itu ditemukan pada sistem transmisi 
riwayat secara berantai (isnad) yang semula dipergunakan dalam 
kodifikasi corpus hadist maupun penulisan sejarah Islam dan 
sastra Arab. Pada titik ini, sistem nilai di atas selalu dikembalikan 
pada perintah Walisongo sebagai penguasa yang otoritatif dalam 
lingkungan pesantren. Imprimatur Walisongo menjadi jaminan 
keaslian nilai-nilai yang diwariskan secara berantai itu. Sampai di 


120 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, h. 16-25 
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sini, konsep sufisme pesantren berbeda dengan tata nilai serba 
spekulatif dalam pendidikan agama di negeri Arab. Berbeda 
dengan kategorisasi rasa ekstasi (jazabah) dalam percobaan 
mengenal hakikat dan kebenaran Allah (mystical ecstasy) dalam 
bentuk baris-baris sajak atau rumus-rumus tasawuf, sufisme 
pesantren lebih ditekankan pada pembentukan nilai-nilai praktis 
yang mengatur kehidupan sehari-hari, sehingga kehilangan nilai 
spekulatifnya. Ini sesuai dengan gerakan tasawuf di negeri ini 
yang sangat sedikit mementingkan pengungkapan keindahan 
cinta abstrak kepada Allah, tapi mengutamakan pekerjaan ibadah 
yang dianggap utama (wirid). 


Ciri terakhir dari sub-kultur pesantren adalah hirarki 
kepemimpinan kyai. Gaya kepemimpinan ini terutama berciri 
hubungan guru-murid yang ketat dan intens berdasarkan doktrin 
emanasi (alfaid) sufi. Menurut doktrin ini, keagungan Allah 
memancar dari wajah-Nya sebagai Cahaya Sejati (an-nur) yang 
membekas pada tipe-tipe orang tertentu, seperti para guru. Dengan 
berkhidmat pada para kyai dan mencontoh cara hidup mereka 
dari dekat, para santri akan memperoleh keagungan, sehingga 
kelak mereka dapat menjadi kyai. Kepemimpinan tersebut 
ditegakkan di atas wibawa moral kyai sebagai penyelamat para 
santri dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan. Dengan 
demikian, kekuasaan kyai berwatak absolut. Hirarki internal ini, 
yang sama sekali tidak mau berbagi tempat dengan kekuasaan 
di luar, membedakan kehidupan pesantren dari pola masyarakat 
umum. Demikian besar kekuasaan kyai, sehingga santri seumur 
hidupnya senantiasa terikat dengan kyainya, minimal sebagai 
sumber inspirasi dan penunjang moral. Keterikatan ini bisa 
dilihat dari perasaan wajib berkonsultasi kepada kyai ketika santri 
menghadapi masalah seperti memilih jodoh, membagi warisan, 
hingga menentukan pekerjaan. 
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Dalam struktur kepemimpinan, yang termasuk warga pesantren 
adalah kyai (ajengan, nun, atau bendara) sebagai pengasuh, para 
guru (ustadz), dan para santri. Kepengurusan pesantren adakalanya 
berbentuk sederhana di mana kyai memegang kepemimpinan 
secara mutlak dalam segala hal, sedangkan kepemimpinan itu sering 
diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku “lurah pondok”. 
Karena itu, betapapun demokratisnya susunan kepengurusan, tetap 
ada jarak tak terjembatani antara kyai beserta keluarganya dengan para 
asatidz dan santri. Kyai bukan sebagai primus interpares, melainkan 
pemilik tunggal (directeur eigenaar). Kedudukan kyai berfungsi ganda: 
pengasuh sekaligus pemilik pesantren. Secara kultural, kedudukan 
ini sama dengan kedudukan bangsawan Jawa (kanjeng). 


Di sini dibutuhkan kyai berkepribadian kuat, terutama 
ketekunan dan penguasaan diri. Watak kepemimpinan kyai 
mengandung sikap curiga kepada pihak luar dalam urusan 
pesantren yang melahirkan dua ciri subkultur, yakni sifat 
tertutup pesantren dan solidaritas tinggi antar sesama pesantren. 
Kepribadian yang kuat melahirkan kharisma, yang juga terbentuk 
oleh struktur pengajaran tradisional yang menularkan ilmu dari 
generasi ke generasi melalui sistem bimbingan individual (ijasah 
lisan, yaitu perkenan kyai kepada santri untuk mengajarkan 
ilmu yang dikuasainya). Sistem ini membuat para santri seumur 
hidupnya terikat secara spiritual dengan kyainya, minimal sebagai 
pembimbing seumur hidup (life-long tutor). 4! 


Fungsi ini menghasilkan peranan kyai sebagai peneliti, penyaring, 
dan akhirnya asimilator aspek-aspek kebudayaan dari luar yang 
masuk pesantren. Karena para santri nanti mengembangkan aspek- 
aspek kebudayaan yang telah memperoleh imprimatur dari kyai, 
maka dengan sendirinya peranan kyai sebagai agen budaya (cultural 


121 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, h. 16-17 
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brokers) juga tidak dapat dianggap kecil, sebagaimana disinyalir oleh 


para sarjana yang melakukan riset “Proyek Modjokuto”. Dalam hal 


ini, asketisme digunakan oleh kyai untuk mengasimilir nilai-nilai 


budaya baru ke dalam tata nilai yang telah dimiliki pesantren, 


misalnya penggunaan legenda pewayangan Jawa dalam menerangkan 


beberapa unsur keimanan dalam tabligh keagamaan atau penggunaan 


lagu Melayu terbaru sebagai medium dakwah. Pada titik ini, kyai 


melakukan “pembaruan terbatas” melalui gaya asimilasi yang unik. 


Gus Dur menyatakan: 


Walaupun secara kultural tidak bersifat kreatif, namun 
peran asimilasi tidak kurang membutuhkan kemampuan kyai 
untuk melakukan inovasi sendiri, setidak-tidaknya untuk 
“menumpulkan” ekses-ekses yang dibawa oleh setiap nilai 
baru yang menyentuh kehidupan di sekelilingnya. Di salah 
satu pesantren besar di Jawa Timur, seorang kyai mendirikan 
SMP, guna menghilangkan ancaman penggunaan narkotika di 
kalangan sementara keluarga santri, yang tadinya putera- 
putera mereka disekolahkan diluar pesantren. Respon kultural 
yang reaktif ini, bagaimanapun bergunanya disatu saat, 
pada akhirnya membuat para kyai sukar dalam memahami 
setiap gejolak nilai intrinsik masyarakat, karena setiap 
pemahaman atas gejolak itu, senantiasa dilakukan dari sudut 
kemungkinan penyerapan kedalam lingkungan pesantrennya 
sendiri. Dengan demikian, peranan adaptif ini pada akhirnya 
membawa kyai pada sikap hidup yang secara kultural dapat 
dinilai oportunistik, dalam arti kata, ia harus mengusahakan 
tercapainya keseimbangan kultural semaksimal mungkin. 
Pada umumnya, peranan ini menghasilkan sikap hidup datar 
(bland), di mana nilai yang diakui adalah nilai minimal 
(common cultural denominators) yang diakui bersama oleh 
pesantren dan masyarakat diluarnya. ‘74 


122 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, h. 19-20 
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Watak sub-kultur yang ditemukan Gus Dur dalam nilai, cara 
hidup, dan model kepemimpinan di atas, pada perjalanannya 
telah menempatkan pesantren dalam peran ganda: sub-sistem 
unik yang terpisah, dan oleh karena itu menjelma alternatif ideal 
bagi “krisis sistemik” masyarakat di sekelilingnya. Posisi ideal ini 
menurut Gus Dur sangat sesuai dengan perwujudan kultural 
Islam yang sampai ke Nusantara. Perwujudan kultural Islam ini 
mewujud dalam perpaduan antara doktrin formal Islam dengan 
kultus para wali (berpuncak pada kultus Walisongo), sebagai 
sisa pengaruh pemujaan orang-orang suci (hermits) dalam agama 
Hindu. Perwujudan kultural itu nampak nyata dalam asketisme 
(azzuhud, kealiman) yang mewarnai kehidupan agama Islam di 
kepulauan Nusantara, tidak sebagaimana yang terjadi di negeri- 
negeri Arab. Di sisi lain, posisi keterpisahan kultural tersebut 
kemudian dibarengi oleh posisi menjadi bagian dari masyarakat, 
dalam arti keterlibatan aktif pesantren dalam proses perubahan 
sosial. Posisi kultural pesantren yang kuat (karena memiliki 
sub-sistem tersendiri), menjadikan pesantren mampu mewarnai 
kehidupan masyarakat luas, sebagaimana dicontohkan Gus Dur 
dalam kasus pendirian awal beberapa pesantren yang merupakan 
respon terhadap “penyakit sosial” yang ada. 


e. FUNGSI KULTURAL 


TERMA transformasi kultural yang digerakkan Gus Dur, 
berangkat dari satu postulat fungsi kultural atas format kebudayaan 
pesantren. Transformasi ini merujuk pada ekses kultural sistem 
budaya atau sub-kultur pesantren yang kemudian berfungsi 
melakukan koreksi moral keagamaan masyarakat, sehingga 
tercipta sebuah penghayatan keagamaan. Dalam perjalanannya, 
koreksi keagamaan ini kemudian melahirkan konflik politik 
ketika ia berbenturan dengan ketimpangan struktural, semisal 
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ketidakadilan sosio-ekonomi, sehingga terjalin kesinambungan 
perubahan, antara transformasi penghayatan keagamaan, dengan 


perubahan sosio-politik.'”’ 


Transformasi kultural juga terjadi dalam proses pribumisasi 
Islam. Dalam poin ini, transformasi terjadi ketika hubungan 
antara agama dan budaya lokal mengalami proses akulturasi, 
baik melalui pengembangan aplikasi nash guna memenuhi 
kebutuhan adat, maupun “penyetubuhan” mistis antara sufisme 
dengan mistik Hindu. Akulturasi ini tidak hanya mampu melerai 
ketegangan antara agama dan budaya, tapi juga telah menciptakan 
transformasi secara kultural, dalam arti proses bergeraknya 
agama melalui budaya seperti yang terjadi pada bentuk kesenian 
Islam lokal, dakwah lewat wayang, hingga pendampingan kyai 
dalam aksi kemasyarakatan. Proses transformasi yang bersifat 
eksternal ini, selalu mensyaratkan sebuah transformasi internal 
dari agama, melalui pengembangan pemahaman wahyu, serta 
aplikasi metodologi hukum guna pembaruan fiqh. Transformasi 
internal ini menjadi syarat mutlak, sebab secara inheren agama 
memang memiliki potensi dogmatis yang tentunya bersifat 
menghambat bagi gerak transformatif. Secara aplikatif, proses 
pribumisasi Islam ini kemudian melembaga dalam format 
kebudayaan pesantren, sehingga sistem keislaman pesantren 
bersifat membumi: berangkat dari akomodasi adat-svari'at, 
kepada pembentukan solidaritas sosial serta kerja-kerja praksis, 
antara pesantren dan masyarakat. 


Secara historis, fungsi kultural pesantren ini berangkat dari 
perbedaan fungsi kesejarahan yang menjadi latar belakangnya. 
Jika di awal pendiriannya, pesantren berfungsi sebagai instrumen 
islamisasi—terutama dengan menggunakan gerakan tarekat, 


123 Abdurrahman Wahid, Pesantren dan Pengembangan Watak Mandiri, dalam 
Menggerakkan Tradisi, Yogyakarta: LKiS, 2001: 102 
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maka pada masa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, 
pesantren secara kultural berfungsi sebagai benteng pertahanan 
menghadapi penetrasi kebudayaan luar. Fungsi ini menghendaki 
adanya proses “pemurnian” agama dalam batas-batas tertentu, 
dimulai dengan penonjolan aspek syara’ (formalisme hukum 
agama). Para ulama terkemuka merasa terdorong untuk mulai 
menghadapkan aspek syara’ dengan aspek mistik dari keislaman, 
seperti yang dilakukan Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfudz 
Termas, dan Syekh Hasyim Asy'ari. 


Perubahan fungsi kultural ini mewujud dalam perubahan 
mendalam atas pola pendidikan agama beserta perannya dalam 
masyarakat. Jika pada era tarekat, pesantren hanya menekankan 
penguasaan atas peralatan yang cukup untuk beribadat secara 
intensif dengan Allah, maka pada era syara', pendidikan pesantren 
memiliki fungsi kemasyarakatan yang lebih luas: ia dipergunakan 
untuk melakukan transformasi kultural secara total. Tutur Gus 
Dur: 


Kisah para kyai yang “babat” mendirikan pesantren dengan 
sengaja di daerah-daerah “hitam” di pinggiran kota, 
adalah bukti nyata dari kecenderungan untuk menggunakan 
pendidikan pesantren sebagai alat transformasi kultural 
yang berlangsung secara perlahan tetapi menyeluruh. Di 
wilayah-wilayah perkebunan asing yang luas, muncullah 
kantong-kantong pesantren yang secara berangsur-angsur 
meluaskan pengaruh dan secara kolektif melakukan kerja 
transformasi. 1 


Pola pertumbuhan hampir setiap pesantren menunjukkan 
gejala transformatif seperti ini. Bermula dari inti sebuah surau 
guna keperluan ibadat dan pengajaran, pesantren kemudian 


124 Abdurrahman Wahid, Pengembangan, h. 3 
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berkembang menjadi sebuah lembaga masyarakat yang memainkan 
peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama, serta 
menciptakan perubahan tata laku dari masyarakat sekitarnya. 
Kasus pendirian Pesantren Tebuireng di Jombang bisa menjadi 
representasi transformasi tersebut.!? Masyarakat pedusunan 
di tempat itu pada mulanya adalah sebuah masyarakat serba 
keduniawian (mundaan) yang didukung oleh kehidupan relatif 
makmur dengan adanya sebuah pabrik gula. Namun sikap hidup 
masyarakat Jawa lama yang berorientasi pada harmoni dengan 
Sang Pencipta dalam kehidupan serba keagamaan bersinggungan 
dengan ekses-ekses kehidupan ekonomi liberal yang mendukung 
eksistensi pabrik tersebut. Proses akulturasi dari perbenturan ini 
menciptakan masyarakat yang secara budaya berwatak rawan: 
hilangnya rasa aman karena gangguan “jago-jago” dan meluasnya 
relativitas moral. Berdirinya pesantren di tempat itu mulanya 
memperoleh tantangan dari masyarakat, tapi lambat laun mereka 
mengalami transformasi menjadi sebuah pola kehidupan baru di 
mana nilai keagamaan kembali mendapat tempat dominan. 


Pada titik ini, Gus Dur kemudian memberikan gambaran 
komponen utama yang menopang fungsi transformatif dari 
pesantren. Komponen itu merupakan bentukan sistem budaya 
yang terkonstruksi secara kultural oleh proses kesejarahan yang 
panjang. 


Pertama, tata nilai (value system). Poin ini merujuk pada 
kebulatan pandangan warga pesantren yang merupakan produk 
moralitas dari watak sub-kultur di atas. Tata nilai itu meliputi 
motivasi sarwa ibadah dalam menjalani setiap lekuk kehidupan, 
baik pada level ibadah ritual keagamaan, maupun aktivitas 
pembelajaran dan kemasyarakatan. Pandangan sarwa ibadah ini 


125 Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, h., 14 
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melahirkan kecintaan mendalam atas ilmu-ilmu agama maupun 
ahli ilmu agama (kyai) yang melahirkan kesediaan berkorban demi 
tercapainya pemahaman keilmuan, plus keikhlasan mengabdi 
kepada kyai. Pada ranah sosiologis, sikap ini membentuk 
rasa kolektivitas yang tinggi antar-warga pesantren berupa 
kesediaan bekerja untuk kepentingan bersama. Dari sini Gus Dur 
menemukan kesinambungan proses transformatif yang bermula 
dari wilayah kultural yang kemudian menembakkan arah bidik 
pada wilayah sosio-ekonomi. Paparan beliau: 


Peranan kultural pesantren yang utama adalah penciptaan 
pandangan hidup yang serba khas santri, yang dirumuskan 
dalam sebuah tata nilai yang lengkap dan bulat. Tata nilai 
ini berfungsi sebagai pencipta keterikatan satu sama lain 
(homogenitas) di kalangan warga pesantren sendiri, selain 
berfungsi sebagai alat penyaring dan penyerap nilai-nilai 
baru yang datang dari luar. Sebagai alat pencipta keguyuban 
masyarakat, tata nilai yang dikembangkan itu mula-mula 
dipraktikkan dalam intern pesantren, antara ulama/kyai/ 
ajengan/tuan guru dan para santrinya maupun antara 
sesama santri sendiri. Kemudian dikembangkan keluar 
lingkungan pesantren, mula-mula dalam bentuk pengaturan 
hubungan antara warga pesantren dan orang-orang yang 
berada diluarnya, dan terakhir masyarakat secara luas 
mendapatkan pengaruh kuat dari pesantren. Di masa lampau, 
pandangan hidup yang dibentuk oleh tata nilai ini dapat 
dilihat manifestasinya dalam kesediaan menerima hidup yang 
bersahaja, kesediaan memberikan pengorbanan besar bagi 
tercapainya cita-cita (kebiasaan tirakat), dan kebanggaan 
pada cara hidup sebagai santri itu sendiri. Dari sikap hidup ini 
tumbuhlah dua hal yang menonjol: ketundukan pada ulama 
dan orientasi hidup yang lebih bersandar pada kemampuan 
sendiri (self reliance). Secara konkret, kedua hal ini lalu 
dipusatkan pada pengembangan watak tolong-menolong 
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yang bersifat kolegial, yang memang wajar dengan watak 
gotong-royong, yang telah ada dalam kehidupan masyarakat 
semenjak dahulu kala. '2 


Dari fungsi kultural ini lahir serangkaian etik sosial 
yang bersifat khas santri. Etik sosial ini antara lain berupa 
kecenderungan mengutamakan kolegialitas dalam transaksi 
perdagangan, memulai usaha dari modal kecil lantaran tata 
nilai tidak menyetujui kredit berbunga, kurangnya perhatian 
pada akumulasi modal sebagai tujuan berniaga, dan minimnya 
kesediaan membuka usaha-usaha baru. Di sisi lain berkembang 
etik sosial yang berwatak pengayoman (patronage) di mana pihak 
yang lebih beruntung wajib membagi secara merata sebagian 
keuntungan yang diperolehnya, antara lain melalui zakat. Etik 
sosial ini menghasilkan struktur kehidupan masyarakat berwatak 
populis yang dilestarikan melalui ajakan berbelas kasih (rifqah) 
kepada pihak yang tertimpa kemalangan dan kekurangan. 


Kedua, sistem keilmuan. Ini lahir dari hasil riset kesejarahan 
Gus Dur yang menggali genealogi keilmuan pesantren yang beliau 
didefinisikan sebagai fiqh-sufistik. Terma ini merujuk sistem 
keilmuan pesantren yang telah mengalami akulturasi antara disiplin 
fiqh dan tasawuf yang merupakan jelmaan kesinambungan sejarah 
keilmuan Islam di Nusantara. Dalam hal ini, Gus Dur melihat 
bahwa sistem fiqh-sufistik itu berangkat dari dua gelombang 
keilmuan Islam yang mengacu pada peran tasawuf dalam proses 
Islamisasi Nusantara sejak abad ke-15 hingga pembukaan cakrawala 
baru yang lebih berorientasi pada fiqh (syari'at) sejak terjalin 
jaringan ulama Jawi-Mekkah.'”” Pada perjalanannya, orientasi 


126 Abdurrahman Wahid, Manfaat Koperasi bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan 
Islam, dalam Bunga Rampai Pesantren, CV Dharma Bhakti, 1985 : 98-99 


127 Pada titik ini, Gus Dur memberikan apresiasi atas penelusuran Martin van Bruinessen, 
yang melakukan penulisan ulang genealogi intelektual pesantren. Ini dilakukan 
Martin melalui kajian literatur keraton Jawa semisal Serat Centini dan arsip kolonial 
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sufistik yang menjadi mainstream Islamisasi awal para Walisongo 
tersebut, kemudian mendapatkan ruang aplikatif dalam ketaatan 


hukum Islam oleh para ulama abad ke-19, sehingga lahir tasawuf 


1128 


Sunni'? atau akhlagi di mana sosok al-Ghazali yang menjadikan 


pembersihan hati guna perbaikan tingkah laku menjadi tujuan 


utama dalam bertasawuf. !2? 


Sifat aplikatif dari figh-sufistik ini memiliki gerak 
transformatif “keluar” karena watak mistiknya yang tidak 
terjebak ekstase asbtrak layaknya kaum falsafi, baik dalam konsep 
wujudiyah maupun fana’. Hal tersebut kemudian melahirkan 
metode penafsiran yang bergerak ke ranah keprihatinan sosial, 
misalnya konsepsi jihad dalam kitab Panah athThalibin yang 
dimaknai bukan sebagai “perang suci”, melainkan pemberantasan 
kekurangan gizi, penyediaan pakaian dan tempat tinggal, serta 


Belanda tentang tanah Perdikan, yang akhirnya melahirkan kesimpulan atas 
kesinambungan keilmuan pesantren, bukan berasal dari abad ke-15 era Walisongo 
(layaknya tesis Drewes), melainkan berasal dari permulaan abad ke-19, di mana 
dominasi tradisi keilmuan Islam ulama Kurdi di Hijaz, menjadi sumber utama. Dari 
sinilah Martin kemudian menemukan 'tradisi Kurdi’ di berbagai keilmuan para 'ulama 
Jawi yang akhirnya mendirikan pesantren di Nusantara. Lihat Abdurrahman Wahid, 
Martin van Bruinessen dan Pencariannya, pengantar dalam Martin van Bruinessen, 
Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 
1999 : 13 


128 Menarik jika membaca kritik Gus Dur atas dikotomi tasawuf sunni versus tasawuf 
falsafi. Dalam hal ini, Gus Dur telah memberikan counter discourse dengan 
menyatakan, bahwa tidak selamanya aspek falsafi berbenturan dengan sunni 
dalam tasawuf. Ini merujuk pada akomodasi para Walisongo serta ulama NU 
semisal Kyai Hasyim Asy’ari, yang mengambil satu metode tahallul (penempatan 
diri pada makhluk lain), yang oleh Gus Dur dirujukkan pada Ibn ‘Arabi. Tahallul ini 
menjelma dalam proses reinkarnasi, semisal Soekarno yang merupakan keturunan 
Maulana Ishaq al-Tabarqi, serta posisi politis yang disandang oleh 'jabatan' wali di 
dalam pemerintahan kerajaan Jawa. Hanya memang, pada titik ini Gus Dur tetap 
melihat posisi utama al-Ghazali dalam tasawuf NU, pesantren, dan Walisongo yang 
mengindikasikan kuatnya sunnisme dalam tradisi mistik kalangan pesantren. Lihat 
Abdurrahman Wahid, Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi, pengantar dalam 
Alwi Shihab, Islam Sufistik, Bandung: Mizan, 2001 : xix-xxvii 


129 Abdurrahman Wahid, Asal-usul Tradisi Keilmuan di Pesantren, dalam Menggerakkan 
Tradisi, Yogyakarta: LKiS, 2001 : 162-169 
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pengurusan biaya medis bagi kaum miskin yang tidak mampu— 


50 Penafsiran populis itu tidak 


termasuk terhadap non-muslim. 
hanya berhenti pada teks jurisprudensial, tapi juga kerangka 
berpikir metodologis yang digunakan untuk menguasai ilmu 
agama. Salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam 
pesantren adalah “kebijakan seorang pemimpin terhadap orang 
yang dipimpinnya hendaklah mencerminkan kesejahteraan 
mereka”. Dari sinilah terjadi transformasi penafsiran atas 
hadist Nabi “Kefakiran nyaris membawa (orang) pada kekafiran 
(terhadap Allah)” yang semula hanya terhenti pada kritik 
moral individual, bergerak pada pencarian berbagai akar sosial 
penyebab kemiskinan. Nilai-nilai yang lahir dari “tafsir populis” 
ini kemudian diimplementasikan ke dalam model “kesalehan 
praktis” oleh para pemimpin Islam, yang bukan hanya merujuk 
kezuhudan saja, namun lebih menekankan realisasi amal saleh 
untuk menolong orang lain yang kurang beruntung. Kesalehan 
seperti ini, yang lebih merefleksikan aktivitas sosial dibandingkan 
khusyuk dalam zikir, berasal dari teks-teks klasik tentang para 
sufi awal seperti Al-Junaid, Rabi'ah, dan Abdul Qadir Jaillani. 
Teks semacam Hulliyah al-Awliya’ banyak berisi cerita kaum 
papa dipandang mulia di hadapan Allah karena mereka sabar 
menangeung kesulitan hidup tanpa kehilangan harga diri. 


Ketiga, pendampingan kultural kyai. Proses ini mengacu pada 
elaborasi Gus Dur atas asal-usul kultural keterlibatan pesantren 
dalam pembangunan desa, melalui pertaliannya yang kuat dengan 
berbagai bentuk tradisi lokal. Di sinilah Gus Dur kemudian 
merujuk sekaligus mengkritik tesis Geertz tentang involusi pertanian 
(agricultural involution) itu. Menurut teori ini, ketidakmampuan 
tanah menyokong peningkatan hasil pertanian, suatu tahapan 


stagnasi pertanian, butuh satu bentuk pembagian produk pertanian 


130 Abbdurrahman Wahid, Culture Oriented Development, h. 2-4 
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(kemiskinan yang terbagi) yang dihasilkan melalui cara-cara yang 
ekonomis dan sarana-sarana kultural. Panen dilakukan dengan 
memobilisir kaum perempuan dan anak-anak untuk merontokkan 
bulir-bulir padi menggunakan ani-ani dan setiap pekerja dapat 
imbalan berupa sejumlah bulir padi. Ini memastikan bahwa para 
pemilik tanah mendapatkan lebih sedikit dari tanahnya dibanding 
dengan langsung mempekerjakan para buruh tani. Pembagian ini 
tercermin lebih jauh dalam tradisi selametan, yakni orang kaya 
memberikan makanan kepada tetangganya beberapa kali dalam 
setahun sesuai siklus peristiwa-peristiwa yang telah terjadwal dan 
dihormati selama berabad-abad. Pada titik ini peran kultural 
pesantren dan kyai menemukan ruang, sebagaimana dijelaskan 
oleh Gus Dur: 


Pesantren participate actively in this social setting since pesantren 
(kiyais or ajengans) leaders usually officiate in those slamatans 
and solve disputes in arranging ‘just’ sharing of common works 
among those landless farmers (called gogol) and their families. The 
kiyais also function to take care of the poor farmers’ family life 
by providing traditional medicine during illnesses, accompanying 
the bereaved in cases of death, deciding the ‘good days’ to begin 
certain kinds of activities (e.g. building a house, beginning planting 
season, etc.). Those kiyais even settle disputes between landowners 
and landless farmers, which led in the past to several cases of kiyais 
leading the landless farmers to evict landowners from disputed 
lands. Usually, this extreme form of conflict management ended 
disastrously for the kiyais, since invariably the government took 
the landowner’s side. This explains why in the second half of the 
last century alone hundreds of small scale local rebellions against 
colonial rule took place under kiyayi leadership in Java, as a 
continuation of disputes settled in an unsatisfactory manner with 
big landowning families and/or groups. ‘*! 


131 Pesantren berpartisipasi aktif dalam setting sosial ini, karena para pemimpin pesantren 
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Dari fakta ini, tesis Gus Dur tentang kyai sebagai agen 
perubahan menemukan ruang. Yakni, dalam sebuah situasi 
penggunaan kyai atas mekanisme perubahan yang disediakan 
oleh kaidah hukum agama, sehingga bukan sang kyai dan agama 
yang dipaksa oleh keadaan untuk mengubah diri, melainkan 
mekanisme berpikir dalam keilmuan agama yang dilandasi 
ketaatan terhadap moralitaslah yang mendorong berlangsungnya 
perubahan sosio-kultural. Namun, watak perubahan dari kyai 
ini tidak selalu berujung aksi kekerasan, karena pendekatannya 
lebih mementingkan aspek kultural, di mana para kyai mampu 
memanfaatkan simbol-simbol budaya, bukan hanya sebagai 
legitimasi, namun terlebih untuk mendekatkan transformasi 
dengan cara hidup dan struktur maknawi dari masyarakat, 
sehingga perubahan tidak tercerabut dari akar tradisi atau 
terjebak doktrin penentu kebahagiaan adalah ekonomia la kaum 
Marxis, melainkan berangkat dari kesadaran internal dengan 
orientasi perubahan yang lebih bersifat religius dan dekat dengan 
sebuah kebudayaan. 


(kyai dan ajengan) biasanya memimpin selametan-selametan itu dan melerai 
perselisihan dalam pembagian yang adil, mengenai pekerjaan-pekerjaan umum di 
antara para petani penggarap (disebut gogo/) dan keluarga mereka. Para kyai juga 
berperan mengurusi kehidupan keluarga petani miskin, dengan cara memberikan 
pengobatan tradisional bagi yang sakit, menemani keluarga yang sedang mengalami 
musibah kematian, menentukan “hari-hari baik” untuk menentukan suatu aktivitas 
(misal: membangun rumah, memulai saat musim tanam, dsb). Para kyai bahkan ikut 
menyelesaikan perselisihan antara para pemilik tanah dengan para petani penggarap, 
dimana pada masa lalu mengarah pada beberapa kasus, yang mengakibatkan para 
kyai pemimpin petani penggarap tadi, untuk mengusir pemilik tanah dari tanah 
yang disengketakan. Biasanya bentuk ekstrim dari konflik manajemen ini berakhir 
dengan sangat fatal bagi para kyai, karena pemerintah selalu berpihak pada para 
pemilik tanah. Ini menjelaskan mengapa pada paruh kedua abad terakhir ini saja, 
ratusan pemberontakan berskala lokal terhadap penguasa kolonial terjadi di bawah 
kepemimpinan para kyai di Jawa, sebagai kelanjutan dari penyelesaian perselisihan 
yang tidak memuskan dengan keluarga-keluarga besar atau kelompok pemilik tanah. 
Lihat Abdurrahman Wahid, Culture Oriented Development Policies and Programs; the 
Case of Pesantren in Indonesia, makalah dalam International Conference on Interactions 
of Development and Culture: from Dilemmas to Opportunities, oleh Fredrich Naumann 
Foundation dan International University Foundation, Bonn, 29 Juni-3 Juli 1987, h. 4 
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e TRANSFORMASI PESANTREN 


LATAR SOSIO-POLITIK yang melingkupi pemikiran pesantren 
Gus Dur adalah agenda besar modernisasi yang terkonstruksi 
dalam proyek pembangunan. Dari sini tampak posisi konsep 
transformasi kultural yang digerakkan oleh Gus Dur. Posisi 
ini mengacu pada upaya klarifikasi atas pandangan miring 
pembangunan yang menempatkan pesantren sebagai sub-kultur 
anti kemajuan. Namun, momen politik yang melingkupi telah 
mengalami pergeseran lantaran pemerintah sudah mulai merevisi 
bias modernisasi itu, sehingga pesantren dilihat sebagai instrumen 
sosialisasi serta mobilisasi sumberdaya masyarakat demi lancarnya 
proyek negara yang potensial. Dalam situasi ini lahir gagasan 
tentang Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren (PMMP) 
oleh kalangan gerakan masyarakat yang pertama kali muncul 
pada seminar tentang partisipasi pada 1971 oleh LP3ES. Seminar 
ini antara lain mengusulkan kerja penjajakan kemungkinan 
membangkitkan lembaga pesantren agar terlibat dalam proses 
pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Usulan ini muncul berdasarkan asumsi bahwa pesantren adalah 
lembaga pedesaan yang berakar dan berpengaruh kuat dalam 
masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Dalam rangka 
penjajakan tersebut, pada akhir 1971 dan awal 1972 dilakukan 
riset dengan sampel Pesantren Al-Falak, Pagentong, Bogor. 


Sebagai studi penjajakan, riset ini punya beberapa tujuan. Pertama, 
mempelajari citra atau ciri khas pesantren beserta tata nilainya, baik 
menurut kalangan pesantren maupun masyarakat sekitar. Kedua, 
mempelajari motivasi dan tingkat komitmen kalangan pesantren 
dan masyarakat terhadap kemungkinan pembaruan dan perubahan 
pesantren. Ketiga, hendak memperoleh data potensi pesantren dan 
lingkungannya terkait dengan kemungkinan peran pesantren sebagai 
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social change di daerah pedesaan.” Di sinilah diharapkan pesantren 
bisa memperluas fungsi kultural yang semula mengacu pada pelayanan 
pendidikan dan pembinaan rohani kepada peranan pembangunan 
desa, misalnya kegiatan gotong-royong dalam pembangunan prasarana 
desa, pendidikan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, pendirian 
unit usaha, maupun penyuluhan pertanian. Menurut peneliti, dengan 
peningkatan fungsi tersebut, partisipasi masyarakat pasti tidak akan 
sulit diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh satu fakta bahwa 
pesantren sebagai lembaga pedesaan ternyata potensial terlibat dalam 
kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat. Salah satu modal 
utamanya adalah nilai-nilai keagamaan yang digumuli sehari-sehari 
yang bagi masyarakat sekitarnya bisa dijadikan sumber motivasi untuk 
peningkatan kehidupan mereka. 


Berdasarkan asumsi yang sangat optimistik itu, LP3ES 
menindaklanjuti dengan menyelenggarakan LIPM (Latihan 
Tenaga Pengembangan Masyarakat) pada 1977. Pelatihan ini 
diikuti oleh enam pesantren di Jawa dan Madura serta beberapa 
perguruan tinggi. Dari pelatihan ini lahir sebuah konsep yang 
disebut Tenaga Pengembangan Pesantren (TPM) di mana 
para santri dibekali kemampuan menjadi tenaga pengembang 
masyarakat (community development agents) yang akan ditempatkan 
di pesantren sebagai eksperimentasi dari berbagai konsep 
partisipatoris tersebut. 


Dalam kaitan ini, proyek pengembangan pesantren meliputi 
dua pendekatan, yakni proyek langsung (direct project) dan 
pendekatan kelembagaan (institutional approach). Titik tekan 
proyek langsung berada di posisi sentral pesantren sebagai 
pemilik proyek, meski juga ada lembaga lain, baik dari LSM 
maupun pemerintah yang menjadi konsultan. Kegiatannya mulai 


132 Erfan Maryono, Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren: Refleksi Pengalaman 
LPSM, Jurnal Pesantren No. 3/Vol. V/1988, Jakarta: P3M : 30-31 
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dari pengadaan air bersih, usaha pos obat, maupun kegiatan 
simpan-pinjam yang mengarah pada proses belajar-mengajar 
dari pesantren dengan lembaga konsultan guna menciptakan 
proyek padat karya yang bermanfaat bagi pengembangan 
sektoral masyarakat. Sementara itu pendekatan kelembagaan 
mengacu pada penumbuhan berdirinya organisasi di lingkungan 
pesantren yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pusat 
penggerak kegiatan pengembangan masyarakat. Organisasi ini dikenal 
dengan beragam nama, seperti Biro Pengembangan Pesantren 
dan Masyarakat atau Biro Pengembangan Masyarakat. Dalam 
perjalanannya, lembaga ini berfungsi sebagai “kelas” bagi para 
santri untuk memahami persoalan aktual masyarakat, belajar 
mengorganisir rakyat, hingga sarana bagi proses adaptasi pesantren 
terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya. 


Namun dua pendekatan ini tidak lepas dari berbagai 
kelemahan. Pendekatan proyek langsung meniscayakan sebuah 
ketegangan antara pendekatan piece meal (secuil-secuil) dan sektoral 
yang berwatak improvisasi di dalam proses, dengan keharusan 
adanya long integrated planning (rancangan terpadu jangka 
panjang) yang bersifat holistik. Pendekatan piece meal dan sektoral 
yang bersifat parsial dan temporal memang dapat memenuhi 
kebutuhan jangka pendek. Tapi pendekatan ini mengabaikan 
asas sekuensial, integral, dan kontekstual dari satu program 
pengembangan masyarakat. Hal ini membuat kalangan pesantren 
hanya menerima “kulit luar” dari produk pengembangan tersebut, 
misalnya praktik peternakan ayam hanya secara alakadarnya (as 
it is), bukan sebagai titik awal perubahan penguasaan barang 
milik menuju cara produksi yang rasional, manajemen konflik 
dan kerjasama, hubungan egaliter berdasarkan persamaan hak, 
atau praktik teknologi tepat guna yang oleh kalangan pesantren 
hanya dipahami sebagai teknik kasat mata, tanpa adanya proses 
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pembelajaran filsafat dan dasar pikir dari teknologi tersebut. 


Dengan kata lain, hakikat pengembangan masyarakat, yakni 
empowering (memberi kekuatan untuk menyatakan keberadaan diri, 
mengggalang diri menuju kemandirian dan keswadayaan) rentan 
terlepas dan menghilang dari praktik semacam ini.'** Hal senada 
terjadi pada pola pendekatan kelembagaan yang sering mengalami 
benturan struktural, terkait dengan otonomi dari organisasi 
tersebut, berhadapan dengan hirarki kepemimpinan pesantren 
yang sering bersifat tertutup dari intervensi pihak luar. 


Sayangnya, berbagai fungsi transformatif ini tidak tersentuh 
secara mendalam oleh para pengambil kebijakan, karena minimnya 
studi ilmiah tentangnya. Kelangkaan ini berakibat fatal, yakni 
sifat “serba kulit” dari pengembangan terhadap pesantren, atau 
bahkan timbulnya penolakan kalangan pesantren atas proyek 
pengembangan itu. Ini lantaran ketidaktahuan pemerintah dan 
organisasi kemasyarakatan terhadap sistem nilai, sejarah dan tradisi 
pesantren, sehingga proyek modernisasi yang berupa integrasi 
kurikulum “agama dan umum”, pendidikan ketrampilan oleh 
Depag, atau agenda pendampingan masyarakat desa melalui 
pesantren, tidak mampu masuk dalam “relung kebudayaan” kaum 
santri, sehingga sering memunculkan clash of culture. 


Menurut Gus Dur, kelangkaan studi tentang pesantren 
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, elitisme pendidikan 
nasional yang bersifat abstraksi pengetahuan tanpa memaksimalkan 
pendidikan keterampilan yang mengacu pada pembentukan 


133 Hal ini disebabkan oleh keterjebakan proyek pengembangan masyarakat kedalam 
paradigma instrumentalistis, dimana pesantren hanya dijadikan alat bagi tercapainya 
pembangunan. Melalui paradigma ini, pesantren hanya diposisikan sebagai alat 
untuk sosialisasi gagasan dan program pembangunan, baik pemerintah maupun 
LSM, serta alat bagi mobilisasi sumber daya lokal, tanpa memberikan kesempatan 
pada pesantren untuk menjadi subjek bagi pembentukan kemandirian dirinya. Lihat 
MM. Billah, Dari Paradigma instrumentalistis ke Paradigma Alternatif, Jurnal Pesantren, 
No. 3/Vol. V/1988, Jakarta: P3M : 10-14 
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life skill bagi kebutuhan masyarakat. Karena pesantren adalah 
lembaga pendidikan masyarakat desa, maka kebijakan elitis dari 
sistem pendidikan itu tidak mampu menyentuh watak pendidikan 
pesantren yang populis dan dekat dengan problem veal masyarakat. 
Kedua, kesulitan mengenali pesantren sebagai sistem budaya yang 
memiliki nilai unik (oleh Gus Dur disebut sebagai sub-kultur) yang 
mengacu pada kekayaan literatur Islam klasik, kedalaman motivasi 
spiritual, dan hubungan sosial antar-warga pesantren yang sering 
berbeda dengan interaksi sosial di masyarakat umum.'** Kesulitan 
ini bertambah karena banyaknya variasi atau model pesantren, 
sehingga para pengamat sulit memetakan tipologinya. 


Pada titik ini posisi Gus Dur menemukan ruang, yakni upaya 
ilmiah seorang santri memperkenalkan pesantren kepada publik 
nasional, sehingga kultur kehidupan lembaga pendidikan Islam ini 
dapat dicerna oleh kalangan akademis, ilmuwan sosial, dan para 
pengambil kebijakan. Ini tampak dalam artikel Pesantren dalam 
Kesusasteraan Indonesia yang konon menjadi artikel pertama 
beliau di media massa. Dalam artikel ini, Gus Dur menyayangkan 
sangat minimnya apresiasi kesusastraan Indonesia terhadap corak 
kehidupan pesantren. Hanya cerpen Robohnya Surau Kami karya 
A.A. Navis yang mampu menggambarkan permasalahan kejiwaan 
pesantren, yakni mental fatalisme masyarakat beragama, meski 
latar belakang sosialnya tidak eksplisit pesantren, melainkan 
kehidupan kampung biasa. '' Minimnya potret pesantren dalam 


134 Setidaknya pada masa Gus Dur “era pemikiran pesantren" ini, baru terdapat beberapa 
riset tentang pesantren, semisal buku Profil Pesantren oleh LP3ES (1974) yang 
merupakan riset penjajagan potensi pesantren sebagai pendamping masyarakat 
di Pesantren Al-Falah, Pagentong Bogor, Clifford Geertz dalam The Religion of Java 
(1960), studi Lance Castles tentang Pesantren Gontor, Pesantren dan Pembaharuan 
editan Dawam Rahardjo (1974), buku Karel Steenbrink, Pesantren, Madrasah and 
School (1974), dan Tradisi Pesantren karya Zamakhsyari Dhofier (1982). 


135 Abdurrahman Wahid, Pesantren dalam Kesusasteraan Indonesia, Kompas, 
26/11/1973 
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sastra Indonesia ini menurut Gus Dur lantaran oleh dua hal. 
Pertama, ketidakmampuan para sastrawan menangkap persoalan 
dramatis kalangan pesantren yang berlangsung pada “taraf 
terminologis” tingkat tinggi. Soal abstrak seperti determinisme 
(aljabr), free destination (iradah), intensitas ketundukan kepada 
Tuhan, dan lain sebagainya. Berbagai persoalan teologis yang rumit 
ini sukar dituang dalam cerita fiksi. Kedua, kakunya pandangan 
masyarakat terhadap manifestasi kehidupan beragama sebagai 
produk dari sakralisme agama. Kekakuan ini membuat naluri sastra 
dan elastisitas penceritaan tidak memperoleh jalan pelepasan. 


Tujuan memperkenalkan pesantren pada tataran diskursus 
ilmiah seperti inilah yang menjadi orientasi utama pemikiran 
Gus Dur, dengan satu target pelurusan bagi setiap agenda 
pengembangan terhadap pesantren yang tengah digerakkan, baik 
oleh lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh pemerintah. Hal 
tersebut sangat urgen, karena berbagai proyek pengembangan itu 
terlaksana dengan minus pemahaman yang komprehensif atas 
tata bangunan nilai dari pesantren. Sikap Gus Dur itu dilandasi 
oleh satu kehati-hatian atas masuknya berbagai paradigma dan 
konsepsi luar seperti modernisasi ke dalam pesantren yang sering 
mengalami bias intelektual sehingga tidak jarang terbentur oleh 
penolakan dari warga pesantren sendiri. Ini disebabkan satu 
keyakinan, bahwa usaha untuk mencapai penerimaan pesantren 
terhadap konsep asing dirasa lebih baik dalam jangka panjang 
dibandingkan dengan pemaksaan satu paradigma tertentu 
kepada sistem nilai pesantren yang tentunya akan menyebabkan 
ketegangan dan bahkan penolakan." Jika pendekatan ini tidak 
dilakukan, maka berbagai upaya pembaruan dan perubahan 
pesantren berupa rasionalisasi manajerial, kurikulum non-agama, 


136 Lihat Abdurrahman Wahid, Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren, dalam 
Menggerakkan Tradisi, Yogyakarta: LKiS, 2001: 38 
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pelibatan santri sebagai pendamping rakyat, berbagai pelatihan 
ketrampilan kerja, atau invasi wacana-wacana Barat akan dihadapi 
oleh kalangan pesantren dengan sikap curiga, karena dianggap 
mengancam tata-nilai yang sudah mengakar. 


Keyakinan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan Gus 
Dur yang melihat terma modernisasi sudah masuk dalam konsepsi 
kalangan pesantren yang beliau sebut dinamisasi. Bagi Gus Dur, 
modernisasi sebagai proses penggantian nilai-nilai lama oleh nilai 
baru sudah tercakup dalam upaya kalangan pesantren untuk 
melakukan dinamisasi, yakni penggalakan kembali nilai-nilai 
hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula pergantian 
nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih 
sempurna. Di sini, praktik dinamisasi diarahkan bagi perubahan 
ke arah penyempurnaan keadaan dengan menggunakan sikap 
hidup dan peralatan yang telah ada sebagai dasar. 


Dari paparan ini bisa diambil kesimpulan, bahwa Gus Dur 
sangat terbuka dengan kehadiran perubahan yang berasal dari 
luar. Namun penerimaan tersebut dibarengi oleh himbauan 
kepada pihak luar agar memperhatikan tradisi dan tata-nilai 
yang menjadi struktur kebudayaan pesantren. Sikap seperti ini 
mengemuka dalam selektifnya penerimaan Gus Dur atas praktik 
pembangunan. Dalam arti suatu penerimaan yang sekaligus 
mengembangkan pendekatan berbeda sebagai langkah kritis atas 
kelemahan yang ada dalam rencana pembangunan. Apa yang 
disebut strategi pembangunan bottom to up hendaknya dilakukan 
pesantren dengan pemanfaatan yang spesifik berdasarkan falsafah 
sosial yang diambil dari ajaran-ajaran Islam yang dijunjung selama 


berabad-abad lalu.'* 


137 “A total rejecting attitude vis a vis government's development plans is naturally unwise. 
A selective acceptance, while developing different approaches to different facests of life 
creatively, which is what usually missing from national development plants, looks more 
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Dalam kaitan ini, Gus Dur kemudian melakukan kritik 
ke dalam pesantren sebagai konsekuensi logis bagi proses 
modernisasi, atau jika merujuk pada konsep dinamisasi itu. Di 
sini, beliau mengkritik sikap menutup diri kalangan pesantren 
terhadap berbagai perkembangan umum masyarakat, terlebih 
ketika perkembangan tersebut dirasa mengancam kemurnian 
kehidupan beragama. Sikap isolatif ini menenggelamkan 
pesantren dalam kejayaan masa silam dan sekaligus menilai 
perkembangan kekinian melalui standar masa silam tersebut. Di 
sisi lain, kalangan pesantren malah terjebak pada sikap pseudo- 
modernism, yakni sikap “adaptasi wajah kultural” modernitas 
dengan hanya mengambil teknik dan “penguasaan mikropon”, 
tanpa “bersetubuh” dengan nilai-nilai kemodernan. '$ 


Berangkat dari fakta ini, satu hal yang paling urgen dalam 
pengembangan pesantren adalah pematangan kerangka konseptual, 
sehingga kalangan pesantren mampu melihat gerak pengembangan 
itu secara terarah, dan merasa nyaman karena berangkat dari 
landasan sistem kepercayaannya. Kerangka yang dimaksud adalah 
titik pijak yang berangkat dari tradisi dan orientasi nilai pesantren. 
Jika hal ini tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah berbagai 
kecenderungan di atas, di mana modernisasi akan bertemu dengan 
dua kemungkinan: ditolak atau diterima secara “kulit luar” yang 
membuat pesantren mengalami krisis identitas. 


Kematangan kerangka pengembangan pesantren ini telah 
di elaborasi Gus Dur melalui landasan teologis, sekaligus 
strategis. Dalam landasan teologis, kerangka pengembangan 
pesantren diarahkan guna menciptakan teori sosial Islam yang 


promising and appropriate for pesantren. The so-called ‘bottom-to-up’ development 
strategy should be developed by pesantren for its own specific use, based on clear social 
philosophy as derived from Islamic teachings it upheld throughout the past centuries”. 
Lihat Abdurrahman Wahid, Culture Oriented Development, h. 6 


138 Wahid, Dinamisasi dan Modernisasi, h. 40 
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mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. 
Meminjam ungkapan Gus Dur, sebuah pengembangan masyarakat 
yang mencari keseimbangan antara kesejahteraan kolektif yang tidak 
mengalahkan hak individu, serta perwujudan hak individu dengan tidak 
merugikan masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat 
kapitalis murni. Keseimbangan ini pada dataran teologis butuh 
suatu Rukun Sosial yang menghubungkan antara keyakinan 
individu dalam Rukun Iman, dengan etik sosial yang terdapat 
dalam Rukun Islam. Landasan Rukun Sosial ini bisa memberikan 
kerangka strategis bagi pengembangan fungsi kemasyarakatan 
pesantren, dan juga Islam. Kerangka ini mengacu pada strategi 
sosio-kultural yang oleh Gus Dur didefinisikan sebagai usaha 
pencerahan melalui kritik transformatif atas perilaku lembaga 
dengan perilaku masvarakat.'' Dalam pendekatan ini, pesantren 
sebagai lembaga keislaman tidak harus terjebak dalam proses 
institusionalisasi Islam guna mengejawantahkan nilai-nilai Islam, 
melainkan sebuah gerakan pembebasan yang merujuk pada 
prinsip-prinsp utama misalnya persamaan (musawah), keadilan 
(adalah), dan musyawarah (syura). Perwujudan prinsip-prinsip 
tersebut tidak harus mengotakkan diri dalam institusi Islami, 
melainkan kearifan untuk menggunakan institusi biasa yang telah 
tertanam erat dalam tradisi masyarakat. Persoalan yang dibela 
tidak lagi soal Islam tapi lebih kepada problem kemanusiaan, di 
mana secara transformatif Islam menemukan diri di dalamnya. 


Dari sini Gus Dur menambatkan pilihan pengembangan 
pesantren pada gerak transformatif LP3ES yang menekankan 
pembentukan pesantren sebagai agent of change peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini merupakan langkah 
strategis yang berangkat dari satu potensi transformatif pesantren 


139 Abdurrahman Wahid, Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren, jurnal 
Pesantren, No. 3/vol. V/1988, Jakarta: P3M : 3-7 
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dalam pendampingan masyarakat. Pilihan Gus Dur ini lahir dari 
kritik beliau atas dua model pengembangan pesantren. 


Pertama, pengembangan secara sporadis oleh beberapa pesantren 
utama dalam mengakomodir kurikulum non-agama, misalnya 
pendirian sekolah non-agama (SMP-SMA) di pesantren maupun 
penyempurnaan kurikulum campuran “agama dan umum” dalam 
sebuah perguruan tinggi seperti Institut Pendidikan Darussalam di 
Pondok Modern Gontor. Selain itu, juga ada upaya pengembangan 
dari pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang membentuk 
model baru “pesantren pembangunan” misalnya pendirian PKP 
(Pondok Karya Pembangunan) yang berfokus pada pengkondisian 
lembaga keagamaan bagi lancarnya proyek-proyek dari pemerintah. 


Kedua, pengembangan pesantren tertuju pada model 
pendidikan keterampilan yang dicetuskan oleh menteri agama 
H.A Mukti Ali. Awalnya, pendidikan ini hanya pelengkap yang 
memperkenalkan dan mengembangkan penghargaan pada 
nilai penting kerja tangan sebagai pengganti intelektualisme 
keagamaan yang bersifat verbalistis yang selama berabad- 
abad melatarbelakangi sikap hidup pesantren. Namun, lewat 
Departemen Agama, pendidikan ini dimasukkan sebagai 
kurikulum wajib di sekolah agama jika ingin mendapatkan 
persamaan dengan sekolah umum. 


Terhadap dua pola ini, Gus Dur memberikan kritik karena 
sifat pengembangannya yang terhenti pada tataran teknis, 
baik pencampuran kurikulum “agama dan umum” maupun 
pendidikan keterampilan yang menempatkan santri sebagai objek 
“peradaban teknis” dari pembangunan.”° Artinya, kedua pola itu 
bergerak tanpa kesadaran sistem nilai yang bersifat keagamaan, 


140 Lihat Abdurrahman Wahid, Pesantren dan Pengembangannya, Kompas, 
25/06/1978 
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di mana keahlian teknis dan pengetahun non-agama sering tidak 
mampu dimasukkan dalam keyakinan dan kebutuhan kultural 
warga pesantren. Dari sinilah pola pengembangan ala LP3ES 
memenuhi “ruang kosong”, karena orientasi pengembangan 
partisipasi masyarakat searah dengan motivasi keagamaan dan 
jiwa pengabdian masyarakat santri. 


Namun, jika melihat format tulisan Gus Dur, maka bisa 
dipahami jika terdapat sebagian pengamat memasukkan kerja 
pemikiran beliau ke dalam gerbong developmentalis. Selain 
karena konstruksi wacana modernisasi yang begitu hegemonik, 
sehingga tidak seorang cendekiawan pun mampu membersihkan 
diri darinya, juga ada satu fakta bahwa pemikiran Gus Dur 
ternyata tidak sepenuhnya berorientasi pada “pertarungan 
filosofis”, tapi lebih kepada “pemikiran strategis”. 


Dalam model pemikiran ini, hal terpenting bagi Gus Dur bukan 
muatan ideologis dalam sebuah pemikiran—sehingga modernisasi 
sebagai epistemologi ditolak karena memiliki kebencian inheren 
terhadap discourse tradisi—tapi bagaimana modernisasi sebagai 
agenda rekonstruktif ke arah masa depan yang lebih baik, 
diterima sembari melakukan kritik guna mengambil pendekatan 
yang berbeda demi tercipta kemajuan yang sesuai dengan kultur 
dan nilai sebuah masyarakat. Indikasi ini menjadi nyata ketika 
menyaksikan berbagai makalah menjadi prasaran dalam forum 
pelatihan dan lokakarya, yang lebih bersifat pragmatis, dalam 
arti seberapa praksis pemikiran Gus Dur mampu direalisasikan 
ke dalam program pengembangan pesantren. 


Ini bisa dilihat dalam orientasi praksis Gus Dur terhadap 
agenda pengembangan pesantren yang menurutnya harus 
ditujukan pada integrasi pesantren terhadap sistem pendidikan 
nasional dan peletakan fungsi kemasyarakatan pesantren dalam 
kerangka menumbuhkan lembaga non-pemerintah di pedesaan 
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agar menjadi mitra bagi pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan."! 


Pada orientasi pertama, watak strategis pemikiran Gus 
Dur terdapat pada kepercayaannya atas keharusan kurikulum 
pesantren dalam mengadaptasi sistem pendidikan modern. 
Namun, pengharusan ini tetap disertai oleh kritisisme terhadap 
sistem modern itu, baik atas sifat parsial dari modernisasi 
pendidikan pesantren misalnya pendidikan keterampilan oleh 
Depag, pencampuran ilmu “agama dan umum” dalam format 
madrasah, maupun ekses negatif dari modernisasi yang mengikis 
nilai-nilai utama pesantren. Pengikisan ini terjadi pada proses 
elitisasi pendidikan pesantren dari sifat populis pendidikan 
keagamaan desa ke pendidikan klasikal yang berorientasi pada 
kerja. 


Demikianlah elaborasi arah transformasi kultural dari pemikiran 
Gus Dur. Dari elaborasi di atas muncul satu keyakinan bahwa 
Gus Dur memang seorang budayawan. Ini menyebabkan concern 
pemikiran beliau bersifat multi-disipliner, karena keprihatinan 
terhadap kebudayaan adalah sebuah keprihatinan yang bersifat 
lintas agama, struktur sosial, dan budaya itu sendiri. Poin 
transformatif beliau menemukan ruang, ketika arah utama gerak 
kebudayaan beliau menekankan penghargaan tertinggi atas 
kemanusiaan. Dari sini Gus Dur menggerakkan pengembangan 
masyarakat melalui pesantren, salah satunya dengan mendirikan 
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 
pada 1983 yang merupakan lembaga swadaya milik kalangan 
nahdliyyin guna mentransformasikan fungsi transformatif dari 
pesantren demi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan 
penggalian kemandirian mereka vis a vis negara. Proses inilah yang 


141 Abdurrahman Wahid, Pesantren dan Pengembangannya, h. 132 
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membuat pemikiran pesantren sebagai sistem budaya Gus Dur juga 
bersifat pragmatis, karena pada era tersebut semangat zaman yang 
melingkupi adalah pengambilalihan masyarakat sipil atas praktik 
alternatif pembangunan melalui berbagai agenda pengembangan 
masyarakat sebagai counter balancing atas perilaku pembangunan 
negara yang berparadigma top-down sehingga cenderung abai 
terhadap aspirasi dan kebutuhan real di masyarakat. m 
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Bagaimana melerai ketegangan antara agama 
dan kebudayaan? Rumusannya sederhana: hal-hal 
yang mengagungkan kemanusiaan. Manifestasinya 
terdapat pada pemeliharaan hak-hak asasi manusia, 
dan pengembangan struktur yang lebih adil di mana 
kaum muslimin hidup. 


Abdurrahman Wahid, 


DALAM MAKALAHNYA Pengem- 
bangan Kebudayaan Islam di Indonesia, 
Gus Dur mempertanyakan kecen- 
derungan pihak-pihak yang 
menggerakkan formalisasi dan 
universalisasi atas manifestasi 
kehidupan Islam. Kecenderungan 
ini merupakan penyeragaman 
model keber-agama-an yang 


PRIBUMISASI 
ISLAM 


berangkat dari keyakinan Islam sebagai sistem masyarakat di 


setiap lini kehidupan. Proses yang merujuk pada budaya Islam 


ideal sebagai alternatif dari budaya lokal ini melahirkan regimintasi 


Islam yang memberangus keberagaman budaya Nusantara.'” 


Ini ahistoris, karena di setiap lekuk sejarah Islamisasi, ternyata 


Islam mampu menjadi faktor penghubung antar budaya-budaya 


lokal, melayaninya, dan kemudian menumbuhkan universalitas 


pandangan baru yang tidak tercerabut dari akar kesejarahan. 


142 Menarik ketika Gus Dur memberikan contoh ketidaksesuaian antara budaya 
Nusantara dengan Arab dari aspek “tata ruang". Arsitektur tropis di Indonesia 
sejak semula menolak arsitektur Islam dari Timur-Tengah, seperti penyediaan 
halaman luas di balik dinding tembok yang tinggi, dengan lorong sempit sebagai 
jalan penghubung dengan dunia luar. Pola ini didiktekan karena masyarakat Arab 
menganut pola pergaulan tertutup, hanya untuk keluarga besar. Satu pola yang 
berbeda dengan pergaulan masyarakat Nusantara yang terbuka. Lihat Abdurrahman 
Wahid, Pengembangan Kebudayaan Islam di Indonesia, makalah Ketua Dewan 
Kesenian Jakarta, pada diskusi budaya 'Pikiran Rakyat” di Aula PT Granesia Bandung, 


5 Februari 1985 
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Gus Dur bertanya: bagaimana melestarikan akar budaya lokal 
yang telah memiliki Islam di negeri ini? Pertanyaan itu mengemuka 
karena proses formalisme agama mengotakkan pergulatan makna 
dari kehidupan muslim berdasarkan bentuk visualisasi simbolik 
dari Islam yang ternyata hanya “bentuk luar” budaya Arab. 
Proses ini melahirkan Arabisasi total di mana penyeragaman 
manifestasi kehidupan agama melalui bahasa dan tradisi Arab 
mencabut muslim dari akar kebudayaannya. Fatalnya, bukan 
sebatas mencabut bentuk keberagamaan dari adat lokal, tapi 
juga menghapus kebutuhan real umat, misalnya pelarangan 
ideologi negara-bangsa atas nama Islam maupun pengharaman 
pemikiran filsafati. Dari sini tercetuslah konsep pribumisasi Islam 
oleh Gus Dur sebagai upaya kontekstualisasi Islam universal pada 
kebutuhan lokal, sehingga Islam termanifestasi dalam kehidupan 
masyarakat, baik dalam ranah budaya, hukum, maupun perilaku 
politik. 


Pribumisasi Islam merupakan konsep Gus Dur yang paling 
popular. Konsep ini berangkat dari kebutuhan menggambarkan 


143 Abdurrahman Wahid, Salahkah Jika Dipribumikan? Kolom Tempo, 1983 


144 Pada era kini, diskursus pribumisasi Islam ini Gus Dur lontarkan melalui pembedaannya 
atas dua pendekatan dakwah dalam Islam: budaya dan institusional. Gus Dur 
memilih yang pertama, melalui berbagai produk budaya semisal halal bi halal, 
terbangan, tahlilan, tabarrukan, ngaji posoan, hingga penerimaan NU atas wilayah 
Hindia-Belanda sebagai dar al-Islam sejak 1935. Dalam hal ini Gus Dur menyebutnya 
“pengislaman terbatas", seperti yang dilakukan Sultan Agung melalui islamisasi 
tahun Saka, serta penggunaan figh dalam hukum pernikahan. Pendekatan budaya 
ini tidak mempermasalahkan institusi politik makronya. Selama umat muslim bisa 
melaksanakan berbagai ibadah yang sudah membudaya tersebut, maka Islam tidak 
perlu di institusikan. Pada titik ini Gus Dur kemudian mencetuskan pentingnya 
studi Islam kawasan agar corak kedaerahan Islam di masih pelosok budaya bisa 
terekam. Secara tipologis, ia membagi kawasan Islam kedalam enam area: (1) Islam 
Afrika Hitam meliputi Maroko, Kenya, dsb (2) Islam Afrika Utara dan Arab (3) Islam 
masyarakat Turki, Persia, dan Afghanistan (4) Islam Asia Selatan seperti Bangladesh, 
Nepal, India, Pakistan, dan Srilanka (5) Islam Asia Tenggara (6) minoritas Islam di 
negara-negara industri maju. Pengajian Romadlonan bersama Gus Dur di Pesantren 
Ciganjur, dengan kitab Qathr al-Nada wa Ball al-Shada karya Abu Muhammad 
Abdullah bin Hisyam al-Anshori, Ramadlan 1424 H/September 2003. 
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realitas keber-agama-an umat yang membentuk suatu identitas 
keislaman semenjak Islam datang di Nusantara. Dari sini gagasan 
Islam Indonesia yang dilontarkannva sejak 198717 menemukan 
ruang, yakni upaya kontekstualisasi Islam berhadapan dengan 
upaya sebagian muslim yang hendak memberangus konteks 
keindonesiaan dalam dakwah Islamnya, sehingga idealitas Islam 
universal di dunia Arab yang merujuk pada utopia Negara Islam 
atau simbolisasi budaya Arab tidak mencoba mendialogkan diri 
dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan 
tersendiri. 


Secara teoritis, konsep ini merupakan upaya Gus Dur 
menggerakkan kajian keislaman sebagai penelitian kebudayaan $. 
Kajian ini memperluas studi tentang Islam ke permasalahan 
kebudayaan secara luas, sehingga menemukan gambaran 
pergulatan pada tataran realitas, khususnya antara doktrin 
normatif ajaran agama dengan persepsi budaya masyarakat, di 
mana kaum muslim berusaha melerai ketegangan teks formal 
Islam dengan kenyataan kehidupan yang diusung oleh perubahan 
sosial. 


Pada titik ini, pribumisasi Islam membidikkan arah kajiannya 
pada ketegangan kultural antara agama dan kebudayaan: 
agama merupakan jaringan aturan yang tetap, sedangkan 
kebudayaan merupakan jaringan makna yang selalu mengalami 
perubahan. Persoalan muncul ketika Islam sebagai agama hukum 
mengharuskan terikatnya struktur masyarakat ke dalam sistem 
normatif yang berasal dari wahyu. Sementara itu, struktur 
masyarakat memiliki perbedaan yang kompleks pada level lokal, 
sehingga ajaran universal agama sering mengalami ketegangan 


145 Assalamu'alaikum-Monitor, Editor No. 15/Thn. IV/22 Desember 1990 


146 Abdurrahman Wahid, Pengkajian Keagamaan Islam sebagai Bidang Penelitian 
Kebudayaan, dalam Muslim di Tengah Pergumulan, Jakarta: Leppenas, 1981 : 71 
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dengan norma budaya di masyarakat. Ini terjadi baik pada ranah 
konversi agama (Islamisasi) yang harus menghadapi keyakinan 
pra-Islam, aplikasi nash terhadap nilai-nilai kemanusiaan 
yang kadang kontras, hingga penaklukan agama atas praktik 
menyimpang karena dianggap keluar dari otentisitas Islam. Ketika 
terjadi ketegangan antara agama dan kebudayaan, agama sering 
menjelma otoritas politik yang memberangus kebudayaan (agama) 
sebagai bagian dari totalitas, kemurnian, dan keabsahan “rezim” 
agama yang berkuasa. 


Permasalahan ini menggelisahkan Gus Dur. Dalam makalahnya 
Agama dan Tantangan Kebudayaan, Gus Dur meggambarkan 
ambivalensi hubungan agama sebagai sistem normatif dan 
kebudayaan sebagai kultur yang selalu berubah. Agama, dalam 
hal ini Islam, memiliki keharusan “menubuhkan” aturannya 
ke dalam aturan sosial. Sementara kebudayaan merupakan 
hasil perkembangan cara hidup manusia. Memang kebudayaan 
memiliki unsur-unsur tetap, tapi dengan fluktuasi-fluktuasi 
tertentu dari zaman ke zaman. Fakta ini bertentangan dengan 
situasi lain, di mana manifestasi agama sering menggantungkan 
diri kepada kebudayaan, misalnya manifestasi momen sakral 
melalui ikon, patung, lukisan, atau prosesi penyaliban Isa al-Masih, 
hingga perayaan 10 Muharram demi memperingati terbunuhnya 
Sayyidina Husein, cucu Nabi Muhammad di Karbala. Hal 
yang sama terjadi pada penggunaan teologi atas filsafat guna 
menjelaskan adanya Tuhan dan hubungan manusia dengan-Nya. 
Di sini, agama butuh kebudayaan untuk membentuk “keterikatan 
kultural” antara pemeluk dengan ajaran normatif, serta media 
komunikasi bagi bahasa wahyu atas realitas masyarakat. 


Namun. hubungan harmonis antara Islam dan kebudayaan 
sering terganggu oleh watak dasar agama yang menggunakan 
pendekatan hukum (religion of law) sebagai tolok ukur kebenaran. 
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Menurut Gus Dur, hal ini mewujud dalam dua ruang. Pertama, 
upaya agama menundukkan kebudayaan melalui sebuah proses 
legitimitas. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tapi 
alat pengerem. Proses ini berfungsi menyaring (menyempitkan) 
urusan yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan 
agama. Penyaringan ini bermakna: yang “diperbolehkan” 
adalah yang memperoleh legitimasi, sedangkan yang di luar itu 
tidak diperbolehkan, misalnya NU menyeleksi mana tarekat 
muktabaroh atau ghoiru muktabaroh. Hal yang sama terjadi 
pada kasus hukuman mati Siti Jenar oleh Dewan Wali, karena 
konsep manunggaling kawula gusti tidak dianggap sebagai 
bagian sah tasawuf Sunni. Dalam perkembangannya, proses 
ini butuh formalisasi hukum Islam ke dalam struktur negara 
melalui penerapan syari'at, dengan harapan terjaganya kepastian 
keteraturan masyarakat oleh agama. Kedua, totalisasi Islam. Pada 
titik ini, “penubuhan agama” sudah menyeluruh, baik pada 
level struktural (negara) maupun ranah kultural melalui gerakan 
Islamisasi simbolisme budaya. Dari sini proses Arabisasi muncul 
melalui penggantian berbagai ikon budaya lokal oleh bahasa dan 
tradisi Arab sebagai unifikasi keislaman.'*’ 


Pada ranah kultural, Gus Dur menemukan penyebab proses 
Arabisasi ini dalam krisis identitas yang dialami oleh sebagian 
muslim. Hal itu berangkat dari suatu ketercerabutan sebagian 
umat atas akar kebudayaan masyarakat yang melingkupinya. 
Artinya, sebagian muslim yang tetap memaksakan Islam universal 
ala Arab tengah mengalami ketidakmampuan pembacaan atas 
identitasnya, ketika dihadapkan dengan realitas kebudayaan 
masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan ideal type Islam. Dari 
sinilah muncul kegairahan untuk mempersoalkan manifestasi 


147 Abdurrahman Wahid, Agama dan Tantangan Kebudayaan, dalam Pergulatan Negara, 
Agama, dan Kebudayaan, Jakarta: Desantara, 2001 : 79-90 
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simbolik dari Islam, sehingga identitas agama harus ditampilkan 
secara visual. 


Dalam perkembangannya, krisis ini telah membuahkan 
kesalahan penetapan skala prioritas dalam dakwah Islam. 
Menurut Gus Dur, kesalahan tersebut mengacu pada belum 
terjadinya kesepakatan mengenai tujuan utama atau pandangan 
hidup (Weltanschauung) Islam," sehingga umat muslim terjebak 
pada penetapan agenda pinggiran (periferal) dan melupakan 
agenda utama pengembangan masyarakat. Dari sini lahir guasi 
Weltanschauung (syibh nadhariyyah 'anil hayah) yang menjelma 
ideologi semu, misalnya gerakan Islam sebagai alternatif. Gerakan 
yang oleh Gus Dur dirujukkan pada tokoh seperti Abul A'la 
al-Maududi ini terjebak utopia sloganistik tanpa menurunkan 
idealismenya pada tataran operasional pemberdayaan umat, 
sehingga akhir dari gerakan itu hanya pemberian kekuasaan 
absolut kepada sebagian pemimpin politik sebagai otoritas 
tertinggi kuasa keagamaan. 


Dari paparan di atas, maka hal urgen yang harus diwujudkan 
adalah metodologi keilmuan agama yang mampu menjembatani 
antara ajaran agama yang absolut, universal, dan permanen 
dengan kebutuhan kebudayaan yang selalu mengalami perubahan, 
bersifat lokal, dan relatif. Dalam kaitan ini ada dua pendekatan 
yang dilakukan umat muslim untuk melerai ketegangan agama 
dan kebudayaan yang merupakan kontinuitas dari pengembangan 
pemahaman terhadap keilmuan Islam. 


Pandangan pertama menyatakan bahwa dominasi harus 
dipegang oleh sumber tekstual, dalam hal ini al Our'an dan 
Hadist, sebagai penentu, sehingga dengan demikian bersifat 


148 Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, dalam Pergulatan Negara, Agama, dan 
Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001: 131-132 
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normatif. Pandangan kedua mencoba mencari jalan keluar 
dengan menempatkan kedua sumber tekstual itu pada kedudukan 
yang seimbang dengan dua sumber hukum lain, yakni konsensus 
umat (ijma’) dan analogi (qiyas). Semula dianggap cukup memadai 
mendudukkan masalah dengan menempatkan al Qur'an dan 
Hadist sebagai primus interpares, ditambah dengan dua sumber 
non-tekstual. Cara ini kemudian dikenal dengan nama kalangan 
ahlus sunnah wal jama'ah (Sunni). Namun lambat laun, pandangan 
Sunni yang mencoba menyelaraskan antara sumber tekstual 
dan kenyataan di luarnya juga mengalami proses formalisasi 
dengan penetapan bahwa konsensus pun bersifat normatif, yaitu 
sekali diputuskan tidak dapat diubah lagi. Dengan demikian, 
kedudukan ijma' justru memperkuat sumber-sumber tekstual, 
dan dalam kasus terbatas, kemerdekaan melakukan qiyas 


diperbolehkan. 


Dari sini muncul dua disiplin ilmu hukum Islam guna 
menciptakan solusi bagi kebuntuan di atas. Kedua ilmu itu 
adalah ushul fiqh (teori hukum agama) dan qawa'idul fiqh (kaidah 
hukum agama). Teori hukum berkenaan dengan cara dan 
sistematika mempergunakan sumber tekstual dan konsensus. 
Sedangkan kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip yang digunakan 
dalam kenyataan praktis untuk memberikan keputusan hukum 
agama. Secara ringkas permasalahan ini dapat dirangkum 
dalam pertanyaan: bagaimanakah jika dua buah diktum tekstual 
saling bertentangan, mana yang harus didahulukan? Bagaimana 
mengategorisasi status suatu perbuatan dalam pandangan hukum 
Islam: wajib, haram, mubah, dan sunah? Semua pertanyaan ini 
termasuk wewenang teori hukum agama yang dirintis pertama kali 
oleh Imam Syafi'i, melalui karya agungnya, Ar-Risalah. Sebaliknya, 


149 Abdurrahman Wahid, Dialog Iman dan Kebudayaan, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, Atmajaya, 
21 Februari 1988, h., 2-3 
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kaidah hukum agama hanya berminat pada bagaimana sejumlah 
prinsip diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum, 
seperti kaidah keadaan darurat memungkinkan pelaksanaan 
hal terlarang, yang disusul dengan kaidah kebutuhan disamakan 
dengan keadaan darurat. 


Pada titik ini, pribumisasi Islam memberikan solusi bagi 
ketegangan antara normativisme agama dengan relativisme 
budaya, yang sebenarnya tidak mungkin dihindari, sehingga 
proses penghancuran satu dari yang lain tidak bisa dijadikan 
penyelesaian, karena model hubungan antara Islam dan budaya 
bersifat tumpang-tindih, misalnya hubungan antara ilmu 
pengetahuan (sains) dan filsafat: seseorang tidak bisa berfilsafat 
tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, namun sains bukan 
suatu bidang filsafat. Dalam kaitan ini, meski normativisme 
agama selalu menghadapi relativisme kultur, namun tidak 
menutup kemungkinan bagi manifestasi kehidupan beragama 
dalam bentuk budava.'' Maka, muncullah tari seudati, cara 
hidup santri, maupun budaya menghormati kyai dengan 
wawasan budaya dari agama yang secara langsung diterima dan 
dilaksanakan masyarakat tanpa mempersoalkan dalil hukumnya, 
karena praktik tersebut sudah menjadi tradisi sehari-hari. Artinya, 
kemampuan budaya memanifestasikan ajaran agama yang bisa 
diterima masyarakat, tanpa mempertanyakan landasan hukumnya 
karena manifestasi budaya keagamaan telah mengakar dalam pola 
kehidupan masyarakat. 


Di sini, keberhasilan rekonsiliasi antara Islam dan budaya 
itu bertitik tolak dari kemampuan memahami wahyu dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, termasuk 
kesadaran hukum dan rasa keadilan, sehingga keberhasilan 


150 Wahid, Pribumisasi Islam, h. 117 
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proses pribumisasi Islam dapat dilihat dari kemampuan kaum 
muslim seluas mungkin mengembangkan aplikasi wahyu guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya arsitektur ranggon 
atau atap dari Masjid Demak. Lapis atap masjid tersebut diambil 
dari konsep meru agama Hindu yang kemudian diislamkan 
dari sembilan susun menjadi tiga susun. Konsepnya merujuk 
pada tahapan kesempurnaan hamba di hadapan Gusti, yakni 
iman (muslim meraih keyakinan monoteistik), Islam (kesadaran 
syari'at) dan ihsan di mana muslim sudah mendalami tasawuf, 
hakikat, dan ma'rifat. Pada tingkat ini mulai disadari keyakinan 
tauhid dan ketaatan syari'at mesti berwujud kecintaan kepada 
sesama manusia. 


Pada ranah historis, Gus Dur melihat pribumisasi Islam 
sebagai bagian sejarah Islam di negeri asalnya maupun di negeri 
lain, termasuk Indonesia. Ia membentuk sungai besar yang terus 
mengalir dan dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai 
itu membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru 
yang mengubah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap 
berikutnya, air sungai ini mungkin terkena “limbah industri” yang 
sangat kotor. Tapi toh, tetap merupakan sungai yang sama dan 
air yang lama. Maksudnya, bahwa pergulatan dengan kenyataan 
sejarah tidak mengubah Islam, melainkan hanya mengubah 
manifestasi kehidupan agama Islam. Lain kata, secara kultural 
terjadi perubahan pada partikel-partikel, namun tidak pada 
aliran besarnya. 


Berangkat dari perspektif ini, Gus Dur kemudian menemukan 
apa yang disebutnya perwujudan kultural Islam: model keislaman 
yang sampai di Nusantara, yang termanifestasi dalam perpaduan 
antara doktrin-doktrin formal Islam dan kultus para wali (berpuncak 
pada kultus Walisongo) sebagai sisa pengaruh pemujaan orang- 
orang suci (hermits) dalam agama Hindu. Perwujudan kultural ini 


Sebuah Biografi Intelektual 193 


tampak nyata dalam asketisme (az-zuhud, kealiman) yang mewarnai 
kehidupan agama Islam di Nusantara, tidak sebagaimana terjadi di 
negeri-negeri Arab sepanjang sejarahnya. Ini lantaran fakta bahwa 
Islam yang datang ke Nusantara telah “lulus uji” dari kebudayaan 
India dan Persia, yang kemudian “meloloskan” unsur mistis 
untuk “disetubuhkan” dalam dunia Hindu-Buddha yang saat itu 
mengalami keruntuhan.! 


Secara historis, perwujudan kultural ini Gus Dur temukan 
dalam proses rekonstruksi sejarah Islamisasi di Nusantara, 
dari perspektif syari'at minded ke orientasi sufistik. Dalam hal 
ini, Gus Dur melakukan counter history dengan menciptakan 
penolakan atas pandangan yang menyatakan bahwa Islam 
datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Arab. Risiko 
dari pandangan ini adalah ketidakmampuan melihat proses 
akulturasi, antara “isi” sufisme Islam dengan mistik Hindu- 
Buddha. Mengutip S.Q. Fatimi, Gus Dur mengamini masuknya 
Islam ke Nusantara merupakan upaya para da’i (misionaris) 
mistik dari wilayah Bengal. Pendapat Fatimi itu lebih mendekati 
hakikat penyebaran Islam, yakni berkembangnya watak mistik 
yang sesuai (indigenous) dengan sikap di kawasan Nusantara 
semenjak pra-Hindu. Gus Dur juga merujukkan counter history- 
nya kepada penelitian O.B. Wolters yang membuktikan bahwa 
kelas pedagang yang menguasai teritorial niaga laut antara Sailan 
dan Tiongkok sejak abad ke-16 justru adalah saudagar Melayu 
sendiri yang berpuncak pada kejayaan Sriwijaya. 


Maka, patahlah anggapan bahwa sudagar Arab datang ke 
Nusantara dan menyebarkan agama lewat perkawinan, sedangkan 
mereka ini juga baru datang pada abad ke-10 M. Demikian juga 
rekonstruksi sejarah yang dilakukan oleh van Leur yang melihat 


151 Lihat Taufik Abdullah, Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah, jurnal 
Prisma, edisi Generasi Baru Pemikiran Islam, No. 3, Tahun XX Maret, 1991: 19 


194 GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


upaya dinasti pribumi mendatangkan para ahli agama dari India 
guna memperkuat legitimasi mistik para raja, pasca mengendurnya 
kekuasaan Majapahit, makin memperjelas peran para mistikus 
Islam “menubuhkan” Islam atas kultur kepercayaan Nusantara 
era Hindu yang melahirkan bentuk kultural, seperti yang Gus 
Dur lihat dalam sikap asketis kaum santri di pesantren, atau 
berbagai produk “kesenian Islam” yang dielaborasi Walisongo, 
berangkat dari kekayaan khazanah Hindu-Jawa.!” 


Kedatangan Islam mistis ini memang menjadi mainstream 
penelitian Islamisasi awal Indonesia. Ini berangkat dari konstruksi 
peradaban Islam yang menjadikan tasawuf sebagai pembentuk 
kesatuan umat pasca runtuhnya Baghdad oleh Mongolia sekitar 
abad ke-15. Dari sini lahir pergumulan tasawuf heterodoks 
melalui Ibn ‘Arabi, al-Hallaj, dan Abu Yazid al-Busthami yang 
menggerakkan pantheisme di dunia Islam melalui konsep wahdatul 
wujud!” dan ulama Indonesia era ini mengambilnya sebagai upaya 
pribumisasi Islam terhadap mistik Hindu. Lahirlah berbagai 
sintesa antara wahdatul wujud dengan konsep manunggaling 
kawula gusti, atau pengadopsian konsep martabat tujuh dan insan 
kamil untuk melegitimasi hirarki kekuasaan serta absolutisme 
raja-raja Islam daerah Sumatera dan Jawa pedalaman. Kesatuan 
antara kekuasaan spiritual dan sekular yang pada masa Hindu- 


152 Gus Dur melakukan rekonstruksi masuknya Islam di Nusantara, setelah melihat 
bentuk kultural Islam yang olehnya ditemukan dalam tradisi pesantren. Bentuk 
Islam di pesantren, khususnya Jawa bersifat sufistik, yang kemudian memberikan 
efek model keislaman yang sangat akomodatif dengan budaya lokal pra-Islam 
semisal adaptasi wayang, baik dalam kisah tasawuf maupun format struktur 
pondok pesantren. Bentuk kultural inilah, yang menandakan terjadinya pribumisasi 
Islam, kemudian membuat pesantren menjelma sebagai kekuatan kebudayaan 
independen, yang oleh beliau disebut sebagai sub-kultur. Lihat Abdurrahman 
Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, dalam Menggerakkan Tradisi, Yogyakarta: LKiS, 
2001: 9 


153 Azyumardi Azra, Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal, Bandung: Mizan, 2002: 
118 
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Budha menjelma dalam konsep boddhi-satwa di mana kewajiban 
raja tidak saja memberikan kemakmuran ekonomi, tapi juga 
kemakmuran spiritual, diteruskan oleh Islam melalui Raja-sufi 
di mana raja merupakan hakikat dari alam (kosmos) dan juga 
Allah, sementara rakyat adalah kosmis (dunia kecil) yang menjadi 
syari at, sehingga rakyat sebagai hamba harus manunggal dengan 
raja (gusti).!°* Teori-teori Islam mistis yang dijadikan media 
Islamisasi struktural ini ditengarai datang dari Persia, sedangkan 
Islam yang datang dari India, Malabar, lebih memilih Islamisasi 
kultural? dengan penciptaan mistisisme rakyat Islam pesisiran di 
mana kekuasaan wali, penggunaan pesantren dan kitab kuning, 
serta medium kesenian, menjadikan Islam lebih adaptif dengan 
unsur-unsur mistis Hindu-Jawa yang ada di mesayarakat. 


Dalam perjalanannya, orientasi mistis ini mengalami 
transformasi ke arah yang lebih bernuansa syari’at, dalam arti 
penekanan pada penataan sistem kemasyarakatan berdasarkan 
disiplin keilmuan fiqh. Transformasi pada abad ke-19 ini terjadi 
karena bangkitnya sektor ekonomi masyarakat muslim pesisir, 
sehingga mereka mampu membuat jaringan ulama Nusantara- 
Mekkah, melalui para putra muslim tersebut yang belajar di pusat 
peradaban Islam. Tutur Gus Dur: 


Under the static and peaceful surfsce, a fundamental change took 
place, when the Dutch private sector develop vast plantations and 
sugar mills around Java. A new class of deout muslim rich farmers 
emerged in the rural area, and entirely lived apart from the palace 
court and the manners of Javanese nobility. They develop a new 
awarness of Islam as a social system, and tried to secure a place 


154 AC Milner, Islam dan Martabat Raja Melayu, dalam Ahmad Ibrahim (ed), Islam di Asia 
Tenggara, Perspektif Sejarah, Jakarta: LP3ES, 1989 : 53 


155 Mark R Woodward, Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan, Yogyakarta: 
LKiS, 1999: 113 
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in the community’s life trough mobilization of religious institution 
such as the pesantren and Sufi groups. For this purpose, a large 
number of their children were sent to study in the Middle East, 
especially in the holy city of Mecca. The establishment of regular 
motorizeship traffic between the region and Europe, made possible 
by the discovery of steam engine and the opening of Suez canal, 
provided easy access to the Middle East for indigenous muslims and 
sure passages of ideas developed there to the region. ''$ 


Dari proses transformasi yang dibawa oleh para santri lulusan 
Mekkah ini, terjadi satu pergeseran Islamisasi, dari gerak yang 
terlembaga dalam tarekat ke aplikasi hukum Islam terhadap 
permasalahan lokal. Namun sebagaimana yang sering diungkap oleh 
Gus Dur, pengaturan syari'at ini bukan bersifat simbolik layaknya 
gelora penegakan syari'at pada level undang-undang, melainkan satu 
akomodasi dari teks agama terhadap kebutuhan adat. 


e AL-'ADAH AL-MUHAKKAMAH 


PADA TITIK ini, historisitas Islam di Indonesia akan membentuk 
corak umum atau watak kebudavaan Islam vang datang, kemudian 
'menvetubuh' ke dalam struktur kebudavaan masvarakat. Ini 


156 Di bawah permukaan vang statis dan damai, berlangsung suatu perubahan vang 
mendasar, ketika sektor swasta Belanda mengembangkan perkebunan vang luas 
dan pabrik-parbik gula di seluruh Jawa. Sebuah kelas baru petani kava muslim 
vang taat tumbuh di wilavah pedesaan, dan sepenuhnva hidup terpisah dari istana 
serta kebiasaan bangsawan Jawa. Mereka mengembangkan suatu kesadaran 
baru mengenai Islam sebagai sebuah sistem sosial, dan berusaha mengamankan 
satu tempat dalam kehidupan masvarakat melalui mobilisasi lembaga-lembaga 
keagamaan seperti pesantren, dan kelompok-kelompok sufi. Demi tujuan ini, 
sejumlah besar anak mereka dikirim untuk belajar di Timur-Tengah, terutama di kota 
suci Mekkah. Dibangunnya jalur lalu lintas secara reguler antara kawasan tersebut 
dengan Eropa, vang dimungkinkan oleh penemuan mesin uap dan dibukanva 
terusan Suez, menvediakan akses vang mudah ke Timur-Tengah bagi para muslim 
pribumi dan jelas mengalirlah gagasan-gagasan vang berkembang di sana ke 
kawasan ini. Lihat Abdurrahman Wahid, /slam in Indonesia: Challenges and Future 
Prospects, sumber tak terlacak, 14 Maret 1985, h. 1 
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berangkat dari satu postulat bahwa pengislaman Indonesia 
ternyata terjadi tanpa “melukai” dan menghilangkan, bukan 
hanya simbol dari agama dan kepercayaan pra-Islam, tetapi juga 
bahkan antara unsur esoteris dari kedua belah pihak ternyata 
mengalami penyatuan yang bersifat substantif. 


Di sinilah pandangan yang menyatakan bahwa islamisasi di 
Indonesia merupakan praktik konversi, digugat. Kenapa? Karena 
konversi mengindikasikan terjadinya proses penaklukan antara 
Islam universal dengan agama lokal di mana yang terjadi bukan 
sebuah dialog antar-kebudayaan, tapi ikonoklasisme: penghancuran 
ikon budaya lokal oleh imperialisme kebudayaan global. Dari sini 
maka proses Islamisasi di Indonesia lebih tepat disebut adhesi, 
di mana antara Islam dan agama pra-Islam mengalami proses 
dialog sehingga seorang muslim Indonesia menjadi muslim tanpa 
kehilangan akar tradisi keagamaan Hindu-Buddha.P' Bahkan 
secara radikal, terdapat tesis sinkretisme (khususnya di Jawa) yang 
menyatakan bahwa bukan Islam yang menaklukkan “agama Jawa”, 
tapi struktur kebudayaan Jawa-lah yang “memaksa” Islam tunduk 
pada sistem keyakinan yang mengacu mistisisme. 


Maka apa yang Gus Dur sebut pribumisasi Islam merupakan 
proses yang secara historis dipermudah oleh pengondisian 
kultural dari bentuk Islam yang datang, yang telah “lulus sensor” 
oleh beberapa peradaban besar: Persia, Hellenisme, Byzantium, 
dan India. Jadi, struktur kebudayaan Islam yang pada mulanya 
berasal dari Arab telah mengalami proses mistikisasi sehingga 
mengacu kepada dua pembelahan bentuk: ke-india-an Islam 
melahirkan model Islam popular (kerakyatan) dan ke-persia-an 
Islam melahirkan bentuk mistisisme Islam yang pada satu titik 
diadopsi oleh struktur kekuasaan. 


157 Azra, Islam Nusantara, h.20 
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Dalam kaitan ini, menarik kiranya tesis Woodward yang 
menggambarkan wilayah keindiaan Islam pada geo-kultural Kerala 
(India Selatan) di pantai Malabar. Setidaknya teks melayu Hikayat 
Raja-raja Pasai dan Sejarah Melayu membenarkan tesis ini. Struktur 
keislaman model ini ditemukan Woodward pada kesamaan 
karakteristik, antara kebudayaan muslim Kerala dengan muslim 
Nusantara, khususnya daerah pesisir. Hal tersebut misalnya tampak 
dari kesamaan bentuk masjid yang terbuat bukan dari batu atau 
bata merah, melainkan dari kayu dengan tiga susun atap meru, 
seperti terdapat di Masjid Demak, masjid keraton Kota Gede, 
dan Imogiri Yogyakarta. Model masjid ini menjadi mainstream 
khususnya di Jawa, yang membuktikan sebuah proses Hinduisasi 
di mana pembentukan masjid berangkat dari tradisi arsitektural 
kuil Hindu. Demikian juga organisasi sosial dan keagamaan yang 
berorientasi ulama (ulama-centric) seperti pesantren di Indonesia, dan 
madrasah di Kerala yang diarahkan pada hafalan dan pengulangan 
teks-teks klasik Arab dan penghormatan pada wali yang kebanyakan 
merupakan tokoh asli lokal. Kepemimpinan kyai juga terdapat 
di Kerala (disebut thangal) di mana kepemimpinan kharismatik 
ini digerakkan untuk melaksanakan berbagai ritual kerakyatan 
seperti ziarah ke makam keramat, hidangan yang diberikan saat 
pelaksanaan ritual (di Jawa, selametan dan di Kerala, nercha) dengan 
bentuk makanan dari tepung beras (appem, appam).”* Sementara 
itu, asal Islam dari Deccan (India Utara) yang dipengaruhi oleh 
mistisisme Indo-Persia telah memberikan lambaran legitimasi 
religius bagi terbentuknya kepercayaan keraton (royal cult) yang 
dimanfaatkan oleh para raja Melayu untuk menggantikan teokrasi 
Hindu ke dalam konsep Raja-Sufi ala Islam. 


Transformasi bentuk Islam ini diperlancar oleh satu fakta 
internal di mana segenap permasalahan teologis terselesaikan. 


158 Woodward, Islam Jawa, h. 81-86 
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Patokan ortodoksi telah dibakukan, mazhab ahlus sunnah wal 
jama’ah telah ditentukan, nisbah antara kebebasan filosofis 
dengan batas-batas yang dibenarkan oleh kalam dan tasawuf telah 
ditetapkan oleh jumhur ulama. Ini yang membuat penyebaran 
Islam tergerak, karena ‘urf: kemungkinan terjadinya variasi lokal, 
telah menjelma bagian dari ketentuan yang diakui dalam kanon 
hukum Islam, tidak sekadar kenyataan yang terpaksa ditolerir. 


Pada titik ini, penulis menemukan dua pendekatan 
metodologis yang digunakan Gus Dur dalam pribumisasi 
Islam, yang merujuk pada upaya menciptakan akomodasi 
agama terhadap kebutuhan lokalitas di masyarakat. Hal ini 
mengacu, pertama, pada akomodasi adat oleh ushul figh. Gus 
Dur menyatakan : 


Pribumisasi Islam bukanlah jawanisasi atau sinkretisme, sebab ia 
hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam 
merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. 
Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi 
agar norma-norma itu menampung kebutuhan dari budaya dengan 
mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman 
nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan 
qaidah fiqh.'$ 


Dari sini bisa kita pahami bahwa akomodasi antara agama dan 
kebudavaan bukan dilakukan karena terpaksa, melainkan karena 
sesuatu vang timbul secara alami, sehingga pribumisasi Islam 
bukan ditujukan untuk menghindari polarisasi antara agama 
dengan budaya, sebab polarisasi itu memang tidak terhindarkan. 
Namun, dalam proses akomodasi ini, perlu dihindari terciptanya 
pembauran Islam dengan budaya, sebab akan menghilangkan 
sifat-sifat aslinya. Al Qur’an harus tetap dalam bahasa Arab, 


159 Wahid, Pribumisasi Islam, h. 119 
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terutama dalam shalat, sebab hal ini telah menjadi norma. 
Sedangkan terjemahan al Qur’an hanya dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al Qur’an 
sendiri. 


Untuk kebutuhan ini, Gus Dur merujuk kemampuan 
kaidah fiqh dalam merumuskan proses akomodasi adat oleh 
syari'at, misalnya melalui kaidah al“adah muhakkamah (adat 
istiadat bisa menjadi hukum). Artinya, watak dasar hukum yang 
cenderung statis dan kaku memang tidak bisa diubah oleh adat, 
namun adat bisa menyebabkan pengembangan atau perubahan 
dari aplikasi hukum agama (nash). Misalnya, dalam pernikahan, 
manifestasi kultural dari ritual nikah diserahkan kepada adat. Di 
sini Islam menciptakan toleransi pada format pakaian pengantin 
(perempuan) Jawa yang menampakkan bagian bahunya. Ini tidak 
dihukumi “mendekati zina”, karena format itu sudah sesuai 
dengan norma aurat dan kesusilaan masyarakat Jawa. Akomodasi 
terhadap adat ini dibarengi oleh komposisi signifikan bagi hukum 
Islam yang menciptakan batasan rukun sahnya pernikahan: ijab, 
gabul, wali dan saksi, serta berbagai pengaturan rumah tangga 
seperti kewajiban nafkah, maupun syarat cerai. Pengakomodiran 
Islam terhadap adat juga terlihat pada kasus pembagian waris 
adat perpantangan Banjarmasin dan gono-gini Yogya-Solo atau 
pengembangan tafsir qutul balad pada bahan makanan zakat 
yang pada era Nabi berupa gandum dan diterjemahkan ulama 
Indonesia sebagai beras. 


Metode kedua, akulturasi mistisisme. Di sini penulis 
menemukan kontinuitas metode dakwah Gus Dur dengan 
Walisongo yang menggunakan tasawuf sebagai media 
akulturatif dengan agama pra-Islam. Dalam sejarahnya, 
Islam disebarkan di tanah Jawa oleh para wali melalui dua 
pendekatan: akomodasi syari ah (hukum perdagangan) kepada 
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adat, serta terciptanya akulturasi antara sufisme dengan 
tradisi mistik Hindu-Jawa sehingga membuat Islam mampu 
merengkuh geo-kultural Jawa. Di pesisir, Islam mewujud diri 
dalam svari'ah (logika dagang) dan sistem patron-client ulama 
(kyai), di pedalaman (agraris), Islam menampakkan “isi” 
batinnya, berupa tasawuf, sebab kultur keyakinan Hindu- 
animis masih kuat di sana. Hasilnya, Islam menyatu dengan 
mistisisme Kejawen laiknya Islam wahdatul wujud Siti Jenar 
dan Islam keraton (court religion) Mataram-Yogyakarta, di mana 
Islam menciptakan transformasi legitimasi kedewaan (menjadi 
keilahian) sekaligus menjelma sistem politik makrokosmos 


berbentuk “Negara Teater”. € 


Metode akulturatif ini tampak dari penggambaran Gus Dur 
terhadap “pembumian” Islam ke dalam produk kebudayaan Jawa, 
salah satunya wayang. Meski awalnya wayang menjadi stereotype 
bagi budaya abangan, sehingga sebagian komunitas santri dan 
para kyai mengharamkannya, tapi dalam perjalanan sejarahnya, 
wayang bertansformasi menjadi bagian budaya santri. Hal 
tersebut bisa ditemukan dalam gaya “teaterikal” sebagian kyai 
Jawa menggunakan logat dalang dan cerita wayang dalam proses 
dakwahnya. Bagi Gus Dur, pantulan budaya wayang menjadi salah 


160 “Negara Teater" adalah istilah Geertz sebagai penggambaran sistem politik kerajaan 
Jawa-Bali. Dalam sistem tersebut, kerajaan Jawa digambarkan sebagai format 
keilahian yang menjadikan keraton sebagai pusat suci makrokosmos dengan 
raja sebagai inti keilahian. Posisi raja memunculkan “Doktrin Spiritual Terpusat” 
di mana raja menjadi wali (gusti) yang boleh meninggalkan syari'at karena 
menguasai mistisisme Islam, dengan rakyat (kawula) yang tetap harus melaksanakan 
syari'at sebab tingkat keagamaan mereka masih berhenti pada “kulit”. Muncullah 
manunggaling kawula gusti di mana penyatuan (ketundukan) kepada Gusti Allah 
disamakan dengan penyatuan Gusti Raja. Format teater kemudian menjelma 
dalam ritus suci keraton di alun-alun ibu kota, dengan pertunjukan ritual dimana 
rakyat hanya menjadi penonton dan penyuplai ubo rampe pertunjukan. Dalam 
“Negara Teater”, kekuasaan serta kemampuan kerajaan dalam mensejahterakan 
rakyatnya tercermin dalam kemilau teaterikal ritual tersebut. Disinilah Islam menjadi 
skenario besar bagi ritus politik keagamaan. Lihat Geertz, Islam Yang Saya Amati : 
Perkembangan di Maroko dan Indonesia, INIS, 1989, hlm 98-102 
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satu unsur kehidupan santri Jawa, sebab di dalamnya para santri 
bisa menemukan berbagai nilai spiritual yang sesuai dengan “isi” 
Islam. Tutur Gus Dur : 


Kisah Mahabarata maupun Ramayana sama-sama memperoleh 
sambutan hangat dari para penonton santri, karena persamaan- 
persamaan esensial dalam moralitas dan pandangan hidup. 
Ternyata, penyerapan mitologi Hindu dari India oleh budaya Jawa 
telah memunculkan sosok nilai yang benar-benar merasuk kedalam 
persepsi orang Jawa tentang kehidupan. Persepsi universal dari 
orang Jawa inilah yang diserap kaum santri, sehingga tidak ada 
penolakan berarti terhadap wayang sebagai manifestasi kultural 
budaya Jawa. '' 


Kesamaan esensi moral ini menciptakan jembatan kebudayaan 
antara mitologi Hindu dan spiritualisme Islam’, seperti yang 
terjadi dalam penokohan wayang yang oleh para santri diibaratkan 
sebagai kisah para nabi yang sedang mengalami pertarungan 
spiritual antara kesadaran melawan kerakusan, penguasaan 


161 Abdurrahman Wahid, Seorang Santri Menilik “Pendawa Baru”, Berita Yudha, 
24/03/1988 


162 Menarik ketika membaca amatan Gus Dur tentang perkembangan hubungan Islam- 
Kebatinan yang selalu berubah. Pada satu saat, keduanya memang mengalami 
pengerasan sikap: Islam dilihat sebagai ancaman bagi keyakinan Jawa, sehingga 
terjadilah “restorasi kebudayaan Jawa” yang melahirkan “Kejawen”. Demikian juga 
Islam yang semakin men-svari'at, guna menghancurkan sisa-sisa mistik Jawa yang 
dianggap kontra-tauhid. Namun ditengah pengerasan pada level kepemimpinan 
formal tersebut, terjadi juga saling penyusupan pada level kultural. Hingga pada 
satu titik, ketika masing kubu berada pada posisi politik aman, terjadilah proses 
saling mendekat yang begitu memukau. Dalam saat-saat inilah kalangan pimpinan 
formal Islam merasa gandrung dengan manifestasi budaya Jawa, termasuk gelar 
keningratan hingga hirarki pengaturan hidup yang serba paternalistik. Demikian 
juga telah terjadi pengambilan ajaran-ajaran Islam oleh para pujangga besar Jawa, 
semisal Ranggawarsita, Yajadipura, dan Mangkunegara IV, sehingga karya mereka 
bisa menjadi agung, justru dengan penyisipan budaya (cultural borrowings) yang 
mereka ambil dari Islam. Sayangnya, berbagai perkembangan yang berbeda-beda 
ini, jarang diteliti secara serius, baik oleh kalangan Islam maupun Kejawen, sehingga 
sampai saat ini masih saja terjadi ketidaksepahaman. Lihat Abdurrahman Wahid, 
Islam dan Kebatinan, Sebuah Tinjauan Umum, Pustaka No. 1 Th. Il, 25/01/1978 
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diri melawan nafsu, maupun pembelaan kaum lemah terhadap 
keangkaramurkaan. 


Hal ini dengan cantik digambarkan Gus Dur dalam format 
strukturalisme-kultural pondok pesantren, di mana hubungan 
antara kyai dan santri menjelma dalam hubungan wayang. Di tengah 
permukiman santri dan kyai ada masjid yang dicitrakan sebagai 
gunungan. Fungsi gunungan adalah tempat bagi pergumulan 
antara pihak protagonis dan antagonis berdialog. Masjid berfungsi 
sebagai tempat pergumulan antara kesempurnaan ilmu dan akhlak 
kyai (Pandawa) melawan rohani para murid yang masih didominasi 
hawa nafsu (Kurawa). Lahirlah proses perjalanan spiritual di mana 
para santri menjelma “pencari kebijaksanaan” (saalikun) yang sedang 
digembleng oleh “kesempurnaan pandangan” (wasilun) sang kyai. 
Perjalanan ini terkonstruksi dalam pola keilmuan yang oleh Gus 
Dur disebut fiqh-sufistik di mana pengambilan “pembersihan hati” 
(tazkiyah alnafs) ala al-Ghazali menjadi mainstream pembelajaran 
di pesantren, melalui aplikasi hukum agama ke dalam laku sufistik 
sehari-hari. Format ini lalu menjelma sistem hirarki pengajaran 
tasawuf yang menurut Gus Dur tidak terdapat dalam pergumulan 
ke-Islaman bangsa-bangsa muslim Timur-Tengah. Sufisme Jawalah 
yang mampu meletakkan ajaran tasawuf dalam format kebudayaan 
local wisdom dari masyarakat pra-Islam. 


Proses “pewayangan” Islam juga terdapat dalam kesamaan 
metodis, antara ksatria yang menjadikan pengorbanan sebagai 
jembatan suci guna mencapai tujuan luhurnya, dengan asketisme 
kaum sufi yang mementingkan tingkat kedekatan dengan Tuhan 
(taqarrub ilallah) yang dalam budaya Jawa dirumuskan dalam 
konsep manunggaling kawula lan gusti. 


163 Abbdurrahman Wahid, Peran Budaya Pesantren, Kompas, 14/07/2004 
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e AKULTURASI SENI ISLAM 


Pada titik ini, pribumisasi Islam bersifat empatik terhadap 
budaya lokal yang termanifestasikan dalam bentuk kesenian 
Islam. Artinya, watak akomodatif dari ushul fiqh terhadap hukum 
adat dan penyatuan tasawuf dengan mistik Hindu membuahkan 
“perkawinan cantik” antara kesenian Islam universal (Arab) 
dengan bentuk seni lokal. Dalam kaitan ini, watak legal formal 
dari Islam berupaya “dilenturkan” untuk lebih mengakomodasi 
ekspresi kesenian yang sebenarnya merupakan ekspresi ruhaniah 
misalnya keharuan, cinta, keputusasaan, harapan, maupun 
pencarian eksistensi ke dalam pergulatan ibadah antara makhluq 
dengan khaliq sebagaimana tercermin pada syair dan tari ekstase 
kaum sufi. Deskripsi Gus Dur: 


Perpaduan antara Islam dan unsur kehidupan lokal tidak ada yang 
tampak sejelas perpaduan kesenian daerah yang bernafaskan 
Islam. Tari Seudati dan pantun Didong adalah contoh menarik 
bagaimana sesuatu yang “Islami” dalam bentuk salawat Nabi, 
kemudian diterjemahkan ke dalam gerak, tari dan kata yang begitu 
khas kedaerahan. Universalitas pesan Islam dipadukan ke dalam 
manifestasi yang demikian lokal. Kalau diikuti terus dari daerah ke 
daerah akan tampak, bahwa perpaduan antara universalitas ajaran 
Islam dan bentuk lahiriah seni daerah mencapai titik dan penampilan 
berbeda-beda, namun mengikuti sebuah pola umum: menekankan 
tauhid dan memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan di sana-sini 
menampilkan sisi akhlaq dari kehidupan kaum Muslim. '€4 


Perpaduan ini termanifestasikan dalam ragam bentuk 
kesenian yang berbeda. Hal ini menurut Gus Dur karena 
beragamnya aspirasi keagamaan dalam masyarakat, sehingga 
melahirkan ekspresi kesenian yang berbeda pula, misalnya 


164 Abdurrahman Wahid, Pengambangan Islam bagi Pengembangan Budaya Indonesia, 
dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001 : 152 
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ragam kesenian Islam di daerah Jawa yang mengalami perbedaan 
bentuk antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi wilayah 
pertama yang merupakan pedalaman, segera terjadi akulturasi 
antara budaya asli Jawa dengan budaya Islam. Ini terjadi karena 
wilayah ini merupakan pusat kebudayaan (kekuasaan) Jawa 
di mana para raja mengambil Islam sebagai agama keraton, 
melalui akulturasi mistis antara aspek “lembut” dalam Islam dan 
Hindu. Akulturasi ini melahirkan manifestasi keagamaan yang 
tidak bersifat legal-formalistik, namun lebih menekankan aspek 
batiniah, sehingga ekspresi kesenian mendapatkan tempat yang 
dominan. Kecenderungan ini bisa kita lihat pada penerimaan 
masyarakat muslim atas pertunjukan wayang di mana para kyai 
pura-pura tidak melihat jika terdapat wanita yang tampil dalam 
peragaan kesenian, bentuk masjid tradisional yang mengambil 
arsitektur kejawaan sejauh mungkin, atau penggunaan blangkon 
dan destar, bukannya peci atau kopiah haji, sebagai simbol 
identifikasi kaum santri. Hal yang berbeda terjadi di Jawa Timur 
di mana penekanan kepada spiritualitas tarekat dan legalisme 
fiqh melahirkan penanganan kesenian Islam yang lebih “seram”. 
Sebagai daerah pesisiran, wilayah ini memang jauh dari kekuasaan 
Jawa, sehingga lumayan bersih dari dominasi budaya asli Jawa.$ 
Keadaan ini membuat aturan hukum agama begitu dominan 
menata bentuk kesenian Islam yang merupakan proses akulturasi 
antara ajaran universal Islam dengan adat lokal. Hasilnya, wayang 
lebih sedikit dipertunjukkan, tayuban boleh hanya kalau bukan 
musim giling pabrik gula, wanita tidak diperkenankan tampil di 
atas panggung. Di sisi lain, penggunaan teks bahasa Arab lebih 


165 Dalam kaitan inilah, kesenian /udruk lahir di Jombang, sebagai “obat penawar" dari 
diharamkannya wanita “naik panggung” di mana drama rakyat urakan berjalin- 
kelindan dengan pria yang memainkan peran pereampuan. Melalui bentuk inilah 
kesenian mendapatkan keabsahan minimalis oleh legalisme fiqh. Lihat Abdurrahman 
Wahid, Pesantren dan Ludruk, dalam Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, Yogyakarta: 
LKiS, 1997 : 1-6 
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mendapat tempat di Jawa Timur karena kedekatannya dengan 
literatur keagamaan, misalnya seni suara dzibaiyah, dan barzanji, 
yang digelar secara formal di dalam masjid. Sementara di daerah 
pedalaman Magelang yang lebih banyak terkena radiasi kultur 
keraton Mataram, muncul pementasan kentrung yang berisi 
pesan sama namun menggunakan bahasa Jawa, dengan lokasi di 
luar masjid sebagai ekspresi deformalisasi kesenian Islam. 


Namun manifestasi kehidupan agama dalam bentuk kesenian 
ini masih bergulat dalam problem abadi yang hingga sekarang 
belum terpecahkan. Problem tersebut mengacu pada ketidakjelasan 
pembagian wilayah agama dan kesenian dalam Islam, yang akhirnya 
melahirkan dikotomi antara kesenian Islam versus kesenian 
non-Islam. Ini merujuk pada watak keduanya yang sering terlihat 
berseberangan. Satu pihak, agama mendasarkan diri pada kepatuhan 
terhadap kesakralan fiqh, keabsolutan Tuhan, serta kesucian 
moral, sedangkan pada pihak lain, kesenian cenderung berwatak 
“ingin melanggar” berbagai batasan tersebut." Kecenderungan ini 
bisa kita lihat pada naluri erotis dan sensual dalam pergulatan seni 
yang akhirnya berbenturan dengan batasan akhlak dalam Islam, 
misalnya penggambaran arotisme tubuh wanita atau interaksi 
lelaki-perempuan dalam drama, yang akhirnya terkena fatwa haram 
karena dianggap melanggar batas-batas moral keagamaan. Demikian 
pun keberanian para seniman mempertanyakan eksistensi Tuhan 
yang bahkan dalam bidang teologi pun tidak diberi ruang. Banyak 
ekspresi kesenian menggambarkan sebuah pergulatan eksistensial, 
hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tentunya melanggar 
batas-batas kehambaan manusia di hadapan sesuatu yang “tidak 
boleh dipertanyakan”, yakni Tuhan. 


166 Abdurrahman Wahid, Islam dan Seni: Persepsi Sebuah Agama akan Kehidupan 
Idamannya, dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 
2001:159-166 
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Dari benturan ini, Islam memosisikan kesenian sebagai salah 
satu sub-kehidupan dari agama yang memperoleh pengaturan 
ketat, sehingga sebagai sebuah kebudayaan ia tidak bisa berdiri 
sendiri. Fakta ini kontradiktif ketika dihadapkan dengan fakta 
lain, di mana sebagian bentuk ekspresi penghayatan keagamaan 
selalu dimanifestasikan dalam kesenian, misalnya seni tari 
para sufi kaum tarekat Mavleviye di Turki yang menjadikan 
tari sebagai wahana pendekatan total kepada Allah, puisi 
alegoris Rumi yang menggambarkan kecintaan ilahiah dengan 
ekspresi keindahan erotis, seni baca Al Qu’ran, pagelaran 
sastra guna memuja kenabian seperti “seni universal” mawalid, 
shalawat, dan madih, atau “ekspresi lokal” dalam bentuk 
suluk dan tembang menggambarkan proses perjalanan sufistik 
dan mitologi para wali, hingga kaligrafi Arab yang menjelma 
ornamen masjid. 


Semua bentuk kesenian itu membuktikan bahwa penghayatan 
keislaman sangat kondusif bagi ekspresi kesenian, jika pihak 
pemimpin agama berkenan untuk lebih lentur dalam melihat 
hubungan antara seni dan Islam. Di sini Gus Dur merekomendasi 
proses informalisasi kesenian Islam!“ di mana para ulama 


¢ 


diharapkan mampu menemukan “isi” Islam di dalam segenap 
bentuk kesenian yang tidak harus berlabel Islam. Ini ditujukan 
sebagai upaya untuk memperluas jangkauan agama dalam 
menciptakan pengembangan budaya sebuah masyarakat, sehingga 
Islam sendiri tidak terpinggirkan dari geliat kebudayaan secara 
luas. Langkah ini sebenarnya historis, mengingat keberhasilan 
Islamisasi di Nusantara karena akomodatif dengan budaya dan 


kesenian masyarakat setempat, yang menandai terjadinya proses 


167 Abdurrahman Wahid, Islam, Seni, dan Kehidupan Beragama,dalam Muslim di Tengah 
Pergumulan, Jakarta: Leppenas, 1981 : 23 
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pribumisasi Islam'88 melalui akulturasi antara figh-adat dan 


tasawuf-mistik, seperti dijelaskan di atas. 


Satu catatan penting di sini adalah, bahwa diskursus 
pribumisasi Islam tidak hanya ada untuk dirinya. Artinya, 
ketika Gus Dur menggerakkan pemikiran ini, maka titik tembak 
dari kajian tidak hanya terfokus pada peleraian ketegangan 
antara Islam dengan budaya lokal, yang digerakkan oleh proses 
Arabisasi. Jadi posisi Arabisasi adalah “musuh diskursif luar”, 
atau penyebab yang membuat Gus Dur melahirkan gagasan 
tersebut. Sementara pada poin “akibat dalam” dari pribumisasi 
Islam adalah cita-cita tergeraknya transformasi sosial bagi sebuah 
keadilan struktural. Kenapa?! Karena hanya dengan menyelesaikan 
ketegangan pada tataran simbolis, antara budaya agama dan 
budaya lokal, maka Islam bisa keluar dari pertarungan simbolis 
untuk terjun ke lapangan pembebasan masyarakat lintas budaya 
dan agama. Cita-cita utama bukan lagi “menyelamatkan Islam” 
dari penyimpangan yang dilakukan oleh kultur non-Islam, tapi 
lebih kepada penyelamatan atas ketertindasan umat Islam, dan 
manusia secara umum, sehingga cita-citanya lebih merujuk pada 
nilai-nilai utama dari ajaran Islam yang oleh Gus Dur dirumuskan 


168 Dalam perkembangnnya, diskursus pribumisasi Islam kemudian mengalami 
radikalisasi wacana ditangan sebagian kaum muda NU. Radikalisasi ini mengacu 
pada penempatan pribumisasi Islam sebagai modal bagi resistensi lokal: sebuah 
ruang tempat makna kebudayaan penguasa versus kebudayaan terkuasa, dibongkar 
kembali. Mereka menyebutnya sebagai kebangkitan pengetahuan-pengetahuan 
yang tertekan (insurrection of the subjugated knowledge) oleh konstruk kekuasaan 
pengetahuan, baik hegemoni modernisasi, pusat-pinggiran, beradab-primitif, dsb. 
Lokalisme kemudian digerakkan sebagai peniruan sekaligus pelecehan (mimikri) 
atas pemaksaan pusat, sehingga pada arasy lokal, berbagai stabilitas politik telah 
mengalami dekonstruksi. Resistensi budaya ini menemu ruang misalnya pada 
simbol sarung, yang oleh penguasa diidentikkan dengan tradisionalitas, jumud, dan 
terbelakang, sehingga muncullah terma kaum sarungan atas warga NU. Nyatanya, 
peminggiran budaya lewat sarung ini malah dijadikan titik balik perlawanan, ketika 
pada era Orde Baru, kaum sarungan ini sering melakukan perlawanan atas hegemoni 
negara. Lihat Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas, Politik Pribumisasi Islam, Depok: 
Desantara, 2002 : 22-25 
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dalam terma keadilan, musyawarah, dan demokrasi. Karena 
simbol budaya Islam sudah mampu “dibumikan” ke dalam kultur 
masyarakat, maka Islam bisa keluar dari “kepentingan dirinya” 
untuk memikirkan kemanusiaan demi satu perubahan hidup 
yang lebih bermartabat. m 
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Meskipun nilai-nilai keadilan, persamaan 
dan demokrasi sebenarnya bukan hanya milik 
Islam tetapi juga milik dari kemanusiaan, namun 
wawasan, lingkup, watak, sasaran, dan tujuannya 
tetap berbeda. Perbedaan ini segera dapat dikenali 
manakala rincian dari nilai-nilai dasar tersebut 
diungkap kembali dari perbendaharaan keilmuan 
Islam yang sangat kaya. 


Abdurrahman Wahid, 


DALAM ARTIKELNYA Antara 
Westernisasi dan Bid’ah-Phoby: 
Pembaruan dalam Islam, Gus Dur 
secara implisit menggambarkan 


konsep pembaruan Islam menurut B ATAS PEMB ARUAN 
tradisi keilmuan NU. Dengan ISLAM 


meminjam lemparan gagasan KH 
Ahmad Siddiq dalam Munas Alim 
NU di Cilacap, November 1987, Gus Dur menggambarkan 
bahwa gerak pembaruan di kalangan NU berada pada titik 


silang: penolakan atas Westernisasi serta kehati-hatian agar 
tidak menyimpang dari ketentuan Allah dan utusan-Nya (bid’ah). 
Tentu “titik antara” ini merupakan konsistensi warga NU yang 
melihat bahwa metodologi Barat tidak sesuai dengan paradigma 
muslim yang tidak berangkat dari watak antroposentris, melainkan 
menjadikan Allah inti dari segalanya. Hal sama terjadi pada bid’ah, 
yang tentunya tidak memiliki tempat bagi disiplin keilmuan Islam 
(klasik) yang dimiliki para fugaha’ NU. 


Lalu, berapa luas wilayah pembaruan ini ketika di seberang 
yang satu anti westernisasi, namun seberang lain anti bid'ah! 
Cukup luas kata Gus Dur. Yakni, inti tajdid NU harus upaya 
memurnikan hukum agama dari penyimpangan-penyimpangan 
fundamental dari garis ketentuan al Qur’an dan Sunnah. Juga 
upaya menampilkan kembali sendi-sendi kehidupan dan wawasan 
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masyarakat muslim masa Rasulullah dan para sahabatnya, dus 
merekonstruksi kembali kehidupan kaum muslim saat ini. 
Sebuah tilikan mendalam atas metodologi berfikir keagamaan 
yang dikembangkan para ulama setelah itu hingga kini. Serta, satu 
pemetaan kembali pemikiran keagamaan dengan memerhatikan 
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan 
masa depan.'? 


Konsep pembaruan Islam ini menarik, karena seolah 
merangkul seluruh konsep penafsiran keagamaan di segenap 
organ Islam. Anti westernisasi misalnya, seakan memberikan 
gambaran bahwa NU sama dengan kaum fundamentalis, karena 
melakukan resistensi kultural atas hegemoni Barat. Demikian juga 
upaya menampilkan corak hidup masa Rasulullah, tentu searah 
dengan geliat mengembalikan zaman keemasan Islam era salaf 
alshalihin kaum Wahabi. Sikap anti-bid'ah juga memperlihatkan 
kecenderungan yang sama dengan “rival” organnya, yakni 
Muhammadiyah yang bahkan menuduh NU sebagai biang bid'ah. 
Anehnya, berbagai sikap fundamental itu ternyata diarahkan 
pada reaktualisasi ajaran Islam demi terpenuhinya kebutuhan 
modern era negara-bangsa. Hal yang sama terjadi pada apresiasi 
NU terhadap metodologi pengambilan hukum Islam melahirkan 
berbagai dekonstruksi bangunan hukum itu tersendiri yang oleh 
kaum figh oriented dipandang sebagai penyimpangan besar dari 
kemurnian Islam. 


Permasalahan di atas merupakan salah satu diskursus yang 
dalam perkembangannya telah menempatkan Gus Dur sebagai 
« .y ° ° . . 

sang kontroversi.” Ini menjelma satu pertarungan simbolik: 
Gus Dur di satu sisi, dan umat Islam di sisi lain, baik warga 
nahdliyyin maupun umat Islam “kanan” yang memang sangat 


169 Abdurrahman Wahid, Antara Westernisasi dan Bid'ah-Phoby (Pembaruan dalam Islam), 
Pelita Hati, 1987 : 173-174 
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“sensitif” dengan berbagai kontroversi sekitar pemikiran Islam. 
Ini bisa terlihat dari berbagai gagasan Gus Dur yang kemudian 
menimbulkan reaksi keras dari sebagian muslim. Beberapa 
gagasan seperti penggantian assalamu’alaikum dengan selamat 
pagi, sistem bermazhab bukan sebagai produk hukum tapi 
metode berpikir sehingga bisa menganulir keputusan figh demi 
perkembangan konteks, rukun sosial sebagai jembatan agar umat 
muslim tidak terjebak pada individualisme rukun iman dan rukun 
Islam, watak Islam Indonesia yang menjadi counter atas penegakan 
syari'at Islam, hingga berbagai pembelaannya terhadap pihak- 
pihak yang dianggap “melukai” umat Islam, seperti pembelaan 
Gus Dur terhadap buku Satanic Verses (1987) karya Salman 
Rushdie di mana Imam Khomeini telah menjatuhkan fatwa 
hukuman mati in absentia,"* pembelaan tabloid Monitor yang 
menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11 (jauh di bawah 
Soeharto sebagai tokoh popular pilihan pembaca!) atau aksi 


170 Dalam kasus ini Gus Dur melakukan kritik pada dua arah sekaligus. Kepada umat 
Islam, yang tidak pernah membaca novel Ayat-Ayat Setan, bahkan kepada penyair 
Taufik Ismail yang membaca sepotong dengan rasa kebencian. Juga kepada 
kelemahan budaya Barat yang tidak memiliki kontrol sosial untuk mencegah 
penghinaan terhadap sebuah keyakinan. Konflikini merujuk pada benturan konsepsi 
antara Islam versus kebebasan: dapatkah atas nama kebebasan, dibernarkan 
penghinaan terhadap Islam? Yang kemudian terbentur dengan konsep kebebasan: 
sikap mempertahankan hak berbicara paling gila sekalipun. Dari sini Gus Dur 
kemudian mengajak agar umat muslim tidak hanya melihat “sisi gelap” dari Barat, 
karena masih terdapat berbagai nilai positif, yang dilakukan masyarakat Barat untuk 
melakukan kritik atas peradabannya sendiri. Sayang, pendudukan masalah ini malah 
disalah-artikan oleh sebagian besar muslim, dan Gus Dur tetap dimasukkan dalam 
gerbong pembela Ayat-Ayat Setan yang harus dikafirkan. Lihat Abdurrahman Wahid, 
Hikmah Kasus “Ayat-Ayat Setan” sumber tak terlacak, h. 1-3 


171 Satu hal yang membuat Gus Dur paling prihatin adalah pembredelan atas tabloid 
Monitor oleh pemerintah, atas desakan sebagian umat Islam. Ini tentu sangat 
tragis, karena angket Monitor tidak lebih hanya kesembronoan redaksi, yang 
kemudian ditangkap oleh kepekaan berlebihan umat Islam. Dari sini Islam yang 
ramah kemudian berubah menjadi perusak dan pemarah. Pada titik ini Gus Dur 
tidak membela siapapun di antara kedua kubu, selain pembelaan atas kedaulatan 
pers vis a vis negara yang merupakan syarat utama demokrasi. Gus Dur mengkritik 
kesembronoan Monitor, sembari meyakini bahwa umat Islam yang marah dan 
melakukan perusakan serta pemberedelan atas tabloid tersebut, sebenarnya hanya 
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pembacaan puisi di Malam Puisi Yesus Kristus yang menuai fatwa 
kafir atas dirinya. 1' 


Dalam hal ini, kaitan antara berbagai gagasan kontroversial 
Gus Dur dengan diskursus pembaruan Islam di atas adalah 
sebuah situasi di mana para pemikir muslim tengah merasakan 
kebutuhan untuk mengontekstualisasi ajaran Islam karena 
struktur masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Gerak 
ini terkenal dengan nama pembaruan pemikiran Islam yang pada 
dekade 1970 hingga dekade 1980 meramaikan kontestasi 
pemikiran Islam di Indonesia. Gerakan ini mengacu pada tiga 
ruang. Pertama, penafsiran ulang berbagai korpus keilmuan Islam 
khususnya tafsir dan fiqh yang cenderung menyimpang dari 
otoritas tradisional. Kedua, sekularisasi hubungan antara agama 
dan negara, dan ketiga, kebebasan berfikir atau otonomi pemikiran 
individu di atas berbagai dogma dan otoritas politik yang sebelum 
masa itu telah mengekang kebebasan berfikir. Dalam semangat 
yang sama, Gus Dur juga terkonstruksi oleh geliat pembaruan 
itu, yang oleh Greg Barton dilihat sebagai lahirnya genre baru 
paradigma Islam, yakni neo-modernisme Islam, bersama dengan 
penggerak gerbong pembaruan: Nurcholish Madjid. 


Gus Dur sendiri pada awal pembacaan atas gerakan ini 
menunjukkan sikap apresiatif yang terkonstruksi di antara 
dua sisi: kritik atas gerakan modernisme Islam yang telah 
kehilangan arah dan gerak baru pembaruan pemikiran Islam yang 
menggerakkan Islam bersama gerak sejarah yang dialektik dan 
kreatif. Ungkapnya: 


minoritas, tak berbanding dengan mayoritas muslim yang menanggapi kasus itu 
dengan jernih dan proporsional. Namun lagi-lagi Gus Dur tetap disudutkan, sebagai 
orang yang tidak membela Islam, dan bahkan membela kaum Katolik yang ada dalam 
keredaksian Monitor. Lihat Abdurrahman Wahid, Ta'ziah untuk Monitor, sumber tak 
terlacak, h. 1-6 


172 Assalamu'alaikum-Monitor, Editor No. 15/Thn IV/22/12/1990 
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Ajakan pemurnian agama, yang diharapkan dapat menjawab 
semua tantangan kehidupan masa kini, ternyata hanya berbuahkan 
sikap legal-formalistis yang serba kaku, sehingga modernisme 
tampaknya lalu menjurus kepada neo-konservatisisme di bidang 
hukum agama. Terlebih-lebih lagi penolakannya atas apa yang 
berbau tradisionil, modernisme ternyata menyamaratakan saja 
semua aspek tradisionalisme sebagai hal negatif yang harus dikikis 
habis, tanpa mampu mencarikan ganti yang lebih baik. Modernisme 
dengan demikian membuat orang tercabut dari semua akar yang 
dimilikinya, dan lalu menciptakan keresahan hidup yang tidak 
kunjung mendapatkan penyelesaian. 


Kesemuanya itu membawa sekelompok orang muda kepada 
mempertanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Ternyata 
jawabannya adalah ketidak-cukupan ajaran agama hanya disimpulkan 
oleh satu metode pemikiran saja, seperti ajakan memurnikan 
agama itu sendiri, atau ajakan berijtihad. Agama, kalau diinginkan 
dapat menampung kebutuhan manusia dengan baik, harus mampu 
menyerap bermacam-macam cara berpikir, termasuk harus mampu 
menempatkan kedudukan pemurnian agam itu dalam perspektifnya 
yang wajar. Karena kompeksitas kehidupan beragama itu sendiri, 
maka yang terpenting adalah menetapkan dari titik mana semua 
pemikiran keagamaan yang akan dilakukan harus bermula. Ini 
membawa kepada persoalan fundamental berupa perumusan 
hubungan manusia dengan Allah. Semua pemikiran harus bertolak 
dan pada akhirnya bermuara pada perumusan hubungan ini. 


Nurcholish Madjid merumuskan hubungan tersebut sebagai 
pemberian tempat mulia kepada manusia sebagai pengganti Tuhan 
(khalifatullah) di muka bumi. Karenanya, ia berhak sepenuhnya 
mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya dalam menjaga 
kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, ia 
harus melakukan deskaralisasi terhadap banyak hal yang tadinya 
dianggap sakral, karena sebenarnya yang sakral itu hanyalah pokok- 
pokok ajaran keimanan belaka. Urusan duniawi harus dipecahkan 
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dengan pendekatan duniawi pula, bukannya dengan sikap ingin 
menjadikannya urusan ukhrawi. Proses penduniawian urusan duniawi 
ini dinamainya sekularisasi. Kalau tadinya urusan-urusan duniawi 
dicarikan pembenaran pada ajaran agama, dengan proses ini urusan 
keagamaanlah yang justru diduniawikan. 7 


Kritik atas gerakan modernisme Islam ini memang historis, 
karena merupakan kontinuitas dari proses dehistorisasi Islam 
Indonesia yang bahkan pada awal geraknya sering disebut sebagai 
pembaruan. Bagi Gus Dur, orientasi pembaruan yang bersifat 
puritan ini, yakni memperbarui cara beragama umat muslim 
dari model sufisme sinkretik kepada rasionalitas Qur’an-Hadist, 
ternyata berdampak legal-formalistik bagi arah pergerakannya. 
Para pembaharu mengambil posisi ambivalen untuk mengikuti 
penerapan harfiah (literal implementation) al Qur’an dan Sunnah, di 
samping mengembangkan sebuah kerangka ideal bagi kehidupan 
masyarakat muslim secara total. Satu hal yang berbeda dengan 
kaum tradisionalis, yang bahkan mampu mengembangkan 
“legalisme adaptif”: legalisme yang dalam pemeliharaan prinsip- 
prinsip Islamnya juga mengembangkan kerangka perubahan 
gradual."4 Namun titik lemah terdapat di kedua belah pihak. 
Kaum tradisionalis kekurangan kerangka kemasyarakatan 
yang dibutuhkan untuk mengembangkan doktrin Islam yang 
mencakup semua aspek kehidupan. Sementara, kaum pembaharu 
kekurangan kemampuan adaptif yang dibutuhkan bagi sebuah 
pandangan hidup yang memiliki pengertian yang lebih jauh 
terhadap kehidupan modern. Satu kekurangan yang akhirnya 
membawa mereka pada sikap fundamentalistik. 


173 Abdurrahman Wahid, Perkembangan Teologi di Indonesia Masa Kini, makalah pada 
Konsultasi Pendeta-Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, Malang, 12 Juni 1976, dikutip 
dari Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1999 : 
392-393 


174 Abdurrahman Wahid, Keragaman Budaya dan Kesatuan Iman dalam Islam, Kompas, 
16/07/1980 
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Dari sinilah terma modernisme Islam kemudian disempurnakan 
oleh neo-modernisme Islam, yang menutupi sikap anti-tradisi 
dengan kepercayaan bahwa tradisi Islam ternyata mampu 
menopang kemodernan. Neo-modernisme yang disematkan 
kepada pembaruan pemikiran Islam berangkat dari modernisme 
dalam arti puritanisme, yaitu modernisasi dalam arti rasionalisasi 
dan konstekstualisasi. Dalam hal ini, rasionalisasi mengandung 
arti upaya penemuan substansi dan penanggalan lambang- 
lambang. Sedangkan kontekstualisasi mengandung arti upaya 
pengaitan substansi itu dengan latar sosio-budaya tertentu, serta 
kemungkinan penggunaan lambang-lambang untuk membungkus 
kembali budaya tersebut. Selain substantivisme, pembaruan ini 
juga berangkat dari keyakinan akan universalisme Islam yang 
mengarah pada kepercayaan terhadap modernitas universal, 
sehingga dengan menggali nilai-nilai substantif, Islam akan 
mampu naik ke tataran kemajuan ala Barat, guna dilokalisir ke 
dalam terma kebudayaan nasional.’ Substansiasi ini dianggap 
akan membangkitkan rasionalitas umat Islam, karena tidak lagi 
terkekang formalisme dan integrasi umat. Namun substansiasi 
ini pula yang menyinggung emosi keagamaan sebagian umat, 
yang pada satu titik membuat Gus Dur melakukan kritik. Ini 
tampak dari kritik Gus Dur terhadap generalisasi Cak Nur tentang 
kesamaan Islam dan agama-agama lain. Bagi Gus Dur, Cak Nur 
seharusnya tetap merumuskan perbedaan kategoris dari sudut 
pandang teologis. Meski perbedaan esensial itu tetap dibangun 
dalam unikum masing-masing, yang harus “dikendalikan” dengan 
memberikan perlakuan dan kedudukan sama bagi semua warga 
negara di mata hukum." 


175 Lihat M. Din Syamsuddin, Mengapa Pembaruan Islam? Dalam Jalaluddin Rakhmat, 
et al., Tharikat Nurcholilishy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 : 41-45 


176 Abdurrahman Wahid, Tiga Pendekar dari Chicago, Tempo, 27/03/1993 
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e KEBANGKITAN ISLAM 


DALAM PERJALANANNYA, diskursus pembaruan pemikiran 
Islam memiliki ruang lingkup pergulatan wacana dengan 
diskursus kebangkitan Islam. Satu pergulatan yang berangkat 
dari keyakinan sebagian muslim, bahwa Islam sebagai peradaban 
telah bangkit dari keterpurukan, dan secara radikal melawan 
penetrasi Barat. Dari sini muncul fundamentalisme Islam itu, 
yang kemudian melakukan benturan ideologis dengan kaum 
pembaharu dan moderat Islam, termasuk Gus Dur. 


Gus Dur sendiri sejak awal kiprahnya, berhadapan secara vis 
avis dengan geliat kebangkitan ini. Bahkan secara umum, kaum 
fundamentalis telah meng-kafir-kan berbagai pemikiran dan 
gerak Islam yang menurut mereka telah menyimpang dari Islam. 
Namun, konstelasi politik Orde Baru seolah lebih memihak 
kepada kaum moderat, meski pada akhir kekuasaannya, negara 
menganulir konsistensinya dengan merangkul kaum Islamis ke 
dalam birokrasi. Pada satu sisi, Gus Dur sebenarnya bersifat 
empatik dengan gerakan ini, karena baginya fundamentalisme 
atau fanatisme agama bukan sebab melainkan sebuah akibat dari 
penetrasi nilai-nilai Barat yang dirasa mengancam sendi-sendi 
kehidupan beragama. 


Pada titik ini Gus Dur melihat fundamentalisme Islam 
sebagai kebangkitan Islam pada ranah sosio-kultural. Artinya, 
merupakan tanggapan kaum muslim yang lahir dari kebangkitan 
keyakinan agama guna meneguhkan identitasnya, meski ternyata 
hanya mengambil sikap bertahan (defense mechanism)."' Ini tentu 
berdampak negatif, karena sikap bertahan tidak memberikan 
solusi bagi posisi umat Islam yang tersudutkan oleh hegemoni 


177 Abdurrahman Wahid, Kebangkitan Islam sebagai Fenomena Sosio-Kultural, media tak 
terlacak, 3 Februari 1991 


218 GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


peradaban lain. Bahkan secara eksplisit Gus Dur melihat 
fundamentalisme sebagai sebuah jalan pelarian guna pulih 
kembali dengan “cara dalam” atas apa yang membuat mereka 
kalah di “bagian luar”. Analisa Gus Dur: 


Another factor behind the emergence of Islamic Fundamentalism is 
the inability of many Muslims in the region to integrate their peculiar 
systems of education, family structure, economic enterprises and 
even political aspirations into the mainstream of each nation. 
The disappointment and dissaticfaction that follow their failure 
to integrate themselves into the mainstream puts them at a loss, 
which they see as due to the lack of spiritual dimension of their 
lives. Accordingly, Islamic Fundamentalism becomes an atractice 
'escape-waw' to regain in an inner way what they lose in the outer 
one. 18 


Inilah vang dikritik Gus Dur, karena fakta historis 
memperlihatkan bahwa kegagalan Islam pada level struktural 
tidak kemudian membuat Islam kehilangan apapun di negeri ini. 
Ketika Indonesia menawarkan negara-bangsa dan pemerintah 


178 “Satu faktor lain di balik munculnva fundamentalisme Islam ialah ketidakmampuan 
kaum muslim di kawasan ini untuk mengintegrasikan sistem pendidikan, struktur 
keluarga, usaha ekonomi, dan bahkan aspirasi politik mereka yang khas ke dalam 
arus utama masing-masing bangsa. Kekecewaan dan ketidakpuasan yang menyusuli 
kegagalan mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam arus utama membuat 
mereka kalah, yang mereka lihat akibat kurangnya dimensi spiritual dari kehidupan 
mereka. Sama halnya, fundamentalisme Islam menjadi'jalan pelarian' yang menarik 
guna pulih kembali dengan cara dalam, atas apa yang mereka kalah di bagian 
luar.” Abdurrahman Wahid, Islamic Fundamentalism: A Southeast Asian Perspective, 
sumber tak terlacak, h., 3. Pada titik ini, studi tentang fundamentalisme Islam tengah 
mengalami pergeseran, dari domain ideologi kepada identitas. Artinya, kebangkitan 
Islam kontemporer sudah melampaui paradigma ketegangan struktural (structural 
strain), di mana gerakan sosial tergelut dalam pertarungan negara, tetapi sudah 
mengarah pada framing culture: pembingkaian budaya, yang membuat Islamisme 
membedakan diri dengan Barat. Dari sini terlihat, bahwa Islamisme bukan semata 
persoalan politik, tetapi terlebih budaya, di mana pembedaan nilai menjadi titik 
tengkar. Lihat Youssef M Choueiri, Islamic Fundamentalism, Boston: Twyne Publishers, 
1990 : 20-23. Lihat juga Doug McAdam, Culture and Social Movements, dalam Enrique 
Larana (ed), New Social Movements, From Ideology to Identity, Philadelphia: Temple 
University Press, 1994 : 36-40 
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Orde Baru melakukan deislamisasi dengan membuang azas Islam, 
PPP sebagai representasi partai Islam (meski “Islam informal”), 
tetap memiliki Islam secara basis kultural. Artinya, umat muslim 
masih bebas menyalurkan aspirasi Islam politiknya lewat partai 
ini, meski serba terbatas."? Kekalahan struktural ternyata juga 
tidak mampu membendung ekses politik dari aktivisme Islam yang 
digerakkan oleh ormas-ormas Islam pada ranah sosio-kultural. 
Agenda pembangunan partisipatoris NU melalui jaringan 7.000 
pesantren yang tersebar di 65.000 desa tak pelak lagi membiaskan 
gerak politik yang memengaruhi kebijakan negara.” Demikian 
juga tuntutan atas moralitas Islam oleh Muhammadiyah tentu 
memengaruhi perkembangan pendidikan nasional, karena organ 
ini mengelola lebih dari 15.000 sekolah. Dari gerak fakta akan 
dampak strategis yang dilakukan ormas-ormas kultural Islam ini, 
maka menurut Gus Dur akan sangat aneh jika fundamentalisme 
tetap merebak di negeri ini. 


Berangkat dari kecenderungan ini, maka Gus Dur 
mempertanyakan berbagai optimisme atas klaim kebangkitan 
Islam, yang konon sudah memenuhi persyaratan lengkap untuk 
digerakkan, jika umat Islam memiliki kesatuan pandangan atasnya. 
Sikap skeptis ini lahir dari kesadaran Gus Dur terhadap situasi 
lemah umat muslim, serta keterbatasan cakrawala penglihatan 
yang merupakan syarat utama bagi sebuah kebangkitan peradaban. 
Sikap ini merupakan kritisisme terhadap fenomena tiga bentuk 
kebangkitan Islam yang pada saat itu sedang terjadi, yakni 
kebangkitan politik oleh keberhasilan Revolusi Iran terhadap 
rezim Barat Syah Pahlevi, kebangkitan keyakinan (revival of faith) 


179 Abdurrahman Wahid, The Dynamic of Islamic Movements in Southeast Asia and Their 
Impacts on The Regions Resilience, makalah the 5” Seminar on Religion as a Field of 
Research and Study, Jakarta, 26-28 Februari 1981: 1-3 


180 Wahid, Islamic Fundamentalism, h. 1-3 
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melalui maraknya gairah ritual dan simbol-simbol Islam sebagai 
counter hegemoni terhadap sekularisme, dan kebangkitan 
ekonomi dalam lingkup dunia (global scale) sebagai hasil dari 
munculnya petro-dollar di sejumlah “negara minyak” Timur- 
Tengah. 


Namun, berbagai kebangkitan yang Gus Dur sebut sebagai 
kebangkitan kuantitatif ini belum menciptakan persambungan 
elemen-elemen kehidupan yang membentuk kerangka tangguh 
bagi kebangkitan peradaban Islam,'*! karena kebangkitan 
pemikiran (revival of social thoughts and theories) belum terjadi, 
padahal sektor inilah yang mampu menciptakan persambungan 
historis dari kekayaan peradaban Islam.'** Dari kegelisahan ini, 
berbagai gedoran psikologis atas pemikiran Islam digerakkan Gus 
Dur yang pada satu titik searah dengan semangat modernisasi 
dari pembaruan pemikiran Islam dekade 1980 tersebut. 


e KOSMOPOLITANISME ISLAM 


DARI PAPARAN di atas, pertanvaan vang mencul adalah, di 
manakah posisi Gus Dur di tengah pembaruan pemikiran Islam itu 
dan bagaimana pemikirannya? Tanda tanya ini penting, justru setelah 
pemikiran Islam Gus Dur menjelma legitimasi intelektual bagi 
gerakan pemikiran khususnva di tubuh anak muda NU. Apakah Gus 
Dur bagian dari pembaruan itu, vang secara otomatis mengamini 
tesis neo-modernisme Greg Barton? Jika benar, maka tepatlah Gus 
Dur disandingkan dengan Cak Nur yang dinobatkan sebagai bapak 
liberalisme Islam, karena para aktivis Islam liberal menambatkan 
genealogi intelektualnya dari gerakan pembaruan pemikiran 


181 Abdurrahman Wahid, Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah la? dalam 
Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001: 168-176 


182 Abdurrahman Wahid, Kebangkitan Islam sebagai Titik Tolak Kegiatan Umat, dalam 
Muslim Ditengah Pergumulan, Jakarta: Leppenas, 1981 : 25-29 
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tersebut. Tapi bagaimana jika tidak? Penolakan ini menjadi titik 
tengkar dan dipelopori oleh gerbong post-tradisionalisme Islam. 
Mereka menolak bahwa Gus Dur merupakan bagian dari pembaruan 
pemikiran Islam, karena posisi dan geraknya yang lebih menekankan 
penggalian tradisi untuk transformasi. Transformasi bagi perlawanan 
atas hegemoni modernisasi, transformasi bagi perubahan sosial yang 
bersifat sosialistik. 


Pada titik ini kita akan mengenal konsep kosmopolitanisme dan 
universalisme Islam milik Gus Dur. Konsepsi ini memiliki relevansi 
dengan diskursus pembaruan pemikiran Islam karena cara kerjanya 
yang merumuskan bagaimana pemahaman terhadap ajaran Islam 
harus bersifat terbuka dengan pemikiran lain. Namun, keterbukaan 
ini bukan suatu adaptasi radikal terhadap modernisasi atau bahkan 
westernisasi!®?, melainkan sebuah keterbukaan pemikiran yang 
ditujukan untuk penggerakan perubahan struktural demi tata 
hidup berkeadilan. Ungkap beliau: 


Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kosmopolitanisme 
peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala 
tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum 
muslimin dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk 
mereka yang non-muslim). Kosmopolitanisme yang seperti itu 
adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya 
warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan 


183 Dalam kaitan ini, menarik jika menyimak dialog Gus Dur dengan Samuel Huntington 
tentang teori clash of civilizations di Tokyo. Kata Gus Dur, you see the trees but not 
the forest or the forests not the trees. You said that there is a clash of civilizations in the 
Islamic world and the western world, but please remember that hundreds of thousands 
of muslims study in the west every year, among them those who support western 
civilization. And we took from you the fact that | now wear trounsers instead of a sarung 
to show that l took more fram the West than study alone. But of course we cannot be 
equal to the West because, of course, we have our own traditions. Lihat Abdurrahman 
Wahid, Islam and The West, dalam Islam and the West: Obstacles and Solutions in the 
Search for a New Word! Civilization, Dick Van der Meij (ed), Jakarta:CLC UIN Jakarta, 
2003 : 155. Lihat juga Syaiful Arif, Gus Dur Ketemu Huntington, Duta Masyarakat, 
1/12/2003 


222 GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif 
yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal 
dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair 
yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus 
mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata, bukannya hanya 
dalam postulat-postulat spekulatif belaka. '$ 


Dalam kaitan ini, terma kosmopolitanisme Islam Gus Dur 
kaitkan dengan terma universalisme Islam, sehingga keduanva 
menjadi satu kesatuan: aplikasi dari ajaran Islam vang universal 
tidak akan terjadi tanpa watak terbuka terhadap peradaban 
lain vang membuat Islam bersikap secara kosmopolitan. Dua 
titik ini adalah inti mekanisme dialektik pembaruan pemikiran 
Islam Gus Dur. Lihatlah, betapa tinggi kepercavaannva terhadap 
kosmopolitanisme Islam vang ia lihat sudah terjadi sejak awal 
pengorganisasian Nabi Muhammad SAW di negara Madinah, 
hingga munculnya para ensiklopedis muslim awal seperti Al-Jahiz 
di abad ke-3 Hijrivah. Watak terbuka ini memiliki sejumlah unsur 
dominan, seperti hilangnva batasan etnis, kuatnva pluralitas 
budava, dan terciptanva heterogenitas politik. Kosmopolitanisme 
ini juga menampakkan diri dalam kehidupan beragama vang 
eklektik selama berabad-abad, baik terhadap sisa-sisa peradaban 
Vunani kuno (Hellenisme), Persia, hingga peradaban anak benua 
India. 8 


184 Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam, 
Pelita, 26/01/ 1988. 


185 Sikap kosmopolitan ini dilandasi oleh kevakinan akan sifat keterbukaan Islam. Secara 
tekstual, kevakinan tersebut didapatkan pada penafsiran Gus Dur terhadap konsep 
kesempurnaan Islam yang termaktub dalam Surah al-Maidah (5):3, “Pada hari ini telah 
Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat- 
Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu". Ayat ini kemudian ditafsiri oleh 
banyak ulama sebagai penanda bagi kesempurnaan Islam dalam segenap bidang, 
baik agama, sistem masyarakat, serta sistem negara. Bagi Gus Dur, sebaliknya. 
Konsep kesempurnaan Islam terdapat pada sifatnya yang terbuka untuk menerima 
masukan dari sistem lain, selama tidak bertentangan dengan aqidah. Potensi Islam 
kemudian terdapat pada keterbukaan bagi pengembangan wawasan baru secara 
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Dari sinil “kemelut kehidupan beragama” kaum muslim 
yang mengambil bentuk dalam perang penafsiran ala Mu'tazilah 
dan kaum Asy’ariyah membuktikan keterbukaan Islam terhadap 
kebebasan pencarian kebenaran, karena konflik tersebut menjelma 
perdebatan ilmiah, bukan pemberangusan politik, meski dalam 
perkembanganya, kosmopolitanisme ini makin menyusut ketika 
ajaran-ajaran Al-Asy’ari menjadi kemapanan masyarakat Islam 
dengan mengambil tindakan pelarangan terhadap perdebatan 
ilmiah. Hal yang sama terjadi pada berbagai karakter para pemikir 
muslim yang bahkan oleh Gus Dur disebut sebagai kaum zahid 
(asketik) di mana para pemikir ini memadukan ketundukan 
spiritual atas normativitas ajaran Islam, sembari pada tataran 
rasional mengembangkan pemikiran Islam seluas mungkin, 
hingga menembus batas berbagai peradaban. Tokoh-tokoh seperti 
Imam Hasan Al-Basri yang amat dalam tasawufnya, ternyata 
juga ilmuwan di bidang bahasa. Imam Al-Khalil ibn Ahmad AI- 
Farahidi yang dengan kesalehan luar biasa, ternyata merupakan 
peminat filsafat Yunani kuno, sehingga karya agung dalam ilmu 
bahasa Qamus Al-'Ain sepenuhnya menggunakan pembagian ilmu 
pengetahuan melalui kategorisasi filsafat Yunani. Demikian 
juga Imam Syafi'i, mujtahid di bidang hukum agama, justru 
menundukkan proses pengambilan hukum agama kepada 
sejumlah kaedah metodologis, bukan sekadar menarik hukum 
dari Al Our'an dan Sunnah. 


Dalam kaitan ini, watak kosmopolitan berfungsi sebagai 
perluasan aplikatif dan conditio sine gua non bagi terealisasinya 


terus-menerus dalam menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, substantifisme 
dalam Islam-lah yang membuka ruang bagi keterbukaan tersebut, bukan rumusan- 
rumusan detail formalnya. Pengajian Romadlonan bersama Gus Dur di Pesantren 
Ciganjur, dengan kitab Bughyatul Mustarsyidin, September 2005 


186 Abdurrahman Wahid, Imam Khalil Al-Farahidy dan Humanisme dalam Islam, dalam 
Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam, Arifin Junaidi (ed), edisi 
terbatas, 1991, h. 63 
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ajaran universal dari Islam. Universalisme ini Gus Dur rujukkan 
bukan pada universalisme dalam terma Barat, melainkan 
penggaliannya atas ajaran-ajaran orisinil yang memiliki kepedulian 
mendalam terhadap nasib kemanusiaan serta keadilan sosial, dan 
oleh karenanya, memiliki keluasan batas pada tataran universal. 
Secara sistematis Gus Dur mendapatkan universalisme Islam 
tersebut di dalam berbagai jaminan dasar Islam atas ketinggian 
martabat manusia. Pertama, jaminan atas keselamatan fisik 
warga masyarakat dari tindakan fisik di luar ketentuan hukum. 
Jaminan ini dengan sendirinya mengharuskan pemerintahan 
berdasarkan hukum dengan perlakuan adil terhadap semua 
warga tanpa kecuali, sesuai hak masing-masing. Hanya dengan 
kepastian hukum sebuah masyarakat mampu mengembangkan 
wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warga, 
sehingga menjamin terwujudnya keadilan sosial, yang oleh Gus 
Dur ditempatkan sebagai pandangan hidup (world view) paling 
jelas dari universalitas Islam. Kedua, jaminan atas keselamatan 
keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk 
berpindah agama. Jaminan ini melandasi hubungan antar- 
warga masyarakat berdasarkan sikap saling menghormati yang 
mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan 
saling pengertian yang besar.'' Ketiga, jaminan atas keselamatan 


187 Ini terlihat dari ketidaksetujuan Gus Dur terhadap pemasukan orang Yahudi dan 
Nasrani sebagai kafir : suatu kelompok yang memusuhi Islam. Jika al Qur'an dikaji 
secara mendalam, akan didapatkan bahwa konsep kafir hanya merujuk pada 
kelompok yang menolak Tuhan, sementara ahli kitab, dilihat masih memilki konsep 
ketuhanan, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kekafiran. Dalam hal ini, Gus 
Dur kemudian melakukan pembedaan antara definsi “tegas” sebagai sebuah sikap 
teologis, dengan tindakan “tegas” sebagai laku kekerasan. Penegasan ini dianggap 
penting dalam menafsirkan ayat asvidda'u ‘ala al-kuffar ruhama'u bainahum (bersikap 
tegas diantara orang-orang kafir dan orang yang santun mengasihi diantara sesama 
mereka) (QS al-Fath, 48:29). Atas dasar inilah, tidak heran jika Gus Dur akrab dengan 
non-muslim dan terlibat dalam berbagai pembelaan atas diskriminasi minoritas yang 
dialami umat Kristen dan Konghucu. Dalam kaitan ini, Gus Dur telah melakukan 
rekonstruksi terhadap penafsiran irman Allah Swt, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani 
tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka" (QS al-Baqarah, 
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keluarga dan keturunan yang akan menampilkan sosok moral 
dalam kerangka etis maupun kesusilaan. Kesucian keluarga 
dilindungi karena keluarga merupakan ikatan sosial paling 
dasar, karenanya tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam 
bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Keempat, jaminan 
keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur 
hukum, serta jaminan atas keselamatan profesi yang merupakan 
sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan 
proporsional dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas 
individu. 


Dari mekanisme dialektik antara kosmopolitanisme Islam dan 
universalisme Islam yang merujuk pada berbagai jaminan atas hak- 
hak dasariah manusia, maka tujuan utama dari Gus Dur adalah 
perubahan sosial menuju struktur politik yang lebih berkeadilan. 
Artinya, upaya membuat Islam lebih terbuka terhadap peradaban 
lain yang tentunya memiliki konsekuensi penghapusan sikap- 
sikap eksklusif dan melihat Islam sebagai satu-satunya kebenaran, 
tidak sebatas “merangkul” atau “membeo” pada peradaban 
lain, tapi lebih kepada penggerakan transformasi sosial demi 
pengangkatan martabat manusia, khususnya kaum tertindas. 
Deskripsinya: 


Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur 
utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan 
keterbelakangan kaum muslim sendiri, akan memunculkan tenaga 


2:120). Ketidaksenangan Yahudi-Nasrani dalam ayat ini dianggap sebagai hal yang 
wajar, karena umat Islampun pasti memiliki sikap seperti itu. Menurut Gus Dur, 
pihak yang tidak rela (walan tardha) bukan hanya non-muslim, tetapi juga pihak 
muslim, sebab masing agama memiliki truth claim yang absolut dan tidak menerima 
kebenaran dari pihak lain. Sementara kalimat ‘anka bukan bermakna wahai kamu 
(Muhammad), melainkan berarti kebenaran yang dibawa, yakni Islam. Dengan 
penafsiran ini, Gus Dur tidak memiliki kecurigaan terhadap non-muslim, dan secara 
terbuka melakukan kerjasama dengan mereka dalam urusan sosio-kemasyarakatan. 
Pengajian Romadlonan bersama Gus Dur di Pesantren Ciganjur, dengan kitab Asybah 
wan Nadhair, September 2005. 
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luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan 
yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas muslim. Dari 
proses ini akan muncul kebutuhan akan kosmopolitanisme baru 
yang selanjutnya akan bersama-sama faham dan ideologi lain, turut 
membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial ekonomis 
dan kebiadaban rezim-rezim politik lalim. 


Hanya dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya, 
dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidup para pemeluknya, 
Islam akan mampu memberikan perangkat sumber daya manusia 
yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri 
secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru 
yang penuh semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang 
prihatin dengan nasib orang kecil. '88 


Dari sikap terbuka menafsirkan kembali ajaran Islam 
agar sesuai kebutuhan zaman dan orientasi transformatif bagi 
terangkatnya nilai-nilai kemanusiaan, maka satu gerak pembaruan 
pemikiran Islam yang Gus Dur lakukan adalah rekonstruksi 
dan pengembangan hukum Islam. Sikap ini mensyaratkan 
rekonstruksi pengambilan hukum Islam yang tersedia dalam ushul 
fiqh. Hal ini urgen sebab penafsiran tekstual terhadap teks suci 
sering dilatarbelakangi oleh konstruksi logika hukum yang kaku. 
Menurut Gus Dur, pengembangan watak dinamis Islam hanya 
bisa terlaksana jika hukum Islam menekankan perhatiannya pada 
pergulatan problem duniawi yang menggeluti bangsa, sehingga 
fiqh mampu memberikan pemecahan bagi persoalan aktual yang 


selalu berubah. 


Kemampuan fiqh ini dilandasi oleh watak dasarnya yang 
“mendampingi” proses perubahan masyarakat, sehingga produk 
hukum selalu berubah sesuai perubahan zaman, kasus, dan 
tempat. Di sinilah dibutuhkan kesadaran bahwa sebuah hukum 


188 Wahid, Universalisme Islam, h. 10 
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tidak untuk dipertahankan, melainkan untuk diubah, kecuali 
yang tidak dapat diubah. Sayangnya, mayoritas “kaum fiqh” 
sendiri masih memperlakukan hukum Islam sebagai warisan final 
dengan mengesampingkan hakikat figh yang sebenarnya berfungsi 
“menyimpulkan perubahan”, bukan menerima begitu saja suatu 
keputusan masa lampau tanpa pemeriksaan ulang. Selanjutnya, 
wilayah garapan pun harus diperluas dari penanganan ibadah 
yang bersifat individual seperti hukum halal-haram makanan atau 
tindakan sehari-hari, kepada ibadah yang bersifat sosial. Pertanyaan 
yang harus diajukan bukan sekadar apakah perilaku individu muslim 
sudah sesuai dengan figh, melainkan sebuah tanda tanya besar 
tentang sistem sosial yang timpang. Setelah merumuskan tanda tanya 
tersebut, maka fiqh harus mampu menjawabnya dengan membangun 
konsep dan kritik sosial demi penegakan sistem yang adil. 


Pada tataran ini Gus Dur kemudian megkritik kejumudan 
penggunaan ushul fiqh oleh para fuqaha'. Bagi Gus Dur, kelahiran 
ushul fiqh sebagai teori hukum sebenarnya menyediakan proses 
kreatif untuk selalu mengadakan pembaruan produk hukum agar 
mampu mempertemukan kebutuhan umat dengan norma ajaran 
agama yang established. Sayangnya, mekanisme kreatif ini malah 
digunakan oleh penganut fiqh sebagai alat seleksi yang sangat 
normatif dan mematikan kreatifitas. Kaidah-kaidah ushuliyyah 
memang dihafalkan, tapi substansi ushul fiqh sebagai epistemologi 
hukum Islam tidak pernah dikembangkan aplikasinya. Jika saja 
para fuqaha' tidak hanya melihat berbagai rumusan fiqh dalam 
Al-Risalah-nya Imam Syafi'i sebagai produk hukum, namun juga 
mengadopsi metodologi pembuatan hukumnya, maka umat 
Islam akan mampu mengembangkan secara kreatif dan realistis 
berbagai hukum agama. 


Di sinilah Gus Dur mencetuskan pemikiran urgensitas 
perumusan kembali konsep bermazhab yang tidak terjebak dalam 
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produk hukum oriented, melainkan penguasaan metodologi 
pembuatan hukum, sehingga menciptakan keber-agama-an yang 
dinamis, misalnya koreksinya atas kelemahan hukum Islam vis a vis 
pembangunan, sekaligus penawaran beberapa langkah progresif guna 
mengatasi kelemahan tersebut, agar potensi hukum Islam sebagai 
penunjang kerja-kerja kemanusiaan dapat terealisir. Pengembangan, 
atau dalam istilah Gus Dur, “penyegaran”, bukan ditujukan untuk 
merombak hukum Islam, tapi membuatnya lebih adaptif dengan 
problem kemanusiaan. Hal ini berangkat dari keprihatinan 
terjebaknya hukum Islam di dalam posisi “pos penjagaan” yang 
bersifat apologetik; hanya menganjurkan pelarangan dan tuntutan 
terhadap wujud masyarakat Islam yang utopis layaknya civitas Dei 
(kota Tuhan) yang hanya dihuni para malaikat. 


Di sisi lain, hukum Islam juga terjebak dalam ketercerabutan 
sejarah, sehingga meski memiliki sejarah sendiri (tarikh al-tasvri') 
tidak memasukkan diri ke dalam sejarah besar peradaban dunia 
yang terus berubah dan maju. Meminjam ungkapan N.J. Coulson 
“hukum, dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Tuhan yang 
diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, 
mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai 
dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam”. Karena memisahkan 
diri dari perkembangan sejarah inilah hukum Islam mengalami 
kegagapan merumuskan tanggapan terhadap masalah yang timbul 
belakangan. 


Penyegaran hukum Islam juga berangkat dari keprihatinan 
akan posisi otoritatifnya yang lahir dari penafsiran harfiah 
bahasa Arab atas kehendak Tuhan (al-Svari') baik dari al Qur'an 
maupun Hadist. Tekstualisme penafsiran ini menyebabkan 
ketidakmampuan hukum Islam mengembangkan pendekatan 
yang multi-dimensional, sehingga secara politis, menjelma otoritas 
monolitik yang mampu melarang sebuah sistem keagamaan. Ini 


Sebuah Biografi Intelektual 229 


terlihat misalnya dari pemaksaan pembedaan antara gerakan 
tarekat yang diotorisir oleh hukum (tariqah mu'tabarah) dengan 
yang tidak memperoleh otorisasi (ghairu mu’tabarah). Fungsi 
otoritatif ini membuat kalangan ahli hukum Islam sangat 
khawatir terhadap penafsiran dan eksistensi kaum mistikus 
Islam (mutasawwifin) karena keberaniannya melanggar batasan- 
batasan harfiah nash dan fiqh, misalnya penafsiran mereka atas 
makna syahadat yang diartikan sebagai “penggambaran lahiriah 
(exeteriorization) dalam bentuk doktriner dari nama Allah” yang 
menjadikan syahadat cukup diakui dalam hati dan tidak perlu 
dilisankan secara publik sebagai kesaksian sosial. 


Berangkat dari fakta ini, maka Gus Dur kemudian 
menawarkan dua hal bagi pengembangan hukum Islam agar 
bisa memberikan respon positif terhadap gerak zaman, khususnya 
menanggapi laju pembangunan. Pertama, himbauan kepada para 
juristen Islam agar memberikan batasan atas ruang lingkup 
daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam, dalam 
rangka pengintegrasian ke dalam hukum nasional.8 Artinya, 
yang diinginkan Gus Dur adalah “penyempitan” wilayah hukum 
Islam, yang oleh kaum Islamis bersifat menyeluruh, kepada 
bidang-bidang tertentu dalam kerangka pembinaan hukum 
nasional. Ini berangkat dari keyakinan beliau bahwa idealitas 
posisi Islam dalam kerangka negara-bangsa adalah penempatan 
partikularisme hukumnya dalam sistem hukum negara, misalnya 
posisinya dalam bidang perdata, perkawinan, dan hukum waris. 
Pemberian batasan ini harus diikuti oleh upaya merumuskan 
prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang 
lebih mencerminkan kebutuhan kekinian, dengan menjadikan 
pertimbangan kemanusiaan sebagai prioritas. Pertimbangan 


189 Abdurrahman Wahid, Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan, 
dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 38-47 
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kemanusiaan ini bagi Gus Dur adalah syarat mutlak bagi 
“penyegaran” hukum Islam, karena secara inheren isu-isu tersebut 
masih menyisakan berbagai masalah. Satu sisi hukum Islam 
dituduh anti-kemanusiaan (misalnya hukum potong tangan) 
karena pertarungan abadi antara penafsiran letterlijk wahyu 
Tuhan dengan rasa kemanusiaan. Sementara di sisi lain, di 
dalam dirinya hukum Islam sebenarnya memiliki komitmen kuat 
terhadap penghargaan hak-hak asasi manusia. Ini bisa dilihat 
dari berbagai faktor penghormatan nilai kemanusiaan dalam 
hukum pidana Islam, sejak proses hukum acara (murafa’at) yang 
mengatur ketentutan tentang pengaduan perkara, pembuktian, 
dan jalannya peradilan. Misalnya tuntutan atau tuduhan harus 
didasarkan pada kesaksian yang cukup dari saksi sudah diakui 
kejujurannya, dengan sanksi yang berat jika para saksi tersebut 
memberikan kesaksian palsu, atau pihak tertuduh berhak atas 
status tidak bersalah hingga terbukti kesalahannya (presumption 
of innocence, mabda-u ‘adam al-dzanb ‘inda ‘adam alithbat), hingga 
berbagai persyaratan administratif untuk menjamin terlaksananya 
peradilan yang tertib, berwibawa, ditunjang oleh kepastian 
hukum, dan dipimpin oleh para hakim yang memenuhi syarat 
peradilan bersih dan jujur. 


Nilai kemanusiaan juga dapat terlihat dari terbukanya 
kesempatan mencari peluang mengelakkan keputusan hukum 
yang sudah dijatuhkan melalui penggantian material kepada pihak 
yang dirugikan (diyyah), atau pemberian banyaknya persyaratan 
bagi pemberian hukuman seperti persyaratan kemakmuran 
ekonomi bagi masyarakat sebelum hukum potong tangan atau 
dilempari baru sampai mati (al-rajm) dapat dijatuhkan. Hal serupa 
juga terjadi dalam lanskap sejarah di mana para juristen Islam 
tidak hanya merumuskan hukum dari sudut pandang tata hukum 
dan teknis peradilan, melainkan terlebih memberikan kerangka 
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kemasyarakatan yang menunjang keadilan dan pemerintahan 
hukum seperti yang dilakukan oleh komentator Fath alMu’in 
dalam merumuskan perintah berjihad sebagai kewajiban negara 
memberikan kebutuhan kepada warga negara, baik pangan 
(2,6 kg per hari per orang), sandang, papan, dan perlindungan 
hukum kepada semua warga negar, termasuk mereka yang kafir 
dzimmi.PO 

Kedua, penetapan suatu tujuan-dekat (immediate purpose) 
guna menjadikan pengembangan hukum Islam tidak mengalami 
pengaburan dan lebih terarah. Salah satu tujuan-dekat vang 
menurut Gus Dur mendesak dilakukan adalah percobaan 
untuk memperluas daerah wewenang konsensus atau ijma' 
sebagai sumber hukum.'” Hal ini berangkat dari keprihatinan 
keterjebakan ijma' guna memperkuat inferensi atas kehendak 
Tuhan, sehingga ia menjadi kaku karena menjelma otoritas 
legitimatif atas produk hukum vang cenderung stagnan. Perluasan 
ini merujuk teori tradisional tentang konsensus sendiri vang 
menvediakan sebuah mekanisme sederhanan bagi penvegaran 
relatif atas pembuatan keputusan hukum, vakni konsensus atas 
kesimpulan vang memodifisir pengertian letterlijk kehendak 
Tuhan. Mekanisme tersebut memang sederhana, tapi menurut 
Gus Dur mampu digunakan sebagai pembentuk interpretasi baru 
atas diktum-diktum vang telah ada. 


e KONTINUITAS TRADISI 


DARI BERBAGAI lekuk pemikiran di atas, maka pertanvaan 
lanjutan yang mengemuka adalah apakah segenap usaha 


190 Abdurrahman Wahid, Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Muslim 
di Tengah Pergumulan, Jakarta: Leppenas, 1981 : 97-99 


191 Wahid, Menjadikan Hukum Islam, h. 50-51 
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rekonstruktif atas pemikiran keagamaan yang dilakukan Gus 
Dur terkonstruksi dalam maintream wacana pembaruan pemikiran 
Islam pada level sosio-politis sebagai strategi reorientasi budaya 
masyarakat agar sesuai laju modernisasi? Pertanyaan ini urgen, 
karena sudah menjadi fakta sejarah bahwa gerakan tersebut 
banyak menuai kritik lantaran fungsi legitimatifnya atas agenda 
Orde Baru. Agenda ini merujuk kebutuhan rasionalisasi 
sebagai syarat bagi terbangunnya rasionalitas ekonomi modern 
yang pada satu titik terhambat oleh tradisionalitas pemikiran 
keagamaan, serta sekularisasi yang secara konkret terlembaga 
dalam deislamisasi partai Islam.'' Berbagai pertanyaan, apakah 
pembaruan Gus Dur bersifat menghancurkan tradisi Islam? 
Apakah konsep hubungan negara dan agamanya bersifat sekular 
ataukah ia memang pembela mati-matian kebebasan berpikir di 
atas berbagai norma dan otoritas keagamaan yang terdapat di 
masyarakat? 


Untuk mendapatkan jawaban ini, ada beberapa lekuk dari 
pemikirannya yang bisa menjadi satu penunjuk bagi batas- 
batas dari pembaruan pemikiran Islam milik Gus Dur. Pertama, 
keyakinan akan ketersambungan dengan tradisi intelektual Islam, 
bahkan ketika tradisi tersebut terancam oleh proyek pembaruan. 
Keyakinan ini wajar, karena sebagai seorang santri “darah biru” 
yang dibesarkan pesantren, Gus Dur menemukan berbagai 
kekuatan tradisi keilmuan Islam, yang tidak pernah ditemukan 
oleh kaum pembaru kota, sebab ketercerabutan intelektualisme 
mereka lantaran mengadaptasi langsung dan besar-besaran 
diskursus Barat. Ini bisa terbaca dari satu kritik Gus Dur atas 
gerakan anti kitab kuning dari penggerak rasionalisme Islam, yakni 
Prof. Harun Nasution, yang menjadikan agenda pelestarian kitab 


192 Lihat M. Dawam Rahardjo, Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru, 
jurnal Prisma 3, Maret 1991, h. 12-13 
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kuning sebagai satu hal yang menghambat gerak “berpikir dinamis 
dan kreatif”. Ungkap Gus Dur: 


Tuduhan Prof. Harun Nasution bukanlah sesuatu yang aneh, dan 
juga tidak baru sama sekali. la hanyalah penerusan belaka dari 
rangkain kampanye terhadap ‘kitab kuning’ dan dunia pemikiran 
keagamaan yang diwakilinya, yaitu dunia tradisionalisme kaum 
santri. Memang, secara keseluruhan, produk yang tertuang dalam 
‘kitab kuning’ itu hanya merupakan pengulangan belaka dari disiplin 
ilmu-ilmu keagamaan yang sudah lama mapan dan tidak berkembang 
lagi, ‘disahkan’ oleh Al-Sayuti lima ratus tahunan yang lampau 
dalam karyanya, /tmam Al-Dirayah, sebagai ‘keempat belas ilmu 
pengetahuan agama (Islam)'. Atas dasar inilah mereka yang ingin 
memodernisir pemikiran keagamaan kaum muslimin senantiasa 
menganggap “kitab kuning' sebagai pertanda dari “kebekuan 
proses berfikir, kemandegan dan kemacetan yang membuat mereka 
tertinggal dari ummat-ummat lain’. Patutlah kalau “kitab kuning’ 
lalu diusahakan agar masuk dalam “daftar hitam' literatur yang 
tidak diperlukan. Tetapi sikap seperti itu sebenarnya tidak berpijak 
kepada realitas yang penuh, sehingga akhirnya tidak relevan 
terhadap kenyataan kompleks yang berkembang dalam kehidupan. 
Bagaimanapun juga dapat dikemukakan, kalangan pondok pesantren 
juga tidak kurang mengalami perubahan cara berfikir dan sudut 
penglihatan mereka. Ini adalah kenyataan yang terjadi, hasil 
pengamatan selama berpuluh tahun. '' 


Pada titik ini Gus Dur memberikan gambaran peranan 
penting kitab kuning yang masih jarang dilihat oleh khalayak 
ilmiah umat Islam. Peranan ini berangkat dari satu keyakinan 
bahwa pemantapan tradisi keilmuan tidak harus dipertentangkan 
dengan kebutuhan “penyegaran pemikiran” dan bahkan 
pembaruan sekalipun. Justru kedua proses itu harus bertitik- 


193 Abdurrahman Wahid, Pemutihan Kitab Kuning, Kompas, 14/08/1982 
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tolak dan berpangkal pada pengenalan mendalam atas tradisi 
yang sudah sekian lama berkembang untuk memungkinkan 
diperolehnya keutuh-bulatan sebuah pemikiran. Ini merujuk satu 
fakta bahwa dalam tradisi yang serba konvensional tersebut, warga 
pesantren mampu menciptakan persambungan tradisi keilmuan 
menetap, dengan penetapan standar penguasaan ilmiah yang 
ketat. Sebuah disiplin keilmuan yang sekarang tidak dikuasai 
oleh para mahasiswa Islam, sehingga melahirkan intelektualitas 
minimalis dan tercerabut dari dasar pemikiran keagamaan.' Hal 
yang sama terjadi pada tanggapan para ulama terhadap problem 
kekinian, yang tentunya mampu menciptakan pengembangan 
metode berpikir (satu tuntutan utama kaum pembaru).’” Tanpa 
mengubah sama sekali skolastisisme dan formalisme keilmuan 
agama, para ulama itu mengembangkan jangkauan penetapan 
hukum ke dalam masalah masyarakat kontemporer, misalnya 
kasus Keluarga Berencana (KB), perbaikan pendidikan, atau 


194 Kritik senada Gus Dur lontarkan kepada pelembagaan dan kerja keagamaan dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam terma ini Gus Dur melihat bahwa MUI adalah 
satu representasi dari “modernisasi agama” dalam arti dangkal, yakni sebuah 
pengaturan aktivitas keagamaan yang mengacu pada efisiensi dan sistematisasi. 
Target pemerintah adalah birokratisasi agama, dalam bentuk pengorganisasian 
kegiatan agama. Hal yang memang urgen ini ternyata tidak dibarengi oleh 
penciptaan atas pendidikan keagamaan yang mampu membuat umat memahami 
dan menguasai akar keilmuan keagamaannya, sehingga aktivisme agama yang 
birokratis itu tercerabut dari akar budaya Islam. Hal inilah yang membuat MUI 
terjebak pada pemberian fatwa pinggiran semisal haramnya pemberian selamat 
kepada perayaan Natal, haram pacaran, haram goyang dangdut, dsb tanpa mampu 
merumuskan fatwa sosial yang terkait dengan perubahan kondisi ketertindasan 
masyarakat. Hal ini wajar, karena MUI hanya merupakan corong pemerintah 
kepada masyarakat. Lihat Abdurrahman Wahid, Kerancuan Istilah Keagamaan dan 
Dampaknya, Kompas, 1992, dan Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal, Tempo, 30/05/ 
1981 


195 Dalam kaitan ini, Gus Dur menyebut berbagai kitab kuning karya para ulama Jawi 
(Nusantara) semisal Siraj Al-Thalibin karya Kyai Ihsan Jampes-Kediri (terbit di Kairo 
menjelang PD II) yang merupakan komentar atas Minhaj Al-'Abidin karya Al-Ghazali, 
sebagai salah satu karya ulama Indonesia yang telah menjadi standar internasional 
pengajaran tasawuf dan akhlak, termasuk dalam tingkat pasca-sarjana Al-Azhar 
Mesir. Sayangnya para mahasiswa Indonesia sendiri tidak mengetahui karya besar 
ini. Lihat Wahid, Pemutihan Kitab Kuning, Kompas, 1982 


Sebuah Biografi Intelektual 235 


akomodasi modern atas Pancasila yang bisa terjadi, bahkan 
karena kekayaan metode berpikir dari fiqh. 


Batas kedua dari pembaruan pemikiran Islam Gus Dur 
terdapat dalam pemikiran tentang negara dan agama. Dalam 
hal ini Gus Dur merupakan salah satu pionir dari penerima 
konsep dan bentuk negara-bangsa yang otomatis menolak 
penyatuan antara agama dan negara. Pada terma ini, Gus Dur 
bisa dimasukkan ke dalam gerbong sekularisasi bersama Cak Nur. 
Namun, konsep sekularisasi yang mensyaratkan disfungsionalisasi 
otoritas agama karena telah diganti dengan otoritas administratif 
sekular, sebenarnya tidak cukup menggambarkan detail perbedaan 
di dalam konsep pemisahan agama-negara. 


Ini berangkat dari satu postulat, bahwa terma sekularisasi 
lebih mengedepankan aspek “tujuan ideologis” di mana para 
konseptor negara-bangsa memiliki tujuan ideologis yang berbeda 
dan bahkan bertentangan dengan paradigma keagamaan 
ideologis. Maka tak bisa dihalangi, Islam sebagai cita-cita 
politik harus dipinggirkan agar cita-cita masyarakat sekular bisa 
terwujud. Sejauh pembacaan terhadap pemikiran Gus Dur, terma 
sekularisasi semacam ini menurut penulis tidak relevan ketika 
disematkan kepada pemikiran mantan Ketua Forum Demokrasi 
ini. Kenapa? Karena perumusan sistem negara berdasarkan agama 
ternyata tidak betul-betul relevan bagi kebutuhan pemenuhan 
hak-hak bernegara dari masyarakat. Hal ini dilandaskan Gus 
Dur pada berbagai kondisi dan syarat faktual bagi berfungsinya 
sistem negara yang betul-betul memenuhi kesejahteraan rakyat. 
Tuturnya: 


Dengan melihat unsur-unsur yang diperlukan bagi sebuah upaya 
rekonstruksi teori kenegaraan dari sudut pandangan kontemporer 
saat ini, tampak bahwa lahan bagi upaya rekonstruksi serupa dari 
sudut pandangan Islam, tidak begitu menguntungkan. Solidaritas 
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massa, bila digerakkan oleh semangat keagamaan, saat ini 
cenderung menjadi momok bagi pengembangan pluralitas budaya 
yang diperlukan bagi komunikasi eksternal kaum muslimin sendiri. 
Kesenjangan budaya (cultural lag) yang diderita oleh elit keagamaan 
ummat Islam, baik para ulama, cendekiawan maupun tokoh organisasi 
massa, cenderung untuk menolak setiap pemecahan masalah dalam 
kerangka sikap inklusivistik. Demikian juga, kehidupan spiritual 
kaum muslimin, yang sangat tipis kadar kontemplasinya karena 
didorong oleh kebutuhan pencarian “pemecahan praktis' (hulul 
“amaliyah, implementable solutions), sangat sedikit memberikan 
peluang untuk kiprah pemikiran yang berwawasan sangat jauh. 


Dari paparan ini jelas terlihat bahwa ketidaksetujuan Gus 
Dur terhadap teori kenegaraan Islam dan upaya rekonstruksi 
atasnya, bukan semata lantaran sistem Islam itu sendiri, tapi 
sebuah fakta historis yang memperlihatkan bahwa gelora 
pengislaman negara ternyata hanya memasukkan Islam ke dalam 
fanatisme ideologis yang tentunya tidak berperan sebagai agama 
an sich. Bagi Gus Dur, fanatisme ini melahirkan dua sikap yang 
sama-sama “membahayakan” Islam sebagai agama. Di satu sisi, 
Islam dijadikan alternatif ideologis berupa doktrin politik: Islam 
sebagai solusi, yang tentu menyimpan potensi konflik dengan 
“solusi lain” yang ditempatkan sebagai “jahiliyah modern”. Alih- 
alih menciptakan mashlahat, gelora serba alternatif ini pasti akan 
menggeret massa ke dalam pertarungan ideologis yang sering 
dengan ceceran darah sesama muslim. Di sisi lain, Islam hanya 
dijadikan suplemen bagi proyek pemerintah non-Islam yang 
melahirkan satu politisasi agama melalui praktik birokratisasi 
atau bahkan pemanfaatan suara untuk melegitimasi kebijakan 
pemerintah. Kedua posisi ini menodai konsep Islam sendiri, 


196 Abdurrahman Wahid, Masih Relevankah Teori Kenegaraan Islam? Tinjauan Kontemporer 
Atas Prinsip-Prinsip Rekonstruksinya, makalah pada Diskusi Konsep Negara Islam, FH- 
UII, Yogyakarta, 7/02/ 1988, h. 4 
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yang sebenarnya penuh dengan cita-cita tentang keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. 


Fakta ini membuat Gus Dur apatis dengan upaya rekonstruksi 
teori kenegaraan Islam karena berbagai problem kontemporer 
yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan batasan konseptual 
dari perpolitikan agama. Berbagai problem tersebut merujuk 
pada bagaimana pelembagaan institusi pemerintah dibentuk: 
apakah menganut sistem sentralisasi ataukah desentralisasi? Jenis 
hukum formal yang mana yang akan ditetapkan sebagai sistem 
hukum nasional, mengingat terdapatnya potensi meniadakan 
konsep “hukum lain”, demi kemapanan satu konsep hukum 
tertentu? Masyarakat seperti apa yang akan dibangun: masyarakat 
tertutup yang menghambat proses distribusi kekuasaan, ataukah 
masyarakat terbuka? Hingga model kebudayaan seperti apa 
yang akan dituju, apakah kebudayaan monolitik yang tidak 
menenggang perbedaan, atau sebuah perhargaan atas dinamika 
pluralitas?” Berbagai problem real yang terdapat baik dalam 
struktur kenegaraan maupun kultur masyarakat ini membuat 
rumus teori negara Islam menjadi irrelevant, sebab Gus Dur 


197 Pada titik ini Gus Dur kemudian merumuskan berbagai prinsip kenegaraan modern, 
yang tidak harus terkait dengan teori sistem kenegaraan tertentu, termasuk sistem 
Islami. Prinsip tersebut antara lain: (1) sistem pemerintahan yang secara universal 
memberikan kedudukan sama di muka hukum, tanpa melihat asal-usul agama, etnis, 
bahasa, budaya, maupun keyakinan politiknya. (2) sistem perwakilan berdasarkan 
ketentuan satu-orang-satu-suara (one man one vote), yang akan menjamin 
kedaulatan rakyat yang tidak akan tertandingi sistem perwakilan terbatas manapun, 
(3) hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara, yang diramu dari unsur- 
unsur hukum agama, di samping sumber lain, sedangkan materi hukum agama 
yang tidak masuk dalam kodifikasi hukum formal (undang-uandang) berfungsi 
sebagai etik masyarakat (menjadi figh atau hukum agama Islam), (4) jaminan penuh 
akan kebebasan berpendapat, berserikat dan menguasai hak milik, (5) pembagian 
kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, dimana tidak ada satu pihak mencampuri 
otoritas pihak lain, (6) jaminan untuk mengembangkan keyakinan agama serta 
menyebarkan ajaran spiritualitas tanpa ada pembatasan, selama tidak menjurus 
kriminalitas, (7) jaminan akan kebebasan melakukan kegiatan ilmiah, perlindungan 
hukum atas karya-karya ilmiah, dari tindakan sepihak oleh semua otoritas, termasuk 
otoritas agama, di luar saluran pengadilan. Lihat Wahid, Masih Relevankah, h. 5 


238 GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


melihat pengatasnamaan agama dalam politik tiada bedanya 
dengan segregasi ideologis berbagai isme yang menjadikan 
kekuasaan ideologinya sebagai tujuan utama pendirian negara, 
bukan realisasi keadilan sosial. 


Namun, bandul sekular pada tataran praksis kenegaraan ini 
dibingkai oleh Gus Dur bingkai dalam kesatuan antara agama 
dan negara serta ditempatkan dalam dua ruang. Pertama, sebagai 
akhlak masyarakat (etika sosial) yang menjadi satu pembatasan 
moralitas interaksi sehingga pola hubungan antar-individu dan 
antara negara-masyarakat terkonstruk dalam moralitas politik 
semisal egalitarianisme, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap 
kebebasan demokratis. Pada level ini, Islam menjelma kritik 
etik ketika kebijakan penguasa, baik negara maupun pemodal, 
melenceng dari batas-batas etika yang menjamin keseimbangan 
dalam menciptakan struktur berkeadilan.'5 Kedua, penempatan 
partikel-partikel hukum Islam dalam konsensus hukum nasional, 
sehingga pengaturan kebutuhan umat Islam dapat berjalan sesuai 
disiplin keilmuan Islam. Penempatan Islam dalam dua ruang 
ini, menurut Gus Dur akan menghindarkan kecenderungan 
sekularistik yang menjadi trade mark para pemikir muslim 
penggagas negara-bangsa seperti Ali Abdurraziq.'”” Dari sini bisa 
diambil satu kesimpulan bahwa konsep kenegaraan Gus Dur 
bukan sekularisme, karena meski telah menduniawikan beberapa 
institusi politik yang harus diduniawikan agar tidak terjebak 
fanatisme ideologis, Gus Dur ternyata tetap memberikan ruang 
bagi Islam membentuk etika politik yang menjelma kritik bagi 
hegemoni negara, serta penempatan hukum Islam meski tetap 


198 Abdurrahman Wahid, Religion and Conflict: A Reflection on The Islamic Perspective, 
sumber tak terlacak, h. 1 


199 Abdurrahman Wahid, Islam and National Law in Indonesia, Development of a Religio- 
Political Issue, makalah pada the Law and Society in Southeast Asia Conference, 
Chiengmai, Januari 5-10, 1992, h. 1-5 
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dalam kerangka hukum nasional, satu tempat yang oleh kaum 
Islamis tidak dapat diterima, karena tuntutan mereka adalah 
Islamisasi konstitusi. 


Batas ketiga dari rekonstruksi pemikiran Islam Gus Dur 
adalah rasionalitas dalam Islam. Secara eksplisit Gus Dur setuju 
dan menjadi penggerak diskursus ini, melalui satu pengambilan 
keputusan hukum Islam, sebagai metodologi pemikiran. Artinya, 
meski Gus Dur tetap konsisten dalam domain sebuah mazhab 
Syafi'i yang menjadi syarat utama bagi “faham” NU’, namun 
dalam pelembagaan tradisi tersebut, Ia merasionalisasi tradisi 
dengan tidak mengambil mazhab dan figh sebagai produk 
pemikiran, tapi sebagai metode berpikir (manhaj al-fikr). Lahirlah 
penghargaan yang begitu besar atas ushul figh dan gawa'idul 
figh yang merupakan prinsip dan kaidah umum pembuatan 
hukum Islam. Dari sini Gus Dur mengontekstualisasi, bahkan 
mengakulturasi tradisi maupun hukum adat milik kebudayaan lokal 
yang melahirkan berbagai gagasan besar seperti pribumisasi Islam, 
penerimaan Islam (figh) atas Pancasila, hingga penafsiran atas ayat 
suci yang mampu merengkuh semua perbedaan religiusitas. 


Namun, rasionalisasi terhadap tradisi ini Gus Dur gerakkan 
bukan melalui metode dekonstruksi: penghancuran atau analisa 
pembenaran tradisi atas kesalahan dan kelemahannya, melainkan 


200 Dalam NU adalah Sebuah Faham, Gus Dur menjelaskan hal ini. Menurutnya, faham NU 
adalah “kesunnian khusus” yang merujuk pada penganutan salah satu dari mazhab 
empat dalam figh, serta pengikutan terhadap Imam Junaid Al-Baghdadi dalam 
bertarekat. Pada titik khusus ini, NU dalam terma wal jama'ah sebenarnya memiliki 
persamaan dengan Jam'iyah Al-Khairiyah, Perti dan Al-Washliyah. Sementara 
“kesunnian umum" (ashlus sunnah) atau” kaum Sunni” merujuk pada persamaan atas 
“mazhab ilmu kalam" ala skolastisisme Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, sehingga mencakup 
kelompok lebih luas, yang menjadi penanda “asal bukan" Syi'ah, Mu'tazilah, dan 
Khawarij. Dari sinilah Gus Dur membedakan ahlussunnah wal jama'ah sebagai faham 
pengatur internal NU, dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Selama ideologi 
tersebut tidak menghancurkan faham umat, maka ia bisa diterima, demi sebuah 
kesatuan bangsa. Abdurrahman Wahid, NU adalah Sebuah Faham, Kiblat No. 12/ 
XXXII, h. 37 
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sebaliknya: menggunakan mekanisme berpikir dan simbol-simbol 
yang tersedia dalam tradisi tersebut. Hal ini dilandaskan pada 
keyakinan bahwa hal terpenting dalam melakukan perubahan 
bukanlah konsep tentang perubahan (kemajuan) tersebut, yang 
sering datang dari paradigma “luar”, tapi lebih kepada bagaimana 
agar masyarakat yang mau diubah itu menerima perubahan, bukan 
sebagai pemaksaan, tapi kebutuhan yang lahir dari kesadaran 
kesejarahannya. Pada tataran sosiologis, keyakinan ini Gus Dur 
landaskan pada satu postulat bahwa dalam lapisan kesadaran 
masyarakat sebenarnya tidak ada satu kebudayaan yang anti 
perubahan, karena setiap budaya memiliki mekanisme sendiri 
mengubah dirinya, tidak berdasarkan pemaksaan dari kebudayaan di 
luar diri, tapi berangkat dari kontinuitas pergulatan historisnya. Ini 
yang merupakan keyakinan Gus Dur pada level modernisasi pesantren 
maupun modernisasi masyarakat dalam rangka pembangunan. 
Bagi Gus Dur, pemaksaan dari konsepsi “luar” tanpa dibarengi 
pemahaman tata nilai sebuah masyarakat hanya melahirkan 
kegagalan dan penolakan dari masyarakat itu sendiri, seperti yang 
terjadi pada pengharaman Islam liberal oleh NU pada Muktamar 
ke-31 tahun 2005, di mana Gus Dur melihatnya sebagai kegagalan 
pemahaman atas kondisi lapangan warga nahdliyyin oleh para aktivis 
liberal yang terjebak “label” sebuah pemikiran. l 


201 Pada titik ini, Gus Dur sebenarnya memberikan apresiasi dan bahkan pembelaan 
terhadap kerja pemikiran Ulil Abshar Abdalla. Bagi Gus Dur, liberalisasi pemikiran 
yang membuat seorang muslim berani mencari kebenaran, sampai pada batas 
ia meragukan kebenaran agamanya, adalah keniscayaan, ketika Islam tidak ingin 
terjebak pada kesempitan pandang dan keterkucilan dari modernitas. Hanya dengan 
cara inilah Islam bahkan mampu menanggapi sekularisme dengan elegan. Gus Dur 
juga menyamakan kasus pengafiran Ulil dengan kasus pengafiran dalam berbagai 
lekuk gagasan kontroversial yang ia gerakkan. Hanya saja pembelaan pada tataran 
kebebasan berpikir sebagai hak dasar manusia dan prasyarat kemajuan peradaban 
ini, Gus Dur lontarkan bersamaan dengan kritik atas pendekatan yang elitis oleh para 
aktivis Islam liberal, karena tidak berusaha melihat kondisi lapangan dari “budaya 
penerimaan” warga nahdliyyin. Ungkapnya: 


Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa yang dibawa Ulil Abshar dalam bentuk 
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Arah rasionalisasi tradisi yang berangkat dari mekanisme 
kebudayaan masyarakat itu sendiri merupakan satu batas yang 
membuat rekonstruksi pemikiran Islam Gus Dur tidak terjebak 
gerakan rasionalisme murni yang cenderung membawa bias 
westernisasi. Kesadaran ini diperkuat oleh keyakinan Gus Dur 
bahwa selain rasionalitas dalam arti akal murni (nalar burhani), 
juga terdapat rasionalitas yang menurut kaum rasional tersebut, 
bersifat irrasional, yakni nalar 'irfani atau rasionalitas berdasarkan 
kecerdasan batin yang tercipta dari prestasi mistis dalam dunia 
tasawuf.” Inilah titik perdebatan antara al-Ghazali yang menolak 


pandangan liberalisme Islam justru ditentang di lingkungan NU sendiri? Jawabnya 
terletak dalam kenyataan, bahwa di lingkungan NU, pembaruan pada umumnya 
terjadi tanpa menggunakan label apapun. Sewaktu KH. A. Wahid Hasyim kembali 
dari Mekah pada tahun 1931, ia langsung mengadakan perombakan pada kurikulum 
madrasah di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. la berhasil, karena justru 
perombakan itu dilakukan tanpa nama apapun. Seolah-olah tidak ada perubahan 
apapun. Dengan demikian, ia menjaga perasaan orang yang mengikuti cara berpikir 
lama. Yang menolak perubahan/karena perasaan dan pikiran mereka termasuk 
ayahnya sendiri (KH. M. Hasjim Asy'ari), dihargai dan di-'orangkan'. Merekapun 
menahan diri dan tidak mengadakan perlawanan terbuka apa yang dilakukan. 
Demikian pula, ketika KH. Mahfudz Siddig melansir gagasannya tentang prinsip- 
prinsip kebaikan masyarakat (Mabadi' Khairah ‘Ummah) di awal-awal dasawarsa 
empat puluhan ia meletakkannya dalam konteks memperkuat sususan masyarakat 
yang sudah ada. Maka gagasan itu langsung diterima tanpa kritikan apapun dari 
semua pihak di lingkungan NU. 


“Pengenalan keadaan" seperti inilah yang harus kita mengerti baik di lingkungan 
NU maupun di luarnya. Dengan mengetahui keadaan seperti itu, kita akan dapat 
melakukan perubahan-perubahan di lingkungan gerakan Islam. Memang hal 
ini adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau akan menentukan kualitas 
kepemimpinan seseorang. Nah, kemampuan menyusun kepemimpinan yang 
berlandaskan tidak hanya pikiran-pikiran, tetapi juga didasarkan pada hal-hal praktis 
semacam ini, adalah sebuah “modal” yang diperlukan. Antara gaya dan substansi 
kepemimpinan, harus ada keseimbangan yang menentukan kualitasnya. 


Lihat Abdurrahman Wahid, Ulil dan Liberalismenya (2), makalah pada acara peluncuran 
buku Menjadi Muslim Liberal karya Ulil Abshar-Abdalla, di Universitas Paramadina, 
29/11/2005 


202 Pengajian bedah buku, Bunyan al-Aql al-Araby karya Muhammad Abid al-Jabiri, 
bersama Gus Dur, di Pesantren Ciganjur, 22/05/2006. Pada kesempatan ini, Gus 
Dur setuju dengan tipologi al-Jabiri yang membedakan nalar ke dalam tiga bentuk; 
bayani (tekstual, figh oriented), burhani (rasional murni), 'irfani (rasionalitas sufistik). 
Sebagai kyai yang akrab dengan “mistisisme santri” Gus Dur percaya bahwa sering 
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kemampuan akal mencapai pengetahuan Tuhan dan Ibn Rusyd 
yang tetap menggunakan filsafat untuk mencapai pengetahuan 
ilahiah tersebut. Jadi, secara paradigmatis, batas Gus Dur 
dengan kaum rasionalis murni adalah bahwa sebagai intelektual 
yang berangkat dari logika ilmiah, ia tetap mengedepankan 
ketundukan batiniah yang juga tidak kalah valid jika digunakan 
sebagai argumentasi intelektualitas. Dari sini, keterbukaan 
pemikiran tidak kemudian mencabut Gus Dur dari komitmen 
terhadap transendentalisme sufistik yang secara horisontal 
membuatnya tetap mengarah pada orientasi sosialistik. 


Orientasi yang bersifat sosialistik tidak hanya dalam tujuan 
utama penyegaran pemikiran Islam, seperti yang tergali dalam 
arah konsep kosmopolitanisme Islam di atas, tapi juga pada arah 
konsepsinya tentang terma kebangkitan Islam. Secara eksplisit 
Gus Dur memberikan batasan bahwa kebangkitan Islam harus 
mengarah pada tiga hal. Pertama, harus diarahkan pada upaya 
massif memecahkan masalah dasar manusia: kemiskinan, 
kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Tanpa dikaitkan 
dengan hal ini, maka perdebatan yang terjadi menjurus pada 
berbagai hal yang tidak relevan bagi kehidupan, seperti debat 
perlu tidaknya formalisasi Islam. Kedua, perlunya mendudukkan 
upaya pada poin pertama itu pada perjuangan makro menegakkan 
demokrasi yang murni, kebebasan dan perlakuan sama di muka 
hukum, dan mengembangkan struktur sosial-ekonomis yang lebih 
adil sembari mengembangkan strategi membangun dari bawah 
(bottom-to-top development strategy) sebagai sarana penegakan 
struktur berkeadilan. Ketiga, perlunya kesadaran menerima 
pluralitas etnis-agama-budaya-politis sebagai kenyataan yang tidak 
dapat dihindari. Ini dibutuhkan demi pembentukan kerjasama 


nalar ‘irfani memberikan jawaban terhadap persoalan yang tidak bisa dijawab oleh 
akal. 
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tulus antar-pemeluk agama demi tegaknya struktur yang lebih 
adil tersebut. 7 


Dari segenap elaborasi pemikiran Islam di atas bisa disimpulkan 
bahwa gerakan rekonstruksi pemikiran oleh Gus Dur tidak bisa 
begitu saja dimasukkan ke dalam terma pembaruan pemikiran 
Islam atau tipologi neo-modernisme. Kenapa? Karena meski pada 
tataran metodologi Gus Dur menggunakan rasionalisasi atas tradisi 
dan menggali modernitas dalam tradisi tersebut, namun arah dari 
rekonstruksi ini berbeda dengan kaum neo-modernis lainnya. Arah 
Gus Dur adalah kritiktransformatif yang menghentak jantung 
ketidakdilan struktural ekonomi-politik yang pada satu titik telah 
dilegitimasi oleh gerakan pembaruan. Memang Gus Dur setuju 
asas tunggal Pancasila dan anti terhadap partai (formalisasi) Islam. 
Tapi deislamisasi partai politik hanya langkah awal, bukan tujuan 
utama yang berangkat dari integritas sekularisme, melainkan 
sebuah langkah meminimalisir sektarianisme agama: satu gerak 
yang akan menghambat laju perubahan struktur ekonomi-politik 
ke arah demokratisasi. Lagi pula, sikap anti-partai Islam, langsung 
Gus Dur tindak lanjuti dengan langkah keluar dari partai politik 
(PPP) yang merupakan strategi untuk keluar dari cengkaraman 
sistem politik formal, sehingga Gus Dur dan NU bisa secara leluasa 
memerankan fungsi oposisi terhadap negara. m 


203 Wahid, Kebangkitan Islam sebagai Titik Tolak, h. 31 
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Jarang atau hampir tidak pernah terjadi suatu 
kebudayaan dikatakan sebagai kebudayaan negara, 
karena negara tidak pernah ada dan seharusnya tidak 


berurusan dengan kebudayaan. 


Abdurrahman Wahid, 


KONSEPSI BUDAYA Gus Dur 
mengacu pada politik kebudayaan. 
Artinya, tak lagi bergulat dalam 
domain esensialisme budaya dengan 
mempertentangkan antara tradisi 
dan modernitas, tapi bergerak 


li ANARKISME 
dalam otosentrisitas kebudavaan 
di mana nilai harus mampu KEBUDAYAAN 


menjadi pengontrol arah tata- 


politik. Ini terjadi karena Gus Dur 

membutuhkan konsep kebudayaan yang praksis ketika pada satu sisi 
situasi politik menciptakan krisis yang membuat kebudayaan kaku, 
formalis, dan hipokrit, sehingga kehilangan elan transformasi. 


Pergulatan kebudayaan Gus Dur adalah apa yang beliau 
sebut birokratisasi kebudayaan. Situasi ini merujuk pada “rekayasa 
sosial” Orde Baru untuk menjinakkan konflik atau pertentangan 
antara dua belah kubu kebudayaan yang berbaku polemik: 
Realisme Sosialis versus Humanisme Universal yang menyeret 
kesenian ke dalam pergulatan politik pada masa Orde Lama itu. 
Karena “tongkat panglima” sudah tidak lagi dikuasakan pada 
politik, maka Orde Baru memisahkan kesenian atau kebudayaan 
dari keberpihakan politik untuk digiring kepada birokratisasi 
kebudayaan yang menyempitkan kebudayaan ke dalam “jeruji 
administratif” dari lembaga kesenian, pendidikan, dan pariwisata 
milik pemerintah. 
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Hal ini wajar karena spirit pembangunanisme merupakan 
juluran pergulatan kebudayaan yang telah menempatkan “kesenian 
kebebasan” sebagai the end of history atas keruntuhan “kesenian 
pembebasan” yang lengser bersama jatuhnya Orde Lama. Artinya, 
situasi kebudayaan yang membuka pintu bagi datangnya Orde 
Baru adalah balas-dendam kaum Humanisme Universal yang di 
masa Orde Lama diberangus oleh kubu Realisme Sosialis karena 
dianggap tidak menggelorakan spirit revolusi dan mengaburkan 
keberpihakan kesenian ke dalam universalisme kemanusiaan yang 
abstrak. Inilah dekade kelanjutan polemik kebudayaan itu, yang 
pada era 1930 digerakkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana (STA) 
untuk menghancurkan sastra tradisional yang tetap menjadikan 
Indonesia sebagai perpanjangan sejarah Majapahit dan Mataram, 
untuk kemudian mendaulat sastra sebagai pembentuk manusia 
baru yang adaptif dengan Indonesia modern. Inilah dekade di 
mana individualitas berjalin dengan kosmopolitanisme Eropa, 
yang oleh Chairil Anwar dinisbatkan menjadi pentahbisan puisi 
sebagai penggerak rasionalisme.'” 


Namun, Soeharto tidak ingin polemik itu terus berlangsung, 
karena kontra-produktif dengan semangat pembangunan yang 
anti destabilisasi. Embrio bagi para “budayawan” Orde Baru 
yang bisa diambil dari para pelaku polemik kebudayaan itu lebih 
kepada orientasi euro-sentrisme yang dilakukan melalui impor 
besar-besaran peradaban Barat ke kancah kebudayaan Timur 
milik Indonesia. 


Tentu perdebatan ini tidak seketika berakhir atau terputus 
oleh pembangunanisme. Karena bagaimanapun, ekonomisme 
pembangunan telah memiliki “mesin budaya” bernama modernisasi 
yang secara diskursif mengalihkan polemik geographic positioning: 


204 Goenawan Mohammad, Seks, Sastra, Kita, Jakarta: Sinar Harapan, 1981 : 15-21 
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apakah paham atau kebudayaan Indonesia harus dikembalikan 
pada peradaban pra-Indonesia, atau sebaliknya, tidak melap-lap 
kebudayaan lama untuk dibanggakan, namun mengarah pada proses 
Indonesia abad ke-20 yang dynamisch, dan oleh karena itu harus 
bercermin kepada bangsa Barat yang telah mengalami dinamisasi? 
Berbagai perdebatan binarium ini, pada era Orde Baru mengalami 
partikularisasi melalui perdebatan siapakah manusia dan apakah 
nilainilai Indonesia? Pengalihan ini merujuk pada satu hegemoni 
dari konsep pembangunan politik dari Barat, sehingga perdebatan 
yang lahir bukan lagi apakah kita harus menjadi Barat atau 
tidak, melainkan sudah mencapai wacana hegemonik di mana 
masyarakat, manusia, dan nilai-nilai di Indonesia harus disesuaikan 
dengan model pembangunan ala Barat tersebut. Inilah satu usaha 
yang disebut Geertz sebagai “pengondisian kultural” bagi lancarnya 
agenda ekonomi modern. 


Lalu di mana posisi dan apa sikap Gus Dur menghadapi 
situasi ini? Dari segenap lekuk pemikirannya, tampak satu 
orientasi yang bersifat “organik” jika menggunakan konsep 
intelektual organik dari Gramsci. Artinya, intelektualisme Gus Dur 
lebih merujuk pada “pembebasan ideologis” dari pertarungan 
teoritis yang cenderung bersifat oposisi biner modernitas 
versus tradisi. Pembebasan ini, yang bagi Gus Dur bersifat 
diskontekstual, menjauhkan pemikiran dari pergulatan real di 
tengah masyarakat yang tidak hanya butuh “egoisme epistemik', 
tapi juga pendekatan partisipatoris bagi penyelesaian praksis atas 
keterpinggiran hak-hak fundamental manusia. 


Gus Dur melakukan “pembebasan ideologis” tersebut 
dalam dua ranah diskursus. Pertama, konflik antara tradisi dan 
modernitas. Bagi beliau: 


Yang mengherankan, perdebatan itu terjadi tanpa satupun 
orang yang mencoba melakukan proyeksi substansi yang mereka 
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pertikaikan pada kenyataan yang sama sekali berbeda. Baik mereka 
yang mempromosikan modernisasi maupun yang menjajakan 
tradisionalisme, sama-sama tidak berinjak pada kenyataan yang 
berkembang. Dialog seperti ini terasa tragis. Di satu pihak, 
kita menghabiskan energi dan waktu untuk berdebat hanya 
pada masalah dasar. Tidak pernah beranjak pada tingkat lebih 
konkret, seperti menyimak operasionalisasi nilai-nilai tradisional 
kepada lahan kehidupan yang dituntut untuk “serba modern”. 
Di pihak lain, perkembangan keadaan berjalan terus tanpa mau 
tau apa yang diributkan pendukung modernitas dan pencinta 
tradisionalitas.2 


Dari sini, Gus Dur membidikkan problem kebudayaan pada 
era tersebut ke sebuah proses rutinisasi kebudayaan yang dilakukan 
oleh pemerintah melalui birokratisasi kebudayaan. Jadi, problemnya 
sudah beranjak dari debat tradisi-modernitas, karena secara faktual 
terjadi kontekstualisasi visi budaya di mana modernitas mulai 
menyadari kesatuan organik antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai 
baru. Demikian juga penggunaan spirit tradisi sebagai penggerak 
modernisasi, misalnya keterlibatan pesantren tidak hanya sebagai 
lembaga pendidikan kitab kuning, tapi juga melakukan pengembangan 
masyarakat lewat kerja-kerja pembangunan partisipatoris. Proses 
naiknya Gus Dur dari debat epistemik, tradisionalitas-modernitas 
ini, dilanjutkan dengan “pembidikan pemikiran” ke arah dua titik 
sekaligus: struktural (birokratisasi kebudayaan) sekaligus kultural, 
yakni kerja praksis mengawal operasionalisasi nilai-nilai tersebut dalam 
pergulatan kemasyarakatan. 


Jika mengacu pada cultural studies, maka yang dilakukan Gus 
Dur adalah sebuah gerak “sirkuit budaya”. Yakni pembidikan kritik 
budaya yang tidak hanya terhenti pada level simbolis, melainkan 


205 Abdurrahman Wahid, Tradisi, Kebudayaan Modern, dan Birokratisasi, dalam Pergulatan 
Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001 : 69 
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mengacu pada governmentality: penelanjangan kuasa politik dalam 
ranah pelembagaan budaya. Tentu, ketika Gus Dur mengkritik 
birokratisasi budaya, ia telah menyadari bahwa problem budaya 
terlebih berada pada aras “kebijakan budaya”. Aras ini merupakan 
proses relasi kuasa di mana reproduksi kebudayaan dilakukan melalui 
reproduksi kekuasaan. Gerak ini menggunakan pendekatan multi- 
perspektif yang membuat kritik budaya bisa membongkar konstruk 
ekonomi. Ini yang membuat Tony Bennett menghadirkan “sirkuit 
budaya” tersebut di mana cultural studies tidak hanya bergelut dalam 
domain epistemologis, melainkan praktik institusional dari kebijakan 
budaya.” Jadi tesis awalnya adalah bahwa reproduksi budaya oleh 
kekuasaan tidak hanya mewujud dalam politisasi simbol, melainkan 
melembaga dalam kebijakan mikro-politik yang menyatukan policy 
pemerintah dengan policy budaya, juga pengetahuan. 


Dari sini lahir konsep governmentality Foucault, yang menugaskan 
cultural studies membongkar detail kebijakan budaya melalui teknologi 
sosial, berupa penyebaran politik pengetahuan pada segenap aras 
hidup masyarakat, sehingga kekuasaan tidak tunggal dari atas ke 
bawah (power over), tapi menyebar di tengah masyarakat melalui 
pendisiplinan. Ini yang kemudian mengalihkan bentuk kekuasaan 
budaya dari kuasa simbolik politik artikulasi kepada politik diskursif 
yang merupa kesatuan power/knowledge. Dalam hal ini, kuasa 
kebudayaan dimaknai sebagai diskursus (discourse), sebuah konstruk 
pengetahuan yang terbentuk dari disiplin keilmuan, profesionalitas, 
dan institusi, yang akhirnya menjelma “undang-undang sosial”. 
Pendisiplinan tubuh (biopolitics) ini menunjukkan bahwa kekuasaan 
tidak lagi bersifat represif, tidak juga pemenangan kesepakatan 
hegemonik, tapi sebuah produktivitas “situasi kompleks strategis”. 


206 Tony Bennett, The Work of Culture,Sage Publication, London, 2007 : 71-75 


207 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Innterviews & Other Writings 1972-1977, 
New York: Pantheon Books, 1980 : 109-111 
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Kuasa budaya adalah kebenaran, moral, kesehatan, kewarasan jiwa, 
maupun masa depan yang digerakkan oleh mesin governmentalitas 
di mana aparat mikro-negara menyatu dalam regulasi sosial melalui 


regulasi pengetahuan, sebagaimana ujaran Foucault: 


To be sure, among all these forms of government which interweave 
within the state and society, there remains one special and 
precise form: there is the question of defining the particular form 
of governing which can be applied to the state as a whole. That 
are three fundamental types of government, each which relates 
to a particular science or discipline: the art of self-government, 
connected with morality; the art of properly governing family, which 
belongs to economy; and finally the science of ruling the state, 
which concerns politics. 208 


Dari sini terlihat bahwa praktik governmentality merupakan 
jaringan relasi kuasa antara pengetahuan, mikro-negara, dan 
nilai di tengah masyarakat yang membuat unsur politis tidak 
hanya berada pada the political, tapi di segenap “tubuh sosial”. Ini 
terjadi karena praktik governmentalitas terutama mengacu pada 
keterpaduan yang dibentuk oleh institusi, prosedur, analisis dan 
refleksi, kalkukasi dan taktik, yang memungkinkan dijalankannya 
bentuk kekuasaan spesifik tapi kompleks, di mana masyarakat 
menjelma target. Pada titik ini bentuk pengetahuan prinsipilnya 
adalah ekonomi politik, sementara sarana teknis sesensialnya 
adalah aparatur keamanan. 


Penembakan Gus Dur atas birokratisasi kebudayaan menggam- 
barkan kesadaran struktural atas problem kebudayaan, sehingga 
debat budaya tidak terhenti pada klaim otentisitas nilai, tapi 
lebih pada penggerakan nilai yang terbuka tersebut untuk 
dibidikkan pada aras reproduksi kekuasaan. Pada level ontologis, 


208 Michel Foucault, Governmentality, dalam Graham Burchell (ed), The Foucault Effect 
Studies in Governmentality, The University of Chicago Press, 1991 : 91 
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ini menjadi penanda pergeseran domain kebudayaan, yang dalam 
debat tradisi versus modernitas telah menjebak kebudayaan 
dalam esensialisme: ada tradisi dan modernisme yang secara 
ontologis menggelembung dalam “isi” suatu masyarakat, dan oleh 
karenanya mampu “menjahit” masyarakat dalam suatu totalitas 
tunggal. Inilah yang dikritik oleh cultural studies, khususnya 
oleh kaum post-strukturalis seperti Enersto Laclau dan Chantal 
Mouffe yang pada satu titik mengacu pada terma hegemoni 
kebudayaan Gramscian. Bagi mereka, konsep budaya masyarakat 
Gramscian yang melihat masyarakat sebagai kesatuan hegemonik 
yang dijalin dan dipintal seolah suatu totalitas harus ditinggalkan. 
Hal ini berangkat dari konsepsi masyarakat yang menurut mereka 
lebih merupakan bentukan artikulasi dari konstruksi konseptual 
dan sosial yang bergantung pada hak kepemilikan legal, dan oleh 
karenanya tidak dapat memperoleh prioritas ontologis tertentu. 
Realitas sosial dan ekonomi adalah konstruksi yang dilahirkan 
oleh praktik artikulatif. Praktik ini membentuk identitas berbagai 
unsur sosial secara relasional, sehingga tidak ada esensi dan 


struktur yang mendasari penanda (signifien. ($ 


Kecenderungan ini terjadi karena Laclau dan Mouffe lebih 
melihat masyarakat pada level identitas sosial yang tentunya 


209 Pandangan ini menuai kritik, karena setidaknya ada dua hal dalam masyarakat 
yang memiliki esensi dalam artian, ia independen dari bentuk politik diskursif. Dua 
hal tersebut adalah ketergantungan terhadap uang, serta koersifitas negara dalam 
bentuk militer dan hukum. Senyata, uang mampu merubah segenap pertimbangan 
dan orientasi masyarakat, kepada suatu prostitusi yang mengatasi segenap bentukan 
ideal pengetahuan. Hal sama terjadi pada koersifitas negara, yang otonom dari 
pergantian rezim politik. Siapapun dirijennya, musik tetap sama. Demikian pepatah 
status quo dalam negara yang sudah ada, sebelum kuasa diskursif mengarahkan 
politik negara tersebut. Ini menandaskan bahwa pendekatan cultural studies 
terhadap kebudayaan (hegemoni), sering bersifat reduction of complexity, karena ia 
lebih melihat pada level reproduksi sosial dari terbentuknya budaya, minus perhatian 
terhadap detail subjek, struktur, teks, dan relativitas dari kebudayaan. Lihat Richard 
Johnson, Post-Hegemony? | Don't Think So, Theory, Culture & Society, Sagepub Vol. 
24(3): 95-110, 2007, h. 102 
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terbentuk oleh suatu konstruksi diskursif. Resikonya, terma 
“ideologi” dalam hegemoni Gramscian diubah menjadi istilah 
“simbolik” untuk menandai pemutusan yang disengaja antara 


¢ 


basis dan super-struktur, meski “yang simbolik” tidak murni 
linguistik, tapi juga melibatkan berbagai praktik material, ritual, 
dan lembaga yang menopang simbol tersebut. Dalam kaitan ini 
membuat mafhum, ketika Gus Dur mengangkat debat tradisi versus 
modernitas, dari aras ideologis, ke level simbolis, di mana kedua 
model budaya tersebut mengalami “pertemuan dan pembuangan” 


akibat watak keterbentukan diskursifnya. 


Ini yang membuat pemikiran kebudayaan Gus Dur bersifat 
radikal, karena mengacu pada politisasi kekuasaan atas kebudayaan. 
Artinya, peran kebudayawanan Gus Dur bukan an sich sebagai 
kreator dalam bidang kesenian, tapi lebih tepat sebagai pemikir 
sekaligus penggerak kebudayaan yang meluaskan kajiannya ke 
segenap lini kekuasaan, baik kekuasaan pengetahuan seperti 
pribumisasi Islam yang mencoba menciptakan “solusi” bagi benturan 
kebudayaan: penguasaan Islamisme atas kultur pribumi maupun 
kekuasaan politik milik negara yang telah merasuk serta mengacak- 
acak kebudayaan sipil. Dari sini terbaca bidikan struktural 
seperti termaktub di atas yang akan bermuara pada kritik beliau 
atas kecenderungan birokratisasi kebudayaan sebagai penjelmaan 
kebijakan Orde Baru. Secara radikal, Gus Dur menggerakkan 
bidikan ini melalui wacana “pemisahan” kebudayaan dari negara, 
yang pada satu titik searah dengan tradisi filsafat anarkisme. Dalam 
sebuah makalah, Negara dan Kebudayaan, beliau berujar: 


Jarang atau hampir tidak pernah terjadi suatu kebudayaan dikatakan 
sebagai kebudayaan negara, karena negara tidak pernah ada 
dan seharusnya tidak berurusan dengan kebudayaan... Di dalam 
cara melihat yang membedakan atau mempertentangkan antara 
negara dan masyarakat, maka kultur adalah sepenuhnya menjadi 
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tanggungjawab suatu masyarakat dan seharusnya tidak menjadi 
wewenang negara sebagaimana sekarang diletakkan di atas pundak 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cara melihat semacam ini 
tidak bisa tidak harus dianut, karena adanya perbedaan mendasar 
dalam daya perekat masyarakat dan negara. Pandangan bahwa 
lembaga masyarakat adalah mitra lembaga negara, mengelabui 
dasar-dasar yang secara hakiki membedakan keduanya. Masyarakat 
mengambil kultur sebagai daya perekatnya sedangkan negara 
mengambil kekuasaan sebagai daya perekatnya, dan dengan 
kekuasaan pula ia mengikat semua yang lain. Dalam hubungan itu, 
kebudayaan terlalu besar, terlalu penting, dan terlalu hakiki milik 
masyarakat untuk diberikan penyelesaiannya dan diberikan beban 
tanggungjawab untuk hanya dipikul oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Kultur seharusnya menjadi tugas utama masyarakat 
untuk memperkuat masyarakat secara keseluruhan dan tidak untuk 
memperkuat negara. 2/0 


Dari sini Gus Dur menggelar satu domain kebudavaan vang 
betul-betul terpisah dari negara dan kemudian dimasukkan ke 


210 Ini bisa terlihat, salah satunva dari ketidaksetujuan beliau terhadap penvelenggaraan 
kongres kebudavaan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudavaan vang merupakan 
satu indikasi campur tangan negara atas kehidupan sipil, sehingga terjadilah 
birokratisasi vang tentunva bertentangan dan membelenggu proses perkembangan 
masvarakat itu sendiri. Ada dua kritik vang dilontarkan Gus Dur. Pertama, suatu 
kebudayaan “bisa-bisa saja' berasal dari suatu 'keputusan atau legislasi mengikat' 
vang dipaksakan oleh kekuasaan. Justru fakta adanva pemaksaan dengan alat 
legislasi demi rekavasa kebudavaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut bersifat 
akultural vang tidak sepantasnva dilakukan terhadap masvarakat beradab. Karena 
itu, suatu kongres kebudavaan vang diselenggarakan oleh negara mengandung 
unsur vang dengan sendirinva meniadakan diri sendiri. 


Kedua, kongres kebudavaan vang diadakan negara juga bertentangan dengan 
dirinva sendiri (contradictio in terminis), karena kebudavaan adalah milik vang sah 
suatu masvarakat dan bukan sebaliknva. Kebudavaan tidak berdiri diatas kekuasaan; 
kebudavaan lahir dalam interaksi antarpribadi-pribadi, kelompok-kelompok sembari 
menjamin kemerdekaan setiap peserta kebudavaan. Suatu kebudavaan tidak pernah 
lahir dari sebuah “kongres” karena ia lahir dan tumbuh di dalam human culture 
interaction yang tidak terhitung jumlahnya dalam masyarakat beradab, dan sangat 
jarang didukung oleh sebuah cultural events. Lihat Abdurrahman Wahid, Negara dan 
Kebudayaan, dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 
2001, h : 3-8 
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dalam terma human social life (kehidupan sosial manusiawi), 
yakni sebuah kesatuan kehidupan yang selalu mengembalikan 
segenap proses kehidupan ekonomi, politik, dan negara demi 
terkontrolnya berbagai praktik kehidupan tersebut, sehingga 
tidak terjadi sebuah penyimpangan dari kultur sosial yang 
manusiawi. Konsep kebudayaan yang bersifat praksis-sosiologis 
ini merupakan sintesa beliau atas definisi kebudayaan yang tidak 
sebatas warisan (heritage) untuk diwariskan (heirloom) kepada 
generasi mendatang, karena warisan mengacu pada suatu benda 
mati, sementara kebudayaan hanya menjadi kebudayaan ketika ia 
hidup dan mengacu pada kehidupan. Pada titik ini, kebudayaan 
dimaknai Gus Dur sebagai seni hidup itu sendiri (the art of living) 
yang mengatur kelangsungan hidup dan menghasilkan pilar-pilar 
penjaga tatanan sosial. Hanya dalam arti ini, tradisi dan adat 
istiadat menjadi nilai yang pantas dipertahankan. 


Konsepsi praksis atas kebudayaan ini tentu melampaui 
kebudayaan definitif dari antropologi, yang lebih cenderung 
melihat budaya sebagai sistem nilai. Pendekatan sistem ini sering 
menjebak kebudayaan dalam pelembagaan sosial yang terstruktur 
dan abai terhadap gerak perubahan. Apalagi dalam lekuk awal, 
antropologi menganut evolusionisme yang memetakan budaya 
sebagai produk dengan determinasi kultural bersifat modernis: 
kebudayaan adalah evolusi dari primitive culture kepada modern 
culture. Ada sebuah keniscayaan sejarah, yang membuat masa 
kini lebih baik dari masa lampau dan peradaban maju lebih 
sempurna dari budaya terbelakang. Yang dicari kemudian adalah 
budaya apa saja yang lebih cepat bisa berubah, dan sebaliknya. 
Ini merupakan derivasi dari pemetaan hirarkis kebudayaan oleh 
Kluckhon yang memilah kebudayaan menjadi tujuh universalitas 
(cultural universals): sistem ekonomi, teknologi, organisasi 
sosial, bahasa, agama, pengetahuan, dan seni. Bagi perspektif 
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ini, pemetaan kebudayaan selalu berada dalam tiga ruang: 
kebudayaan sebagai konsep (ideas), interaksi sosial (activity), serta 
produk budaya (artifacts) yang merupakan material culture. Dari 
sini penelitian budaya kemudian mengacu pada dua metode: 
diakronis untuk melihat perubahan budaya pada satu masyarakat 
dengan perbedaan jangka waktu antara dahulu dan kini, serta 
sinkronik yang merujuk pada komparasi dua sub-budaya dalam 
satu masyarakat, sehingga diketahui mana budaya yang tertutup 
dan yang terbuka. 


Pendekatan ini menciptakan cultural bias, karena terpaku 
pada budaya sebagai produk melalui satu keniscayaan eurosentis 
yang meniscayakan modernisme sebagai evolusi tertinggi 
kebudayaan. Sontak, cara pandang seperti ini dikritik, khususnya 
ketika ia datang bersamaan dengan kolonialisme. Memang, cara 
pandang ini merupakan evolusi antropologi (budaya) paling 
primitif, karena ia berangkat dari studi fosil, sisa manusia terkuno 
yang menjadi concern pertama antropologi biologis. Pada titik ini, 
studi tentang agama menjadi menu favorit para evolusionis awal, 
misalnya Frazer yang memetakan tahapan peradaban pemikiran 
manusia kepada sihir (magic), agama, dan ilmu. Satu fase selayak 
Comte yang menambatkan positivisme sebagai peradaban 
tertinggi, melampaui magis dan agama. Satu hal yang kemudian 
menjadi kerja kaum evolusionis adalah pencarian unsur budaya 
mana yang lebih bisa diajak beradab dan unsur mana yang ajeg 


biadab. 


Pada titik ini, teori evolusi dikritik oleh fungsionalisme 
dengan satu kemajuan teoritis bahwa kebudayaan melampaui 
pemaksaan linier evolusi peradaban Eropa ternyata lebih 
merupakan sebuah sistem. Kebudayaan dimaknai sebagai 
totalitas sistemik segenap kehidupan di mana unsur sub-budaya, 
misalnya agama, magi, ilmu, dan seni memberikan kontribusi bagi 
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penguatan struktur internal budaya maupun struktur sosial. Hal 
ini berpijak pada pandangan Durkheim yang melihat fenomena 
sosial dari perspektif fungsional dan historis. Yang pertama 
merujuk pada pemetaan kenapa item sosial tertentu memiliki 
konsekuensi tertentu terhadap operasi keseluruhan sistem sosial, 
sementara yang kedua menelaah asal-usul historis kenapa item 
sosial tertentu yang tertentu itu memiliki konsekuensi, tidak 
yang lain. 


Dalam hal ini konsep Durkheim tentang “yang sakral” 
(the sacred) menyata. Yakni dalam satu postulat bahwa struktur 
masyarakat lahir dan diperkuat oleh pusat “yang sakral”. 
Sakralitas ini tidak hanya merujuk pada agama formal, tapi 
segenap sistem religius dan keyakinan yang menjadi pedoman 
masyarakat. The sacred merupakan paradigma kolektif yang koersif 
(karena normatif) menafsirkan fenomena dan menentukan 
tindakan. Dari sini lahir klasifikasi sosial antara the sacred versus 
the profane, yang terakhir merupakan pembeda atas yang pertama, 
dan oleh karenanya menjadi patokan bagi apa yang disebut oleh 
Kai Erikson sebagai boundary maintenance (penjagaan batas). 
Artinya, “yang profan” menjelma identifikasi biner, apakah 
seorang anggota masyarakat taat atau melanggar the sacred. 
Inilah “solidaritas terluka” itu yang oleh Durkheim dijadikan 
penanda terkoyaknya “rasa budaya” ketika struktur “yang sakral” 
ternoda. 


Dari masyarakat kultural Durkheimian ini pendekatan 
fungsional lahir yang digerakkan oleh Radcliffe Brown dan 
Branislaw Mallinowski. Tapi, titik tekan teoritisnya berbeda. Brown 
merujuk pada fungsionalisme-struktural di mana kemanfaatan 
budaya harus memperkuat struktur sosial, sedangkan Mallinowski 
lebih menggambarkan fungsionalitas budaya terhadap kebutuhan 
psiko-biologis manusia. Bagi Brown, peneliti sosial tidak akan 
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mampu menemukan “hubungan sosial”, “norma”, “masyarakat”, 
dan “budaya”. Yang bisa ditemukan hanya perilaku manusia. 
Dari perilaku ini, peneliti harus mengabstraksi guna menemukan 
“sisi dalam” kebudayaan tersebut. Persoalannya, bagaimana 
menghubungkan konsep dan kenyataan dalam abstraksi? 
Jawabannya, model yang oleh Brown dirujukkan pada organisme 
tubuh manusia. Di sini terjawab, bahwa fungsionalisme Brown 
berangkat dari pengandaiannya terhadap struktur fungsionalitas 
tubuh manusia. Ini yang membuat Brown memasukkan antropologi 
sosial dalam Ilmu Pasti-Alam (science) dengan pendekatan comparative 
sociology yang akhirnya menambat pada arah nomothetic, penciptaan 
generalisasi dan hukum ketentuan umum. 


Dalam kaitan ini, struktur organisme tubuh yang dijadikan 
model oleh Brown terdiri dari sekumpulan sel dan cairan yang 
tersusun dalam suatu jaringan hubungan, sehingga membentuk 
keseluruhan hidup yang terintegrasi. Susunan hubungan antar- 
unit dalam organisme tersebut atau sistem hubungan yang 
mengikat keseluruhan unit disebut struktur dari organisme itu. 
Sepanjang hidupnya, struktur ini selalu membentuk keselarasan 
sehingga organisme tidak berubah, mati, dan dis-integrasi, 
karena tiap unit selalu berfungsi memperkuat strukturnya. Dari 
model ini, Brown menggambarkan masyarakat sebagai jaringan 
unit sosial yang saling memperkuat, baik pada ranah internal 
struktur masyarakat maupun level institusi politik yang membuat 
segenap sistem kehidupan terintegrasi. Maka tidak heran jika 
Brown memetakan tiga perangkat problem sosial dalam analisa 
fungsionalnya, yakni perkembangan struktur sosial di mana analisa 
budaya membidik asal-usul sebuah struktur sosial, morfologi 
sosial yang menekankan variasi bentuk struktur sosial setiap 
masyarakat, dan fisiologi sosial yang merupakan fungsi sosial dari 
item budaya pemerkuat struktur masyarakat. Ini yang membuat 
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Brown memaknai budaya sebagai common denominator, sebuah 
(dg ” . $ . e o . . 

sebutan bersama', sehingga tindakan individu mampu dipahami 
oleh suatu masvarakat. Risikonva jelas, jika tindakan individu 
tersebut tidak sesuai dengan simbolisme tersebut, maka ia telah 
keluar dari struktur masvarakat. 


Sementara itu Mallinowski lebih mengacu pada budava 
sebagai alat bagi pemenuhan kebutuhan psiko-biologis manusia. 
Ini berangkat dari postulat bahwa dalam hidup, manusia 
harus memenuhi tujuh kebutuhan minimum, vakni nutrition, 
reproduction, bodily comforts, safety, relaxation, movement, dan 
growth. Semua kebutuhan ini menciptakan sistem budaya di 
mana segenap sistem ekonomi, politik, agama, dan pendidikan 
menciptakan “penentuan kebudayaan” bagi individu dalam 
pemenuhan kebutuhannya. Misalnya keamanan (safety) yang 
membutuhkan simbol integratif di mana instrumen intelektual, 
emosional, dan kontrol sosial mendaulat magis religi sebagai 
item budaya yang berfungsi sebagai ruang sekaligus batasan 
pemenuhan. Agama pada titik ini memberi rasa aman ketika 
akal tak mampu memecahkan problem hidup yang chaos. Ini 
terjadi karena Mallinowski melihat budaya bersifat conditioning: 
membatasi kegiatan manusia sehingga laku kebudayaan (cultural 
behavior) merupakan produk dari pelaksanaan, penyesuaian, dan 
penerapan aturan organ sosial, nilai, adat, ide, kepercayaan, dan 
tradisi. Di sini ia melihat, bahwa budaya bukan warisan biologis 
sebagaimana determinisme rasial.4! Budaya melebihi itu: sebuah 
warisan sosial yang membentuk cara berpikir dan perilaku 
manusia. Ini yang membuat budaya bersifat imperatives, hal yang 
maha penting dalam hidup, karena ia merupakan conditions which 


must be fulfilled if the community is to survive. 


211 John Hutnyk, Culture, Theory, Culture & Society, Nottingham Trent University, 2007: 
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Namun, meski melampaui evolusi, fungsionalisme ini terkesan 
melihat kebudayaan dari sudut pandang luar, sehingga membuahkan 
perspektif kognitif dan strukturalisme. Dalam kaitan ini, antropologi 
kognitif melihat kebudayaan dari pelaku budaya itu sendiri. Kenapa? 
Karena ia lebih melihat kebudayaan bukan sebagai perilaku, tapi 
pemikiran. Inilah yang dilahirkan oleh New Etnography ala Ward 
Goodenough yang mendefinisikan kebudayaan sebagai aktivitas 
mental. Pada titik ini, pemilik kebudayaan hanya individu, karena 
ia mengacu pada aktivitas mental. Cara pandang ini merupakan 
sumbangsih perspektif culture and personality yang mengaitkan 
antropologi dan psikologi. Dampaknya, ia bisa dijadikan alat gali 
berbagai konsep, misalnya tentang etika, kuasa, maupun makna 
hidup seperti studi tentang konsep etika orang Jawa. 


Strukturalisme antropologi menyempurnakan pendekatan 
di atas melalui penggunaan bahasa untuk merumuskan struktur 
logis pemikiran manusia. Di sini, kebudayaan dimaknai sebagai 
human mind, sehingga tugas peneliti adalah merumuskan struktur 
umum dari struktur berpikir tersebut, melalui struktur bahasa. 
Adalah Levi Strauss yang mengembangkan pendekatan linguistik 
ini. la terpengaruhi studi tentang fonem yang dikembangkan 
oleh Roman Jacobson dengan distinctive forms (ciri pembedaan 
dalam fonem kata), misalnya 't' kutuk yang berarti nama ikan, 
dengan ‘th’ kuthuk yang berarti sebutan untuk anak ayam dalam 
masyarakat Jawa. Distinctive forms ini hanya bisa terjadi dalam 
konsteks tertentu dan terjadi ketika diletakkan dalam sistem 
relasi (system of relation) antara kutuk dengan kuthuk. Pembedaan 
makna terkecil dari kata ini yang menjadikan Strauss menemukan 
struktur maknawi dari pelarangan terhadap insest. Strauss 
kemudian membuat analogi: fonem tergulat dalam nature dan 
culture. Nature karena ia terdapat dalam segenap dasar masyarakat, 
dan culture karena ia ikut membentuk kultur masyarakat. 
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Pelarangan insest, menurutnya sebagai kondisi alamiah suatu 
suku, namun juga telah menciptakan kultur baru, yakni barter 
wanita antar-suku: seorang keluarga baru bisa mengawinkan 
anak perempuannya ketika suku lain melakukan hal yang sama. 
Interaksi atau komunikasi ini akhirnya membentuk kultur, 
dan tentunya sebuah masyarakat. “? Strauss juga terpengaruhi 
de Saussure dalam pemetaan antara signified, signifier, langue, 
dan parole. Kata adalah penanda dari konsep yang menjadi 
tinandanya. Kata tidak bermakna selama kita tidak masuk dalam 
human mind yang ada di dalamnya. Dari sini, strukturalisme 
merasuk ke dalam mitos dan tradisi untuk membentuk struktur 
berpikir yang dianggap irrasional tersebut. 


Pada level paradigmatik, Strauss lebih mendekati kebudayaan 
dengan mengasumsikan keunggulan intelek atau kultur di 
mana masyarakat dilihat sebagai kolektivitas holistik. Ini yang 
membuatnya meyakini fenomena budaya dapat dipahami jika 
dilihat sebagai sistem komunikasi, sehingga antropologi berarti 
semiologi, yang menganggap gagasan tentang makna sebagai 
unsur utama di mana “representasi kolektif” dan tatanan 
pemikiran (thought of) menjadi ruang gerak. Dalam perspektif 
ini, antropologi sebagai penggali struktur pemikiran yang 
inheren dalam data kultural: mitos, agama, dan simbol totem; 
atau sebaliknya menemukan cara bagaimana alam-bawah-sadar 
memunculkan data empiris. Dengan demikian, Strauss tidak 
meragukan infrastruktur sosial, namun ia menjadikan operasi 
pikiran- bawah-sadar sebagai mediator antara praksis (institusi 
primer) dan kepercayaan suatu praktik budaya. Yang perlu 
dilakukan antropolog adalah menetapkan hubungan antara cara 
masyarakat memahami aturan-aturannya, yakni thought of agama 
dan mite, dengan cara mengatur situasi riil (lived-in). 


212 Octavio Paz, Levi-Strauss, Empu Antropologi Struktural, LKiS, 1997: xvii-xxviii 
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Dari kebutuhan memahami “cara memahami” masyarakat atas 
kebudayaannya inilah yang melahirkan interpretatif antropologi 
yang digerakkan oleh Clifford Geertz dengan penekanan 
pada terma kebudayaan sebagai sistem simbolik di mana 
manusia mampu menginterpretasi makna dari kehidupannya. 
Perspektif ini merupakan kritik atas pendekatan sebelumnya, 
yaitu strukturalisme yang mengandaikan kesadaran manusia 
(hanya) bentukan sistem bahasa: fungsionalisme yang memaksa 
kebudayaan harus bermanfaat bagi penguatan struktur sosial, 
dan evolusionis yang memetakan kebudayaan melalui produk 
budaya tanpa proses interpretasi. Bagi Geertz, perbedaan 
kebudayaan dan sistem sosial cukup jelas. Dalam budaya, yang 
terjadi adalah integrasi “logis-bermakna”, sedangkan dalam sistem 
sosial yang terjadi lebih kepada integrasi “kausal-fungsional” 
melalui analogi organik. Ini menandaskan bahwa penglihatan 
terhadap kebudayaan bukan bersifat “eksplanasi kausalitas”, 
tapi sebuah “pencarian makna” yang menjadikan posisi simbol 
amat urgen, bukan atas simbol secara abstrak, tapi symbols in 
their natural habitat; the common world in which human look, 
name, listen and make.“ Konteks sosial di mana masyarakat 
menjadikan makna dalam sistem simbol, yang telah membentuk 
praktik kehidupan merekalah, yang oleh Geertz disebut sebagai 
kebudayaan. Dari sini Geertz memaknai budaya sebagai persoalan 
semiotik, sehingga mengkaji budaya adalah mengkaji makna. 
Bagi Geertz: 


The concept of culture | espouse, is essentially a semiotic one. 
Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in 
webs of significance he himself has spun, | take culture to be those 
webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental 


213 Achmad Fedyani Saifuddin, Some Notes on Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology, 
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science in search of law but an interpretive one in search of 
meaning.?"4 


Dalam melihat budaya sebagai persoalan makna ini, Geertz 
memilah antara sistem nilai yang menjadi model for (model bagi) 
tindakan, dengan sistem kognitif yang menjadi model of (model 
dari) tindakan. Sistem nilai menyediakan basis, motivasi, dan 
legitimasi atas tindakan, sedangkan sistem kognisi menjelma 
satu produk kebudayaan, bersamaan dengan praktik kebudayaan. 
Pertanyaannya, bagaimana manusia menghubungkan kaitan 
antara nilai dan kognisi? Geertz melihatnya dalam simbol. 
Simbollah yang menyediakan ruang agar manusia merumuskan 
nilai kedalam formula kognitif dan mengukuhkan sistem kognisi 
ke dalam sistem nilai, misalnya konsepsi Geertz tentang religion 
as a cultural system. Bagi Geertz, agama adalah sistem simbol 
(bisa dilihat dari sistem ritual) yang mengukuh dalam nilai 
yang kemudian diformulasikan ke dalam kaidah pemikiran dan 
formula sosial ideal tentang tata dunia. Kesatuan pengukuhan 
nilai dan rasionalitas duniawi ini dikonkretkan dalam satu 
kondisi simbolik yang membuatnya makin nyata. 


Dari gelaran antropologis di atas, kebudayaan Gus Dur 
pada satu titik merasuk ke dalam lekuknya. Tentu, sudah 
melampaui evolusionisme yang memandang miring atas tradisi. 
Satu hal yang ditentang oleh pemimpin muslim tradisionalis 
ini, dengan mengacu pada pendekatan interpretatif, sehingga 
tradisi bisa dimaknai sesuai pemaknaan masyarakatnya. Tafsir 
kebudayaan ini membuat Gus Dur mampu mengolah tata 
nilai sub-kultur pesantren. Hal sama terjadi pada pemaknaan 
metodologis dari budaya Islam di Indonesia yang akhirnya 
mampu melahirkan pribumisasi Islam. Pada titik ini, Gus Dur 


214 Clifford Geertz, Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, dalam The 
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seakan bersifat fungsional ketika menemukan budaya Islam 
dalam lembaga pesantren. Tapi, bahwa gerak pemikiran Gus Dur 
mengarah ke kritik atas fungsionalisme dan lebih mengedepankan 
strukturalisme kebudayaan di mana bentuk faktual budaya, 
sebenarnya itu merupakan upayanya merepresentasikan struktur 
pemikiran dari masyarakat. Dari interpretasi inilah Gus Dur 
menggerakkan politik makna dalam konsepsi kebudayaan 
menuju apa yang disebutnya human social life. Secara tersirat 
hal ini menandaskan satu niatan mengimbangi fungsionalisme 
yang melahirkan birokratisasi atau negara-sentrisme kebudayaan 
melalui pemaknaan biner: sistem makna dalam kebudayaan harus 
membongkar pembonsaian negara atas sistem tersebut. Secara 
sistematis Gus Dur merumuskan konsep human social life dalam 
siklus kehidupan, sebagai berikut: 


Kalau makan adalah kebutuhan alami, maka seluruh jenis usaha 
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusiawi itu dan sistem 
sosial yang lahir daripadanya adalah kebudayaan. Dengan 
demikian, seluruh perangkat ekonomi adalah kebudayaan. Bila 
kelestarian alam yang memungkinkan pencapaian tujuan di atas 
mengalami distorsi, maka keutuhan suatu kebudayaan berada 
dalam suatu krisis yang sungguh-sungguh, karena itu, pendidikan 
lingkungan hidup adalah sesuatu yang sah berurusan dengan 
kebudayaan.?' 


Oleh karena itu yang menjadi soal dalam diskusi kebudayaan 
adalah sebuah aksi rasional yang sambung-menyambung dalam 
suatu keterpaduan untuk memahami, mengubah, mempertahankan 
kebudayaan tersebut sambil memberinya kemungkinan untuk 
diubah lagi demi kehidupan yang berkelanjutan menuju 
kehidupan sosial yang manusiawi. Dalam kerangka ini, maka 
suatu aksi sosial akan salah kaprah seandainya tidak berupaya 
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mengenal apa yang terjadi di berbagai bidang dengan inti-inti 
kebudayaannya. Hal ini akan berdampak pada munculnya 
berbagai ekses diskriminatif terhadap kehidupan manusia 
misalnya konsentrasi pemilikan alat produksi di luar kontrol 
masyarakat yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber 
daya alam tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan 
yang merupakan kebutuhan manusiawi. Dari sini menjadi jelas 
bahwa ekonomisme adalah ekses a-kultural yang merusak inti 
kehidupan itu sendiri. Demikian juga otoritarianisme politik 
yang berlangsung bukanlah warisan suatu kultur atau buah 
kepribadian bangsa melainkan akibat dari pranata sosial yang 
bekerja di luar kontrol (kebudayaan) masyarakat. Terkikisnya 
kesadaran bahwa hal tersebut merupakan penyimpangan dari 
suatu kultur manusiawi, dalam hal ini Gus Dur sematkan 
pada hak kemerdekaan, menunjukkan adanya cacat yang perlu 
dipersoalkan dalam sebuah kultur bangsa. Suatu aksi kultural 
dan pendidikan politik tidak akan memenuhi sasarannya bila 
kemerdekaan tidak dianut sebagai asas paling mendasar bagi 
pengembangan kebudayaan. 


Pada titik ini Gus Dur mengkritik birokratisasi kebudayaan 
yang telah melahirkan pembekuan daya kreatif bangsa di mana 
berbagai proses kebudayaan tidak menciptakan pencerahan 
(enlightenment), melainkan proses “stultifikasi massa”. Dalam 
proses ini, manusia Indonesia tidak dididik dalam kepenuhan 
kepribadiannya, melainkan menjadi robot-robot a-kultural, 
terkikis dari dasar-dasar menjadi pribadi berkultur. Birokratisasi 
ini terjadi dalam lembaga pendidikan yang diturunkan derajatnya 
menjadi bagian dari depertemen pendidikan “partikulir” yang 
semata-mata memosisikan proses pendidikan sebagai mesin 
kebijakan negara. Dibuatlah penyeragaman (pakaian seragam) 
untuk menciptakan jarak fisik (physical distance) yang kemudian 
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menjadi jarak pengetahuan (knowledge distance) dan berakhir pada 
jarak politik (political distance) yang menciptakan hirarki akademis 
di mana hubungan warga akademik terjalin bukan berdasarkan 
distribusi pengetahuan, melainkan distribusi kekuasaan. 


Birokratisasi ini juga terjadi pada penyempitan terma 
kebudayaan ke dalam political gimmick seorang menteri yang 
membonsai kebudayaan sebatas kesenian dan kesusastraan, 
sehingga orientasi estetika sebagai “katarsis politik” (pembersihan 
nurani masyarakat) yang menjadi media bagi “perubahan 
kultural”, tidak terjadi. “Ketika bahasa, yang merupakan alat berpikir 
diposisikan sebatas technically oleh para penentu ‘policy bahasa’, maka 
ia merupakan birokratisasi alat berpikir, dan pada akhirnya birokratisasi 
proses berpikir itu sendiri. Proses berbudaya seperti ini adalah a-kultural, 
yang tidak mengarahkan manusia kepada pencerahan, tetapi proses 
stultifikasi massa, di mana manusia Indonesia tidak dididik dalam 
kepenuhan pribadinya, namun dicetak menjadi robot-robot a-kultural, 
terkikis dari dasar-dasar untuk menjadi pribadi yang berkultur'. 


Demikian tandasnya. 7" 


Pada titik ini, secara tak sadar, Gus Dur tengah menggerakkan 
anarkisme kebudayaan. Kenapa! Karena pemisahan negara dengan 
kebudayaan merupakan tujuan utama kaum anarkis yang sejak 
penjelmaan “birokrasi merah” komunisme dalam rezim Stalin 
telah memproklamirkan runtuhnya negara sebagai syarat mutlak 
kemurnian revolusi. Anarkisme merupakan tradisi penyimpangan 
dari Marxisme oleh tokoh semisal Mikhail Bakunin yang pada 
Sidang Internasionale Pertama 1872 di Den Haag bersitegang 
dengan Marx dalam perkara posisi negara dalam revolusi ploretar. 
Bagi Marx, negara tetap dibutuhkan sebagai “mesin transisi” dari 
masa sosialis kepada masyarakat tanpa kelas. Ketika komunisme 


216 Abdurrahman Wahid, Negara dan Kebudayaan, dalam Pergulatan Negara, Agama, 
dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001 : 4 
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lahir, secara otomatis, negara akan lenyap dengan sendirinya. 
Ini yang dikhawatirkan Bakunin, dan akhirnya terjadi ketika 
Marxisme-Leninisme meledakkan Revolusi Bolsewik (1917) dan 
Partai Komunis kemudian menjelma Diktator Ploretariat dalam 
sebuah birokrasi partai sentralistis. Bagi Bakunin dan kaum 
anarkis, kelahiran Negara Komunis menodai cita-cita Marx, 
karena menjelma eksploitasi baru atas nama kelas buruh. 7" 


Di sini anarkisme sudah melampaui berbagai konsepsi kuasa 
negara yang bersifat epistemologis. Dalam konsepsi ini, negara 
dilihat sebagai praktik diskursif yang terbentuk oleh kepentingan 
ideologis, baik Marxisme yang menandaskan negara sebagai alat 
kelas penguasa maupun pluralisme politik yang menempatkan 
negara secara bebas nilai yang membuat segenap kelompok 
kepentingan memperebutkannya. Perspektif pluralisme ini 
menggantikan konflik ideologi dengan konsensus parlementer 
rasional dan minus klaim kelompok.“8 Ini yang ditolak gerbong 
Marxian, karena perubahan politik harus bersifat menyeluruh, 
tidak parsial, dan karenanya tak cukup hanya mengandalkan 
proseduralisme demokrasi. 


Anarkisme melampaui tegangan ini, karena ketimbang 
melihat negara sebagai alat kekuasaan, lebih memilih menekankan 
potensi ontologis dari negara yang secara inheren bersifat otoriter, 
menguasai, dan anti terhadap kemanusiaan. Ini berangkat 
dari kritik tajam terhadap otoritas, yang oleh kaum anarkis 
dilihat sebagai penghambat utama bagi kebebasan manusia 
dalam mengekspresikan potensi kreatifnya. Kenapa? Karena 
dalam otoritas, individu terkerangkeng aturan simbolik dan 


217 Sean M. Sheehan, Anarkisme, Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan, Tangerang: 
Marjin Kiri, 2006 : 63-70 


218 Jens Bartelson, The Critigue of the State, UK: Cambridge University Press, 2001 : 114- 
116 
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institusional, sehingga tak mampu berfikir atas nama kesadaran 
otentiknya. Ini yang membuat anarkisme terjalin dengan konsep 
Marx tentang alienasi di mana kesadaran manusia sebenarnya 
merupakan salah tangkap atas realitas semu yang tercipta oleh 
reifikasi kesadaran dari kapitalisme. Reifikasi ini menunjuk 
pada pengobjekan subjek, sehingga manusia memandang dirinya 
sebagai sekrup mesin besar industrialisasi. Dalam domain negara, 
keterasingan manusia ini terjadi karena sifat “negara etis” yang 
mampu menawarkan dan kemudian memaksakan standar moral 
bagi masyarakat melalui pendidikan maupun korpus dan lembaga 
hukum. Negara dalam hal ini tidak murni sebagai pelayan publik, 
tapi bahkan menjadi hakim moral dan kognitif sehingga manusia 
tidak mampu lagi memilih kebaikan berdasarkan kebebasan 
individualnya. 


Pada titik ini, konsepsi kebudayaan Gus Dur mengacu 
pada dua model anarkisme. Pertama, anarko-individualis yang 
memisahkan antara negara dan kebudayaan sebagai syarat 
terbebasnya manusia dalam menggali dan menggerakkan 
daya hidup kreatifnya. Perjuangan ini relevan dengan gerak 
pembebasan Gus Dur, yang bahkan telah membebaskan manusia 
dari ideologisasi, meski atas nama pembebasan politik. Orientasi 
kemanusiaan menjadi penanda perjuangan kebudayaan harus 
mengarah pada perubahan sosial terus-menerus, sebagai upaya 
pengangkatan harkat manusiawi yang tertindas struktur politik. 
Kedua, anarko-komunis, di mana Gus Dur menambatkan praksis 
kerja kebudayaan dalam pengembangan masyarakat melalui pesantren 
yang terlepas dari negara dan institusionalisme Islam. Dan inilah 
titik nadi anarkisme: kebebasan individual manusiawi dalam 
kerekatan kultural komunitas untuk membentuk solidaritas 
sosial. Pada titik ini anarkisme dimaknai sebagai gerak kembali 
pada kesederhanaan politik, karena segenap penindasan negara 
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tercipta oleh struktur rumit birokratisasi yang pongah melahirkan 
hukum besi oligarki. Dalam hal ini, pemisahan negara dan 
kebudayaan bukan berarti dis-organisasi, karena yang ditolak 
bukan order, tapi otoritas hirarkis yang memanipulasi interaksi 
sosial dalam jaringan politik nan mengabaikan emansipasi.”” 


Hanya pada satu lekuk terdapat perbedaan antara anarkisme 
dan Gus Dur. Yakni pada titik berangkat dan arah yang Gus 


220 Terma ini 


Dur tembakkan pada otosentrisitas kebudayaan. 
mengacu pada arah human social life di mana politik harus 
mengedepankan totalitas kebudayaan. Pemisahan negara dan 
kebudayaan dimaksudkan untuk membebaskan kebudayaan dari 
politisasi demi pembalikan kuasa, di mana kebudayaan mampu 
mengontrol praktik politik dari negara. Secara diskursif hal ini 
berbeda dengan anarkisme yang secara total hendak meniadakan 
negara pada titik ontologis, sehingga yang ada hanya kebudayaan 


dalam artian jaringan kultural di masyarakat. 


Di sisi lain, pemikiran anti-negara Gus Dur ternyata terkait 
dengan kepedulian terhadap konstitusionalisme yang berangkat dari 
pilihan gerak dalam demokrasi, melampaui manipulasi demokrasi 
prosedural yang membonsai partisipasi politik dalam institusi 
birokrasi. Jika mengacu pada anarkisme, hal ini kontradiktif, 


219 Lihat Daniel Guerin, Anarchism, From Theory to Practice, New York: Monthly Review 
Press, 1970 : 39-42 


220 Otosentrisitas kebudayaan, penulis gerakkan untuk melakukan kritik atas pendekatan 
negara-sentris dalam melihat stategi kebudayaan. Bagi sebagian pihak, strategi 
kebudayaan harus digerakkan oleh negara, meski sudah melampaui sentralitas Orde 
Baru, dengan pengedepanan desentralisasi kebudayaan. Hal ini menyesatkan karena 
logika tersebut masih menyatukan antara negara dan kebudayaan. Satu hal yang 
kemudian melahirkan birokratisasi kebudayaan (Kongres Kebudayaan IV 1991), atau 
politisasi Lekra-Manipol Usdek pada Kongres Kebudayaan 1954. Penyatuan negara 
dan kebudayaan inilah yang melahirkan penertiban agama oleh negara, semisal 
RUU KUB 2003, SKB Dua Menteri 1969, R-KUHP Pasal 346-348, hingga fatwa haram 
MUI atas liberalisme 2005. Penertiban ini tentu bermasalah, karena penafsiran yang 
dianggap menyimpang dari korpus resmi pemerintah, kemudian diganjar penjara. 
Lihat Syaiful Arif, Negara dan Kebudayaan, Koran Seputar Indonesia, 19/08/2007. 
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karena konstitusi merupakan struktur utama negara. Hanya saja 
jika membaca lebih dalam, pemaknaan Gus Dur atas konstitusi 
itu ternyata bersifat anarkis, dalam artian pemelencengan tafsir 
konstitusional guna meruntuhkan korpus resmi konstitusi negara 
yang sering mengangkangi rakyat. Satu titik yang secara radikal 
hendak membalikkan pemaknaan konstitusi sebagai pemberi 
kekuasaan negara, kepada penjagaan masyarakat dari penguasaan 
negara. Deskripsinya : 


Konstitusi pada hakikatnya mengatur tentang kekuasaan dan 
hubungan kekuasaan di dalam negara, memberi batas tegas pada 
wewenang kekuasaan negara, dan sekaligus meneguhkan hak-hak 
warga negaranya, berikut menjamin perlindungan baginya. Kita 
ingin memberikan penekanan pada segi ini, yaitu bahwa konstitusi 
justru diadakan untuk menjamin warganegara dari kemungkinan 
kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Ini didasarkan faham 
bahwa pemegang kekuasaan memang bisa menyalahgunakan 
kekuasaan. 


Cara mendekati seperti ini, berlainan dengan kebiasaan yang melihat 
konstitusi sebagai sumber pemberi kekuasaan pada negara; membuka 
kemungkinan untuk memahami bahwa kekuasaan negarapun bisa 
bertindak “inkonstitusional', yaitu ketika ia bertindak melampaui 
batas kewenangan yang ditetapkan dalam konstitusi. Sehingga 
suatu pelanggaran atau pengingkaran hak-hak warganegara, 
bahkan sekadar penghambatannya oleh kekuasaan negara, baik 
melalui keputusan pejabat ataupun peraturan perundang-undangan 
sekalipun, tidak lain adalah perbuatan inkonstitusional. Tetapi 
soalnya, siapa atau badan apa yang akan menilai konstitusionalitas 
suatu keputusan, kebijaksanaan atau peraturan? 


Soal yang pelik ini, yang selain bersifat legal juga terutama politis, 
tidak akan dapat kita bahas pemecahannya sekarang. Hanya tentu 
kita dengan yakin dapat mengatakan, bahwa termasuk dalam 
proses demokratisasi ialah usaha untuk menegakkan peradilan yang 
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bebas (independent judiciary), juga berwenang mengadili gugatan 
pelanggaran hak konstitusi warga negara, dan menciptakan suatu 
instansi penguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan 
konstitusi (judicial review), apakah itu Mahkamah Agung atau suatu 
mahkamah konstitusi tersendiri. 2! 


Pendekatan konstitusi yang mengarah pada people power 
memang menjadi keniscayaan, karena Gus Dur sejak era Orde 
Baru berada di luar kekuasaan, dan secara praksis merupakan 
hasil elaborasi Gus Dur atas cara gerakan sipil memaknai, 
menjaga, dan mengoperasionalkan konstitusi. Ini berlawanan 
dengan cara negara menjaga kemurnian konstitusi. Dus, di 
sini terlihat bahwa pemaknaan konstitusi merupakan arena 
pertarungan makna antara negara dengan gerakan sipil yang 
masing-masing harus menambatkan perjuangan dikotomiknya 
kepada legitimasi konstitusi. Tulis Gus Dur: 


This situation, then, necessitates the willingness of different 
groups of activists in issue of human rights, environment pollutions, 
rights of minorities, economic equity, woman’s rights, children’s 
protection, consumer protection, work safety, and so forth. The 
ever-widening circles of the public concerned with those issues 
form the basic constituency of the efforts to operational zed the 
constitution in toto. This constituency, which now proliferate in a 
rapid manner in Indonesia, forms the pioneering sector that move 
the whole society toward a new era of rule by law in the future, 
since the result of their struggle depends entirely on the just and 
fair application of existing laws as well as promulgation of better 
laws. Those two things, in turn, depend on the political will of the 
governing circles to uphold the Constitution consistently. Thus the 
future of constitutionalism and the nature of the polity in Indonesia 
are intertwined in the work of those diversified groups of activists 


221 Abdurrahman Wahid, Forum Demokrasi, Sebuah Pertanggungjawaban, sumber tak 
terlacak, h., 3-5 
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outside the government, which act as canalisations for basic changes 
in different sectors of life through direct or indirect raising of 
awareness and consciousness on the rule of law. 272 


Jika mengacu pada teks di atas, maka pemikiran Gus Dur 
tidak sepenuhnya masuk dalam kategori anarkisme. Gus Dur 
bagaimanapun tetap mengandaikan negara, atau tepatnya 
konstitusi negara untuk menjamin berbagai gerakan sipil. 
Seolah hal ini kontradiktif: bagaimana perspektif kebudayaan 
yang memisahkan negara dan masyarakat diperkuat oleh 
fungsionalisme konstitusi untuk memperkuat masyarakat 
tersebut, bahkan demi terselenggaranya kenegaraan hukum! 


e KATARSIS POLITIK 


SISI LAIN dari konsepsi kebudayaan Gus Dur, mengacu pada 
posisi kesenian dalam pergulatan politik. Ini yang melahirkan 
“katarsis politik” di mana Gus Dur memaknai fungsi kesenian 


222 Maka situasi ini membutuhkan kemauan berbagai kelompok aktivis dalam isu-isu 
hak asasi manusia, lingkungan hidup, hak kaum minoritas, pemerataan konsumen, 
keselamatan kerja, dan sebagainya. Kalangan publik yang semakin meluas yang 
menaruh perhatian pada isu-isu tersebut, membentuk pendukung utama bagi 
upaya-upaya untuk mengoperasionalisasikan UUD 1945 dalam praktik. Pendukung 
ini, yang kini tumbuh dengan cepat di Indonesia, membentuk sektor pelopor yang 
menggerakkan seluruh masyarakat ke arah baru pemerintahan berdasarkan hukum 
di masa depan, karena perjuangan mereka sepenuhnya tergantung pada penerapan 
yang adil dan jujur dari undang-undang yang ada, serta pengundangan undang- 
undang yang lebih baik. Pada gilirannya, dua hal tersebut sepenuhnya tergantung 
pada keinginan politik kalangan yang berkuasa untuk melaksanakan konstitusi 
secara konstitusi. Dengan demikian, masa depan konstitusionalisme dan sifat 
kepolitikan di Indonesia terjalin di dalam karya-karya berbagai kelompok aktivis di 
luar pemerintahan, yang bertindak sebagai katalisator bagi perubahan mendasar 
dalam berbagai sector kehidupan, melalui peningkatan secara langsung maupun 
tidak langsung kesadaran akan pemerintahan berdasarkan hukum. Abdurrahman 
Wahid, The Future of Constitutionalism and the Nature of the Polity: the Case of 
Indonesia's 1945 Constitution, A working paper for the Asian Regional Institute of the 
American Council of Learned Societies, Comparative Constitutionalism Project, being 
held in collaboration with the Law and Society Trust, Sri Lanka. February 23-27, 1989, 
Chiangmai, Thailand, h. 10-11 
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dalam domain political. Di sini “katarsis politik” yang dimaksud 
tidak merujuk pada ideologisasi kaum kiri yang memaksa kesenian 
berperan sebagai media ekspresi bagi Realisme Sosialis di mana 
kesenian tidak memiliki ruang kehidupan sendiri, karena hanya 
berfungsi sebagai alat politik komunisme. Klaim pembelaan 
terhadap ketertindasan ekonomi akhirnya membonsai potensi 
pembebasan kesenian yang sebenarnya lebih mengarah kepada 
pembebasan spiritual ke dalam determinisme ekonomi yang 
memosisikan gerak kreatif artistik sebagai bagian dari program 
partai. Demikian juga terma “katarsis politik” tidak bisa dimaknai 
sebagai kebebasan abstrak yang merujuk pada klaim independensi 
kesenian milik kaum Humanisme Universal. Ini berangkat dari 
satu postulat, bahwa model kesenian ini telah membuyarkan 
fungsi kebudayaan dari seni ke dalam klaim-klaim kebebasan 
berkarya di atas segala otoritarianisme politisasi kesenian 
kaum kiri. Klaim kebebasan yang pada akhirnya merujuk pada 
“intelektualisme kesenian” di mana proses kreatif dikotakkan 
sebagai alat penyiaran ide-ide kemajuan (the idea of progress) seperti 
tuduhan westernisasi terhadap Sutan Takdir atau individualisme 
Chairil Anwar cenderung dilihat kurang memiliki keberpihakan 
atas realitas kehidupan masyarakat yang terkonstruk dalam tata 
politik yang tidak adil. 


Dari kedua sudut dikotomik ini, terma “katarsis politik” 
yang Gus Dur gerakkan lebih mengarah kepada fungsi kesenian 
sebagai kritik atas struktur kekuasaan. Ini bisa dirujukkan pada 
pandangan kesenian Mazhab Frankfurt yang meletakkan seni 
pada aras kesadaran. Artinya, makna seni dalam kebudayaan 
merujuk pada kebutuhan kembali pada kesadaran otentik 
manusia, karena selama ini terdapat pemalsuan kesadaran melalui 
industri budaya. Proses ini lahir dari dua macam kesenian: 
abstraksionisme yang memisahkan seni dari realitas, dan ultra- 
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realisme yang hanya mengamini realitas. Keduanya bermasalah, 
karena menghilangkan sifat reflektif kebudayaan atas dirinya.“ 
Dari sini “katarsis politik” bisa dimaknai sebagai gerak reflektif 
kebudayaan untuk mengkritik kebudayaannya sendiri. Jadi, dari 
kritik menuju kesadaran akan krisis kebudayaan. Contoh dari 
bentuk kesenian ini adalah Realisme Sosialis Georg Lukacs yang 
mengacu pada upaya penggambaran realitas di balik realitas 
semu bentukan industrialisme. Penggalian realitas murni ini 
diharapkan mampu memunculkan kembali aura dan sakralitas 
kesenian sebagai proses spiritual yang oleh teknologi dicabut 
melalui reproduksi teknis dalam skala massif. Realisme Sosialis 
juga hendak menggerakkan kesenian sebagai pandangan dan re- 
experiencable: pembentukan pengalaman ulang atas realitas secara 
total, sehingga kesenian tidak terlepas, tapi ikut andil dalam 
perumusan ulang kehidupan sosio-politik.'“ 


Pada satu titik, gerak ini tampak dalam positioning Gus 
Dur atas beberapa fungsi kesenian seperti teater dan wayang 
sebagai koreksi atas tata politik yang ada. Menurut Gus Dur, 
teater merupakan ruang pemeriksaan watak-watak manusia ketika 
dihadapkan kepada kekuasaan. Di sini teater sebagai kritik 
politik menemu ruang dalam upaya penggalian psikologis 
keadaan manusia sebagai penguasa atau Pariyem yang menjadi 
lambang mental diam rakyat Jawa dalam penjajahan. Artinya, 
bila orang teater punya keyakinan akan rangkaian kebenaran- 
kebenaran dalam politik (bagaimana cara pemerintahan harus 
diselenggarakan), maka teater politiknya akan sehat. Tapi jika 
keyakinan ini tidak ada, maka teater akan apatis dan a-politis, atau 
menjadi sebatas “teater pemujaan kejayaan bangsa” terhadap masa 


223 Greg Sutomo, Krisis Seni Krisis Kesadaran, Yogyakarta: Kanisius, 2003 : 9-17 
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lampau.’”? Demikian juga wayang yang bisa melegitimasi idealnya 
jalan pemerintahan. Selain identifikasi tipologi kepemimpinan, 
misalnya Bung Karno yang identik dengan Dipati Karno, wayang 
juga bisa menjadi media pengumpul pendapat (pollsetter) melalui 
pembentukan publik opini atas penyimpangan kekuasaan yang 
ada. Tanpa menyebutkan nama seorang pejabat, ki dalang leluasa 
mengkritik pejabat tersebut dengan meminjam tipologi tokoh 
tertentu, misalnya jujur kebodoh-bodohan Bimo atau kelicikan 
Durno yang disumpah-serapahi masyarakat.“ 


Orientasi katarsis (pencerahan) ini jika dikembalikan kepada 
diskursus awal tentang birokratisasi kebudayaan, maka akan 
menghasilkan sebuah radikalisme pemikiran yang mengarah pada 
pemberian penuh ruang kehidupan atas kebudayaan. Artinya, 
kebudayaan yang oleh Gus Dur tidak hanya dimasukkan dalam 
terma kesenian, tapi segenap kegiatan berpikir, bertindak, dan 
merasa yang mampu menciptakan pembentukan pandangan hidup 
(welstanchaung) sebuah bangsa merupakan entitas kehidupan yang 
tidak bisa disubordinasi oleh entitas lain, baik negara maupun 
agama.’ Subordinasi ini, yang oleh negara ditujukan guna 
pengaturan pragmatis fungsionalisasi kesenian demi terpenuhinya 
agenda jangka pendek pembangunan, menjadikan kebudayaan 
hanya sebagai barang komersial dalam lembaga pariwisata, atau 
pengaturan administratif institusional gerak kreatif, termasuk 
pendidikan, penulisan buku, maupun kegiatan berpikir agar 
tunduk dan mengabdi pada kebijakan pemerintah. 


Hal yang sama terjadi dengan birokratisasi agama. Ketegangan 


225 Abdurrahman Wahid, Teater dan Politik di Indonesia, dalam Pergulatan Negara, Agama, 
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sejak awal antara agama dan kebudayaan, yang membuat 
agama memaksakan legitimitas doktrinnya kepada kebudayaan, 
membatasi ekspresi kebebasan yang seharusnya menjadi kebutuhan 
utama bagi proses berkesenian. Legitimitas atau penundukan 
kesenian ini terjadi secara berlapis-lapis melalui satu pengotakan 
“kesenian Islam”, yakni kesenian yang harus tidak bertentangan 
dengan ketauhidan Tuhan, disiplin hukum Islam, dan batasan 
ketat moralitas agama. Ini tentu merupakan kontradiksi, karena 
kesenian cenderung bersifat “melampaui batas”, misalnya 
keberanian mempertanyakan eksistensi Tuhan atau kevulgaran 
erotisme, sedangkan agama bertugas mengatur segala hal yang 


28 Dari sini, proses penundukan 


dianggap melanggar aturan. 
kebudayaan oleh agama melahirkan birokratisasi agama yang 
memungkinkan otoritas agama resmi milik negara mengacak- 
acak geliat kehidupan beragama masyarakat. Penundukan agama 
tidak terbatas pada pengislaman kesenian, tapi terlebih pada 
pemaksaan tafsir resmi Islam kepada pergulatan kehidupan 
muslim, misalnya agenda formalisasi syari’at, perumusan 
undang-undang kerukunan umat beragama, pengharaman 
pemikiran “sesat” (liberalisme, sekularisme, dan pluralisme), 
hingga geliat kontemporer seperti penertiban pornoaksi dan 
pornografi. Dalam setiap kasus birokratisasi agama”? ini, hingga 


228 Abdurrahman Wahid, Keragaman Budaya dan Kesatuan Iman dalam Islam, Kompas, 
16/07/1980 


229 Pada era ''pasca-negara' ini, Gus Dur merasakan kerinduan pada suatu masa, di mana 
posisi masyarakat sangat kuat dan sanggup menandingi birokrasi pemerintah. Hal 
mana yang sejak Orde Baru telah mengalami pergeseran dengan menguatnya 
penguasaan negara, atas kebudayaan masyarakat, dalam hal ini kehidupan 
gerakan Islam. Sejak perubahan strategi politik Soeharto tahun 1984 dengan 
melakukan Islamisasi, maka lahirlah berbagai birokratisasi agama. Departemen 
Agama kemudian menjadi “negara dalam negara” yang mengurusi lintas sektor, 
dan hendak mengagamakan seluruh kehidupan. Majelis Ulama Indonesia yang 
dilahirkannya pada 1975 juga tidak beranjak dari paradigma birokratis, dengan 
keterjebakan fatwa halal-haram dalam urusan seremonial agama. Akhirnya ICMI lahir 
sebagai puncak dari birokratisasi tersebut, yang oleh Soeharto dijadikan sebagai 
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kini masih ditentang habis-habisan oleh Gus Dur. Satu hal yang 
memperlihatkan konsistensi pemikiran dan perjuangan beliau 
pada ranah kebudayaan. m 


alat legitimatif bagi kekuasaan. Ini tentu berbeda dengan situasi era kolonial, di 
mana Gus Dur menyebutkan independensi gerakan Kyai Hasyim Asy’ari yang tetap 
mampu melawan pemerintahan kolonial, berdasarkan fatwa agama murni. Lihat 
Abdurrahman Wahid, Birokratisasi Gerakan Islam, Kompas, 30/08/2006 
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SETELAH MENGGALI segenap 


intelektualisme awal Gus Dur, 
maka hal urgen selanjutnya adalah 
merumuskan model dan arah 
pemikirannya guna menemukan 
satu titik epistemologis, karena 
konstruksi sebuah pemikiran 
memiliki suatu model yang bersifat 
kontiniu, dari awal hingga akhir 
karir pemikiran, meski setting sosio- 
politiknya berbeda. Konstruksi 
ini, jika dilihat dari perspektif 
ilmu sosial, akan menggambarkan 


Gus Dur DALAM 


secara menyeluruh keterlibatan ILMU SOSIAL KRITIS 


Gus Dur dalam gerak perubahan 


sosial vang terjadi, sehingga 
segenap intelektualismenva tidak bebas nilai, karena memiliki 
tujuan ideologis tertentu. 


Pada titik ini, gerak transformatif dan 'pembebasan ideologi' 
menjadi optik baca, jika hendak menangkap arah pemikiran 
beliau. Mengharapkan pemikiran Gus Dur dirumuskan dalam 
satu bangunan intelektual, tidaklah mustahil, meski tidak 
sempurna seperti Gus Dur adanva. Tapi dengan menggali 
dan menemukan inti pola pemikiran akan tersambung satu 
kontinuitas kerja intelektual di setiap lekuk tulisannva. Disertai 
analisa struktur historis, baik kuasa wacana maupun kuasa negara, 
maka lengkaplah cara merespons persoalan, kedalaman batiniah 
dari motivasi pemikiran, dan cita-cita utama vang searah meski 
dalam kelok perjalanan terjadi berbagai perbedaan partikular 
vang lahir dari masalah kasuistik. Dari sinilah gerak itu menjelma 
kontinuitas pemikiran vang mengakar kuat dan pada semua 
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titik bersikap radikal meski tak dimungkiri bahwa radikalisme 
ini ternyata memuat kearifan dan kejernihan pandangan yang 
berangkat dari pergumulan organik dengan realitas di lapangan. 
Maka, gerak transformatif yang penulis tangkap ini menambat 
pada dekade awal 1990, di mana Forum Demokrasi menjadi titik 
radikalisme Gus Dur menghadapi hegemoni negara. 


Gerak transformatif yang penulis maksud adalah akar dari 
watak teologi pembebasan dari pemikiran Islam beliau. Secara 
eksplisit Gus Dur merumuskan permasalahan ini dalam sebuah 
makalah panjang Development by Developing Ourselves (1979) 
yang merupakan elaborasi sosialistik atas peran Islam di tengah 
hegemoni pembangunan. Dalam watak ini, Gus Dur meyakini 
peran historis Islam adalah fungsi pembebasan dan protes 
atas laku kapitalistik sebagian masyarakat. Dari sini Gus Dur 
merumuskan kerja pembangunan partisipatoris sebagai alternatif 
dari diskursus dan strategi elitis pembangunanisme pemerintah. 
Arah transformatif ini makin menemukan ruang dalam setiap 
gerak pemikirannya yang selalu mengacu pada perubahan di ranah 
struktural, kultural, dan sosial. Jadi bisa dikatakan di tengah 
pergulatan pembaruan pemikiran era awal Orde Baru, Gus Dur 
adalah kaum transformatif yang salah satunya terinspirasi oleh 
gerakan liberation theology Katolik Amerika Latin. 


Sementara itu, “pembebasan ideologi” merujuk upaya Gus 
Dur membebaskan diri dari berbagai sekat, bias, dan orientasi 
ideologis yang membuat sebuah gerakan pemikiran gagal sebagai 
gerak pembebasan. Ideologi yang dimaksud di sini dalam artian 
negatif, yakni sebuah upaya pemalsuan kesadaran melalui 
representasi kuasa pengetahuan. Dari sini, ia menjelma “langit- 
langit normatif dan kognitif” tempat manusia menemukan 
yang baik dan yang benar, namun tidak murni menurut standar 
mereka. Inilah yang disebut sebagai misrecognition: suatu salah 
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tanggap memahami realitas yang berakibat salah menerka diri. 
Pada titik ini, apa yang disebut baik dan benar, sebenarnya 
merupakan tangkapan imajinatif di mana manusia menemukan 
dirinya dalam “fase cermin”. Pada level sosial, identifikasi dengan 
“sang lain” yang imajiner (the imaginary other) ini diperparah oleh 
“aturan sang-ayah” (law of the father) yang merupakan aturan 
simbolik, berupa struktur pengetahuan maupun kuasa politik. 
Ini yang membuat ego Cartesian mati, di mana kebenaran 
rasionalitas ternyata tidak murni, melainkan hanya representasi 
alam-bawah-sadar naluri represif (id) dan tumpukan aturan 
masyarakat (super ego). Terciptalah ideologi itu, yang menjelma 
penyimpangan dari kebenaran saintis ke pembenaran kekuasaan 
melalui pemalsuan kesadaran.” 


Dalam kaitan ini, Gus Dur melakukan “pembebasan 
ideologis”, bahkan terhadap ideologi pembebasan. Upaya ini lahir 
dari motivasi terdalam Gus Dur yang menjadikan “kehidupan 
sosial manusiawi” (human social life) sebagai cita-cita utama, 
mengalahkan segenap agama, pemikiran, negara, dan ideologi. 
Kerja ini merupakan kritik ideologi terhadap bangunan supra- 
struktur yang ada, yakni modernisasi yang oleh rezim kekuasaan 
(pengetahuan) digerakkan melalui manipulasi simbolis berupa 
janji kenaikan taraf hidup lewat pembangunan, depolitisasi Islam 
guna stabilisasi politik, maupun Pancasila sebagai nilai-nilai 
Indonesia yang orisinil. Dalam kerja ini, Gus Dur telah melakukan 
apa yang disebut Habermas sebagai kritik terhadap “komunikasi 
membusuk” melalui dialog emansipatoris. Orde Baru dengan 
kekerasan simboliknya memaksakan komunikasi searah di mana 
otoritarianisme politik digerakkan melalui monopoli penafsiran 
atas kebenaran pengetahuan, sehingga masyarakat tidak mampu 


230 Lihat Tim Dant, Knowledge, Ideology and Discourse, A Sociological Perspective, London: 
Routledge, 1991: 56-57 
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lagi menyadari “kepentingan rasio”.”?! Kepentingan ini merujuk 
pada the conditions of possibility pengetahuan yang oleh negara 
dimaksudkan untuk melancarkan agenda pembangunanisme 
yang mengabaikan keadilan sosial. 


Ini tercermin dalam setiap lekuk keprihatinan dan gerakan 
intelektual Gus Dur. Pertama, sejak ranah epistemologis, Gus Dur 
sudah membebaskan konsep gerakannya dari beban Marxisme yang 
tidak hanya sinis atas potensi non-revolusioner dari agama, tapi juga 
memosisikan segenap unsur kebudayaan sebagai aparat ideologis 
dari kekerasan revolusi. Dari sini Gus Dur merumuskan gerakan 
(Islam)-nya dalam terma transformasi struktural non-revolusioner. 
Tesisnya sederhana: agama bisa menjadi inspirasi perubahan 
struktur ekonomi-politik yang timpang, tapi tidak harus mengambil 
pendekatan revolusioner. Caranya? Dengan tetap bersikap kritis 
terhadap kekuasaan, melakukan penerimaan selektif atas agenda 
negara, sembari menyempurnakan “lubang-lubang hitam” yang 
tak tersentuh untuk secara langsung terjun ke lapangan guna 
merangsang kesadaran dan kemandirian masyarakat, vis a vis 
negara. Kritik ini dilakukan Gus Dur pada tataran discourse di 
mana Orde Baru telah memolitisir Islam ideologis: awal 1970 
meminggirkannya, melalui asas tunggal Pancasila dan fusi partai, 
namun awal 1990 merangkulnya melalui pendirian ICMI. Pada titik 
ini, Gus Dur terlibat dalam symbolic struggle dengan cara merebut 
tafsir Pancasila guna menghantam penyelewengan Pancasila oleh 
negara. Rapat Akbar NU dan pembentukan Forum Demokrasi 
pada 1992 merupakan langkah politik menolak pencalonan 
kesekian kali Soeharto, sembari mengungkap fakta “demokrasi 
seolah-olah” yang oleh negara berusaha ditutupi melalui symbolic 
violence bernama “demokrasi institusional”. 


231 Lihat F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, 
Yogyakarta: Kanisius, 1990 : 191-197 
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Kedua, pada ranah gerakan, Gus Dur meminimalisir bias 
paradigmatis, berupa modernisasi yang pada awal keprihatinan 
intelektualnya tengah mengekspansi pesantren. Institusi 
pendidikan ini oleh Gus Dur dilihat bukan sebatas lembaga 
pengajaran, melainkan sub-kultur: satu sub kebudayaan yang 
menyediakan makna bagi tafsir kebudayaan warganya. Pada titik 
ini Gus Dur memperkenalkan pesantren sebagai sistem budaya 
kepada masyarakat akademik, bukan sebatas melancarkan 
riset sosial para teknokrat pembangunan, tapi memberikan 
warning bahwa pesantren memiliki tata nilai sendiri sehingga 
berbagai konsep modernisasi yang dipaksakan “dari luar” akan 
cenderung terbentur dan ditolak oleh masyarakat pesantren. Ini 
berangkat dari fakta bahwa pesantren ternyata hanya diposisikan 
sebagai instrumen pembangunan desa tanpa kemauan dan 
kemampuan berangkat dari sistem budaya yang menurut Gus 
Dur telah memiliki historisitas pendampingan partisipatoris 
bagi terjadinya transformasi kultural. Transformasi ini merujuk 
pada tradisi penafsiran populis seperti makna jihad dalam kitab 
Panatut Thalibin yang bermakna pemberantasan kemiskinan, 
bukan perang suci. Demikian juga keterlibatan kyai dalam proses 
“kemiskinan terbagi” melalui selametan, doa nikah dan kematian, 
hingga pemberontakan petani tahun 1888 vis a vis tuan tanah 
Belanda. 


Pada titik ini Gus Dur telah melakukan arkeologi pengetahuan 
guna menggali historisitas fungsi kultural dari sistem budaya 
pesantren. Hasilnya, kontinuitas pesantren sebagai pelembagaan 
perwujudan kultural Islam yang sampai di kepulauan Nusantara. 
Menjelmalah pribumisasi Islam itu yang merupakan fakta historis 
bagi “penyelesaian cantik” ketika agama dan kebudayaan 
mengalami ketegangan. Ada dua metodologi keilmuan Islam 
yang dilihat Gus Dur telah melancarkan proses pribumisasi 
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ini, yakni ushul fiqh yang memenuhi kebutuhan hukum adat, 
serta tasawuf yang secara adhesif menyatu dengan mistik Hindu- 
Jawa. Dari sini Islam Indonesia betul-betul mengakar sehingga 
bisa membangun sikap toleran terhadap bentuk kesenian yang 
awalnya diharamkan oleh fiqh misalnya Ludruk di Jawa Timur, 
di mana pria memerankan perempuan melalui dialog nakal, 
norak, dan urakan. 


Proses pribumisasi Islam ini yang kemudian melakukan counter 
symbolic terhadap kecenderungan Arabisasi. Untuk kesekian kali 
Gus Dur melakukan pembersihan ideologi yakni Islamisme, 
karena proses ini sebenarnya lahir dari “krisis identitas” sebagian 
muslim. Krisis ini membuat gerakan-gerakan Islam belum mampu 
merumuskan cita-cita utama (Welstanchauung) Islam, sehingga 
perjuangan Islam terjebak di ruang pinggiran berupa politik 
simbol yang tidak menyentuh kebutuhan real umat. Berangkat 
dari pribumisasi Islam ini, di mana Gus Dur membebaskan Islam 
Indonesia dari bias ideologi Islamisme, Gus Dur naik ke tataran 
perjuangan konkret berdasarkan Welstanchauung Islam yang 
olehnya mengacu pada demokrasi, persamaan, dan keadilan. 
Nilai-nilai inilah yang dijunjung Gus Dur dan digerakkan, 
bahkan tidak melalui perjuangan atas nama Islam, namun dengan 
memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat 
untuk dimanfaatkan sebagai pembentuk etika baru berupa 
egalitarianisme, persamaan di muka hukum, dan struktur politik 
berkeadilan. Proses transformasi ini tidak mungkin terjadi selama 
umat Islam masih terjebak “krisis identitas” di atas, sehingga 
pribumisasi Islam tidak sebatas berfungsi “melerai” ketegangan 
antara agama dan kebudayaan, tapi menciptakan perubahan 
sosial yang menyeluruh. 


Titik orientasi kepada proses perubahan sosial ini membuat 
Gus Dur merumuskan konsep Islam sebagai etika sosial. Sebuah 
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konsep sosialistik dari Islam yang memosisikan agama sebagai 
pengerem watak kapitalistik masyarakat. Idenya berangkat 
dari satu keterpisahan antara dimensi sosial dengan dimensi 
personal dalam praktik ibadah umat. Keterpisahan ini sebenarnya 
a-historis, karena menurut Gus Dur, selain rukun iman berdimensi 
vertikal, juga terdapat rukun Islam dengan watak sosialnya. Tapi, 
dimensi sosial dalam rukun Islam seperti zakat, shalat jama’ah, 
haji, dan persaksian syahadat ini tidak disadari oleh umat, 
sehingga melahirkan sebuah moral a-sosial: seseorang bisa 
menjadi mukmin tanpa keprihatian sosial, tapi juga seseorang 
bisa memiliki solidaritas sosial tinggi, namun tidak berangkat dari 
keimanan. Pada titik ini Gus Dur mencetuskan gagasan rukun 
sosial untuk menjembatani dua macam rukun keagamaan dalam 
Islam, sehingga Islam tidak hanya menjadi agama individualitas, 
melainkan terlebih mampu melahirkan etika sosial yang concern 
terhadap ketertindasan masyarakat. 


e ANTI NEGARA-SENTRISME 


POSISI DAN TINDAKAN Gus Dur dalam segenap lanskap 
intelektualisme Orde Baru adalah sebuah perlawanan atau kritik 
ideologi, atas mainstream paradigma ilmu sosial hegemonik yang 
melandasi pembangunanisme. Paradigma ini mengacu pada 
orientasi positivistik yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan 
sosial, sebagai legitimasi bagi proses modernisasi. Dalam hal 
ini, ideologi yang dikritik oleh Gus Dur adalah manipulasi 
kesadaran palsu (false conciousness) sehingga masyarakat terhalangi 
menemukan kebenaran, karena struktur kesadarannya ditutupi 
oleh “kebenaran simbolis” yang dipaksakan oleh negara melalui 
manipulasi ideologis. 


Pembangunan, sebagai agenda ekonomi memiliki basis 
teoritisnya sendiri yang merujuk pada mekanisme teknokrasi yang 
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merupakan strategi epistemologis mengondisikan struktur sosial 
masyarakat agar sesuai dengan pembangunan. Sebagai basis teori, 
teknokrasi yang hakikatnya merupakan suatu krasi: penguasaan 
atau pemerintahan, lahir dari paradigma filsafat pengetahuan adalah 
kekuasaan (knowledge is power) yang dielaborasi oleh Bacon. Dari 
paradigma ini, ilmu pengetahuan diberi landasan praktis, yakni 
sebagai alat penguasaan atas kekuatan alam melalui penemuan 
dan penciptaan dalam sains. Demi tujuan ini, filsafat dipisahkan 
dari teologi, sekaligus membaptisnya sebagai pelayan ilmu. Artinya, 
daripada mempersoalkan final causes (teleologi), filsafat sebaiknya 
menyibukkan diri dengan efficient causes (kausalitas). 


Dari orientasi pada efficient causes inilah para ilmuwan 
mampu menemukan penyebab dari segenap peristiwa yang 
akhirnya membuahkan manipulasi kausalitas. Para ilmuwan 
kemudian menciptakan berbagai peristiwa alam, mengendalikan 
dan memanfaatkannya demi keuntungan manusia. Pada titik ini, 
ilmu pengetahuan menjelma sebatas technical know how melalui 
satu rentetan kesinambungan antara ilmu sebagai pencipta 
teknik dengan teknik sebagai perumus ilmu. Ilmu jelas menjadi 
sebatas teknik di mana efisiensi dan penciptaan teknik baru 
menjadi tujuan utama. Maka lahirlah rumus aneh: cara menjadi 
tujuan, karena para ilmuwan berlomba menciptakan teknik dan 
merealisirnya dalam laboratorium guna menciptakan teknik 
baru demi produk yang lebih baru. Proses teknokrasi ilmu ini 
berdampak besar bagi industrialisasi, karena produksi ilmu 
pengetahuan secara legitimate telah menemukan muaranya dalam 
produksi materi. Dalam kaitan ini dehumanisasi itu terjadi, 
karena proses reproduksi pengetahuan bersifat otonom, terpisah 
dari integritas masyarakat, karena hanya bertanggungjawab 
terhadap industrialisasi. 


232 Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES, 1988 : 85-89 
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Situasi seperti ini menjadi konteks sosio-politis dari 
pemikiran Gus Dur. Yakni suatu proses politik di mana dampak 
pembangunan ekonomi meminggirkan posisi kemanusiaan. 
Ini makin menggelombang sejak Pelita IV (1984) di mana 
persoalan kualitas manusia mulai dipertanyakan dalam proses 
pembangunan. Pertanyaan apakah pembangunan ekonomi harus 
menomorduakan kesetaraan sosial dan keadilan kemanusiaan 
semakin menemu ruang, karena dampak ekonomisme dalam 
pembangunan ternyata cenderung dehumanistik. Permasalahan 
ini berangkat dari konsepsi pembangunan kualitas manusia 
yang hanya terkonstruk dalam orientasi jangka pendek yang 
mendukung economic growth. Artinya, posisi manusia hanya sarana 
agenda pembangunan. Ini bisa dilihat dari perdebatan “hambatan 
mental” manusia Indonesia yang oleh para antroplog positivistik 
dilihat tidak sesuai kultur manusia modern. 


Pada titik ini Gus Dur menggerakkan pendekatan alternatif 
dalam diskursus pembangunan. Pendekatan ini, jika dilihat 
dari perspektif ilmu sosial bisa dilihat sebagai bagian dari 
kritik terhadap paradigma ilmu sosial itu sendiri yang masuk 
dalam terma teori sosial kritis. Teori ini mengacu pada kritik 
atas positivisme sebagai metodologi rekayasa sosial. Positivisme 
sendiri merupakan satu pemaksaan epistemologis dari ilmu- 
ilmu alam kepada problem sosio-budaya. Melalui ilmu alam, 
para ilmuwan merumuskan fenomena sosial ke dalam “hukum- 
hukum kausalitas”. *** Hukum-hukum ini memasukkan berbagai 
peristiwa sosial ke dalam taksonomi atau tipologi generalis yang 
meniadakan pluralitas dan perkembangan unsur-unsur dalam 
peristiwa tersebut. 


233 Lihat Heddy Shri Ahimsa Putra, Antropologi Sosial-Budaya di Indonesia: Tingkat 
Perkembangan dengan Perspektif Epistemologis, dalam Taufik Abdullah (ed.), Ilmu 
Sosial dan Tantangan Zaman, Jakarta: Grafindo, 2006 : 159-163 
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Dalam kaitan ini, pendekatan Gus Dur bisa dimasukkan 
ke dalam teori sosial kritis, karena beberapa hal. Pertama, 
elaborasi keilmuan sosial Gus Dur merupakan kritik atas dua 
bentuk teori sosial konvensional yang dijadikan mekanisme 
rekayasa sosial oleh negara, yakni positivisme dan fungsionalisme 
struktural. Pada poin positivisme, Gus Dur mengkritik penciptaan 
generalisasi atas watak sosio-budaya masyarakat, yang merupakan 
studi perbandingan atas etos budaya masyarakat Indonesia 
(tradisional) dengan etos masyarakat modern (Barat). Watak 
positivis mengacu pada keyakinan bahwa nature is uniform, 
sehingga ia bisa dirumuskan berdasar hukum-hukum alam 
yang orderly dan regular. Kerja seperti pemetaan berbagai kultur 
masyarakat Jawa oleh Koentjaraningrat guna menemukan 
kultur priyayi yang menghambat etos kerja modern, bagi Gus 
Dur merupakan kesalahan, karena berangkat dari paradigma 
evolusionisme antropologi yang memaksakan standar kebudayaan 
Barat terhadap budaya Indonesia. Pendekatan ini menurut Gus 
Dur membuat para peneliti tidak mampu melihat kesinambungan 
respons setiap budaya terhadap keniscayaan perubahan. Pada 
titik ini beliau menciptakan pendekatan alternatif terhadap 
metodologi penelitian sosial yang lebih empatik terhadap potensi 
perubahan dalam tubuh masyarakat. Konsepsinya: 


Pendekatan ini mulai dengan anggapan bahwa pada dasarnya tak ada 
kelompok atau orientasi bersikap negatif terhadap perubahan. Dalam 
lingkungan orisinilnya semula, orientasi setiap kelompok manusia 
menyediakan cara untuk menyerap dan mencernakan kebutuhan 
akan perubahan, untuk kemudian diberikan responsi yang sehat oleh 
kelompok itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan 
para peneliti untuk mengenal cara-cara yang dikembangkan oleh 


234 Lihat Abdurrahman Wahid, Nilai-nilai Indonesia: Apakah Keberadaannya Kini? Dalam 
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berbagai masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi 
belaka, tetapi juga untuk mengamati bagaimana lapisan-lapisan 
(layers) responsi suatu masyarakat, membentuk suatu tema 
persambungan (continuity) yang dibutuhkan masyarakat itu untuk 
memodernisir diri, tanpa kehilangan dasar-dasar kehidupan yang 
dianutnya.2? 


Sementara itu, terhadap teori fungsionalisme-struktural, Gus 
Dur mengkritik konsep Radcliffe Brown yang memosisikan agama 
sebagai sistem integratif berdasarkan fungsi organisme. Dengan 
paradigma ini, agama hanya dilihat sebagai satu sistem integratif 
yang harus menguatkan tatanan struktur masyarakat secara 
keseluruhan. Lahirlah manipulasi dan pemosisian agama sebagai 
legitimasi atas keteraturan sosial, padahal menurut Gus Dur, 
selain integrasi, agama juga berfungsi sebagai pencipta konflik, 
karena nilai-nilai transendentalnya mengalami perbenturan 
dengan nilai-nilai budaya masyarakat.?* Melalui kritik terhadap 
teori fungsionalisme ini, Gus Dur memosisikan agama bukan 
sebagai legitimasi atas status guo, tapi sarana perubahan sosial. 


Kedua, pemikiran Gus Dur masuk dalam terma teori sosial 
kritis karena hendak melakukan perubahan struktural. Model 
pemikiran ini merupakan kritik terhadap watak bebas nilai 
dalam sosiologi positivis yang bermaksud menemukan keajegan 
dan a-historisitas yang digeneralisir ke dalam nasib sosial 
modernitas kapitalis. Sehingga kebebasan nilai merupakan sikap 
politis yang berpura-pura menghindari nilai, lalu memaksakan 
berlakunya status quo.''' Pada titik ini, teori sosial yang Gus Dur 


235 Abdurrahman Wahid, Nilai-nilai Indonesia, Apakah Keberadaannya Kini? Dalam Prisma 
Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000 : 104 


236 Lihat Abdurrahman Wahid, Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari 
Jombang, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, 2000 : 74 


237 Ben Agger, Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya, Yogyakarta: Kreasi 
Wacana, 2003, h., 23-25 
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gerakkan menentang bentuk sosiologi mainstream konservatif 
yang terus berupaya menemukan dan menerangkan hukum 
gerak sosial, sehingga transisi dari teori sosiologi ke teori sosial 
kritis mengandung komponen metodologis dan politis. Gus Dur 
dalam hal ini membangun pemahaman struktural yang dapat 
membebaskan imajinasi ke arah praktik politik transformatif. 
Ia mengembangkan pemahaman struktural menyeluruh yang 
melampaui segala perbedaan disipliner yang sengaja digerakkan 
oleh para sosiolog teknokrat guna menciptakan mekanisasi sosial 
demi industrialisasi. 


Pada tataran struktural, titik tembak ilmu-ilmu sosial Gus 
Dur mengarah ke pendekatan alternatif dari apa yang sering 
disebut sebagai negara-sentrisme ilmu sosial.” Terma ini merujuk 
pada posisi negara sebagai locus struktur sosial modern yang 
menjadi pemasok sekaligus satu-satunya perealisir ilmu-ilmu 
sosial modern, atau modernisasi.” Dalam kaitan ini, ilmu 
sejarah dan trio ilmu sosial nomotetis (ilmu ekonomi, politik, 


238 Secara umum, sistem kuasa ilmu sosial Orde Baru bisa kita lihat dalam beberapa 
ruang. Dalam ekonomi, ‘tahap pertumbuhan linier’ Rostow yang dipakai, sehingga 
Indonesia harus mengarah pada era tinggal landas. Dalam ilmu politik, studi 
Almond dan Verba (1963) tentang civic culture yang sekular dan modern menjadi 
syarat bagi lahirnya kewarganegaraan. Ini dilakukan melalui studi komparasi politik 
dengan membandingkan budaya demokratis Dunia Ketiga vis a vis negara maju. 
Dalam sosiologi, struktural-fungsional Talcott Parson yang digunakan, dengan 
penekanan pada pemeliharaan sistem (system of maintenance), serta equilibrium 
(keadaan stabil berimbang), yang dengan sendirinya tidak memberi ruang bagi 
system disruption (gangguan terhadap sistem).Oleh Easton hal ini dilembagakan 
dalam keharusan institusionalisasi sistem politik. Pada level antropologi, Geertz yang 
menjadi primadona, yang meskipun telah naik pada level memaknai kebudayaan 
dari masyarakat tineliti, tetapi terjebak pada teknokrasi ekonomi, selayak studinya 
tentang involusi pertanian. Satu hal yang ditindak lanjuti oleh Koentjaraningrat, yang 
menugaskan antropologi sebagai pembentuk“kebudayaan pembangunan" melalui 
metode kuantitatif. Vedi Hadiz & Daniel Dhakidae (ed), Ilmu Sosial dan Kekuasaan di 
Indonesia, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore. 


239 Lihat George J. Aditjondro, Implikasi Pergeseran Ilmuwan Sosial dari “Pro-Negara” 
ke “Pro-Masyarakat’,dalam NS Nordholt & L Visser (ed), Ilmu Sosial di Asia Tenggara, 
Jakarta: LP3ES, 1997 : 41-50 
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dan sosiologi) menjelma satu otoritas ilmu pengetahuan yang 
melahirkan struktur negara modern, menjaganya, sekaligus 
menggerakkan menjadi satu hegemoni sosio-politik yang tidak 
bisa ditandingi oleh unsur peradaban apapun. Dalam negara- 
sentrisme, negara menjelma hakikat yang menjelaskan dirinya 
sendiri sebagai wadah konseptual. Ia merupakan batas alamiah, 
atau batas tindakan sosial yang paling penting.“ Pada titik ini, 
apa yang disebut “pengetahuan pasti” yang dijanjikan kepada 
masyarakat oleh para ilmuwan sosial tampaknya merupakan 
konsekuensi logis dari “iman” mereka kepada “gagasan tentang 
kemajuan”. Pengetahuan semacam ini termanifestasikan dalam 
kepercayaan kepada perbaikan secara terus-menerus, yang 
akan diimplementasikan oleh para pakar, di mana dalam 
implementasi tersebut negara dimungkinkan memainkan 
peran kunci dalam upaya mereformasi masyarakat.” Lahirlah 
gagasan pembangunanisme itu, yang sejak pasca 1945 menyebar 
ke masyarakat Dunia Ketiga, dan mendaulat negara-negara di 
dalamnya sebagai satu entitas agitator dari gerak modernisasi. 


Struktur yang dihadapi Gus Dur semacam ini di mana 
negara-sentrisme Orde Baru menjelma dalam setiap lini 
secara hegemonik. Pada tataran struktur ideologis, Orde Baru 
menancapkan sentralisasinya melalui asas tunggal Pancasila 
di mana ideologi-ideologi lain: komunisme, marheinisme, 
dan Islamisme, diberangus dan diganti dengan keseragaman 
penafsiran monolitik atas Pancasila. Pada level struktur sosial, 
Orde Baru melakukan reproduksi sosial melalui restrukturisasi 
lembaga politik dan reorientasi nilai-nilai budaya. Pada titik ini, 


240 Lihat Syed Farid Alatas, Alternative Discourse in Asian Social Science, India: Sage 
Publication, 2006 : 40 


241 Lihat Immanuel Wallerstein, Batas-Batas Ilmu Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1997 : 124- 
132 
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kolaborasi antara birokrat, militer, dan teknokrat, menjelma 
“piramida birokratisasi” di mana ilmu-ilmu sosial ditasbihkan 
menjadi teknologi sosial guna mengubah struktur masyarakat 
agar sesuai dengan kepentingan negara.” Pada tahap ini, 
negara berkembang begitu kuat bersamaan dengan melemahnya 
masyarakat sipil, sehingga pada tataran strategi politik maupun 
kelainan diskursus pemikiran, masyarakat betul-betul berada 
dalam posisi sub-ordinatif. 


Di sinilah Gus Dur berhadapan dengan strategi kebudayaan,”*’ 
di mana dua teori antropologi telah dipakai Orde Baru, 
yakni evolusionisme dan fungsionalisme. Fungsionalisme 
struktural dipakai dengan mengandaikan kemanfaatan pragmatis 
kebudayaan atas penguatan struktur sosial yang melahirkan homeo 
stationer: pengaturan gerak dinamis kebudayaan, namun menuju 
titik statis yang bertujuan. Ini yang dilakukan Ali Moertopo 
dengan meminjam konsep Parson, di mana politik dijadikan 
mekanisme alokasi tujuan, ekonomi sebagai mediasi sekaligus 
target utama, agama dan budaya sebagai perekat integrasi 
masyarakat, serta pendidikan dan keluarga sebagai sosiolisasi 
dan penjaga nilai. Semua tiada yang boleh lepas dari kerangkeng 
stabilitas dinamisasi budaya ini, sebab selayak revolusi, segenap 
elemen masyarakat harus menjelma ideological state apparatus. 


Pada level kultur, paradigma fungsional ini dilambari 


242 M. AS Hikam, Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam Politik 
Indonesia, jurnal Prisma 3, Maret 1991 : 75-81 


243 Strategi kebudayaan tidak harus dimaknai sebagai strategi negara. Selayak van 
Peursen yang melihatnya sebagai strategi masyarakat untuk menggerakkan tiga 
unsur kebudayaan, berupa kebudayaan mistis, ontologis, dan fungsionil. Ketiga 
ruang ini bukan tahapan evolutif, selaik positivisme Comte. la lebih merupa strategi 
kebudayaan untuk semakin menyempurnakan setiap unsur budaya. Dalam budaya 
mistis, gerak ontologi (ilmu) telah ada, sebagaimana dalam budaya fungsionil 
(teknologi), corak mistis juga masih terjadi. Ini yang membuat kebudayaan tidak 
statis dan linier, tetapi tetap tergerak dalam kontinuitas sejarah. Lihat van Peursen, 
Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1976 : 15-50 
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oleh perspektif evolusionis atas kebudayaan. Ini terjadi karena 
modernisasi menyematkan kegagalan pembangunan Dunia 
Ketiga, bukan pada kurangnya alat produksi, namun terlebih 
oleh mentalitas tradisional yang tidak kondusif bagi etos kerja 
modern. Ini digerakkan di awal pembangunanisme dengan 
mendaulat kultur tradisional seperti pesantren sebagai kultur 
penghambat pembangunan. Satu hal yang kemudian direvisi pada 
awal 1980 melalui pendekatan instrumentalisme budaya, di mana 
pesantren tidak dipinggirkan, tapi dijadikan alat bagi sosialisasi 
dan mobilisasi pembangunan. Berbagai pelatihan keterampilan 
dan pendirian koperasi oleh Menteri Agama Mukti Ali menjadi 
praksis dari paradigma, yang sayangnya tidak dibarengi oleh 
pendekatan interpretatif kebudayaan, di mana pemerintah abai 
terhadap sistem nilai warga pesantren. 


Tak ayal, arah ini makin meneguhkan negara-sentrisme 
kebudayaan. Negara ada untuk dirinya (state qua state), 
meminggirkan kekuatan masyarakat sipil yang terpojok dalam 
“terali kebudayaan”. Terali ini merupakan bentuk upaya negara 
memenjarakan kekuatan kreatif masyarakat, baik nilai, ideologi, 
dan segenap kuasa politik ke dalam rekayasa sosial, di mana 
ilmu tercerabut dari nilai (reorientasi) dan ideologi dibuang dari 
lembaga politik (reorganisasi). Asas Tunggal Pancasila adalah 
bukti dari pemaksaan ideologis atas “kesepakatan sepi” antara 
gerakan masyarakat dan negara sebagai upaya peniadaan potensi 
konflik atas nama kebudayaan yang akan menghambat akselerasi 
pembangunan. 


Dari sini Gus Dur melancarkan pendekatan alternatif 
dari ilmu sosial, yang beroriantsi pada penguatan masyarakat 
sipil vis a vis negara, hingga sering pemikirannya terbaca 
sebagai sikap anti-negara. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai 
lekuk intelektualismenya. Pada level ideologi negara, Gus 
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Dur melakukan perebutan simbolik atas tafsir monopilitik 
Pancasila. Dengan menerima ideologi tersebut sebagai konsensus 
kebangsaan, Gus Dur melakukan penafsiran atas nama gerakan 
sosio-keagamaan yang ia sebut sebagai gerakan agama berwawasan 
struktural untuk menghancurkan penafsiran negara dan merebut 
Pancasila demi kepentingan gerakan masyarakat. Dalam hal ini 
Gus Dur berhadapan dengan negara, karena setiap penafsiran 
yang berbeda dari penguasa pasti akan dimasukkan dalam daftar 
hitam di “luar sistem” dan oleh karenanya subversif.#* Pada level 
budaya, Gus Dur lebih radikal lagi, karena dengan terang-terangan 
memisahkan kebudayaan dan negara sebagai entitas berbeda, dan 
bahkan saling meniadakan. Negara dibentuk oleh entitas politik 
dan berorientasi pada pemberangusan dan pemaksaan, sementara 
kebudayaan adalah entitas kultural di mana masyarakat mampu 
kembali pada kebebasan kepenuhan jati diri yang selama ini 
dibonsai oleh negara melalui birokratisasi maupun militerisasi. 
Disinilah Gus Dur mencetuskan debirokratisasi kebudayaan 
yang memiliki target pemisahan secara fundamental, antara 
kebudayaan dan negara.'$ 


244 Wahid, Agama, Ideologi, dan Pembangunan, h. 10-22 


245 Sikap anti terhadap hegemoni negara atas masyarakat ini, tidak hanya digerakkan Gus 
Dur pada era 'pra-negara'. Bahkan pada era“menjadi negara’, yakni kepresidenan ke-4 
RI (1999-2001), Gus Dur tetap melahirkan kebijakan yang bertujuan meminimalisir 
negara. Setidaknya ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintahan Gus Dur 
guna “membebaskan” masyarakat dari negara. Pertama, pembubaran Departemen 
Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Kebijakan ini berangkat 
dari fakta politik, bahwa ketika negara (Orde Baru) memiliki jangkauan tak terbatas, 
maka persoalan sosio-kultural yang sebenarnya menjadi unsur utama penjamin 
free public sphere menjadi terbungkam demi pengawasan kekuasaan. Deppen 
terbukti telah menjadi otoritas kekuasaan yang menentukan mana informasi yang 
boleh disebarkan, dan mana informasi yang subversive. Ini membawa konsekuensi 
terpasungnya kekebasan pers, yang seharusnya menjadi satu pilar demokratisasi. 
Layaknya catatan David T Hill (1994) di mana beberapa media yang nakal dan 
cenderung kritis semisal Sinar harapan, Duta Masyarakat, Indonesia Raya, Abadi, 
Pedoman, Harian KAMI, dst selalu dibayangi pembredelan tanpa adanya proses 
peradilan. Hingga decade 1990, Deppen telah menyempurnakan diri sebagai 
“Sang Raja Bredel” yang menelan korban Tabloit Detik, Editor, dan Majalah Tempo. 
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Demikian juga posisi Depsos yang selama Orde Baru terbukti menjadi sarang subur 
bagi kleptokrasi dan KKN, disebabkan mekanisme birokrasi yang “gemuk” serta 
arah kelembagaan yang tidak jelas, sebab secara real culture, masyarakat melalui 
berbagai ormas dan LSM sudah mampu me-manage pelayanan sosialnya sendiri, 
tanpa bantuan dari institusi politik yang birokratisnya nggak ketulungan. 


Kedua, demiliterisasi. Ini dilakukan Gus Dur dengan menciptakan reposisi militer 
yang selama Orba mengalami dwifungsi. Hasilnya, April 2000, TNI memutuskan 
meninggalkan peran sosio-politik, untuk konsentrasi dalam bidang pertahanan. 
Hengkangnya TNI dari politik telah menciptakan paradigma baru supremasi sipil 
atas militer, sehingga aparat represif ini tidak disalahgunakan penguasa. Langkah 
penghapusan dwifungsi TNI itu segera ditindaklanjuti oleh Gus Dur dengan 
melakukan pemisahan TNI-Polri, berdasarkan Keppres No 89/2000. Pemisahan ini 
menjadi langkah awal dari demiliterisasi pelayanan dan keamanan masyarakat, 
yang menjadi tugas utama Polri. Pada tataran manajerial, Gus Dur kemudian 
menyempurnakan supremasi sipil tersebut melalui perumusan TNI di bawah 
Departemen Pertahanan (Dephan). Perumusan ini diharapkan mampu mendorong 
terciptanya defense management based on civilization authority, sebab TNI sebagai 
pemegang komando lapangan, diatur dalam administrasi Dephan yang dipeang 
oleh sipil. Sayang, hingga Gus Dur /engser, perumusan itu belum tuntas. 


Pada tataran supra-struktur politik, Gus Dur juga menciptakan “terapi kejut” guna 
“mencuci” kesadaran sejarah masyarakat. Salah satu yang kemudian mengundang 
kontroversi adalah ide pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 tentang pelarangan 
ajaran Marxisme dan Leninisme. Ini dilakukan pada batasan wacana, sebab presiden 
tidak memiliki otoritas. Motivasi yang melatarbelakangi ide tersebut jelas, yakni 
membersihkan beban sejarah dari dendam dan trauma masa lalu, sebab TAP itu 
telah bersifat diskriminatif dengan menciptakan berbagai pembrangusan gerakan 
“kiri”, serta “mengutuk” anak cucu PKI dalam isolasi politik. Ide pencabutan juga 
berangkat dari fakta, bahwa sekuat apapun sebuah ajaran di larang, ia akan tetap 
“menelusup” kedalam relung kesadaran masyarakat. 


Pembelaan terhadap minoritas juga dilakukan Gus Dur dengan mencabut Inpres 
No 14/1967 tentang agama yang sah, dan agama yang terlarang. Melalui Keppres 
No 6/2000, Gus Dur telah menghancurkan otoritarianisme negara atas kebebasan 
beragama. Hasilnya, Konghucu dan etnis Cina menikmati kebebasan ekspresif atas 
kebuadayaan keagamaannya. Sayang, pada pemerintahan Megawati, keterbukaan 
itu ditutup kembali, dengan dicanangkannya RUU Kerukunan Umat Beragama, 
yang memasung agama hanya dalam lima agama sah. Masih banyak usaha-usaha 
pemerintahan Gus Dur dalam “membebaskan” masyarakat dari totalitarianisme 
negara. Dari kebijakan yang bersifat dekonstruktif, Gus Dur juga mengimbanginya 
melalui kebijakan rekonstruktif, yakni dengan menumbuhkan potensi masyarakat 
yang selama Orba belum tergali. Misalnya, pendirian Komisi Hukum Nasional dan 
Komisi Ombudsman, guna memperkuat kontrol masyarakat atas pelaksanaan 
hukum aparat negara. Pada tataran ekonomi, Gus Dur juga mendirikan Departemen 
Eksplorasi Kelautan dan Perikanan, sebagai satu usaha menuju pembangunan 
ekonomi berbasis maritim. Pada tataran global, Gus Dur jega telah memprakarsai 
Poros Asia-Afrika pada KTT G-15 Mei 2001, guna melakukan counter balancing atas 
dominasi negara maju atas negara berkembang. Lihat A Muhaimin Iskandar, Gus 
Dur yang Saya Kenal, Yogyakarta: LKiS, 2004 : 8-54 
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Demikian juga pada level strategi pembangunan, Gus 
Dur melakukan kritik radikal atas watak elitis (top-down) 
pembangunan milik pemerintah yang bukan hanya berorientasi 
pada ekonomi tingkat tinggi (industrialisasi), tapi juga pelemahan 
kemandirian masyarakat, hingga dampak destruktif fundamental: 
dehumanisasi. Dari sini Gus Dur menggerakkan diskursus 
alternatif pembangunan melalui pendekatan bottom-up dengan 
menggunakan potensi budaya masyarakat sebagai medium 
sekaligus legitimasi bagi terbangunnya kesadaran dan kemandirian 
masyarakat (pedesaan) vis a vis negara.” Pengembangan masyarakat 
melalui pesantren adalah bukti dari hal ini, di mana Gus Dur 
merebut skeptisisme negara atas peran transformatif pesantren, 
yang menurut teori modernisasi, bahkan menjadi penghambat 
bagi pembangunan. Hal yang sama terjadi pada pemikiran Islam 
Gus Dur yang anti institusionalisasi Islam di level Negara Islam, 
legalisasi syari'at, hingga formalisasi budaya Islam. Di sinilah Gus 
Dur menggerakkan pendekatan kultural, di mana Islam lebih 
dilihat sebagai satu kesatuan kebudayaan yang sudah mengalami 
pribumisasi dengan segenap lini kehidupan masyarakat. m 


246 Wahid, Culture Oriented Development, h. 3-6 
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Kritik Pasca-Hegemoni 


PERBINCANGAN mengenai Gus Dur merupakan perbincangan 
simbolis. la bisa diperebutkan sebagai apapun, dalam level 
apapun, untuk kepentingan apapun. Proses simbolisasi Gus Dur 
ini merupakan hasil dari suatu pengkristalan traditional religio 
political system di mana warga NU pada umumnya memaknai Gus 
Dur sebagai patron kharismatik yang menyediakan legitimasi 
bagi mobilitas politik. Demikian juga Gus Dur sendiri. Ia, 
dengan segala otoritas penuh: religius, feodalisme-primordial, 
intelektualitas, serta struktural politik, telah menggenggam jutaan 
massa nahdliyyin dalam sensitivitas politik berdasarkan kesakralan 
agama. Ini yang membuat Gus Dur kuat-mengakar, di samping 
kemampuan pribadinya menelusuri dan memahami perasaan 
populis kalangan masyarakat bawah. 


Sisi lemah yang sekaligus kekuatan Gus Dur adalah posisinya 
sebagai intelektual organik. Memang, sejak awal, populisme 
itu memberikan pilihan kepadanya untuk tidak “berpikir 
demi pemikiran”, tapi berpikir demi pergerakan, memberikan 
kritik pada tataran struktur, dan yang lebih penting dari itu, 
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menyediakan solusi konkret bagi keterpinggiran umat NU- 
nya yang berada di lekuk ketertindasan struktural. Ini yang 
membuat pemikiran Gus Dur membumi, tapi hal ini pula yang 
membuat intelektualismenya tidak masuk pada tataran kritik 
dan oleh karena itu, menjadi sebuah kehati-hatian epistemologis. 
Artinya, pemikiran yang digerakkan oleh Gus Dur lebih kepada 
bagaimana mencari solusi praksis dari ketertindasan kemanusiaan. 
Meski hal ini dilakukan melalui kritik metodologis, misalnya 
terhadap positivisme, fungsionalisme, dan institusionalisme 
politik, yang kemudian menyediakan jalan bagi suatu metode 
keilmuan transformatif (membebaskan). Namun sisi kosong 
yang ditinggalkan Gus Dur adalah kritik epistemologis yang 
menyediakan basis kritik atas muatan historio-ideologis bagi 
sebuah diskursus. 


Hal ini misalnya terlihat dari pilihan atas demokrasi, 
humanisme, kebebasan berpikir, konsepsi negara, dan anti- 
syari atisasi. Ketika Gus Dur memilih demokrasi sebagai solusi 
bagi otoritarianisme negara, ini memang dibenarkan, apalagi 
demokrasinya bukan murni Barat, karena ia anti terhadap 
institusionalisme dan proseduralisme demokrasi. Yang Gus Dur 
perjuangkan adalah demokrasi sebagai proses kritik kebudayaan, 
yang tetap membuatnya selalu berubah memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan perubahan sosial. Namun pilihan Gus Dur 
tidak mau memperdepatkan diskursus demokrasi pada tataran 
teoritis telah meminggirkan kritisisme atas diskursus demokrasi 
pada tataran kritik ideologi. Demokrasi di tangan Gus Dur 
bersifat instrumental, tanpa tatapan kritis bahwa universalisme 
demokrasi itu sendiri merupakan bagian dari jebakan global demi 
pengkondisian kapitalisme, layaknya kritik kaum post-kolonialis. 


Resikonya, meski sekarang otoritarianisme negara runtuh, 
Gus Dur yang “mantan negara”, tetap menjadikan demokrasi 
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sebagai cita-cita utama. Ini patut dipermasalahkan, karena 
situasi politiknya telah berbeda. Di era Orde Baru, demokrasi 
menjadi satu-satunya solusi karena ia memiliki tugas suci bagi 
runtuhnya totalitarianisme negara. Pada era Gus Dur “menjadi 
negara” pun, demokrasi tetap efektif guna mendekonstruksi 
negara itu sendiri, demi tercapainya minimalisasi negara dan 
penguatan masyarakat sipil. Pada era sekarang, di mana demokrasi 
menyediakan kebebasan politik seluas-luasnya, ia kemudian 
sarat kritik, karena keterjebakan demokratisasi hanya pada aras 
kebebasan individualis. Inilah yang mengotakkan demokrasi 
dalam proseduralisme, di mana pemilu menjadi satu jalan 
legitimatif bagi “persaingan bebas” berbagai aspirasi politik. 
Dari sisi ini, demokrasi terlihat timpang, karena pemilu ternyata 
hanya menyediakan mobilitas politik secara struktural, tapi 
minim pemerataan keadilan sosial. Apalagi dalam situasi pasar 
bebas, di mana diktatorisme negara hilang, “direngkuh” oleh 
kedigdayaan pasar global, maka demokrasi menjadi tidak murni 
dan bebas nilai, karena ia datang bersama struktur kepentingan 
global. Jika Gus Dur tetap tidak ingin masuk pada tataran kritik 
ideologi atas demokrasi, ia bahkan bisa “direbut” sebagai bagian 
dari globalisasi demokrasi. 


Keterjebakan ini juga terkait dengan konsepsi negara. 
Memang pada satu titik, Gus Dur berpijak pada anarkisme: 
pemisahan antara negara dan kebudayaan. Ini terjadi karena 
Gus Dur yang berangkat dari sub-kultur pesantren sudah lama 
bisa hidup “tanpa negara”. Satu hal yang menggumpal, ketika 
negara berada di tangan rezim otoritarian, sehingga lengkaplah 
penghadapan Gus Dur sebagai pimpinan masyarakat sipil, vis a 
vis negara Orde Baru. Anti negara-sentrisme inipun dilakukan 
bahkan ketika ia “menjelma negara”. Kepresidenan ke-4 RI 
membuktikan bahwa ketika Gus Dur menjadi pemegang tampuk 
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kuasa tertinggi negara, Gus Dur ternyata masih membayangkan 
dirinya sebagai pionir oposisi terkuat negara: NU dan Forum 
Demokrasi. Yang terjadi, Gus Dur mengecilkan “tubuh negara”, 
di saat ia “menjadi negara”. Sejarah kemudian menggerakkan 
gerak liniernya: Gus Dur dihancurkan oleh negara. 


Dalam kaitan ini, kritik tertembak pada absennya Gus Dur 
dalam melakukan kritik ontologis atas negara. Pada titik ini, Gus 
Dur tidak sepenuhnya penganut anarkisme. Sebuah filsafat politik 
yang menyadari “kejahatan imanen” negara pada level ontologis. Apa 
itu? Yakni “hukum besi oligarki”. Sebuah hukum sejarah determinis 
yang menahbiskan birokrasi sebagai pelahap semua idealisme politik 
dan mengurungnya dalam jeruji mesin administrasi impersonal, 
otoritarianisme otoritas hirarkis, dan kebutuhan pelanggengan 
kekuasaan. Jika Gus Dur yakin, bahwa negara terbentuk oleh hasrat 
menguasai, maka seharusnya ini memberikan gambaran bahwa 
negara sampai kapanpun tak bisa dijadikan sandaran penyelesaian 
problem manusia. Gus Dur sendiri akhirnya terlahap dalam mesin 
besar itu, dan tercaplok oleh pepatah Perancis, homme elu, homme 
foutu: siapa terpilih, ia kalah, atau si cambia il maestro di capella, ma 
la musica e sempre quella: dirigen boleh berganti, musik tetap sama, 
presiden boleh berganti, negara tetap sama. Ini yang membuat Gus 
Dur terlempar, ketika Sang Presiden masyarakat sipil ini, hendak 
merombak negara. Kekuatan negara sudah begitu akut, sejak birokrasi 
yang menolak kebijakan pembubaran beberapa departemen, militer 
yang membangkang, dan partai politik parlemen yang tentu ingin 
merebut kekuasaannya. 


Absennya kesadaran ontologis inilah yang membuat Gus 
Dur saat ini tetap bersikukuh ingin “menjadi negara” lagi melalui 
partai politik. Menurut penulis, hal ini dilematis, karena Gus 
Dur sudah terjebak dalam pluralisme politik. Satu kondisi pasca 
otoritarianisme yang memosisikan negara secara bebas nilai, 
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di mana ia hanya ruang terbuka untuk menampung dan oleh 
karenanya menyediakan diri untuk diperebutkan berbagai 
kepentingan. Gus Dur masuk di sini, karena pilihan strategis 
beliau yang sekarang sudah bergeser: dari kultural ke struktural. 
Gus Dur saat ini sudah terlahap oleh “hukum besi oligarki” itu 
ketika ia berada dalam partai politik yang tentunya diarahkan 
untuk menguasai atau setidaknya menghadapi negara. Ini yang 
patut diprihatinkan, karena sang intelektual organik ini sudah 
kehilangan basis kultural (dahulu NU dan pesantren). Satu hal 
yang tidak sepenuhnya bisa disediakan oleh partai politik karena 
infrastrukturnya berbeda. Partai adalah political, dan NU adalah 
cultural, meski NU pasca Gus Dur juga sudah bersifat political. 
Jadi, jika Gus Dur kehilangan NU sebagai basis kultural, maka 
NU kini telah kehilangan Gus Dur sebagai supra-intelektual. 


Kritik serupa tertuju pada pembelaan beliau atas kebebasan 
berpikir yang sekaligus berkolerasi dengan de-syari’atisasi. 
Memang pada titik ini, satu hal yang dibela Gus Dur adalah 
hak dasar manusia, yakni berpikir. la juga merupakan syarat 
utama bagi dinamisasi peradaban, bahkan motor penggerak 
perubahan sosial. Namun, terma kebebasan berpikir bukan 
postulat yang bebas nilai. Pada tataran politis, ia bisa menjadi 
alat bagi segolongan kelompok untuk melegitimasi berbagai 
agenda dekonstruksi terhadap bangunan pemikiran masyarakat 
yang sudah mapan. Demikian halnya, ia juga bisa menjadi bukti 
pembenar dari ekstrem kanan untuk meng-kafir-kan pihak-pihak 
yang bebas berpikir, entah dengan tuduhan westernis atau bahkan 
hendak menghancurkan agama. Situasi kontemporer, di mana 
terma kebebasan berpikir sudah menjadi satu agenda gerakan dari 
paham pemikiran tertentu seperti liberalisme Islam, kemudian 
ikut menyudutkan Gus Dur ke pojok sumpah-serapah itu, bahkan 
tak jarang disertai ancaman “halal darahnya”. 
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Ini memang berangkat dari satu ketidakjelasan sebagian 
besar pemikir muslim yang harus beradaptasi dengan modernisasi 
pemikiran Barat. Satu titik, ia harus mengkritik kelemahan 
dan “sisi gelap” tradisinya. Satu titik, ia harus bersikap kritis 
terhadap metodologi kritik atas tradisi yang sering mereka ambil 
dari Barat. Dilema ini membuahkan generalisasi, bahwa segala 
pemikiran “yang bebas”, maka ia bagian dari liberalisasi, padahal 
untuk membuktikannya dibutuhkan satu riset mendalam, 
terkait dengan motivasi ideologis dari masing pemikir muslim. 
Hal serupa terjadi dengan de-syari’atisasi yang tentunya makin 
menyudutkan Gus Dur ke sudut “anti-Islam”, padahal jika ditilik 
dari detail pemikiran Islam-nya, ia tetap berangkat dari satu 
paradigma dan orientasi keislaman yang kuat. 


Kesilapan ini wajar, karena Gus Dur belum mengalami 
post-modernitas. Intelektualisme beliau masih tergelut dalam 
modernisasi, sehingga problem utama adalah penyikapan tradisi 
atas modernitas. Dari sini wajar ketika Gus Dur menjadikan 
modernitas sebagai arah bagi revitalisasi tradisi, meski gerak ini 
dilakukan melalui peminggiran ekses negatif dari modernisme. 
Kesilapan Gus Dur terletak dalam domain kritik post-colonial studies. 
Yakni pada ruang tak terjamah di mana Gus Dur absen dalam 
melakukan kritik terhadap meta-narasi seperti ide kemajuan, 
demokrasi, kebebasan, dan sekularisasi. Meski pada satu titik Gus 
Dur empati dan memosisikan fundamentalisme Islam sebagai 
korban modernitas, misalnya. Akan tetapi kesadaran ini ternodai 
oleh kepercayaan Gus Dur tanpa syarat atas humanisme. Seperti 
kita tahu, hingga saat ini Gus Dur tetap menempatkan agama 
dalam dua kutub: akidah dan kemanusiaan. Satu hal yang bahkan 
dipertarungkan oleh fundamentalisme, di mana akidah dijadikan 
solusi alternatif atas antropomorfisme: peradaban sekular yang 
hanya mengacu pada kemanusiaan. Gus Dur dalam hal ini 
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terjebak dalam Humanisme Sartreian di mana sang manusialah 
yang mampu melahirkan kemanusiaan. Satu hal yang kini telah 
dikritik oleh pasca-strukturalisme, karena manusia atau subyek, 
terbukti tidak otonom. Ia hanya satu simpul dari jejaring relasi 
kuasa pengetahuan. Apa yang disebut kemanusiaan ternyata 
eksistensialisme individualis yang mensyaratkan terjadinya 
“kebebasan negatif”, sebuah kebebasan dari kekangan rengkuhan 
otoritas primordial yang akhirnya melahirkan sekularisme. Inilah 
yang dipermasalahkan oleh Islamisme, dan hal ini pula yang 
tidak dilihat Gus Dur, yakni fundamentalisme sebagai kritik 
post-modernitas atas modernisme. 


Di sisi lain, strategi gerakan yang Gus Dur pilih, yakni 
sosio-kultural, juga memiliki kelemahan. Strategi ini meliputi 
perubahan secara sub-sistem, dengan satu target realisasi nilai- 
nilai supra-struktur ke dalam gerak “pembangunan partisipatoris” 
langsung pada level kultur masyarakat bawah. Memang pilihan ini 
sekali lagi berangkat dari kepekaan Gus Dur yang mendalam pada 
kebutuhan kongkret masyarakat, yakni keadilan sosio-ekonomi. 
Pilihan untuk hanya mengubah pada tataran sub-sistem tanpa 
perubahan total supra-struktur terkait dengan bangunan dan 
ideologi negara merupakan satu langkah yang jika tidak hati-hati 
dapat menjelmakan perubahan reformatif belaka, satu hal yang 
dikritiknya. Artinya penerimaan Gus Dur terhadap konstitusi 
serta ideologi bersama membuahkan mata sinis dari lawan politik 
(Islamis), karena bisa dilihat sebagai oportunisme. Meski sejarah 
telah mencatat bahwa pada era Orde Baru perubahan sub-sistem 
melalui pendekatan sosio-kultural terbukti menjadi satu gerak 
radikal yang mampu berfungsi kritis terhadap supra-struktur 
yang ada. 


Namun, tanpa perubahan supra-struktur membuat Gus Dur 
terjebak, justru ketika Orde Baru telah runtuh. Keterjebakan 
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ini merujuk pada arah politik yang meminggirkan pendekatan 
budaya. Hal ini terjadi karena sikap pemikirannya lebih mengacu 
pada “penerimaan selektif” atas berbagai diskursus, terkhusus 
terhadap ideologi politik seperti developmentalisme. Andai 
Gus Dur bersikap radikal, dalam artian merobohkan bangunan 
epistemik dari suatu ideologi, fakta sejarah, dan perkembangan 
kebudayaan yang ada, maka ia akan selamat dari “telikungan 
politik”. Artinya, metodologi ilmu sosial atau paradigma kritis 
Gus Dur belum bersifat materialis, selayak materialisme historis. 
Metode inilah yang akan mengantarkan beliau membongkar 
infra-struktur atau basis materi dari fakta sejarah yang ada, 
terkait dengan negara, pembangunanisme, Pancasila, demokrasi, 
pergerakan Islam, dan posisi tradisi. 


Gus Dur seharusnya mempertanyakan apa basis material dari 
negara-bangsa di Indonesia, kendala kultural demokrasi, dan di 
atas segalanya, praksis ontologi politik. Aras supra-struktur ini 
tidak dipermasalahkan Gus Dur, sehingga ia tetap saja bergerak di 
bawah “langit-langit ideologi” mapan yang seharusnya dibongkar 
karena bermasalah. Jika Gus Dur ingin memisahkan negara dan 
kebudayaan misalnya, maka sang pemimpin oposisi kultural 
(NU) ini harus menunjukkan kesalahan materialitas negara atas 
kebudayaan. Ini urgen sebab negara-bangsa kita hadir bersama 
dengan kolonialisme, sehingga ia mengangkangi bangsa yang 
terajut oleh temali kebudayaan. Dari sini yang harus dilakukan 
Gus Dur adalah penggalian kekuatan imanensi kebudayaan 
dalam pesantren dan NU, sehingga jama’ah wa jam’iyyah diniyyah 
ini mampu otonom, dan bahkan balik mengangkangi negara. 
Sejarah menggambarkan bahwa Gus Dur berhasil melakukan itu 
pada era Orde Baru, namun gagal ketika Soeharto telah lengser, 
dan ia gantian menduduki negara tersebut. Mungkin inilah 
telikungan itu, di mana jalan kultural telah terganti oleh jalan 
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politik, karena Gus Dur memang pernah menjelma “negara”, 
menjelma politik. 


Tapi tidak juga. Keaktifan Gus Dur dalam jalur struktural 
sekarang ini merupakan bentuk konsistensi. Kenapa? Karena 
sejak awal, Gus Dur bukan budayawan a-politik. Ia lebih tepat 
diposisikan sebagai aktivis politik yang menggunakan sumber 
daya kultural untuk melawan negara. Inilah sebenarnya intelektual 
organik itu, di mana sebagai Ketua Umum PBNU dan Ketua Pokja 
Fordem, Gus Dur menciptakan kontra-hegemoni Gramscian. 
Praksis hegemoni Gus Dur yang ia dapatkan dari kekuatan NU, 
aktivisme LSM, dan kritisisme intelektual, melahirkan oposisi 
kultural bagi tujuan politik, yakni politik hegemonik Soeharto. 
Pada titik ini, Gus Dur berhasil menggerakkan kuasa kultural warga 
NU demi perjuangan demokrasi versus otoritarianisme negara. 


Dari sini terlihat, arah struktural dari gerak Gus Dur 
merupakan lanjutan perjalanan, meski dalam ruang politik 
yang berbeda. Saat ini negara leviathan telah runtuh, dan ia 
menyediakan diri diperebutkan oleh masyarakat politik (partai) 
yang notabene masyarakat sipil (LSM, Ormas) pada era Orde 
Baru. Gus Dur masuk dalam semangat zaman itu beserta 
segenap komponen kontra-hegemoni era hegemoni Soeharto. 
Apalagi pada satu titik, Gus Dur bukan pencetus utama Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). Ini menjadi penanda bahwa partai 
(hanya) menjadi alat bagi perjuangan strukturalnya, khususnya 
pasca pelengseran kepresidenan ke-4 RI yang merupakan kudeta 
konstitusional, sehingga terfatwa bughat oleh fiqh. Pelengseran ini 
membuat Gus Dur melihat bahwa segenap rezim pemerintahan 
sesudah beliau, tidak sah, dan oleh karenanya, perjuangan politik 
era sekarang adalah oposisi terhadap pemerintah. Satu hal yang 
dilakukan melalui pemecatan setiap pengurus PKB yang masuk 
dalam jajaran kabinet eksekutif. 
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Di sini terlihat bahwa ketidakmampuan Gus Dur tidak 
terlibat dalam jalur struktural adalah ketidakmampuan segenap 
komponen masyarakat sipil pasca Orde Baru yang tersedot oleh 
liberalisasi politik, minus pendewasaan sistem, sumber daya, 
dan gerak yang terpatri dalam akar keberpihakan. Atau jika 
lebih radikal, minus penjarakan atas pintu negara yang terbuka 
lebar, yang siap melahap komitmen kemasyarakatan civil society 
menjadi orientasi politik sektarian. Satu hal yang berbeda dengan 
Gus Dur sebagai pribadi, karena beliau kini lebih bergulat 
dalam perjuangan moralisme politik, yang sayangnya kurang 
mendapat dukungan secara sistemik, baik dari jajaran PKB 
guna ditembakkan pada penyimpangan pemerintah. Moralisme 
politik kemudian menjelma utopia, ketika budaya politik saat ini 
sedang memasuki eforia pragmatisme. Satu kondisi yang makin 
dipercepat oleh desentralisasi politik (Pilkada), pemanfaatan 
kampanye citra (simulacrum) dalam selebritisasi politik, serta 
penguasaan negara oleh elite partai besar. 


Pembedahan atas Gus Dur kini memang menyediakan tema 
baru ini yang tidak lagi merujuk pada hegemoni dan kontra- 
hegemoni negara, melainkan perjuangan moralitas politik dalam 
proses perebutan negara. Ia tergelut dalam liberalisasi politik yang 
memberikan kebebasan kepada semua komponen masyarakat 
berebut ruang publik, meninggalkan suasana otoriter yang 
menghambat masyarakat, dan mengotakkannya dalam gerbong, di 
luar negara. Era Gus Dur sekarang adalah pasca-strukturalisme, di 
mana ranah perjuangan sudah bersifat mikro-politik, setiap pihak 
sibuk dengan rasionalitas technical know how untuk mendapatkan 
kekuasaan yang makin pluralis, bebas nilai, sehingga yang 
terpenting adalah bagaimana kepentingan kelompok menguasai 
kepentingan lain, dalam satu domain demokratisasi. Gus 
Dur masuk dalam ranah itu melalui kritik moralisme politik. 
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Sayang untuk kesekian kali, mesin politik di belakangnya tidak 
mendukung orientasi itu, dan berulang “pendekar jurus mabuk” 
ini harus menjelma petarung tunggal menghadapi lawan politik 
nan sistemik. Kegagalannya mencalonkan diri kembali pada 
Pemilu 2004 akibat faktor kesehatan adalah bukti, bahwa muslim 
nahdliyyin memang tradisionalis, tak kuasa berhadapan dengan 
teknologi kekuasaan yang didedahkan kaum modernis yang 
berulang menguasai negara. Gus Dur adalah “emas yang ditopang 
oleh bambu nan rapuh”, demikian pepatah tersirat. 


Pada titik ini konsistensi pemikiran itu tetap tercatat. Gus 
Dur melampaui partai, tetap menjadikan pemiskinan struktural 
sebagai persoalan mendasar bangsa, satu hal yang menjulur dari 
konsepsi Islam pembebasan dekade 1970, oposisi atas birokratisasi 
kebudayaan (agama) seperti perang melawan Majelis Ulama 
Indonesia terkait isu pembelaan pluralisme dan minoritas, serta 
kehendak Gus Dur tetap mengarahkan pembangunan negara 
dalam pemerataan ekonomi, satu ide yang ia tembakkan ke 
arah developmentalisme Orde Baru. Konsistensi ini tetap beliau 
gerakkan, terkhusus sebagai penulis kolom dan diskursus publik, 
tanpa harus membawa partai. 


Sebenarnya ruang inilah yang mesti tergarap oleh anak-anak 
muda NU, generasi penerusnya. Yakni pelanjutan kritisisme atas 
negara sebagai tugas sejarah yang telah terlembagakan dalam 
situasi sosio-kultural mereka. Ini nyata sebab pergerakan Gus 
Dur merupakan pergerakan kalangan pesantren yang sejak 
kehadirannya selalu menjelma oposisi kultural bagi kekuasaan. 
Sayang, NU sendiri kini juga tersedot oleh liberalisasi politik 
itu. Satu hal yang kemudian meminggirkan mantan Ketua 
Umum PBNU tiga periode ini tanpa sepersenpun memberikan 
ruang yang proporsional. Setidaknya untuk beberapa waktu 
ke depan, PKB akan terus berseberangan dengan NU, karena 
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elite NU sendiri ternyata tidak bisa sejalur dengan Khittah 
26. NU kemudian menjelma mesin politik berdasarkan tradisi 
keagamaan yang sangat laris-manis untuk menjual dan dijual 
demi pemenangan pemilu. Inilah yang patut disayangkan, 
sebab jika mengingat NU era Gus Dur, maka gerbong muslim 
tradisionalis ini telah mampu menjelma the shinning example bagi 
keterlibatan Islam dalam perubahan sosial di Indonesia. Satu 
gerak yang kini direbut oleh muslim puritan, yang tentu jauh dari 
keluasan wawasan kebangsaan. Kecenderungan politik struktural 
di NU membuahkan absennya entitas terbesar masyarakat sipil 
ini untuk menawarkan Islam yang kritis namun tetap berpijak 
pada kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan akar 
tradisinya. Inilah yang sebenarnya diharapkan Gus Dur, dan 
sekarang minim terjadi. 


Hal sama terjadi pada gerbong intelektualisme NU. Gerbong 
yang dibawa anak muda ini ternyata mengalami kepecahan 
epistemik yang secara simbolik menggambarkan pecahnya 
pemahaman atas “teks Gus Dur”. Kepecahan ini mengacu pada 
tiada arah yang jelas, pijakan, dan mekanisme gerakan dari 
intelektualisme NU. Ia kini lebih tergulat dalam “pemikiran 
pop” (pop social science) yang tersedot menanggapi diskursus 
kontemporer seperti fundamentalisme, toleransi, kebebasan 
agama, namun minim kesadaran struktural, yang pada era Orde 
Baru membuat intelektualisme Gus Dur bersifat komprehensif: 
jelas pijakan kulturalnya, strategi, dan tembakan struktural. 


Apa yang dilakukan anak muda NU sekarang hanyalah 
“berpikir untuk pemikiran”, bukan “berpikir untuk pergerakan”. 
Ini terjadi, karena gerak ini terjebak desentralisasi politik yang 
menurunkan pertarungan pemikiran Islam ke ranah horisontal, 
yakni moderatisme vis a vis konservatisme. Pertarungan desentralis 
ini meniadakan kesadaran vertikal, sehingga apa yang dikritik 
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Gus Dur, yakni ketidakadilan struktural, luput dari jangkauan 
wacana Islam. Pemikiran NU kemudian tidak mengacu pada 
pembebasan dan transformasi sosial, karena ia hanya berkutat 
dalam persoalan teknis, bongkar-pasang tradisi agama. Ini patut 
disayangkan, karena intelektualisme Gus Dur adalah bukti 
tercerlang bagaimana tradisi Islam menggerakkan perubahan 
sosial-politik melalui kekayaan tradisi tersebut, bukan dengan 
membongkar sejarah yang minim keberpihakan struktural. m 
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Ulil Abshar Abdalla 


Gus Dur 
sebagai Teks yang Menantang 


UPAYA TEMAN saya, Syaiful Arif, menganalisis gagasan-gagasan 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak mendapat dukungan dan 
pujian. Buku yang ditulis oleh Arif ini bukanlah semacam reader 
atau buku panduan memahami pemikiran Gus Dur; bukan pula 
semacam bunga rampai tulisan-tulisan Gus Dur yang terserak 
selama ini di sejumlah penerbitan. Apa yang dilakukan oleh Arif 
adalah telaah dan pembacaan atas Gus Dur. Di sini, Gus Dur 
hadir sebagai semacam teks terbuka yang bisa ditafsirkan lewat 
banyak cara. Dalam bagian pendahuluan, Arif dengan baik sekali 
menunjukkan gejala yang ia sebut sebagai “berebut teks Gus 
Dur”. Artinya, pemikiran Gus Dur diperebutkan oleh banyak 
pihak dan ditafsirkan secara beragam. Tentu yang dimaksud 
dengan “pihak” di sini adalah kalangan internal NU. Dan, yang 
tak kalah menarik, buku Arif ini juga muncul sebagai “pihak” 
baru dalam rebutan teks ini. 


Teks yang baik adalah teks yang mengundang rebutan. Jika 
sebuah teks tergeletak di pojok ruangan tanpa mengundang minat 
siapapun untuk membaca dan menafsir, maka percayalah, itu 
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adalah teks yang buruk. Teks yang “seksi” dan terus mengundang 
minat orang untuk berdebat dari waktu ke waktu adalah teks yang 
bermutu, teks yang baik. Teks yang terus-menerus diperebutkan 
berarti teks yang menggugah dan mengenai sasaran. Teks-teks 
besar sepanjang sejarah manusia selalu mengandung unsur-unsur 
'gugah' seperti itu. 


Gus Dur adalah teks penggugah semacam itu, teks yang terus 
menantang untuk dipikirkan kembali. Gus Dur adalah teks yang 
baik. Tentu istilah teks di sini saya pakai secara “metaforis”. Gus 
Dur jelas adalah manusia, bukan teks dalam pengertian susunan 
huruf, kata, atau kalimat yang membentuk wacana. Gus Dur 
disebut sebagai teks karena pikiran, tindakan, dan sikap-sikapnya 
selama ini mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh umat 
Islam dan masyarakat Indonesia secara umum membentuk 
semacam “jalinan gagasan” menyerupai jalinan huruf dan kata 
dalam teks. 


Sifat sebuah teks selalu mengandung unsur jejalin atau 
anyaman. Anyaman selalu mengandaikan adanya kaitan antara 
satu titik dengan titik yang lain. Anyaman mengandaikan 
hubungan yang luas dan dalam dengan banyak unsur, baik dalam 
dirinya sendiri atau dengan unsur-unsur dari luar. Sebagai sebuah 
teks, gagasan Gus Dur tentang banyak soal saling berhubungan 
satu dengan yang lain. Gagasannya tentang pribumisasi Islam, 
sebagai contoh, tak bisa dipisahkan dari kritiknya terhadap, 
misalnya, birokratisasi kebudayaan yang pernah dilakukan oleh 
Orde Baru dulu. Gagasannya tentang fenomena pesantren sebagai 
sub-kultur tak bisa dipisahkan dari gagasannya yang lain tentang 
kritik atas teori dan praktik pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Orde Baru. Dan seterusnya. Gagasan Gus Dur juga tak bisa 
dipisahkan dari locus dia dalam jalinan sosial dan kebudayaan 
yang rumit, mulai dari seorang pemikir keagamaan yang lahir dari 
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tradisi pesantren, seorang pejuang hak-hak minoritas, politisi, 
pecinta sastra, peziarah kubur, hingga seorang manusia biasa yang 
menggemari hal-hal sepele, seperti wayang, sepak-bola, dsb. 


Gus Dur memang selalu menimbulkan gelombang kontroversi 
sejak awal. Dan tepat di situlah kedudukannya sebagai sebuah teks 
menjadi menarik dan menantang untuk terus ditelaah. Kadang- 
kadang saya berpikir, kenapa ada orang-orang tertentu dalam 
masyarakat yang selalu menyulut kontroversi? Apakah keadaan itu 
terjadi karena yang bersangkutan sengaja mencari-cari “masalah” 
sehingga menjadi bahan pergunjingan! Kalau pertanyaan ini mau 
dirumuskan secara lebih umum: kenapa ada teks-teks tertentu 
yang mengandung potensi “eksplosif” dan menggerakkan 
gelombang diskusi serta pro-kontra? Jawaban atas pertanyaan ini 
tak sederhana. Lagi-lagi kembali kepada watak sebuah teks sebagai 
sebuah jalinan dan anyaman: sebuah teks menjadi begitu eksplosif 
bukan semata-mata karena ada sesuatu dalam dirinya yang bisa 
menimbulkan “ledakan”, tetapi juga karena lingkungan sekitar 
yang kondusif pula untuk memungkinkan ledakan itu terjadi. 


Dengan kata lain, Gus Dur hadir dalam situasi dan konteks 
yang tepat, sehingga gagasan-gagasan dia mengenai sasaran, 
mendapatkan sambutan yang hangat dari kalangan anak-anak 
muda, dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat. Ini juga salah satu ciri-ciri sebuah teks yang baik: 
yakni teks yang kontekstual, dalam pengertian tepat menembak 
sasaran. Upaya keras Gus Dur memberi landangan dan justifikasi 
teologis dan politis terhadap penerimaan Pancasila oleh NU pada 
1984, misalnya, tepat mengenai tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat Indonesia pada saat itu. Pemikiran Gus Dur tentang 
Pancasila memang melawan beberapa kecenderungan gerakan 
Islam pada saat itu yang lebih condong kepada “Islamisme” dan 
anti ideologi negara yang dianggap sekuler. 
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Sikap Gus Dur mengenai Pancasila memang “non-konformis” 
atau tak mengikuti kecenderungan yang ada. Ini, sekali lagi, 
juga sebuah ciri teks yang baik: yakni teks yang berani melawan 
tekanan “koor” masyarakat, teks yang berani mengambil cara 
pandang yang berbeda bukan semata-mata karena sekedar ingin 
berbeda, tetapi karena memang dalam pandangan yang telah 
mapan ada hal-hal yang harus dikritik. Teks yang baik cenderung 
melihat dan membaca sesuatu di luar kotak atau pakem (thinking 
outside the box, istilah yang kerap dipakai). 


Yang agak kurang mendapatkan elaborasi Arif dalam 
bukunya ini adalah gagasan-gagasan Gus Dur tentang dialog 
antar-agama. Gus Dur adalah tokoh penting yang memberikan 
kontribusi yang luar biasa besar dalam memajukan dialog 
antar-iman dan antar-agama di Indonesia. Komitmen Gus Dur 
pada isu ini dan pembelaannya terhadap kaum minoritas di 
Indonesia nyaris unconditional, tanpa syarat. Reputasi Gus Dur 
dalam bidang ini sulit ditandingi oleh tokoh Islam manapun di 
Indonesia saat ini. Pembelaannya yang tanpa kompromi terhadap 
hak-hak non-Muslim di Indonesia, juga kedekatannya dengan 
kelompok-kelompok itu, sempat membuat beberapa tokoh Islam 
berkomentar, seraya menyindir, bahwa Gus Dur lebih dekat dan 
nyaman dengan kelompok “mereka” ketimbang “kita”. “Mereka” 
maksudnya tentu kelompok-kelompok di luar Islam. 


Meskipun Gus Dur adalah seorang pembaca buku yang 
sangat rakus, tetapi gagasan-gagasannya terasa sekali bukan 
sesuatu yang bookish, kebuku-bukuan. Pikiran-pikirannya tidak 
bersifat text book thinking, memakai istilah yang terkenal dari 
Bung Karno dulu. Sebaliknya, pemikiran Gus Dur mengalir dari 
pergumulan dengan masalah yang kongkret dalam kehidupan 
sehari-hari, baik masalah internal NU sendiri, umat Islam, atau 
masyarakat Indonesia secara lebih luas. Karena begitu bercabang- 
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cabangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat, perhatian 
Gus Dur juga mengembang dan mekar ke segala jurusan. Minat 
dan perhatian Gus Dur terentang mulai dari masalah agama, 
ideologi-ideologi sekuler, politik internasional, sastra/kesenian, 
LSM, gerakan masyarakat sipil, hubungan antara agama dan 
negara, demokrasi, hak asasi manusia, hak-hak kaum minoritas; 
bahkan hingga ke hal-hal mundane seperti sepak bola, misalnya. 
Ini semua menambah kuat kedudukan Gus Dur sebagai sebuah 
teks yang kompleks, saling berjalin, saling berkait-berkelindan. 
Teks yang baik juga adalah teks yang kompleks, mengandung 
banyak unsur dan lapisan dalam dirinya; bukan teks yang hitam- 
putih seperti naskah surat edaran Pak Lurah. 


Pada bagian penutup, Arif menempatkan Gus Dur sebagai 
“guru ilmu sosial kritis”. Saya kira, ini adalah suatu pengamatan 
yang cermat. Sebagaimana kita tahu, ilmu sosial kritis adalah 
ilmu yang tak sekadar berpretensi menjadi ilmu yang objektif 
menggambarkan keadaan, tetapi ilmu yang mau membongkar 
hubungan-hubungan sosial dan kekuasaan yang timpang dalam 
masyarakat. Ilmu sosial kritis berangkat dari sebuah hipotesis 
bahwa setiap hubungan sosial selalu dibangun berdasarkan suatu 
keputusan sosial. Proses menuju pengambilan keputusan itu 
melibatkan hubungan antara agen-agen sosial yang tak seluruhnya 
setara. Di sanalah hubungan kekuasaan yang tak adil muncul. 
Tugas ilmu sosial kritis adalah menguakkan hubungan sosial 
yang seolah-olah bersifat alamiah dan “wajar”, tetapi sebetulnya 
tak wajar. Dengan kata lain, tugas ilmu kritis adalah melakukan 
proses “de-naturalisasi”. 


Pada fase awal karirnya sebagai seorang intelektual, Gus 
Dur menunjukkan minat yang besar pada teologi pembebasan 
yang muncul di Amerika Latin—gerakan yang sebetulnya tak 
sepenuhnya “direstui” oleh pihak Vatikan itu. Gus Dur juga 
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membaca dengan penuh minat pemikiran-pemikiran sosial 
seorang pendidik Brazil yang sangat berpengaruh pada dekade 
1970an, Paulo Freire, terutama gagasannya tentang “pendidikan 
sebagai penyadaran menuju pembebasan”. Meskipun terpukau 
oleh gagasan-gagasan kiri yang revolusioner itu, Gus Dur bukanlah 
seorang radikal yang menghendaki penjungkirbalikan sebuah 
tatanan sosial secara serentak melalui dentuman besar sebuah 
revolusi. Sebab, Gus Dur juga pengagum gagasan pasifis Gandhi. 
Dia berteman akrab dengan salah seorang pecinta dan pengamal 
ajaran Gandhi, yakni Ibu Gedong Oka dari Bali. Perubahan di 
mata Gus Dur haruslah tetap dalam kerangka sistem kultural yang 
ada dalam masyarakat, melalui proses gradual. Dengan kata lain, 
transformasi. Gus Dur adalah seorang transformis, kalau boleh 
memakai istilah ini. Dalam salah satu bab, Arif menyebut bahwa 
Gus Dur menghendaki perubahan dan pembebasan tanpa dasar 
apapun selain manusia itu sendiri; pembebasan yang tanpa harus 
dibebani oleh Karl Marx dan ideologi Marxisme. 


Dengan tepat sekali, Arif menyebut Gus Dur sebagai 
“intelektual organik”, istilah khas Antonio Gramsci. Yakni 
seorang pemikir yang mewakili dan menyuarakan harapan, 
keputusasaan, dan aspirasi sebuah kelompok dan golongan sosial 
tertentu; pemikir dengan lokasi sosial yang jelas, tidak mengawang- 
awang. Gus Dur bukan seorang cendekiawan yang “berumah di 
angin”, istilah yang pernah dipakai oleh Arief Budiman dulu. 
Sudah tentu, kategorisasi ini tidak untuk mengecilkan yang 
satu seraya membesarkan yang lain. Masing-masing pihak, entah 
intelektual organik atau intelektual tradisional yang tak terkait 
dengan kelas dan golongan sosial tertentu, memiliki kekuatan 
dan kelebihannya masing-masing dalam masyarakat. 


Terakhir, tetapi tak kalah penting, ada dua aspek dalam 
diri Gus Dur sebagai sebuah teks: aspek sosial, dan aspek politik. 
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Sebagai teks sosial, Gus Dur sangat cemerlang, memukau dan 
menantang untuk dibaca terus-menerus. Buku Arif ini memang 
sepertinya membatasi diri pada teks sosial Gus Dur itu. Sebagai 
teks politik, Gus Dur tidak memperlihatkan kecemerlangan 
serupa. Konflik-konflik yang terus muncul dalam PKB (Partai 
Kebangkitan Bangsa) yang tampaknya kurang begitu berhasil 
dikelola secara baik adalah petunjuk yang sangat baik untuk itu. 
Saya tentu memiliki harapan yang besar, partai ini bisa menjadi 
kendaraan yang efektif menerjemahkan gagasan-gagasan Gus Dur 
yang begitu kaya dalam bidang kenegaraan ke dalam dunia nyata. 
Salah satu warisan pemikiran Gus Dur yang muncul pada awal 
90-an adalah kritiknya yang tanpa tedeng aling-aling terhadap 
gejala sektarianisme. Saat ini, kita sedang berhadapan dengan 
situasi semacam itu. Gagasan Gus Dur menjadikan PKB sebagai 
partai terbuka yang mengatasi sekat-sekat golongan tentu sangat 
penting untuk melawan kecenderungan sektarian yang sekarang 
ini membludak di mana-mana. 


Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Gus Dur 
adalah sebuah teks yang sangat baik dan menantang untuk 
terus-menerus dibaca. Gus Dur telah meninggalkan warisan yang 


mengubah banyak hal ke arah yang lebih positif, terutama dalam 
konteks Nahdlatul Ulama. = 


Boston, 13 April 2008 
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2004 

PN i Salahkah Jika di Pribumikan? Kolom Tempo, 
1983 


Dn dente aa mann TA Seorang Santri Menilik “Pendawa Baru”, Berita 


Yudha, 24 Maret 1988 
alan sen ia à NU adalah Sebuah Faham, Kiblat No. 12/ 


TAT Islam dan Kebatinan, Sebuah Tinjauan Umum, 


Pustaka No. 1 Th. II, 25 Januari 1978 


AMMETTA ce Kebangkitan Islam sebagai Fenomena Sosio- 


Kultural. media tak terlacak, 3 Februari 1991 


KA EA Masih Relevankah Teori Kenegaraan Islam' 


Tinjauan Kontemporer Atas Prinsip-Prinsip Rekonstruksinya, 
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makalah pada Diskusi Konsep Negara Islam, FH-UII, Yogyakarta, 
7 Februari 1988 


EA ds IE Perkembangan Teologi di Indonesia Masa Kini. 
makalah pada Konsultasi Pendeta-Pendeta Gereja Kristen 
Jawi Wetan, Malang, 12 Juni 1976 


E AS Ulil dan Liberalismenya (2), makalah pada 
acara peluncuran buku Menjadi Muslim Liberal karya Ulil 
Abshar-Abdalla, di Universitas Paramadina, 29 November 
2005 


D u Pengembangan Kebudayaan Islam di Indonesia, 
makalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta, pada diskusi budaya 
“Pikiran Rakyat” di Aula PT Granesia Bandung, 5 Februari 
1985 


EE E a Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam 
Pembangunan Politik: Sebuah Telaah Awal, makalah pada 
Praseminar Sistem Politik dan Demokrasi Pancasila, IKAL- 
LEMHANAS, Jakarta, 24 Agustus 1988 


Di un Dialog Iman dan Kebudayaan, Lajnah Ta’lif 
wan Nasyr, Atmajaya, 21 Februari 1988 


AN An ena Islam dan Titik Tolak Etika Pembangunan, 
makalah seminar pesantren dan pembangunan, Berlin Barat, 


Juli 1987 


JURNAL 
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Achmad Fedyani Saifuddin. Some Notes on Clifford Geertz's 
Interpretive Anthropology. Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 
30, No. 2, 2006 


Ahmad Baso. Neo-Modernisme Islam versus Post-Tradisionalisme 


Islam. Tashwirul Afkar, No 9/ 2000 


GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


Erfan Maryono. Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren: 
Refleksi Pengalaman LPSM, Jurnal Pesantren No. 3/Vol. 
V/1988, Jakarta: P3M 


Ihsan Ali Fauzi. Pemikiran Islam Dekade 1980-an. Jurnal Prisma 
3, Maret 1991, Jakarta: LP3ES. 


M. Dawam Rahardjo. Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia 
Sejak Orde Baru. Jurnal Prisma 3, Maret 1991 


és Pengalaman Pembangunan Dasawarsa 1970- 
an: Menuju Strategi Alternatif? Jurnal Prisma 11, November 
1980 

M. AS Hikam. Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan 
dalam Politik Indonesia. Jurnal Prisma 3, Maret 1991 


MM. Billah. Dari Paradigma instrumentalistis ke Paradigma 
Alternatif, Jurnal Pesantren, No. 3/Vol. V/1988, Jakarta: P3M 


Richard Johnson. Post-Hegemony? I Don’t Think So. Theory, 
Culture & Society, Sagepub Vol. 24(3): 95-110, 2007 


Syaiful Arif. NU Studies, Gus Durisme, dan Resistensi Tradisi. 
Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi NU dan Pertarungan Ideologi 
Islam, No. 21 Tahun 2007 

........... Studi Kritis Neo-Modernisme Greg Barton atas 
Pemikiran Gus Dur, Jurnal Pesantren Ciganjur, edisi 2/Th. 
1/2006 


Saiful Muzani. Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi. Jurnal 
Prisma 1, Januari 1993 


Selo Soemardjan. Peranan Cendekiawan dalam Pembangunan. 


Jurnal Prisma 11, November 1976 
Taufik Abdullah. Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif 


Sejarah, Jurnal Prisma, edisi Generasi Baru Pemikiran Islam. No. 


3, Tahun XX Maret, 1991 
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ON TA Ilmu Sosial dan Peranannya di Indonesia. Jurnal 


Prisma 6, Juni 1983 


Ulil Abshar-Abdalla, Partai, Civic Education dan Wilayah 
“Netral Politik”, jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 4/1999 
Jakarta: Lakpesdam 


BERITA 


328 


Assalamu’alaikum-Monitor, Editor No. 15/Thn IV/22 
Desember 1990 


Gus Dur Dimaki, Gus Dur Disegani, Forum Keadilan, Nomor 


02, 14 Mei 1992 


GUS DUR dan Ilmu Sosial Transformatif 


Tentang Penulis 


SYAIFUL ARIF, lahir di Kudus, 22 
Februari 1981, adalah santri Pesantren 
Ciganjur, Jakarta asuhan KH Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur), terhitung sejak tahun 
2003. Belajar di Fakultas Ushuluddin 
dan Filsafat Universitas Islam Negeri 


(UIN) Jakarta. Pernah magang selama 
dua tahun (2003-2004) di Jaringan Islam 
Liberal (JIL). Aktif sebagai Pemimpin 
Redaksi Jurnal Pesantren Ciganjur edisi 2006-2007, dan peneliti di 
Laboratorium Politik Islam UIN Jakarta. Sejak 1998 nyantri di teater 
Samar, Kudus, dan Buletin Suara Kader IPNU Ancab Gebog, Kudus. 
Artikelnya tersebar di berbagai media massa nasional maupun lokal 


seperti Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Sinar Harapan, Koran Seputar 
Indonesia, Suara Merdeka, Duta Masyarakat, www.islamlib.com, www. 
gusdur.net, dan beberapa jurnal ilmiah. Sekarang merasa damai 
sebagai “biksu muda”, tiap pagi nyapu halaman pondok, sebelum 
pertapaan dengan tak-tik komputer kecil. = 
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